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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mngka mewujudkan penataan keterpaduan
pengelolann sumber daya alam dan sumber dayva buatan
secara berdaya guna dan berhasil guna dalam
memanfantkan ruang wilavah vang serasi, selaras,
seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan;

b. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup
vang bersifat terbatas dan tdak terbarukan serta
pemahamat masvarakat vang berkembang terhadap
pentingnyva penatain ruang memerlukan pervelenggaraan
penataan ruang secara berkelanjutan sebagei  satu
kesatuan ruang dalam tatanan vang dinamis
berlandaskan kebudayaan Bali sesunl dengan falsafah Tn
Hita Narana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi,

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11
Tahun 2012 wntang Rencana Tata Ruang Wilayvah
Rabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan pengaturan penatean Tuang
dan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah serta
kebutuhan masyarakat, sehingea perlu diganti;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5)
den avat (7] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043;

e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf &, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-
2043;

Mengingat 1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Nepars Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Dalam

Wilnyah Darrah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggama Timur [Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahur 1958 Nomor 122, Tambahsn Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 16355);
Undang-Undang Republik ndonesia Nomaor 26 Tahun 207

- tentang Penataan Ruang (Lembaran Negars Republik

Indonema Tehun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembamn
Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
dilbah bebermpa kall, temalkhir dengan Undang-Undang
Fepublik Indoresia Nomor 6 Tahtun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penigganti Undang-Undang Namor 2
Tahur 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang
{Lembaran Negara Republilt Indonesis Tahun 2023 Nomor
41, Fambahan Lembaran Negara Republile Indonssia Nomor
B856);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintzhan Dacrah {Lembaran Negars Republik
indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republiic Indonesta Nomor 3587) sehagaimana telal
diubah bebesraps lali; terakhir dengan Undang-Undang
Republile Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peratutan Pemerintah Penggant Undang-Uncdeng Nomaor 2
Tehun 2022 Tentang Cipta Kerla menjadi Undang-Undang
(Lembarnn: Negara Republile Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomar
GR506);
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023
tentang Provingi Ball {lembaran Negara Repubiik Indonesis
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembarsn Republik
Indanesta Nomar 6871):

. Peraturan Pemerintah Republiic Indonesia Nomor 26 ‘Tehun

2068 tentang Rencana Tata Rusng Wilsyah Nasional
{Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) scbagaimang telah diobah  dengan  Peraturan
Femerintah Nomor 13 Tehun 2017 \enteng Perubzhan atas
Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 teritang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona! {Lembaran MNegonra
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lemburan Negara Republile Indonesia Nomar 6041);

. Peraturan Pemerintah Republilk indonesia Nomaor 21 Talwun
2021 tentsng Petvelenpoaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2021 Nomer 31,

Tombahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nemer

6633);
. Peraturan- Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Roang Kawassan Perkotaan
Denpagar, Badung, Gianyar den Tabanan, scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tehun
2014 tentang Ferubahan Atas Pernturan Presiden Nomar 45
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Rusng RKawasan
Ferkotzan Tenpesar, Badung, Gienyar dan  Tebansn
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
121);
Perpturan Daerah Provinsi Ball Nomer 2 Tahun 2023 teitang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bell Tahum 2023-2043
(lembaren Daemh Provinst Bali Tahun 2023 Nomor 2,
Tambshan Lembaran Dacrah Provinst Hali Tehun 2023
Nemor 2);
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

FERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023.2043,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasgual 1

Dalam Peraturan Daerah inl yung dimaksud denpan;
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Pemerintah Puss! yang selanjutnya dissbut Pemenrintah
adalah Presiden Republik Indonesin vang memegang
leekunsaan Pemerintahan Negara Republile Indonesis yang
dibantu oleh Walkil Presiden dan Menterd sehagaimana
dimakeud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tehun 945,

Provinsi adalah Provinel Bali.

Pemerinteh Proviesi adalah Pemerintah Provinsi Ball.
Kabupaten adalih Kabupaten Tabanan.

Pemerintah. Dovrah adainh  Pemerintah  Kabupaten
Tabanan.

Bupati adalah Bupnt: Tabanan,

T'n Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang
memual liga unsur vang membangun kessimbangan dan
keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan,
mantsia  dengan  manusia, dan manusia  dengan
linghungannya vang menjudi sumber kessiahteraan,
iedamaian, dan kebohagiean bagi kehidupan manusia.
Sad Kerthi adalah upaya untule menyucikan dan
memutliakan jiwa/atman (Atma Kerthll, menvucikan dan
memitllakan  iaut beserta pantai  (Segare  Kerthi),
menyucikan dan memuliokan sumber air (Danu Kerthi),
menyuciizan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan | Wana
Kerthy), menyucikan dan memuliskan meanusia [Jono
Kerthi), serta menyucilkan dan memuliakan alem semesta
[Sfagat Kerthd),

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut
dan ruang udarn, termasul ruang di dalam bumi sebags
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhlule lam
hidup, melakuken kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupmyan.

Tats Rusng adalah wujud Struktur Ruang dan Pala Ruang,
Struletur Rusng adalah susunan pusat-pusal permukiman
dan sistem Jaringsn prasarana dan sarans yang berfungsi
sebagal pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarids memiliki bubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi permantuken ruang dalam
suaty wilayah yang meliputi peruntukan roang untuk
fungsi lindung dan peruntuksn risng untuk fungsi bad
daya.

Rencans Tata Rumng vang selanjutnya disinakat RTR
adalah hesil Percncanasn Tata Ruang,

Penataan Ruang adalal suatu sistern proses Perencansan
Tata Ruang, Pemanfgatan Ruasng, dan Pengendallan
Pemarifadtan Ruang,
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Penyelenggarasn Penatasn Ruang adalah kegiatan YENE
meliputl  perpaturan, pembinasn, pelaksansan,  dan
DR wESan.

Perencanaan Tata Ruang adslah suatu proses untuk
menentukan Strukiur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi
penyusunan dun penetapan RTE

Pemanfantan Ruang aodalsh upayn untuk mewujudian
Struktur Rusng dan Pala Ruang sesual dengan rencans
tata riuang melalui penyusunan dan pelaksanaan Frogram
beserta pembinyaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata ruang,

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTEW adalah husi! perencanaan tata riang pada wilavah
yang merupaksn kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batss dan sistemnva ditentulan berdpsarkan
papek adminisiratif.

Rencana Detail Tata Ruang yeng selsniutnya disinglkat
ROTR sdnlah rencana secara terperinci lefntarig tata rilang
wilayah kabupaten /lkota yang dilengkapi dergan peraturan
zonasi kabupaten fkota.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan Eeografis
besérta segendp unsur yang terkall bates dan sistemnyg
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atauy
aspek fungsional.

Kecamatan pdalah  daersh bagien Kabupaten vEng
membawshi beberapa desa ptau kelurahan, dikepalal oleh
LEOTANJ camat.

Wewidangan atan Wewengkan, ynng selanjutnyva disebut
Wewidangen Desa Adat adalah Wilayah Desa Adat VOnE
memiliki hates-batas tertenty.

Pussat Kegiatan Nasional, yang selanjitnya disingkat PKN
adalih Kawasan Perkotaan yang berfungsl untule melayani
kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa
Provins, _

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalsh Kawasan Perkotaan
vang berfungsi  untuk  melayani hegintan  skala
Kabupaten/Kota atau beberapa ketamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusatl permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberaps desa,

Pusat Pelayanan Linghkungan adalah pusat permultiman
yang berfungsi untuk melayanl kegiatan skals antar desa.

Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan
secira berdaya guna antarpusat keglatan nasional atay
antara puest kegiatan nasional dengan pusat kepiatan
wilayah,

Jalan Kolektor Primer adalah Jalan ying menghubangkan
secard berdayn guna antara pusat kegiatan nasiona)
dengan pusat kegiatan lokal, anturpusat kegiatan wilayzh,
atau antare pusil kegiatan wilayah dengan pusat keglatan
Ikl

Jalan  Kolektor Seloinder  adalsh  Jalan VA
menghubunglan  kawssan  seluender  kedua demipan
kawnsan sekunder kedua atau kawasan selunder liedua
dengan kawasan selkunder ketiga.

Jalan Lokal Primer adalsh Jalan yang menghubunglan
secard berdaye guna pusat kegintan nasional dengan pusat
kegiatun lingkungan, pusat kegintan wilayah derigan pusat
kegiatan Ungkungan, antur pusat kegiatan lokal, atan
pusat kegistan lokal dengan pusat kegiatan linglaingan,
serta antarpusat kegiatan lingkungon.
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Jalan Lokal Selunder adalah Jelan yang menghubunglan
kawasan sekunder kesat dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengan perumalan, kawsasan selunder
ketiga dan selerusnya sampai ke perumahan.
Jalan  Lingkungan Primer adalah  Jalan Yang
menghubunghkan antérpusat Kegiatan di dalnm leawasan
perdessan dan jalan di dalam linglungan kawsasar
perdesaan.
Jalan  Lingkungan  Selunder  adalah  Jalan yang
menghubungkan anlarpersil dalam lkawasan perkotaan.
Jalan Khugus adalah jalan yung dibangurn oleh instansi,
badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat
untuk kepentingan sendirl.
Julan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan
bagion Sistem Jarngin Jalan dan sebugal Jalan npsional
Yyang pengpunanya diwajibkan membayar,
Terminal Penumpang Tipe € adalah terminal peEnumpang
vang berfungsi melayani kendarasn PENUMPARE 1amum
untul arigheitan kola dan anghutan perdesaan,
Terminal Barang adalah tempat untuk melalkulan kegiatan
bongkar muat bareng  perpindaban  intramoda  dan
antirmoda angkutan barang, konsolidasi barang/ pusat
kegiatan logistic, dan/atau tempsat parkir mobil bararig.
Jaringan Jalur Kereta Apt Antar Kota adalah jalur kereta
apl antar kota yang melintasi wilayah kabupaten f kota
untuk melayani perpindahan orang dan/ateu barang,
Stasiun Penumpang adaluh tempat perhentian kereta api
untuk keperluan naik turan penumpang.
Alur Pelayaran Kelas [ adalah perairan yang dar segl
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelivaran lainnya
dianggap aman dan selamat untuk dilayar i bawal
kewenangan kabupaten flnta.
Pelebuban  Sungal dan  Danan Pengumpan adalsh
pelabuhan vang digunakan untk melayant angkutan
sungai atau danau yang terletak di sungai atau danay yang
bersilat pengumpan, '
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi |ISUTET) adalak
saluran tenaga listrik yaneg mengpunaken kawst telanjang
(konduktor) di udars bertegangan nomina! di atas 230 kv,
Saluran Udars Tegangan Tinggl (SUTT) pdalah saluran
tenags listrik yang mengguoalan luwar telanjang
{fonduktor] di udara bertegangan nominal 25 kV sampai
dengan 230 kV.
Saluran Udara Tegangan Menengah, yang selanjutnyva
disingknt SUTM adalals  salursn tenaga listrilk yemp
menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udars
riegangan di bawah 23S KV sesusi standar di bidang
lketenagalist rilean,
Saluran Udara Tegansan Rendah [BUTR) adalah saluranp
tenags listrik yang mengeunaken kewat [penghantar) dl
wdara bertegangun df 220 volt sampai doegan 1000 valt
sesua: standar dl bidang ketenagalistrikan,
Saluran Kabel Teganpen Menengah (SKTM] adalak jaringan
kabel yang bersoiasi yang ditanam didalam tanah
sepaniang jaringan dan sesua  standar o bidang
ketenagalistrikan.
Gardu Litrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi
werus listrile
Jaringan Tetap adalah satu kesatink penyelenggaraan
jaringan teleliomunilasi antuk layanan telelomunikas;
tetap, termasuk pipa/kabel bawab laut teleleomunileasi,
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Jaringan Bergeralk Seluler adalan jaringan yang melayani
telekomunikasl bergerak dengan tekrologi  seluler di
pertulkasn uomi.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dar Jaringan irigasi
yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer,
saluran pembusngannys, bangunan hagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya,
Jaringsn Irigasl Sekunder adalah bagian der jaringan
irigasi vang (erdifl atas saluran seleunder,  saluran
pembnangannys, bangunad bagf, bargunan bagi-sadap,
bangunan sadap, dan bangunan pelangkapy:

Jaringan  Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang
berfungsl sebagsi prasarana pelavanan air irigasi dalam
petak tersier yang terdini atas saluren tersier, saluran
kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boles kuarter,
serta bangunan pelérgkaprva.

Bangunan Pengendaliun Barnijir adalah bangunan yung
dapat memperlambat walttu tiba banjir dan menurinkan
besarnya debit banifir,

Bangunan Sumber Daya Air adalah hangunan yang
menurnjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya
eir yang lerkandung didalamnya, termasuk didalamnya
bangunan water treatment,

Sistem Penyedizan Air Minum vang selanjutnya disingkat
SPAM merupakan satu leesatusn sarana dan Drasarans
penyedisan air minum,

Unlt Air Baku adalah adalah sarans pengambilan dan atau
penyedin air balos, termasuk pipa/lkabel bawah laur aic
miniim.

Unit Produksi adalah adalah infrastrikoor yang dapat
digunaken untulk proses pengolahan air halay menjadi air
minum melalul proses fsika, lamin, dan/ atau biologi,
termasit pipa/kabel bawah laut air minum,

Unit Distribusi adalah pipa vang dighnakan untule
pengalivan air minum  dari bangunan penampungsn
sampal unit pelsyanan.

Unit Pelayanan adalah Gtk pengambilan air, terdin atas
sambungan langsung, hidran wmum dan/atan hidran
kebakaran,

Jumur Pompa adelaly Sarona berupa: sumir yang
bertujuan untuk mendapatkan alr baly untuk air minum

yang dibuat dengan memgebor tanah pada kedslamarn

fertentul.

Banpunan Penangkap Mata Air adalah BAMEANA Yang
dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air
dan melindungi stimber mata air terhadap pencemaran,
Sistern Pengelalaan Air Limbah (SPAL) =adaiah satu
kesaluan sarana dan prasarana pen gelolaan air limbal.
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbal Domestik
adalah sarana yang digunaken dalam seranglainn kepiatan
pengelolnan air limbah demestil,

Tempat Pengelolaan Sampah  Reuse, Reiluce, Recyele
(TPS3R| adalsh  tempat dilaksanalannya  kegiatan
pengumpulan, pemilahan, pengounaan ulang, dan
pendouran ulany skala kawasan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat
sebelum sampsh diangkut ke tempat pendaur ulang,
pengolabian, dan/atay  tempat  pengolahen sampah
terpady.

Tempat Pemroscsan Akhir [TPA) adalal Tempat memroses
dan mengembalilan sampah ke media lingkungan,

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat

dilaksunalkannya kegiatan pengumpilan, pemilahan,
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78.
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PeNgEUnaan ulang, pendauran ulangan, pengoelahan, dan
penrostsan akhir sampaeh,

Jalur Evakuasi Bencans adalah jalan yang dilkhususkan
untuk jalur evalouasi bils terjadi bencane,

Tempat Evakuas! Bencans adalah tempat yang disunakan
untuk kegiatan memindabkan korban bencana dari lokasi
bencana ke tempat vang sman atay PENUmMPUINEED pertama
untuk mendapatkan tindakan penanganan lebib ianjut,
daringan  Drainsse. Primer adalah Jaringan  untulk
menampung  den mengalirkan air lebih dad saliran
dratinase  selunder dan menvaiurkan ke badan  =ir
pererima.

Jaringan Drainase Sehunder adalah jaringan  untuk
menampung  air dari  aaluran  drainase  tetsier  dan
membuang air tersebut J= Jaringan Dralnase Primer,
Jarmgan  Drainase  Tersier adulal Joringan  ontuk
menerima sir dar saluran penangiap dan menyalurkannya
ke Jaringan Drainase Selunder,

Kawasan adalah wilaysh yang memilili fungsi utama
lindung atan budi dayza.

Kawasan Lindung adslah Wilayah yang ditotapkan dengan
fungsi utama melindungl kelestarian lingkungan hidup
yang mencalup sumber dava alam dan sumber daya
Lustan

Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di wilayah Kubupaten
yang ditetapkan dengan  fungsi  utama  untok
dibudidavakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan,
Kawasan Perlotasn adalah Wilayah YENE mempunyad
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
Kawnsan  sebagal  tempat permukimian  perkotann,
pemusalan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahar,
pelayanan sosial, dan kegintan ekonomi,

Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunvai
kegiatan utama pertanian, termasle pengelolaan sumber
daya alum dengan susunan fings: Kawnsan sebapal tempat
permultiman perdessan, pelayanan jasa pemerintahan,
Peliyanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Badan Air adalah alr permukaan bumi yang berupea sunpgai,
dariel, embung, wadulk, dan sehagainya.

Rawasan  yang  Memberilan Perlindungan  terhadap
HawRsan Bawahannys  sdalah Kawasan yang
diperuntuldkan untule menaungi lingkungan dan malhlil
hidup terdiri atas kawasan hitan lindung dan keawasan
gambus, _

Kawasen Hutsn Lindung adalah Kewssan hutan varg
mempunyni fungsi pokok sebagsi perlindungan sistem
penyeangga kenidupan urituk mengatur tata fir, mencegah
banjit, mengendalilan erosi, menceszh Intrusi air lsut, dan.
memeliliara kesuburan tamal,

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawssan yang
diperuntuken bagl kegiatan pemanfantan lahan yang
menfunjung tingel nilai-nitai lakur dalam tata kehidupan
Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkuinean
hidup secara lestari, sertn dapat menjaga kelestarian
Jumlah, kuslitas penyedissn  tata air, kelancaran,
ketertiban pengaturan, dan pemaniaaton sir dari sumber.
sumber air, termasul di dalamnys Kawasen kearifan fakal
dan sempadan vang berfungsi sebagal Kawasan lindung
antara lain Kawassn Suei, Kowasan Tempat Suci,
Sempadan Pantai, sungai, mata noir, situ, danag, embng,
wadik dan jurang, serta Kawasan lainnya yvang mernilild
fungsl perlindungan setempat.
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Kawasan Konservesi adalah bagian wilayah darst dan/stau
lagt yang mempunyal cin khas sebapai satu kesatuan
ckosistem yang dilindungl, dilestarikan  dan/atau
dimanfaatkan sceara berkelanjutan,

Cagar Alam adalah Kawasan susla alam yang karena
keadasn alamnys mempunvai kekhssan/keunikan jemds
tumbuban dan/atau keanekaragaman tumbuban beserta
pejala alam dan ekomstemnya yang memerlulan upays
perlindungan dan pelestarian  agar keberadaon  dan
perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam vang
dimanfaatken terutama untuk kepentingan pariwisata
alam dan rekrens,

Ruang Tertmia Hijau, yang selanjutnya disingkat BTH
adalah area memanjang/jalur danjatan  menpelompok
yeng penggunaannya lebih bermfar terbuks, tempat
tumbub tanaman, baile yang tumbuh secara alamiah,
maupun yang =engiia ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungst ckologis, resapan air,
ekonomi, sosial budava, dan estetika.

Kawasan Perkebunan Ralyat adalah hotsn ralgrat yaitu
hutan yang dimniliki oleh raliyat dengan luas minimal 0,25
[nol koma dua puluh lima) hektare, penotupan tajuk
tenaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima
puluh) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal
500 |lima ratus) tanaman Hap hektare.

Kawsasan Pertanian adalah Kawasan yang dislokasikan dan
memenubl kriteria untitk budi daya’ tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternalan.

Bawasan Tanwman Pangan adalah Kawasan lahan basah
beririgasi, lahan basah fidak heririgast serta lahan kering
potensial untuk pemanfsatan dan pengsmbangan tanaman
paEngan.

Kowasan Hortileultura adalab Kawssan [ahan  kering
potensial untuk pemanfasatan dan pengembangan tanaman
hortileultyra secara monoloultyr mMELPUn tumpang sarl.
Kawnsan Periebunan adelah Kawssan vang memiliki
potensi wntuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pads
lahen basah dan afau lshen kering untuk komoditas
perkebunan.

Kawesan Peruntulear [ndustel adalah bentangan fahan
yvang diperuntulean bagl kegiatan industri berdasarkan
Renecana Tata Ruang Wilayah yang ditetapian sesuat
dengnn Ketertuan peraturan parundangundangan,
Kawasan Pariwisala ndaiah Kawasan yang memiliki fungsi
utama | pariwisata  dton memililki  potensi  untuk
pengembeangan pariwisats batk alam, bustan, maupun
budaya.

Kawasan Efekiil Pariwisata adalah Kawasan yang dapat
dikembangkan untuk fasilitas pariwisata sesusi karalkter
tinp Kawasan.

Kawnsan Permubkiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar Kewasan Lindung, baik berupa Kawssen
Perkotaan maupun perdesaan yang berfunpgsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingltungsn hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan tdan
penghidupan,

Kawasan Permukiman Perkolaan adalah bagian dari
linghungan hidup di luar Kewasan Lindung yang berfungs
sebagai lingkungan tempat tinggal atau linglungan hunisn
dan tempat kegiatan yeng mendukung perikehidupan dan
penghidupan di Kawnsan perkotass.
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Kewasan Permukiman Perdesaan adalah baglan dart
lingkurigen hidup di luar Kawasan Lindong yang berfungsi
sebagai linghkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegintan yang mendulaing perikehidupen dan
penghidupan di Kawasan perdesaan:

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang
dikembangkan  untuk  menjamin kegiatan  dan
perigembangan bidang pertahanan dan keamanan, sgperti
mstolasi keamansn, termasuk tempat latihan, kodarn,
worem, koramil, unsur kelembagasn pertahanan dan
keamanan lzinnya. '

Rawnsan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan, vang
selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayeh bodi daya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki
hamperan Lahan Pertanlan Pangen Berkelajutan dan fataw
hamparan  Lahan  Cadangan  Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjongnye dengan fungsi
utama untuk mendulung kemsndirian, ketzshanan dan
kedaulatan pangan nasional,

Kawusan Strategs Kebupaten adalah bagizn  Wilayah
Rabupaten yang penatasn mangnya diprioritasksn dan
berpengaruh  sangat penting  dalam lingkup Wilayeh
Kabupaten di bidarg ekonomi, sosial budaya, sumberdays
ﬂlnrr{ danjatan teknologi tinggi, dan/atayu ingkungan
hidha,

Kawasan Strategis Provinsi, vang selanjutnyn disinghst
KSP  adalah  Wilayah yang Penatsan Ruangnya
diprioritesican karena mempunyai pengarzh sangat penting
dalam lingkup Provinsi terhadap skanomi, sosial, nidaya,
linghkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan
teknulogl tingg.

Kawasan Steategis Nasional, yang sslanjutnya disingkat
KSN  adaluh  Wilayalh vang Penataar Ruangnva
diprioritaskan karens mempunyai pengaruh sangat peniting
secira nasional terhadap kedaulatun negara, pertahanan
dan keamanar negara, ekoromi, sosial, nudaye, danfatau
lingkungan, termasuk Wildyah yang ditetapkan sebage
warisan durdia,

Rawasan Perkotaan Denpesar, Badung, Gianvar dan
Tabanan, yang selanjutnys disebut Kawasan Perkotaan
Sarbagita adelali saty kesatuan Kawasan Perleotaan yang
terdirl atas Kota Denpasar dan Kawasan Perlotaan Kuta
sebapul Kawisan Perlotaan intl, Rawasan Perkotasn
Mangupura dan Kawasan Perkotman Jimbaran di
Kebupaten Badung, Knwasan Perkotasn Gianvar, Kawasan
Perkntaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Ubud di
Kabupaten Glanyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di
Kabupaten Tabanan, sebasai Kawasan Perkotaan o
sekitarnya, yang membentuk Kawasan metropolitan,
Kawasan Agropolitan adalah Kawssan yang terdiri atas
satu ateu ledill pusat keglatan pada wilayah petdesaan
sehagai sistem produktsi pertanian dan pengolahan sumber
duya  alam  tertenty yang ditunjukan oleh adanve
keterkuitan fungsionn! dan hierarld keruangan sstuan
mistam permiukiman dan sistem ngribisnis,

Agrowisata adalsh kegistan perjalanan  wisata Vang
dipadukan dengan aspek leegintan pertaninn  untulk
memperiuas  pengetahuan, pengalamean relressi dan
hubungan usaha di bidang pertamian, sebagal upaya
menempatian sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor
tersier [pariwisata) agar petani dan masyarakat pedesann
mendapatkan peninglatan pendapaten  dari  keglatan
pariwisata.
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Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata stau
penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggpung jawab
ke @rem alaml dan/atau daerah-dperah yang dibuat
berdesarkan ksidah alam, secara ekonomi berkelanjutan
ciserta] upaya.-upaya leonservasi  dan pelestarian
lingkungan untuk meningkatkan keaejahteraan
Masyarakal setempat,

Daya Tarik Wisats, yang selanjutnva disingkat DTW adalnh
segala sesuatu yang memilikl keunikan, keindshan, dan
nilal yang berupa keanekaragaman kekayaan alum budaya,
darn hasil buatan manusiz vang menindi sasaran atau
tjuan kunjunegsn wigatawan.

Kawasan Beroricntssi Transit atau  Tronsit  Oriented
Development, yung selanjutnys disebut Kawasan TOD
edalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang
sabagal Kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan
antarmoda varg berada pada raditis 400 m [empat mtus
meter] sampai dengan BOO m [delapan ratus meter] dari
simpul transit modn anglutan umilm massal yane memilild
furigsi Pemanfaaten Fuang cempuran dan pada dengan
intensitas Pemianfaatan Ruang sedang hingga linggl.
Kesesuainn Kegiatan Pemanfaaten Ruang yang selanjulnya
disinglkat KKFR adalah kesesualan antara rencans fregiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesunian Kegintan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disinghet KKKPR adalah dolumen yang
menyatakan  Kesesumian onters  rencana kegiatan
Pemanfeatan Ruang dengan RDTR,

Persetujuan Kesesusian Keglatan Pemanfaatan Ruang vang
selanjutnya  disinglat PKEPR adalah dokumen yang
menyatekan kesesuaisn  antire  remcana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengen RTR selain RDTR.
Rellomendnsi Kesesumian Kegiatnn Pernnnfastan Ruang
yang selenjuinya disingkat RKKPR adalah dolaymen yang
menyatakan kesesualan renoanm kegiatan Permaniaatan
Rugng yang didasarkan pada kebijakan nasional yang
borgifat strategis dan belum distur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggarasn
Penataan Ruang.

Sistem Perisinan Berussha Terintegras! Secarn Elektronik
[Cnling Smgle Submission) yang selanjutnya disebut Sistem
O8S adalah siatem elelitronil terintegrasi yang dikelola dan
disclenggarakmn aleh Lembaga 0S8 untulk
penyeienggaraan perizinan bertisaha horbasis fsiko,
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 35 (lirrsa)
Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW
yang merupaken petunjuk yang memuat usulan program.
utama, lokasl, besaran, sumber pendanaan, nstans
peluksana, dan waktu pelaksanaan dalam Jjangks waktu
perencangan 5 (lima) tahunnn sumpal akhir tahun
perencanaan 20 (dua puluh) wahon untulk mewujudlzan
Tatn Ruang Daernh,

Instalasi  Pengolahan Air  Limbah yvang  selanjutnys
disingkat TPAL adalnh sunta struktur yang dirancang
untule membuang bmbah biolopis dan kimiawi darl air

sehingga memungkinkan air tersebut tidak membahaymian

dan dapat digunakan pada alkt{fitas lainnya,

Sinkronisasi  Program  Pemanfaatan Rusng vang
selanjutnya disingkat SPPR adalah upaye menyelaraskan
indikasi program utama dengan progriam sektoral dan
kewilayahan dalam dokumen rencana pembanpunan

wecura terpacdu,
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Ketentuan Umum Zonasl adalah ketentuan dritim Vang
mengtuc Permanfearnn Ruang dan ketentuan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang vang disusun untuk
setigp kinsifikaai peruntultan /fungsl Ruang dan Kewasan
sekitar juringan prosarans sesusi dengan RTRW.
Hetentuyan Khusus adalah  keterituan Yang mengatur
pemanfaatan Kawasan yang memliki fungsl khwsus dan
memiliki aturan tambshan seperti adanya Kawasan yang
hertampalan denpgan Kawasan peruntukan utama, vang
disebhut sebapal Kawasan portampalan /tumpang  sugun
[overay),

Persil adalah sebidang tanah yang dihald nrang atau badan
hukum berdasarkan perundang-undangan yang herlaky;
dalam hal ni tidak termasiik dalam telpjakan jajan,
Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutmyn disingkae
KDB adalah koefisirn perbandingan antars luas lantal
dasar bangunan gedung dengan luas Persil,

Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnys disingkat
KLB adalah koefisien perbandingan antara [uas selurch
lantai bangunan gedung dan luas Persil, _

Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH
ndalab angks persentase perbandingan antars [uay seluruh
Ruang. terbule di  juar bangunan gedung vang
diperuntukan bagi pertamanan/penghijavan denpgar lias
Persil.

Koefisien Wilayah Terbangun, yang selanjutnya disinghet
KWT adalih angka perscntase luss Hawasan peruntulian
yang terbangun terhadap luas Kawasan peruntulan
seliruhnya di dalum seaty Kewasan,

Garls Sempadan Bangunan, yanp selanjutnya disingkat
(G5B adalah farale minfmum aotara garis pagar terhadap
dinding bangunan terdepen,

Rugng Manfsat Jalan, yang selanjutnya disingieat Rumiaja
adalsh Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar,
tng, dan kedalaman tertenty yang meliputi Badan Jalan,
saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. _
Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disinglkat Rumija
adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi nleh lebar,
kedalaman, dan tingg tertentu yang meliputi Rumaia dan
sejalur tanah tertenty di luar Rumaja serta diperuntukkan
bag: pelebizran jalan ¢dan penambahan julur lalu Yintas di
masa alan datang w@erta  kebutuhan Rusng untuk
pengamanarn jalan,

Ruang Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disinglat
Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumifa yang
dibdtasi denpan lebar don tmgm  tertenta dan
diperuntuldean bagl pandangsn hebas pengemudi  dan
peagamanan kontruksi jalan serta pengamanan fungs:
lalan,

Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan vleh umat
Hindu seperti Kawasan ganung, danad, masta  air,
campuhan, Iafoan, sungal. pantai dan laut

Kawnsan Termpat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang
periu dijaga kesuciarmya dalam rading terteniy sesuad
stulils purs sebagaimans ditetapkan dalam Bhisams
Kenucian Pura Parisadha Hindu Dharms Indonesia Frissit
Tahun 1994,

Pura adniah lsmpat suei ok memilja Hyeng Widhi Wasa
dalam segals Prabawa atay manifestas Hyang Widhi Waso
dan Atma Sidha Dewata stan Rol Spel Leluhur,

Blfadma Kesucian Pura adalah norma Bgame  yang
ditetapkan aleh Sabha Pandita Parieadhs Hindu Dharma
Indomesia Pusat, sebogal pedoman pengamalen ajaran

-
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Agama Hindu tentang Kewasan kesucian pura vang belum
dijelaskan secara rino dalam kitab suci '
Kawasan Sempadan Jurang adalah Kawasan tepl jurang
yang memilild  manfaat  penting  untuk merjags
keseimbangan lingleungan,

Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai
remampuan tingg untulk meresapkan air hujan sehingg
merupakan (empat pengisian sir bum (akutfer) yang
Yerguna sehapal sumber Fir.

Kawasan Sempaden Pantai adalnh Kawasan sepanjang
pantal  vang  mempunysi | manfast penting  untuk
mempertahankan  kelestarian  dan kesucian pantai,
keselamatan bangunen, dan ketersedizarn Ruang untuk
ledu lintas umum.

Kawasan Sempndan Sungal adainh Kawesan sepanjang
kini-lanan sungai, termasuk sunesi buatan Jkanal fzaluran
Irigasl primer vang mempunynl manfaat penting untulk
mempertahanian kelestarian fungsi sungai.

Tr Mandale udalah pola pembagian wileyah, Kawasan,
dan/atou pekarangan vang dibagl menjadj tiga tingkatan
terdiri atas utama mandala, madys mandala dan rista
mandala.

Catus Patha adalah Simpang empat sakral yang ruas-
ruasnya mengarali ke empat penjuru mata arigin {utarn,
Hmur, selatan dan boral) dan diperankan sebagai pusat
(puser] wilayah, Kawasan dan/atau desa,

Subnk adalah organisasi tradisional dibidang tata @ans air
dan atau tata tanaman di tingkst usaha tani pada
Masyarakat adat di Bali vang bersifat susioagraris, rellgius,
vkonomis yang secara historis terus tumbuh  dan
berkembang

Desa Adat adalah kesatinn masyarsiat hukam adat di Ball
yang memiliki wilayah, kedudulean, susunan asii, hal-hal
tradisional, herta kekayaan sendin, tradisi, tata krama
pergauian hidup masyirakat secara turoun temurun dalam
Usatan tempat suci (kehyvangan tign atau kehyangan desa),
tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus
rumah Lamgeanya sendi,

Banjar Adat adalah baglan dari Desa Adar.

Falemahan Desa Adat adaish Wilaysh yang dimilils olel
Desa Adat yang terdiri atus satu atay ebik Banjur Adat
yang tidak dapat dipisahkan.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintal Pusat
dan Pemerintah Daersh dengan memberiian masukas dan
pertmbangan dalam Penyelenggaraan Penatann Ruang,
Masyarakai adalah orang perseoranpgan, kelompok orang
lermasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atay
pemanglis  kepentingan non  pemerintah  lain dalam
Penatamm Ruang.

Feran Masyaralat adalah partisipas! aktifl Masyaralot
dalam Perencanasn Tats Ruang, Pemarfastan Ruang dan
Fengendalian Pemanfagtan Ruang.

Pagal 2

RTRW bertisasgkan:
. trr At karon;
sad kerthe
keterpaduan;
keseramun, keselarasan, dan keseimbangar:
keberinnjutan:
keberdayagunaan dan keberhasilpunaan;




g heterbuleann;

h. lkebersamaan dan kemitragn:

I periindungan kepentingan umum;
J+  kepastian hukum dan keadilan? dan
k. aluntabilitas,

HARB 1
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Urnum

Pasal 3

Ruang lingleup Peraturan Daerah Inl, melipati:
8. tuang linglup materi; dan
b, ruang lingkup Wilayah.

Bagan Kedua
Ruang Linglaup Materi

Fasal 4

Ruang lingkup materi RTRW, sebsgaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, meliput:
& ketentuan umum;
tujuan, kebijakan, dan strategl penataan ruang Wilayah:
rencana Strulttur Ruang Wilavah:
rencana Pola Ruang Wilaysh;
Hawasan Stratégis Kabupaten;
arahan pemanfantan ruang Wilaysah;
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah,
hak, kewajlban dan peren Masyarukat;
helembagazn;
penyelesalan serigketa;
ketentuen penyidikean:
ketentuan pidanm;
. ketentuan lain-lain;
ketentuan peralikan;
leetentusn penutup;
penjelasan; dan
lampiran

BRI IR IFR oD Ass

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal &

(1] Ruang lingiap Wilayah sebapgaimana dimaksid ddlam Pasa!
3 huruf b, merupalian daerah dengan batas vang ditentokan
berdasarkan aspek administratif yang secars peografis
terletak pads koordinat 89 14* 30" . 80 30" 07" Lintang
Selatan dan 1140 54' 52" - 115% 12" 57" Bujur Timur.

(2] Ruang lingluap Wilsyah sebagaimana dimalksud pada ayat
{1} mencelup Rusng darat dan Ruang udara termasil
fuang di dalam bumi sesusi ketentuan persturan
perundang-undangan,

(3] Wilayah sebagasimans  dimaksid pada myat (2) =secara
administrasi seluas kurang lebih 84 884 (delapan puluh
empat nbu delapan ratus delapan puluh empat) hektare.

{4 Wilayah admimstrasi sebagaimana dimaksud pada avat (3],
berbatasan denpan:




a. stbelah utars berbatasan dengan Wilayah Kabupaten
Buleleng;
b. sebelah timur berbatasan denpgan Wilayah Kabupaten
Badung;
c. sebelal selatan berbatasan denpan Samuderi Hindia; dan
d. sebelah barat berbatesan dengan Wilayah Kabupaten
Jembrana dan Wilayah Kabupaten Buleleng.
(5] Wilaysh administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (4),
terdiri atas 10 (sepulub) Wilayah kecamatan, meliputi:
a. Kecamatan Pupuan;
b. Kocamatan Selemadsg Barar;
o, Kecamatan Selemadeg;
d, Kecamatan Selemadeg Timur;
2. Kecamatan Kerambitan;
. Kecamatan Tabanan;
g Kecamatan Kediri;
1. Kecamatan Marga;
[. Kecamatan Penelel: cun
§. Kecamatan Baturiti,
(6] Rueng Wilayah mencakup toinl Wewddangan Desa Adat di
 Wilayah Kabupaten berdasarkan konsep kearifan loka! Bali.
(7) Wilayah administrasi sebagairmana dimaksud pada svat (1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
rerpwl'lmn dari Peraturan Dacrah ind,

BAB III
TUJUAN, KEBIAKAN, DAN STRATEG! PENATAAN RUANG
WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuarn Penataan Ruaig Wilayah

Pasal 6

renataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pade Pasal 4
hural b bertujusn  untuk  mewujudkan pemeratann
pengembangan Ruang Wilavah yang hijay, lestari, aman,
nyumart, procduktif, berjati dirl, dan berkelanjutan sebagai
penyangga lingkungan, kebudayaan dm.pe:*eknnﬂmian Bali yung
berbasis budaya agrars, berdays saing dan terintegrasi defgan
kepariwisatnnn dan sistem PEN Kawssan Perkotaan Sarhagita
sebagal KSN guna meningkatkan kesgjahterasn masyvaraket
berlandaskan filosafi T Hita Karana dan nilei-niled kearifan lokal
Sod Kerthi

Bagian Kedua
Eebijakan dan Strategi Penatean Ruang Wilayah
Paragraf |

Cmum
Pasal 7

Kebijakan dan strategi Penataan Buang Wilayah dikemtbangkan

untuk  mewyjudlkan tjusn Penatasn Ruang Wileyah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputl:

a: ]-:Eh'rjakan dar sirategi pengembangan Stritlehir Ruang;

b, kebijakan dan strategi pengembangan Pala Ruang: dan

c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategs
Kabupaten,




(t)
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Paragrafl 2
Eebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruarg

Pasal 8

Kebijnkan dan stratégl pengembangan Struktur Ruang

sebagaimuna dimaksud dalam Pagal 7 huruf a, meliputi:

4. pumerataan pengembangan Wilayah sesual karalter dar
potenst Wilsyah vang berkelaniutan;

b. pengintegrasian pusat pelayanan yang merata, berhiersrki
dan terintegrasi dengan PKN Kawasan Perkotaan
Soarbhgita dan Kawasan Perdesaan:

c. peninghatsn nlesesibilitas antar wilaysh, antar Kawasan
Perkotzan den antar Kawasan Perdesaan! dan

d. peniinglatan  jangkauan pelavanan  sistem jaringan
prasgranz Wilayah untuk mendukung  peningkatan
produktivitas  dan  pemeratasn pelayanian  kepada
masyarakal, ,

Pemeratagn pengembangan Wiluyah sesuai larakiter dan

potenst Wilayah yang berkelanjutan, sebagaimana dimajkayd

pada ayat (1) huruf o, meliputi:

B. mengembangkan  bagian  betat  Wilayah meliputi
kecamatan  Pupuan, Kecamatan Selemadep  Barat,
Kecamatan Selemadeg, dan Kecarmatan Selemiadeg Timur
dengan fungsl utema  sebaga pusat leegiatan Iokal,
kawasan  konservasf,  perkebuman,  peternakan,
hortikultura, tenaman pangan, pariwisata dan perikanan
yang mendukung fungs: Kawasan Lindung;

b. mengembanglan bapisn  selutan Wilayah  melipun
Kecamatan Kermmbitan, HKecamatan Tabanan, dun
Recamatan Kediri densan fungsi utama pusat pelayvanan
Wilavah dan gebagal bagian dari KSN Kawsasan Perkotasan
Sarbagita, bagian dari PKN, ibukota kabupaten, pertanian
tanaman pangan, puarlwisata, perikanan dan industr
kecil;

c. mengembangkan  bagish utars Wilayah  melipusi
Hecamatan Marga, Kecamatsn Perehel, dan Kecamatan
Batuniti dengan fungsi utame Knwsasan lennservas,
perkebunan, hortikaltura, pertanian tensman pungan,
peternakan, perikanan dan pariwisata; dan '

d. mengembangkan potens| Wilayah sesuai daya dukung dan
daye tampung lingleungan hidup.

Pengintegrasian pusat pelayanan yang merata, berhierarld

dan terintegrasi dengan PKN Kawasan Perkotasn Barbagia

can Kawasan Perdesaan, schagaimana dimakeud pada gyat

(1] huruf b, meliputi:

& mengintegrasilan Kawasan Perkotasn Tabanan sebagai
bagian darl PEN dan KSN Kawasan Perkotasn Sarbagita
yang didukung Kowasan Wanesar], Kawasan Tanah Lot
dan Kawasan Pandak Gede melalui kerja samu terpadu
pengelolaan Kawasan Perkotaan linms Wilayah;

b. mengembangkan keterpaduan sisten perkotsan fungs|
PKN dengan Pusat Kepiatan Loksl dan seberan Pusat
Peiavanan Kawasan dalarn wil avah;

C. mengintegrasikan pusat kegiatan khsus meliputi pusat
Kegiatan Pariwisata, Pusat Pemerintahan Kabupaten,
Pusat Kawasan Agropolitan ke dalam sistem perkotasan
wilayah secara terpacly; dan

d. mengendalikan perkembangan Kawssan Perkotesn dan
pusat kegiatan khusus vang befpotensi cepat tumbuh dan
sedang tumbuh; '

c. mengembangkan pusat pertumbiithsn terpadu  dalam
bentule  Pusat  Pelayanan Linghungan, kawasan




agropolitan dan kawasan yang terintegrasi dengan sistem
pusat permukiman; dan

f. mengaralikan konsep pembangunan berbasis Kawasan
TOD peda Kawasan Perkotaun dan pusat leegiztan
pariwisata sesual potensi dan dava dul ng.

(%) Peninglatan aksesibilitas antar Wilayah, antar Kawasan
Perkotaun dan wntar Kawasan Perdnsaan. sebagalmang
dimaksud pada ayat (1) hurufe, el fptt:

8. meninglatkan keterpaduan  sistem  jaringan jalan
nasional, jalan Proving, jalan kabupaten:

b. mengembangkan jaringan  jalan  bary  termasuk
pengembangan julan bebas hambatan dan/atay jalan
alternati lainnya untuk memperlancar arus laiy lintas
antar wilayah dan membuka akses ke sslurith wilayah
geTta ke  pusat  pertumbuhan  skensmi dengan
memperhatian  kalestarian linglungan, -sosio-kultur
masyerakat dan daya dukung lakan;

. meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten dan
jalan desa; dan

d. mengembanglan  dan meningkatkan peran angkuran
Umim penumpang, snglkutan barang dan sistem
angkutan mmum massal terpaciu yang terintésrasi antar
wilayah dan dalam sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(5] Peningkatan jangkauan pelayanan  sistem jaringan
prisarana  wilayah  untuk  mendulkung peningkatan
produktivitas  dan  psmerataan peluyanan  kepada
masyarakatl, sebagaimana dimalaud pada gyat (1) Auruf d,
meliptiti: '

a. meningkathkan pemerataan penyediaan tenaga listrik di
solurub wilayah;

b.mengembangkan jangkavan dan ludlitas pelayanam
sistem jaringan telekamunikasi secars merate ke seluruh
wilayahy

€ meningkatkan leeterpadunn perlindungan, pemeliharaan,
penyedinan: sumber daya. alr  dan  distribusi
pemanfestannys untuk irigasi dan air minum secara
meraig sesya kebutuhan;

d. mengembangkan sigterm pengendalien  bavjir  dan
pengamansn parntal;

ey meninghathan partisipasi masysrakat dalam pengeiolaan
sampah don kerjn sama pengelolaan persampahan
terpadu antar wilayaly

L. mengembangkan sistem pPengoiahan air limbah melalul
jaririgan air imbah terposat maupun sctempat dengan
teknalogi ramah lingkungan: dan

E- mengembanglean infrastrukiur kebencanaan dan mitigasi
rawan bencans

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 9

Kebijakan dan strutegi pengembangan Pola Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi;

@ kebijakan dan strateg pengembangan, pemenfaatan, dan
. penpelolsan Kawesan Lindung; dan

b. kebijakan dan strateg] pengembangan Kawasan Budi Daya.

h
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Pasal 10

Kebjjakan dan stratesi pengembangan, pemanfastan, dan

pengelolaan  Kawasan Lindung, sehagaimans dimalksud

dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

& pengembangan Wilayah yang nijau, lestarl dan’ aman
sebagal penyanges linglungan alam Bali: dan

b. mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan benecans;

Pangethbangan Wilavah yang hijau, lestar dan aman sebngni

penyangea lingkungsn alam Balj, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurf &, melputi:

& mewujudkan kawsaan berfangsi Iindung;

- menctapkan kawasan hutan atan vegeiasi tutupan lahan

permurien;

¢. melestarikan  kawasan  pegunungan sebagni Kawasan
Resapan Air Provinasi;

d. melestarikan kawasan imbuhar air tanah yang tersehar di
seluruh Wilayah;

e melindung! Kawasan Dansu Beratan schagal reservair
Provinsi;

L pencegahan  dampak neganf Kegiatan  yang dapat
menimbullen kerusakan lnpkangan hidup; dan

g- pemulihan dan proanggulangan kerusakan lingkungan
nidup pada kawasan hutan naupun di luar kawasan

hutan yang mengalami leritie lingleungan,

Mitigasi dan  adaptasi Kawasan rawan bencana,

sebagnlmana dimalsid pada ayat (1) huraf b, meliputi:

& menstEphan  Kawasan Yang memilikl potensi rawsn
bencans; dan

bomengembanghkan  sistem mitigasi  bencana dan
penanggulangan  bencana  gecara tetpady  disertai
pengembangan jalur-jatur dan lempat evakuas,

Pasal 11

Kebijakan dan strateg) pengembangan Kawasan Budi Daya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hyruf b, meliputi:

8. pemantapan  budaya  agrarls  melsal pengembangan
poiEnsi pertanian yang berdeys saing sebagal penyanpgea
burdaya dan perekonomian;

b. pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis aleawigats:

€. pengesmbangan kegiatan budi daya untuk menunjang

aspek pertahanen dan keamanan MEEATA;

d. pengendalian perkembangan keglatan budi daya agar
tidale melampaui daya dukung dan days tampung
lingkungan; dan

€ pengembangan, pemanfaatan, dan pengelalaan RTH i
Kewasan Periotaan,

Pemantapan budayva agraris melalui pengembangsn poteris

pertanian yang berdaya saing sebagnl penyunges budaya dan

Perekonomian, sebagaimara dimalesud pada ayat (1] huraf

a, medputi;

i memperishanian  kawasarn  pertanisr  laha#  basah
beririgasl (sibak):

b. mengembangkan  kawasan dengan  kiuster-khistsy
iomoditas unggulan pertanian dan perikanan yang.
berdava saing;

€. memantapkan  bebersps  kKluster-kluster  leawasar
pengembangan komoditas ungegulan sebagal kawssan
agropolitan;

d. mengambangkan sscara terpadu  sistern  agribisnia,
agroindustri dan agrowisata vang berdaya saing;
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e mengembangkan sistem pertanien terintegrasi dengan
seittor  lsinnya, untul  meningkatlean pendapatan,
pemeliharaam Hnghkungan dan  efisiensl pemeanfaatan
sumber dayn;

f. mengembangkan sistem pola tanam, pembibitan, maupun
pemelibaraan tanaman pertanian yang adaptil terhadap
perubahan [klim glabal; dan

B mengembanglan pertanian  organik  secara bertahap
untule mendukung Bali sebagai pulny organile dan
Provinsi hijau (Baii Clean and Green|.

Pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis okowisata,

sebapaimana dimaksud pada ayat | 1) huruf b, meliputi:

a. mengendallkan  pengembangan Kawasan  Efekeir
Pariwisata mefiputi Kawasan Sfeltil Puriwisata Sokn -
Tanah Lot dan Kawasan Efekiif Pariwisata Bedupu! dan
scldtarnya  vanp  berwawmsan inglungan =eris  milal
hearifan lokal:

b. memantapkan dan mengembangkan sebaran desa-desa
wisata dan daya tarik wisats dengan daya raril keindahan
alnm, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industn
kecil, petuslangan dan olahrags dan lainnys  yang
berbasis ekowisata;

¢ memantapkan  partisipasi masvarakar  lokal  dan
pelestarian lingtungan;

d. memuntapkan dan meningkatlan Kegiatan perekonomian
perdesaan  bechasis pertanian; industdl  kecil, dan
pariwisgta keraicyatan yang dilengkopi sarana  dan
prasarand penunjang,

€ memantapkan integrasi pertanian  dengan pariwisata
melalui pengembangan sgrowiszta dan hasil pertunian
st:bagal pemasok induatri patiwisata;

. menguatksn eksistensi desa adat, subak dan arpanisas

kemasyarakatan lainnys dalam memaniapkan kearifan
lokal sebagal pondasi pengembangan pariwisata berbasis
ekowisata; dan

E- mengembangkan pola kerjn sama yang memberikan
perlindungan.  kepada  Hak-halk lepemilikan  lahan
masyaraleat lokal,

Pengembangan kegiatan budi daya unmule menunjang aspek

pertahanan dan kesmanan negarn, sebagnimana dimaksyud

pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. mengembangken kegiatan budi dayu secars seleictif di
dalam dan disekitar Kawasan Periahanan dan Heamanan
negara untuk menjuiga funpsi dan perdntukannya;

b. mengembanglan Kawnsan Lindutig dan/atau Kawasan
Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawssan
Perteharan dan Keamanan negara, sebagal zona
penyangen veng memisahkan kawasan tersebut dengan
Kawgsan Budi Daya terhangnn: dan

©. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahakan dan
keamanan negara.

Pengendaiian perleembangan kegiatan budi daya agar tidak

melampaul dava dukung dan daya tampung lingkungsn,

sehagaimeana dimuksud pada ayat (1) huraf o, meliputi;

8. mengendalilan pembangunan pada Kawasan ‘dengan
kemiringan di atss 40% {empat puluh persen) dengan
kegiatan budi dayva non terbangun;

b. membatasi perkembangan kegiatan budi dava di Kawasan
rawan bencann;

¢. mengembarnghkan' pertanian trgantk secara bertahap
menuju Ball sebagal pulau organils; dan
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d. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya
tampung ingkungan di Kawasan perkotann dan Kawasan
pusat pertumbithan ekonomi.

Pengembangan, pemanfastan, dan pengelolaan RTH di

Kawnsar Porkotaan, sebagaimana dimualsud pada ayat (1)

huruf e, meliputi:

a. menyediakan pemenuban kebutuhian RTH pada Kawasan
Ferkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen)
dari luas Kawasan Perlotaan, meliputi 20% (dua puluh
persen) RTH puilik dan 10% (sepuluh persen) RTH privar;

b.mewajibkan penyedisan teman  lingkungan  pada
pengavellngan atnu pengembangan perumshan ban;

c. mewajibkan pengembangan minimal satu banjar saw
taman banjar dan satu desa satu twman desa:

d. mewajibkan pengembangan RTH publik pada lahan-lahan
milik pemerintah;

e. mengempungken kerjasama pinjam pakal untuk RTH
publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada: dl
Kawasan Perkotaan;

[ mewsajibkan penyertaan pengembangan RTH  publik
sebagai bagian dari corporate social resporisibility dengan
pihak swasta;

g. menzembangkan kerjasama pembelian secars bertahap
ﬁn-mmzm banjar atau taman desa oleh desa atan desa
ailat; dan

h. mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH
publik aleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi MELpUn
Pemerintah Dagrah.

. Paragraf 4
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Stratesis
aliupaten

Basal 12

Kebjakan dan strateg pengembangan Kawasan Strategis
Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢,
melipubi:

a. pengintegrasian  KSN, KSP dan Kawasan Strategia
Kabupaten unluk pertumbuban - ekonomi, sosfal dan
budaya, serta fungsi dan daya dultung lingkungan hidup
daya;

b. pengembangan Kawsaszan Stratega Kabupaten
berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan skonoini:

c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
berdasarkan nilal kepentingan sosial don budaya; dan

d. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
berdasarkan nilai kepentingan [ungsl dan daya dukung
Ungkungan hiduyp.

Pengintegrasian  K3N, KSP dan  Kawasan Strategis

Habupatern untuk  pertumbuhan ekonomi, sosial den

budaya, serta fungsi dan dava dukung lingicungan hidup

dayn, sebagaimana dimalksud pada ayat (1) hurula, melipul:

. mengembanghkan sistem koordinasi tnta kelola K3N, KSP
dan Rawasan Strategis Kabupaten vang terintegrast secara
terpad;

b. mengintegrasikan  kawasan  strategis kepentingsn
nasional, Provinsl, dan Kawasan Strategis Kabupaten ke
dalam Strultur Rusng den Pola Ruang secara harmonis;
tlan

c. mensinergikan program pengembangan KSN, KSP dan
Kawaszan Stratepts Kabupaten.
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Pengembangan Kawasan Strategis Kabupater bérdasarkan
nilai lepentingan pertumbuhan ekonomi, sebapgaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliput:

a. menpembanglan potensi Kawasan Perlotann Tabanan,
Kawasan Efektif Pariwisatn Bedupul, Kewssan Efelif
Parlwisata Scka, Kawdsan Efeletif Parlwisata Tanah Lot,
Kowasan Agropolitan  Baturitl, Kawesan Agropolitan
Marga, Kawmsan Agropolitan  Pupuan, Kawasan
Agropoitan Penebel, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Kerambitan, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan
Sekiturnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Pandak Gede dan Sekilamya;

b.mengembanglkan Kawasan pembanghkit perekonomian
Wilavah dengan kegiatun unggulan pertanian, pariwissta,
Pﬁ‘i‘d-.“lgﬂnﬁ,an dan josa, serta Industri;

c. membangun iklim investasi yang kondusif dan selektif
serta mengintensifkan promost peluang investasi: dan

d. mengembangkan  duan  meninglatian prasarana  dan
sarans penunjang kegiatan ekonomi.

Pengembangan Kewsasan Strategis Kabupaten berdasarkan

ritlai kepentingan sosial dan budays, sebagaimana dimaksud

pada ayat' (1] huruf e, melipnt:

a; melindungi dan menata Kawasan Tempat Suci Pura Sad
Kahyangan dan Dang Kahyangarg -

b. melindungi dan menate Kawassn werisan budaya Catur
Angen Batukaru;

¢. melestarilean Kawasan warissn budaya lansekap budays
Subak Kawasan Jatiluwih:

. mengatur dan mengendalilkan Pemanfaatan Ruang pada
Hawasan vang memililc potensi pengembangsn kegiatan
pariwisats; dan

e. mengembangkan dan meningkstkan  prasarsna  dan
sarana penunjang Kawasan,

Pehgembangan Kewasan Strategis Kabupaten berdasarkan

nilni kepentingan fungsi dan daya dukung lingleungan hidup,

sehagaimana dimalesud pada ayat (1) hurul d, dilaksanakan

dengan strategi vang meliputi:

i, menpendaliban Kegiatan Pemanfaaten Ruang sesuai dava
dukung dan days tampung lingkungan;

b. mengembalikan dan meningkatkan fangsi lingkungan
hidup wang telah menurun  baike akibat  aktivitas
pembanpguna maupun akibat bencans alam; dan

c. mengembanghkan partispasi masyarakat dan konsep-
wonsgp kearifsn  loka! dan  budaye Beli dalam
pengendalian, pengawssan serta pelestarian,

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAIT

Bagian Kesaiu
Umtim

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksue
dalam Pasal 4 hunif ¢, mellputi:

a. sistem pusat permukiman; dan

Iy, siatem jarinpgan prasarena.

Rencanp Struktur Ruang Wilayah sebapgaimans dimsahsud
pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran If vang merupakan
hagian tidak Lerpisghhan darl Peraturan Daerah ini.
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Bagan Kedua
Ststem Pusat Permuldman

Pasal 14

Sistern pusat permukiman sehapnimana dimaksud dalam

Pasal 13 avat [1) huruf a, meliputi:

8, Pusal Kegiatan Lokal (PKL);

b Pusal Pelayanan Kawasan; dan

. Pusat Pelayanan Lingkungan,

Fusat Kegiatan Lokal (PEL) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurnf a, meliputi Kawnsan Perkotaan Bajera di

Kecamatan Selemadeg.

Pusat Pelavanan Kawasan sebagaimena dimaksud pada ayat

(1} huruf b, meliputi: '

a. Kawasan Perkotaan Tabanan di Kecamaten Tabanan dan
Recamatan Kedird;

b.Pugat Pelayanan Kawasan Wanasari di  Kecamatan
Tahanan;

¢. Pusat Pelayanun Kawdsan Tanah Lot di Kecamatan Kediri;

d. Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede di Kecamatan
Kedirt;

. Pusat Pelayanan Kawasan Penobel di Kecamatan Penebel;

[, Pusat Pelayanan Kawasan Perlotaan  Baturit e 1]
Hecamatan Buturit:

E. Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Barat di Kecamatan
Selemadep Baml:

h. Pasat Pelayanan Kawasan Marega di Kecamatan Marga;

L. Pusat Pelayanan Kawasan Selemades Timur di Kecamatan
Selemadeg Timur; o

Ji Pusat Pelayanan Kewasan Pupuan di Kecamatsn Pupusan;

k. Pusat Pelayanan Kawasan Luwns di Kecamatan Haturid;
tain

I. Pusat Pelayanan Kawasan Kerambitan dl Kecamstsn
Rerambitan.

Fusat Pelayanan Kawassn Perkotaan Tabanan vang

diduleuny Pusat Pelayanan Kawssan Wanssari, Pusag

Pelayanan Kawasan Tapah Lot, dan Pusat Pelavanen

Kawasan Pandak Gede sebagaimana dimaksud pada avat (3)

burul e, hurufb, huraf e dan huruf d merupakan bagian dars

PEN Kawasan Perkotasn Sarbagitn,

Pusat Pelayanan Lingkungan schagaimeans dimaksud pads

ayat (1) humf ¢, meliputi:

& Pusat Pelayanan Lingloinean di Kecamatar Kediri meliput]
Pusat Pelayanan Linglkungan Pejaren;

b Pusat Pelayanan Lingkungan di  Kecamatan Margs,

meliputi: o

L. Pusat Pelayaran Lingkungan Peleen:

2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kulkuh:

3. Pusat Pelayanan Lingiungan Selanbawglc

4. Pusat Pelayunan Linglungan Cay Belayuy

5. Pusat Pelaysnan Lingkungan Petiga; dan

6. Pusat Pelavonan Lingkungan Tua,

Pusat Pelayanen Linglkungan di Kecamatan Baturiti

meliputi:

I Pusat Pelayanan Lingkungan Peresan’

2. ‘Pusat Pelavenan Lingkungan Angseri; dan

3. Pusat Pelayanan Lingkungan Batunys.

d. Pugat Pelayvanmn Linglkungan di Kecamatan Penehel;
melfpti:
1/ Pusat Pelayanan Linglearigan Rianggede;
2. Pusat Pelayanan Lingkungan Refasn,
3. Pusat Pelayanan Lingkungan Jegu;
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Pusat Pelayanan Linghungan Penatahan;
Pusal Pelayanan Linginingsn Biaung
Pusat Pelavanan Lingkungan Sangletan;
Pusat Pelayanan Lingkungar Senganan; dan
. Pugat Pelayanan Lingkungan Jatiluwih,
e. Pusat Pelayanan Lingkungan ol Kecamatan Kerambitan,
melputi:
L. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelnting
2. Pusat Pelayanan Lingkungan Tibubiu; ,
3. Pusat Pelayanan Linglungan Kerambltan; dan
. Pusal Pelayanan Lingkungsn Timpag.
f. Pusat Pelaysnan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg
Timur, meltputi
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Tegal Mengkel;
2. Pusat Pelayanan Linglkungan Mombang;
3. Pusat Pelayanan Lingkungan Gedungan; dan’
4. Pusat Pelayanan Linglungan Gunungsalak.
i Pusat Pelayanan Linglkungan di Kecamatan Selemadeg,
meliputi: '
L. Pusat Pelayanan Linglangan Berembeng;
2. Pusat Pelayanan Lingkungan Antap,
3. Pusat Pulayanan Linghkungan Selemadeg; dan
#. Pusat Pelayanan Linglmrigsn Wanagiri,
hiPusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg
Barat, meliputi: o
l. Pusaf Pelayanan Lingleungan Antogard;
2. Pugat Pelayanan Lingloungan Lumbuing; dan
3. Pusat Pelayanan Linghungan Mundeh.
. Pusat Pealayanan Linglungan di Kecamatan Pupuas,
medipuiti:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Belimbing:
2. Pusat Peluyanan Lingkungan Munduktermny;
3. Pusat Pelavanan Linglkungsn Padangan; dan
4. Pueat Pelayanan Lingloorgan Pujungan,
Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawesan
schagaimana  dimalesud  pada ayat [2) dan avat (3)
selanjulnys disusun dalam RDTR yang-ditetapkan dengan
Peraturan Bupat.
Sistem pusat permukiman sebagsimana dimaksud pada ayat
2] tercantum dalam Lampirnm [0 yang merupakoan bagian
tidak terpieahlan dari Peraturan Dasrah ini.

R e b

- Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Parapraf |

mam

Pasal [5

Sistem Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1.3 ayat (1) huref b, melipisti:

.

b
C.
i
LS

siatem jaringan transportasi;

sistem jaringan energ;

sistem jaringsn telelomunikasi;
sistem jaringen sumber daya ain dan
sistam jaringan prasarana Ininnya.
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Paragrafl 2
Sistem Jaringan Transporiasi

Pasal 10

Sistern faringan transportasi sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 hurufl s, meliputi:

8. aistem jaringen jalan;

b. sislem jaringan kerets api; dan

€. sistem jaringan sungai, danan, dan penyeheranpan,
Siatem jaringan transporias| schagaimana dimeksud pada
ayat (1} tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peratiiran Daerah im

Pasul 17

Sistern jaringan jalan schagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1} huraf a, melputi:
4. jalan umum;
b. jalan khusus;
¢, julan tol;
d, termineal penumpang; dan
e terminal barang.
dalan urmam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a,
meliputi
a. jalan arterd;
b jalan kolektor;
c. jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan
Jalan arteri sebagaimana dimalksud pada ayat (2] hurufl a,
berupd Jalan Arteri Primmer, meliputi:

Pelcutatan — Amtosar;

Antosari — Megat;

shortout Yeh Lambuleg

Br. Bunul Pubun — Bantas;

shortout Yeh Ho;

Melilihg - Samsam,;

shorteut Yeh Nush;

Samsam (Penyaling - Bis. Kota Tabanan;

3p. Kedigl — Pesippan [Tabanan|;

Rts. Kota Tabanan — Mengwitani;

JIn. A. Yani (Tabanan),

Wanagiri - Sp. Batunva;
. Sp. Batunya - Sp. Candi Kuning:
. Sp. Batunvs— Br, Toman Taado; dan
Br. Taman Tanda - Mengwitwm,
Jalan kolektor sebagnimana dimaksud pads avat (2] huralh,
berupa Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolelttor Sekunder,
Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder
sebagaimana dimaksud padd ayat (4), tercantum dalam
Lampiran IV.A yang merupalkan bapian tidak terpisahkan
dari Peratiuran Dacrah ini;
Jalan Jokal sebsgaimana dimaksud pada ayat (2) hurf e,
meliputi Jalan Lakal Primer dan Jalan Lokal Sakunder
tercantum dalam Lampiran VB vang merupakan bagian
tidak terplesahkan dart Peraturan Oaerah Ind,
Jalan linghkunpan sebaguimana dimeksud pads ayat (2)
haruf o, meliputi Jalan Lingkungan Primer dan Jdalan
Lingkungan Sekunder di seluruh ltecamatan.
Julao Khusus sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf b,
terdapat di:
g, Kecamatom Tubdnan,
h., Kecaomatan #edir; dan
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(9]

¢. Kecamatan Bamurit.

Jalan Tol scbagaimans dimsaksud pada avat [1) hurif e,

maeliputi ruas jalan:

a. Gililmanuk -~ Negara - Pelcutatan - Soka - Mengwi;

b. Soka - Celukan Bawsng;

¢. Bandara Ngurall Rai (Benoa) - Mengwi via Singapady;
dan

d. Canggu — Mengwi - Singapad,

[10} Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

buruf d, berupa Terminal Penumpang Tipe €, terdapat df:
Kecamatan Kedird;

Kecamatan Tabanan;

Kecamatan Baturiti:

Kecamatan Selemadeg;

Kecamatan Penebel;

Kecamuten Marga; dan

Recamatan Pupuan

g

v

23
(11) Terminal barang sebagaimona dimaksud pade ayat (1] haraf

{1

(1)

12

(3

{4}

e, berupa terminal barang Tabanan terdapat di Kecamatan
Tubanan.

Pasal 18
H

Sisfggd larinpan kerets api sebagaimang dimaksud dalam
Pesal 16 ayal (1) huruf b, meliputi:
&, Jarinpan jalur kereta api: dun
b. ‘stasiun kereta api.
Jaringan jalur kerela api sebagaimana dimaksud pada ayal
(1] hurul &, meliputi jaringan jahir kereta apl umum.
Jarngan jalur kereté api wmum sebagaimana dimalsud
pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkots
metputl jalur Gilimanok - Denpasar melalui Mengwi.
Stasiun kerola api sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b, meliputi Stashun Penumpang.
Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat {4),
terdapat di:
8. Kecamatan Tahanen; dan
b. Kecamatan Selemades.

Pasal 19

Sistem  jaringan sunpai, danay, dan penyeberangan
sebagmmena dimaksud dalam Pasal 16 gvat (1) huruf ¢,
meliputi:

&, Alur-Pelayaran Sungat dan Alur-Pelayaran Danau: dan
b. pelabuhan singnl dan danan.

Alur-Felayaran  Sungai  dan Alut-Pelayaran  Danay
sehagaimana dimaksud pada avat (1) hurn! a, berupa Alur-
Pelayaran Kelas 111 terdapat di Danai Beratan Kecamatan
Baturiti,

Pelabuhan sungal dan danay sebagaimana dimalksud pada
ayil (1) huruf b, meliput Pelabuhan Sungal dan Danay
Pengumpan.

Pelsbuhan Sungal dan Danau Pengumpan sebagnimana
dimalesuel pada ayat [3), meliputi dermags Denau Beratan
dan dermaga wisata Danau Bedugul terdapat di Kecamatan
Baturitl.

T L SRS S R




(1
(2]

(3]

(4)

=)

{6l

Parpgraf 3
sistem Jaringan Energi

Pagal 20

Sistemn jaringan energl sebiagaimena dimaksud dalam Pasal
L5 huruf b, berupa Janingan infrastrulaur ketonagatistrikan,
Jaringan infrastrulitur  ketenagalistrikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi jaringan mfrastruktar
penyaluran tenega stk dan sarang pendulng,
Jaringah Infrastrultur penysiuran tenaga listrik dan sarana
pendukong sebagsimana dimaksud pada ayat {2, meliputi:
a, |aringan trarsmisi tenags strik antarsistiem;
b. jaringan distribusi tenags listrik: dan
e, pardu lstrik.
Juringan transmisi tenags listrik antarsistem sebagalmana
dimaksud pada ayat (3} huruf a, meliputi: _
2. Saluran Udarm Tegangan Ekstra Tinggi [SUTET)
Gilimamik-Antosari, yang melalul:
1. Kecamaten Selemadeg Barat; dan
2, Kecamatan Selemadeg,
b. Saluran Udara Tegangan Tinget [SUTT), meliputi:
1. ialur Baluran Udara Tegangsn Tingei [SUTT) Negara

~ Antosari;

2. Jalur Saluran Udara Tegangan Tingg (SUTT] Antosari
- Tenah Loi:

3. jalur Saluran Udsra Tegangan Tingal BUTT] Tanah
Lot - Kapal;

4. Jalur Saluran Udars Tegangan Tingpi (SUTT) Celulan
Bawang — Kapal;

5, jalur Saluran Udara Tegangan Tingat [SUTT] Pemaron
— Baturitl;

6. Jelur Saluran Udara Tegangan Tingsi (SUTT} Baturit
— Payangan;

7. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggl (SUTT)
Payangan - Kapal;
8. |alur Saluran Udara Tepangan Tinggi [SUTT) Baruriti
- Kapal;
9. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggl (SUTT) Tanah
Lot — Padang Sambian If:
10, jalur Saluran Udara Tegangan Tinggl (SUTT) Baturiti
—Chanyar 1/ Bangl;
11, jalur Saluren Udara Tegangan Tirggl (SUTT) Antosar]
(Ekstension) - Incomer (Antasari — Kapall; dan
12. jalur Saluran Udara Tegangan Tingst (SUTT) Antosari
|\Ekstension] — Imcomer (Celukan Bawsng PLTU -
Kapal). '
Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimalmud
pada ayat (3) hural b, meliputi:
& Saluran Udara Tegangan Mencngah (SUTM) yang melalui
seluruh kecamatan;
b. Saluran Udara Tegdngsn Rendah (SUTR) yang melalu
seluruh kecamatan; dan
¢. Saluran Kabel Tegangan Mensngah (SKTM) vang melalui
Kecamatan Tabanan.
Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat [ huruf e,
berupa Gardu Induk. meliput:
e Oardu Induk gos insulated switchgear Tanah Lot
terdapat di Kecamatan Kedir
b Gardwu Induk Antosari terdapat di Kecamatan Selemadep
Barat;
¢. Gardu Induk Bamriti terdapat oi Kecamatan Baturitis




(7]

[8)

fi]

(2}

(3)

(4]

]
(7]

(2]

(1)

{2

(3
(4}

t. Gardu Induk gas nsulated swilchgear tegangan ckstra
tinggt (GISTET) Antogari/CGilimanul,

Pengembangan jaringan infrastruktur  ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) sesusi dengan
keteritusn peraturan perundang-undangan.

Bistemn jaringan energl sebagaimaria dimakaud pada avat (1)
tereantum delpm Lampiran V yang metrupakan baman tidak
terpisahikan dan Peraturan Daerah ini.

Faragral 4
Sistem Jaringsn Telekonmminikasi

Padal 21

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimeksad
dalam Pasal 15 huruf ¢, meliputi:

a. .Jaringan Tetap; dan

b. jaringan bergerak.

Jeringan Tetap sebagalmang dimakaud pada ayat (1) hural
&, meliputi:

i, infrastruktur Jaringan Tetap; dan

b, Jaringan Telap.

Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pade
ayat [2) hurul a, berupa Sentral Telepon (tomat {STO),
Seritral Telepon Dlgital (STD], dan Shelter, terdapat di:

d. Kecamotan Tabaoan,

b. Kecamsatan Baturiti;

¢. Kecamaran Pupuuan:

d. Kecamatan Selemadeg Timur; dan

e. Necamatan Selemadeg Barat.

Jaringan Tetap scbagaimana dimaksud pada myat (2) huruf
b, melalui seluruh kecamatan.

Jaringan bergerak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf by berupa Jaringan Bergerak Selaler.

Jaringan Hergerak Seluler sebagaimana dimaicsud pada ayat
(5], berupa menara Base Transcefuar Station (BTS| terdapsat
di seluruh kecamatan,

Pengembangan jaringan bergerak sobapaimans dimaksud
pada  ayst (5], sesual dengan Ketentuan peraturnn
p:rundang+undan.g&n

Sistem  jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidslt terpisahlean dari Peraturan Daeraly ind.

Paragral 5
Sistem Jafingan Stumber Daya Air

Pagal 22

Sistemn jaringan surnber dayg air sebagaimann dimalksud
dalam Pasal 15 huruld, me.’npur.i

a. sistem |aringan irigas:;

b. sistem pengendaiian banjir; dan

. hangunan sumber dave air

Sistemn jaringan irigusi :mbagammzm dimaksud pada ayat (1]
hurul &, meliputl:

d. Jaringan Irigasi Primer;

b. Jaringan Irngasi Belunder; dan’

€. Jaringan Irigasi Tersier.

.Iarrﬁ in Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huriul a, terdapat di seluruh kecamatan,

J&nngﬂn irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pads &yat
(2] huruf b, terdapat dl selurnh kecamatan.
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Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurnf e, terdapat di seluruh kecamatan.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimalksud pads
ayat (1) hurf b; Berupa Bangunan Pengendalian Baniir,
meliputi:

‘A Tukad Sungi Hulu di Kecamatan Baturiti:

b. Tukad Yeh Empas di Kecamatan Kediri dan Kecamatan
Tabanan;

Sungal Balian di Kecamatan Selemadeg Barat;

Tukad Yeh Ho di Kecamatan Selemadeg Timur;

Tukad Yeh Kutikan di Kecamatan Kediri; dan

banjir Danau Beratan di Kecamatan Baturiti,

Bangunan Sumber Daye Air sebagnimana dimaksud padu
ayat (1) huruf'e, terdapat di seluruh kecamatan,

Sistem jeringan sumber daya dlr sebagaimens dimaksud
pada ayal (1] teresntum  dalam Lampiran VI yang
merupaitan bagian lidak terpisahkan dasi Peraturan Daersh
1T,

Sistem faringan rigasi sebagaimana dimaksud padeavat (2}
merupakan jarogan idessi pads Daerah Irigasi  [D.1]
tercantum dalam Lampiran VILA vang merupakan bagian
tidak terpisahlan dar Pératuran Daerah ini.

Paragral 6
Sistern Jarnngan Prasarana Lalnnya

=% pn

Pagal 23

Sistem Jaringan prasarann lalnnys sebagaimana dimakaud
dalatn Pasal 15 hurofl &, meliputi:

A SPAM;

b, SPAl;

t. sistem jaringan persampahan;

d. sistem jaringan evakuasi bencana;] dan

e. sistem drainase.

Sistem jaringan prasarana lainnya sebapaimana dimaksud
pads ‘ayal (i) tercactum dulam Lampiran VIl VHNE
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraniran Daerah
imi.

Paszal 24

SPAM sehagaimana dimalesuel dalam Pasal 23 ayat (1) hunaf
a, meliputi;
2. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipass,
Jaringan perpipaan sebagaimens dimaksud pada ayvat (1)
huruf n, meliputi:
. LUnit Air Baku;
b Unit Produlksi;
€. Unit Mistribusi; dan
d. Unit Pelayanan.
Unit Air Baku sehagiimans dimaksyd pada avet (2) huruf a,
terdapat ei seluruh kecamatan,
Unit Produksi sebagaimana dimoksud pada ayat (2} huruf b,
terdiri atas:
g I[nstainsi Pengolahan Air IPA), terdapat di:
L. IPA Nyanyi di Kecamatan Kediri:
2. IPA Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan:
3. IPA Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat;
4. IPA. Antap dan IPA Sclemadeg di  Kecamatan
Selemadey: dan
3. IPA Tabanan di Kecamatan Tabeanan.
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b. reservoir yang tersebar di seluruh kecamatan.

Unit Distribust schagaimans dimaksud pada ayat (2] hurufe,
ferdapat of seluriih hecamatan.

Unlt Pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hural
d, terdapat di di seluruh kecamalan.

Bukan jaringan parpipaan sebagaimana dimaksud padd svat
{1] huruf b, meliputi;

8. Sumur Pampas dan

b. Bangunan Penangkap Mata Alr,

Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huraf a,
terdapat di:

a. Kecamatan Selemadeg Timur,
b. Kecamatan Tabanan!

¢. Kecamstan Pencbel;

d. Kecamaian Selemadeg;

e. Kecamgtan Kerpmbitan;

[, Kecamatan Selemadeg Barar;
g. Kecamatan Mapgn;

h. Kecamsatan Baturit]; dan

1.

Kecamatan Pupuan,

Eangonan pﬁnﬂm,hckp méta anir sebagaimana dimaksud pada
ayat {7] numf b, terdapat di:

8. #ecamatan Pupuan;

b, Kecamatan Selemarier Barar;

¢, Hecamatan Selemadep:; dan

d. Kecamatan Kediri,

Pasal 25

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf
b, berupa sistermn Penpelolaan Alr Limbah Domestile.

Sistemn Pengelniaan Air Limbah Domestik scbagaimana
dimaksud pada ayat (1], berupa Infrastrukour Sisgem
Pengelolaan Air Limbah Domestile

Infrastrulkctar Sistern Pengelolasni Air Limbah Domestilk
sehapaimana dimalesud pada aya! (3], terdapat di selurzh
kecamatan,

Pasal 26

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimakeid dalam

Pasal 2% ayat (1) huraf ¢, meliputi

& Tempat Pengelolaan Sampsh HReuss, Redure, Heoycle
(TPS3R);

b, Tempat Penampungan Semeniars (TPS);

¢. Tempst Pemrosesan Akhir (TPA); dan

d. Tempat Pengelolean Sampah Terpadu (TPET).

Trmpat Pengeloloan Sampan Reuse, Reduce, Recycle (TPE3R)

sebagaimana dimelsud pada ayat {1} huruf a, terdapat di

selurab kecamatan.

Tempat Penampungan  Sementara  (TPS)  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huraf b, terdapeat di:

Kecamatan Kediri;

Hecamatan Tabanan)

Kecomatan Selemaceg Timur;

Kecaingtan Selemadeg:

Kecamatan Pupuan;

Kecamatan Penebel,;

Kecamatan Marga; dan

Kecamatan Kerambitan,

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA] sebagaimeana dimaksud

pada ayat (1] hurul ¢, berupa TPA Mandung di Kecamatan

Keérambitan.

L I




(5)

(1)

(2)
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(4]

(2}

(3]

(4]

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf d, terdapat di:

g, Kecamatan Tabanan;

g, Kecamatsn Kediri; dan

@, Kecamaran Kerambitan.

Pasal 27
Sistern faringun evakuasi Bencana sehagaimana dirnaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) burul d, meliputi:
a. sistem jaringan evaluasgi bencana rawan bencana bangir

tinghat tingg:

b. sistem Jaringon evakuasi bhencana rawan  bercsna
geralkan tanah tinglkat tinggt;

c. sistem jaringan evakussi bencana rawan gempa bumi
tinghkat tingai;

d. sistem Jaringsn evalouasi bencans rawan bencana
isunami lingkat tinggi;

8. sigtem jaringan evakuasi bencana rawan bencana tanah
longsor tingkat tinggi;

. sistem jarngan evalmasi bencana rawan bencang abrasi

- pantai tingkat tinggi; dan

g- miflem jarmgan evakuasl benesna rawan  bencana

iefaksl tngkat tinggl,

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

peda ayat (1), meliputi; N

a. jalur evakuasi bencana; dan

b. tempat evalouusi bencana.

Jalur evakupast bencana sebapaimans dimaksud pada ayat (2]

huruf a, metalii seluruh kecamatan,

Tempat svakunsi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat

[2) huruf b, terdapat di selurub kecamatan, meliputi;

antor camal;

wantor kelirahan dan/atau desa;

lapangan olah maga terbulo;

taman kotn;

rimba kota;

peialaran terminal;

peiataran parkin

gedung eleh raga;

felolinh;

puskeamas;

rurneh sakit, dan

balal banjer.

FETrER S A op

Pasal 28

Sisiem drainase sehagaimane dimaksud dalam Pasal 23 avar
(1) huruf e, meliput:

a. Jaringan Drainage Primer:

. Jaringan Drainase Selcunder: dan

c. <Jaringan Drainase Tersicr.

Jaringan Dranase Primer sebagaimana dimaksud padi avat
{1 huraf a, berupa saluran di tepl jeringan 1alan arteri yang
terdapal di seluruh kecamaran, _

Jaringan Drainese Sekunder sebapalmana dimaksud pads
ayat (1] hurul b, berupa parit atau safuran yang ada dj tepd
Jalan kolektor yang terdapat di seluruh kecamatan.
Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimakaud pada ayat
(1) huruf ¢, berupa saluran kecil vang masuk pads Kawasan
perumatian di scluruh kecamalan,




, BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagisn Kesatu
Untum

Paszal 29

{1} Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 4 huruf d, meliputi;

a, Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2] Rencana Pols Ruang Wilayah sebagaimsana dimaksud pads
ayat (1) tercantum delam lLampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah ini,

(3) HRincian luas rencana Pols Ruseng Wilayah sehapgnimana
dimeRksud pada ayat (1), tercantum dalom Lampiran XA
yang merupakan baginn tidak terpisabkan dari Peraturan
Daerah ini,

Bapian Kedun
Kawasgan Lindung
Paragraf |
Umuam
Pagal 30

Kawagan Lindung sebegaimana dimaksud dalam Pasal 29 syat (1)

huaraf &, mebput '

a. Badan Alr; _

b. Kawasan yang Memberilan Perlindungan terhadap Kawssan
Bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan

d. Kawoszan Konservasi

Paragral 2
Badan Air

PPasal 31

Bédan Air sebagalmana dimalsud dalam Pasal 30 hural a, seluas
kurang lebih 605 (enam raris lima) hektare, terdapat di:

8. Kecsmaian Batirdd:;

. Kecamatan Kediri;

Kecamatan Kerambitang

Kecamatan Penebel;

Kecamatan Selemadeg:

Kevornatan Selemeadsg Barat;

Kecamatan Selemadeg Timur; dan

Recamatan Tabanan.

= R

Paragral 3
Kawasen vang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawsharnya

Paspl 32

(1) Kawasan vang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hural
by, berupn Kawasan Hutan Lindung.

{2 Mawasan Hutan Lindung schagaimana dimaksud pada-ayat
(1}, selitas lourang lebih 8.903 [delspan ribu sembilan ratus
tiga) hektare, meliputi:

a. Hutan Lindung Guumung Batukar, terdapat di:

— . —




Kecamatan Selernadeg;
Keeamatan Peniobel;
Kecamatan Bpluriti: dan
Kecamatan Pupuan,
utan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah, terdapat di:
Kecamatan Selemader Barat, dan
Kecamatan Pupuan.
¢. Hutan Lindung Yeh Aya, terdapat di:
1. Kecamatan Selemeadeg Burat; dan
2. Kecamatan Pupuan.

Wi 1

Paragral
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindunpan Setempat berups Kawasan Kearifan Lokal
sebagaimana dimakeud dolem Pasal 30 huraf e, seluas kurang
lebith 15 (ima belas) heldsre, terdapat di:

g Kecamatan Kediri;

b. Kecamatan Marga;

¢, Hecamatan Penelel;

i, Recamaran Selemadeg; dian

. Kecamatlan Selemadeg Barat.

Paragraf 5
fawasan Konservas

Pasal 34

(1] Kowasan konservasl sebagaimansd dimelosud dolam Pasal 30
Tl e, miekipnstl:

L. kawasan Suaka Alam; dan
b. Kawasan Polestarian Alam;

{2} Kawasan Suska Alam sebagaimana dimaoksud pada ayag (1)
hurul a, berupa Cagar Alam yaite Capar Alem Gunung
Batulearn seinas kurang lebih 723 (tujuh ratus dun guluh
tpge) heltare, terdapat dis
#. Heoamatan Penebel: dan
b, Hesamatsn Baturiti,

(3) Kawsasan Pelestarien Alam sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huraf by, berupa Taman Wissta Alam yaitu Taman Wisata
Alam Gunung Batukaru seluas kurang lebih 376 (tga ratus
tujuh puluh ensm) heletarn, terdapat di:

. Kecamsatan Baturiti; den
b, Kecamatan Marg

Bagian Keliga
Kawasan Bud! Daya
Parapral 1
Urriin

Pagal 35

Kawasan Budi Daya sebapsimana dimaksnd dalam Pasal 29 ayat
(1) sl b, melipatd:

Kawasan Perlecebunan Ralgyat)

[Lawasar Perianian;

Kewasan Peruntukan Indusir;

Kawasan Pariwisata;

Kawdsan Permukiman; dan

Knwrnsan Pertahanan dan Keamanan.

e
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Paragraf 2
Koawasan Perkobunan Raloyat

Pasal 36

Kawasan Perkebunan Ralyat sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 35 hurul g, seluus kurang [ehih 7.535 (tujub ribu lima ratus
Hga pulub ma) hektare, terdapat di:

o Kecagmatun Batunit;

b, Kecamatan Penobel]

c. Kecamatan Popuan;

d, Kecamatan Selemadeg; dan

e, Kecametan Sylemadeg Bamt,

Faragraf 3
Kawasin Pertanian

Pasal 37

{1| Kawasan Pertanian scbagaimans dimaksud dalam Pasal 35
hurul b, meliputi:

a. Hawdsan Tanaman Pengan;
b Hawasan Hortikdlturs: den
c. Kawasan Perkebunan:

(2] MKewasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hurul a, seluss kurang lebih 18,137 (delapan belasy
ribu seratus tign puluh tujul] hektare, terdapat dl seluruh
Kecarnatarl.

(3) Kawasan Hortikulturs sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
hurul b, seluss kirang lebily 1,761 [setibu tijuh ratis enam
puluh satu] hektare, terdapat di :
£, Kecamatan Baturiti;

b. Kecamatan Marga;

c. Kecamatin Penchel;

d. Kecamatan Pupuan; dan
8. HKecamatin Selemuodeg,

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimeana dimsksud pads avat (1)
huruf ¢, seluas kurang tenih 28,057 {dua puluh delapan ribu
lirma pulub tujuh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(6) Hawasan Tanaman Pangan sebageimans dimaksud pada
ayat (2), vang ditetapkan sebagal Kawesan Pertanian Panean
Berkelamjutan seluss kurang lebih 16.034 (enam belas nobu
tiga puluh empat) heldlare, terdapat di seluruh kécamatan.

Paragraf 4
Kuwasan Peruntulan Industr

Paenl 38

Kawaszan Peruntukan Industrn sebsgaimana dimaksod dalam
Pasal 35 huruf ¢, seluas kurang lebibh 11 {sebelas) hektare,
terdapal di Kecamatan Kerambitan.

Pardgad 5

Kawasan Partwisats
Prsal 30

Kawssan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalem Pasal 35
hurnf d, seldas kurang lebih 3. 468 (Hgd ribu cmpat ratus enam
puluh delapan] hektare, terdapat di:

8, Heoamaton Baturib)

b,  Hecamatan Kedir

S

e aal

ELT

-

=l [ HTPE




-

STmMhEQn

(1)

(2

(3

{11

(2)

Keecamatan Kerambitan:
Kecamatan Pupuan;

Kecamalan Sclemaceg;
Kecamalan Sclemadep Barat;
Kecamatan Selemadoe Timur; dan
Kecamitan Tabanan.

Pacngraf 6
Kawsasan Permukiman

Fazal 40

Kewnsan Permukiman sebagaimans dimalsud delam Pasal
33 huraf &, seluas katrang lebih 15.281 {lima belas ribu dua
ratus delapan puluh sato) hektare, meliputi:

8. Kawasan Permuliman Perlotaan: dan

0. Kawasan Permukiman Perdescan.

Kawasan Permukiman Perkotasn sebegsitana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7,666 (tujuh ribu
enam ratus ¢nam puluh enam) hektare, terdapst di seturuh
kecamaran.

Keawasan Permukimen Perdesaan sebagaimana dimaksud
pada aval (1) hurufl b, selune kurang lebih 7.613 (tujuh vibu
enam ratues tiga belas) hektars, terdapat di:

&, Kecamatan Baturiti;

b, Kecamatan Kerambitan;

Kecamstan Margs,;

Kecamutan Penelbel:

Kecamuton Puypuarn;

Kecamatan Selemadeg;

Kecamatan Selemadeg Barat; dan

Kecamaran Belemades Timur.

*

= B

Pazagral 7
Kowasan Pertahanan den Keamanan

Pasal 4]

Kawasan Pertahanen dan Kesmnunan sebagaimana dimakiud
dalam Pasal 35 huruf f, geluas kurang lebih 13 [liga belas)
heklare.

Kawasun Pertahanan dan Keamanan sebagaimenes dimaksud
pada avat [1), meliputi:

a. Komande Distrile Militer 1619 di Kecamatan Tabanan:

b. Keoramil, terdapat di:

Hecamatan Kerambitan;

Kecamatun Selemeadeg;

Kecamatan Tabanan;

Kecamatin Penehel;

Kecamatan Baturitl;

Kecamatan Kediri;

Kecamaian Marga; dan

. Komamatan Pupusn.

¢. Rindam IX Udayana di ¥ecamatan Kedin; dan

d. tempat penyimpanan amumnisi di Kecamatan Margs,

PR RS




BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Nilal dan Delineasi Kawagan Strategis Kubupaten

Pasal 42

(1] Kawasan Stirategis Kabupafen, sebagaimana dimaksud

13}

[4]

15}

(6]

{7

dalam Pasal 4 huruf e, maliputi:

8. Kawasan sirategls dari sudut kepentingan pertumbuhan
elonom

b. Kawasan strategls dari sudut kepentingan sosinl dan
budnya; dan

. Hawssan strategis darl sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkurigan hidup. '

Kawasan strategis dar sudut kepentingan pertumbuban

ekonomi sehaguimana dimaksud pada ayat (1) huruf =,

meliputl;

Kewasar Perkotsan Tabanan:

kKawasan Eleltil Pariwisata Bedugul;

Kawasan Efektil Parfwisata Soka;

Kawasan Efektf Pariwisata TansH Lot

wasan Agropalitan Bamriti;

Kawasan Agropoliton Margs;

Kawasan Agropolitan Pupuan;

Kawas=an Agropolitan Penebel;

howasan Strategin Cepat Tumbuh Kerambitan;

Kuwasan Strategls Cepat Tumbub Luwus  dan

Sekitarnys) dan

Kewasan Strotegis Cepat Tumbuh Pandak Gede dan

Selatarnya.

Kavmsan strategis dari sudut kepentingan sosial dan oudaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof b; meliputi;

6. HKawasan Pura Batukaru;

0. Kewasan Pura Tanah Lot;

c. Kawasan Purda Pakendungan;

d. Kewasan Pura Resi:

e. Kawasan Pura Lubur Serijong;

[ Kawasan Pure Gadingwani; dan

g Kawasan Catur Angea Batukaru dan Kewasan Jatiluwih,

Kawagan strategis darl sudut kepentingan fungsi dan daya

dulcung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada avat

{1} haruf ¢, meliputi: '

i Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Baluksarn:

b Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah: dan

c. Kawassn Hutan Lindung Yeh Aya.

Kawasan Perkotasan Tabanan sebagaimany dimaksud pada

ayat {2) harafl &, merupsakan begian dari PKN dan KSN

Kawasan Perkotasn Sarbagita,

Kawasan Efeltil Pariwisata Bedupa! sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, merupaken bagian dari:

. K8P dari sudul kepentingan pertumbuhan ekonomi yairu
Kawasan stritegs pariwisatn dasrah khusus Bedugul-
Parcasari; énn '

b, KSP dart sudut kepentingan funps: dan daya duleung
lingkungan hidup vaitu Kewasan Danau Beratan-Danay
Buyan-Danau Tamblingan dan sekitarnya.

Kawasan Efeltil Pariwisatu Sola schagaimana dimaksud

pada dyal (2) hurulc, merupakan baglan dar KSP dari sudut

kepontingsn pertumbuhan ekoroml yaitth Kawnsan strategis
pariwisatd dasrah Sois,

Seomssap e
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(8] Eswasan Efektif Pariwisata Tanah Lot sebapgsimana
dimaksud pada ayat (2) hurufl d, merupakan bagian dari KSE
dari sudut kepentingan  pertumbubisn  ekonomi  yaitu
Kewasan sirategis pariwisata daerah Tanah Lot

[¥) Kawasan Pura Baiuksry scbagaimana dimaksud pada ayal
(3] huruf a, merupakan bagien dari KSP dari sudut
xepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan Tempat Suci
Pura Batulear:.

(10) Kawasan Catur Angga Batukeru dan Kawasan Jatluwih
pada ayat (3) hurof g, menipakan baian dari KSP darf sudut
kepentingen sosial dan budava yaltu Kawassn warlsan
budaya Catur Angga Batukaru.

(L1} Kawasan Strategis Kabupaton sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] tercantam dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Daerah ini.

Deagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 43

(1) Tujuan pengembengan Kowasan Perkotsan Tabanan
sebagaimans dimalesud dalam Pesal 42 ayat (2} hwruf a,
untuk mewujudian pengembangun Kawasan Perkotaan
Tabanan sehagal pusat hegiatan pemerinlihan dan pusat
perdagrnean dan Jasa serin kesehatan skals nasional dan
regional yang terintegrasi dengan KSN Kewasan Perkotasn
Sarbagitau '

2l Tujuan pengembangan Kawasan Efekiifl Pariwisdta Bedugul
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2} huruf b,
untuk mewujudkan pengembangan Kawesan Pariwisats
Bedugu! berbasis ekowisats secarn berkelanjutan

(3] Tujuan penpgembangan Kawasan Efektif Pariwisatn Soka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat [2) huruf o,
untitk mewujudkan pengembanpgan Kawasan Pariwisata
Soka berbasis. wisata baharnt dan budavs secara
berkelarjutan.

(4] Tujuan pengembangan Kewasan Efektif Pariwisata Tanah
Lot sebagalmana dimaksud dalam Pesal 42 ayat {2) huraf d,
nntuk mewuindkan pengembangan Kewasan Fatiwisats
Tanah Lot berbasis wisata bahari, buddye dan kopnservas!
secara berkelaniutan,

(3] Tujusn pengembanpan Hawesan Agropalitan  Baturitl
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2] huruf g,
untule  mewnjudkan pengembangan  pusat  Kawasan
agropoliten,  sgribisnis serta pgrowisata  berbusis
masyarakat.

{) Tujuan pengembangan Haweasan Agropolitan  Marga
sebagiimana dimaksud dalam Pasal 42 myat [2) haraf
untuk  mewujudkan  pengembangan  pusat  Kawasan
agropolitan,  apribisnis  serta sgrowisatz berbasis
miasyarakat.

[7) Tujuan pengembengan Kawasan Agropolitan  Pupuan
sebagaimana dimaksud delam Pasal 42 ayat (2] huraf g,
untuk mewujudlkan pengembangan  pusat  Kawasan
agropolitan,  agribisnis  serta agrowisata  herbasis
mnsyarnlat,

{8] Tufuen pengombsngan Kawasan Agropolitan  Penebél
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2] hurul b,
untuk mewujudkan pusat pelevanan egribisnis  dan
agrowisate berbasis masyaralat,

{9) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Kerambitan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 42 ayat [2)

i
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huruf i, untuk mewijudlan pusat kepiatan industr yang
ramah lingkungan secara berkelunjutan.

(10} Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Luwus dan seldtarnye sebagaimana dimaksud dalum Pasgal
42 ayat [2) huraf §, untuk mewujudkah Kawasan lnduste
sleiln milro dian leeci] serts indusgtri menengah vang ddalk
berpotensl menimbulkan pencemaran lingkungar hidup
serla terintegrasi dengan Kawasan permukiman.

(11} Tyjuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Pandak Oede dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) hurufl k, untuk mewujudkan Kawasan
industri skala milaro dan kecil serta industri menengaly yang
tidak berpofensi menimbulkan' pencemaran inglungan
hidup serta berbasis masyarakat.

(12} Twjuan  pengembangan  Kawusan Purs  Batukary
sebagnimeans dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3] huruf &
uhtuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pura Batukary
sebagai Kawasen pelestarian warisan budaya dan kearifan
Inkal.

(13) Tujuan  pengembangan Kawasan Purda  Tafah Lot
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) hurd b,
wniuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pura Tanah
Lot sehagal Pura Kahyangen Jagat, daya taritk wisata
spiritual dan budava yang terintegrasi,

(1#) Tujusn  pengembangan Kawasan Pura Pekendungan
sebagammensg dittaksud dalem Pasal 473 ayat (3) hurmof ¢,
untitk  mewwgdkan  penpembangan Kawasan | Pura
Pekendungan sebagai Kawasan pelestarian warisan budaya
dan kearifan lokal,

(15] Tujuan pengembangan Kawasan Pura Resi sebagiimans
dimialesud  dalam Pasal 42 ayat [3) huruf d, untuk
mewlijudkan pengembangan dan perlindungsn Kawasan
Pura Resd scbagai Pura Dang Kahyangan,

(16) Tejusn pengembangan Kawasan Pure Luhar Serjjong
sebagaimana dimaicsud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e,
untuk  mewujudkan pensembsngan  den  pelestarian
Kawasan Pura Luhur Serfjong sehagal Kawasan pusat
peribadatan Pura Dang Kahvangen.

(17) Tujuan pengembangan Kswesan Pura Oadingwani
scbagaimand dimaksud dalam Paszal 42 ayat {3) hurof f,
untuk  mewnjodkan  pengembangan  Kawassan  Pura
Gadingwani  sebagai pusat peribadatan  Pura Dang
Kahyangan, Kawasan peleatarian warisan nilal sejarah dan
kearifun Inkal berkalanjutan.

[18) Tujuan pengembangen Kawassn Catur Angpa Batulary dian
Kawasan Jatitowih sebagaimung dimaksud dalam Para) 42
syal (3] huruf g ontuk mewnujudkar Kawsasan Konservani
dan pelestarian warisan budaya berwawasan Hngkunpgan,

(19} Tujuan pengembangan Kawasan Huton Lindung dan Cagar
Alam Batukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(4] huruf &, untuk mewnjUdkan periindungan terhadap
Kawasan hutan lindung dan kesslmbangan shosistem
Wilayah bagian utara,

(20) Tujian pengembangan Kowasan Hutan Lindung Yeh Lek,
Yeh Lebah sehnpsimana dimuksnd dalam Pasal 42 ayat %
hurul b, untuk  mewujidksin periindungan. terhadap
Kawasan hutan lndung dan lieseimbangan ckosistem
Wilayah baginn barat.

{21} Tujusn pengembungan Kewasan Hutan Lindung Yeh Aya
sebdgilmana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) hurul e,
untuk mewniudkan perlindungan terbadap Kawssan hutan
lindung dun kessimbangan ekosistemn  Wilayah baginn
selatan.,




(1)

(2

(3)

(4]

Hagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Siratepis Kabupaten
Pasol <4

Arahan  pengembangan Kawasan Perkotsan Tabanan
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf &
meliplat];

B. mengembangkan  pusat  kegiatun pemerintahan
Eabupaten Tobanan;

b. mengmtegrasikan pusat pelayanan kegiatan
pemerintahan dan pelayanan umum Kabupaten ke
dalam slstem perkotsan secara terpadu; dan

€. mengembangkan konsep kota kompsak (compact ofty) dan
kot layak huni (lveable city) yang selaras denpan
ketentuan  umum  zonasi pada Kawasan Perkotaan
Tabanan .sebagal bagian dari PKN dan KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita.

Arahan pengembangan Keawssan Bfektl Parfwisata Bedugul

sebogaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2] hural b,

mefipu ki

A. mengembangkan Kawssan Efekiil Pariwisara Bedugul
yung humanis dan berjati diri budava Bali;

b. melindungl flora, fauna serta keanekaragaman hayati
lainnya sebagai kelaynan sumber daya alam Kawasan:

c. memantapkan dan mengembanghan potensi daya Tarlk
witinta berbasis dayn tarik wisate slam. budava dan
buatan serta minat khusus;

d. mengintesrasikan pusat pelayanan keplatan pariwisata
ke dalam sistem perkotaan secara terpadi;

e: konservasi bangunan dan arsitektur (radisional Bali:

f. memantapkon  dan  mengembanpkan  fasilitss,
infrastriour serta transporias pendukung
kepariwisataan;

g- pengendaban Pemanfaatan Ruang perasiran dansu dan
sempadan danau;

b pelindungan perairan Danau Berstan schagal Kawasan
Euel; dan

J. penamaan tata bangunsn dad lingkurgan sempadan

Danau Beratarn, _

Arahan pengembangan Kawasan Efeltii Pariwisara Sole

sebagnlmana dimaksud dalam Pasal 42 gyar (2} hwruf e,

melipu i

g. mengembangkan Kawdsan Blektif Pariwisats Soka vang
berkelanjutan dan berketshanan iklim serta berjatidici
bhudeya Bali

b mengintegrasikan  pusat-pusat  pelayanan  kepiatan
pariwisata ke dulam sistem perkotoan secars terpadu:

¢. memantupkan dan mengembangkan potensi dava tarik
wisalam bakard, budaye dan buatan pada Kawasan;

d. meningkatkan kualitas  dan  kuantitss pelayanan
fasilitas, infrastrulktor seria transportasi pendulkung
Kepuriwisataan; dan

e konservasl Koawasan pesisic melaiai pengembangan
atruktur alami dan struktur bustan,

Arzhan pengembangan Kawasan Efeltif Pariwisata Tanah

Lot scbagaimana dimoksud dalem Pasal 42 ayat (2) huruf d,

meliputi:

#, lkonservasi Kawasan Tempat Suci Pura Tanah Lot dan
sekitarnys sebagai lecarifan lokal budaya Bali;

b. mengembangkan Kawasan Efeltif Panwisata Tanah Lot
yang umanis dun berati din budaya Ball;
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(3]

(6}

(7]

g, menguatkan clsisténsl desa adat dan organisasi
kemasyarakatan lainnys dalam memantapkan kearifan
lokal sebagal pondast pengembangan pariwisata;

d. pencegehan dampek negatif kegiaten wvang dapat
merimbulkean kerusakan linghungan sekitar Kawssan:

2. konservasi bangunan dan orsitektur tradisional Bali
pada Kawasarn,

. menihgkatkan kualitas dan lkuantitas pelayanan
fasilitns, infrastrukiur sertn transportasi pendukung
kegariwisatann; dan

g konservasi HKawasan pesisic melalii  pengembungan
struktur alami dan strultor bustan.

Arshan  pengembangan  Kawasan Agrapelitan  Baturiti

sebagaimana dimakaud dalam Pasal 42 ayat {2} huruf e,

meliputi:

a2. mengembangkan potensi agropolitan, agribisnis dan
agrowlsata borbasis ekowisata yang berjatidit budaya
Bali;

b mengintegrasikan pusal agripoliten e dalsm sistem
perkotaan secara terpadu;

¢. konservasi lahan pertanian produkaf dan daerah
Tesapan oir yang terintegras) secara harmonis dengan
kegiatan kepariwisatnan;

d. memantapksan den mengembanghan famlitas,
infrastrulctur serta transportas) pendukung agropolitan
dan agribisnis; dan

& penguatan organisas) masyarakar dalam pengelolasn
dan pengembangnn Kawasan agropohitemn,

arghan  pengembangen  Keawasan  Agropolitean  Margs

schagaimana dimaksud dalam Pesal 42 gyat (2} huruf {

meliputi;

i, memuntapkan dan mengetnbangkan potensi agropelitan,
ngribisnis dan  agrowisatn berbasis ekowisata yang
berjatidir budaya Bali;

b. pemantapan (ungsi Kawasan Agropolitan Marga sebagni
pusal pelayanen agribienis pertanian deogan tetep
mempertahankan RTH paling sedikit 50 (lima puluh)
persen;

o, mengintegranikan pusal sgropolitan ke dalam siatem
pirkotaan secars terpado;

i konservasi inhan pertanian produlclil, subek don dasrah
resapan air yang terintegrasi secara harmonis dengan
cegiatan kepuriwisatosn;

e memantapkarn dan mengembanghkan [asilitag,
infmstrukiur serta transportas] pendukung agropolitan
dan agribistis; dan

L penguatan organisasi masveorakst dalam pengelolaan
dan pengembangan Kawassn sgropolitan.

Arahan pengembangan  Hawmsan Agropolitan  Pupuan

sehagaimana dimeksud dalam Pasal 42 ayar [3) huruf g

mehputi;

a. pemantopon  Jungsl  Kawasan Agropolitan  Pupuan
sehagal pusat pelayanan agribianis’ pertanian dengan
tetap mempertahenkan RTH sekurang-kurangnya 50
{lima puluh) persen;

b. memantapkan dan mengembangktsn potensai sgropolitan,

ngriblanis dan agrowisata berbasis clkowisata yang

berjatidirl budays Bali;

o, mengintegrasikan pusat-pusat ggropolitan ke dalam
sistem perkotnan secars terpadu;

d. konservasi lshan pertanian produktif, subak dan daerah
rézapan air vang tErintegrasi secara harmonis dengan
iegiatan lepariwlsataan;
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e, memaniapian don  mengembangican fagilitas,
infrastruktur serta transportasi pendulcung agrapolibags
dan ugribisnis; dan

. penguatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan

dan pengembangan Kawasan agropohtan,

Arahan  pengembangan  Kawasan  Agropolitan  Penebel

schagaimana dimaksud dalam Pasal 42 aynt (2} buruf k,

meliputh

a. pemantapan fungsi Kawasan Agropolitan Penebel sebagai
pusat pelayanan agribisnis pertanian dengan tetap
mempertahankan RTH paling sediler 50 (lima puluh)
PErsen; .

b. memarstapkan dan mengembanglan potensi sgropolican,

egribisnis dan' sgrowisats berbasis ekowisats Farg

beriatidirt budaya Bali;

konscrvasi lahan pertanian produlktf, subak dan duaersh

Tesapan Air yang terintegrasi secarn harmonis dengan

kegiatan leepariwizataan:

d. mengembangkan fngsi Kawasan Apropolitan Pencbel
urtok  mendukung  ketahanan pangan Kabupaten
scbagai wilayah agraris;

B memantaplean dari mengembarighan  [asilitas,
%Elf;r;mtmkmr serta transportasi pendulimep agropolitan

agribisnis; dan

L pengustan organisesi masyarakar datsm pengeloldarn
dan pengembangan Kswasan agropolitan.

Arahan pengembanpan Kawassn Strategls: Cepar Tumbuh

Kerambitan sebagrimana dimabksud dalam Pasal 42 ayat (2]

huruf i, meliputi:

a. memantapken Kawasan Kerambitan dan sekitarnyn
sehagal Kawasan Strategis Cepat Tumbuh {KSCT) yang
mengintegrasikan pengembonpan sektor induseri serta
perdagangan dan jasa sebapal sentro pertumbuhan
etonomi Kewasan dan sckitornys;

b. meningkatkan kualitas dan kuantites hasi) produkst
Industri Keell dan Menengah (IKM) berbasis keralyatan
melalul pengembangun kapasitas sumberdaya manusia,
permodalan serta teknologl untuk meninglmtlean daya
sding; dan

¢ konservasi lahan peftanian  produktf serta daerah
rEsapEn air,

Arghan pengembangan Kewasdin Strategis Cepat Tumbuh

Lowas dan seldtarnyn sebsgaimans dimaksod dalem Pasal

42 ayat (2) huruf j, meliputi:

& memantapkan dan mengembangkan Kawssan Luwus
dan sekitarnye sebapgal Kawasan strategis cepat tumbuh
vang mengintegrasik=n perkembangan schtor pariwisata
dan pertaninn agropolitan:

b, meningkatkan lualitas dan lkuantitas hasil produksi
industn skala mikro dani kecil serta ndustr menengah
yang tidak berpotensi menimbulkan pencsmaran
limgkungan hidup serta berbasis kerakyatan melolul
pengembangan  kapasitas sumberdayn,  manusia,
permodalan serte teknologh untuk meningkatlan duyn
SAITIE,

¢, konservasi leshan ‘pertanian produktl serta daersh
resapan alr yang terintegrasi sechra harmonis dengan
kegiatan kepariwisataan; dan

d. menpembanghkan fasilitas, infrestruktur dan transportas
pendukung  agrbisnis  dan  kepariwisataan  secarn
terpadu.

L)




{11) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Peridak Gede dan sekitarnys sebagaimann dimaksud dalam
Pasul 42 ayat (2) horuf k, meliputi:

=

h.

<53

mengembengkan kelembagaan usaha ekonomi berbasis
kernkyatan yang efektif, efisien, den berdays saing;

meningimtlkan lualitas den kuanbtas hasil produksi
industrl slmln mikre dan keell serta industri menengah

vang tidak berpotensi menimbulkan  pencemaran

lingkumgan hidup serta berbasis kerakvatan melaiui
pengembangan  kapasitas  wsumberdays = moanusia,
permodelan serta teknelogi untuk meningkatkan dava
BEITIE;

menginfegrasikan pusal kegiatan khusus seperti pusat
kegiatan pariwisats, pusat konservasi deerah resapan air
dan pusat agropolitan ke dalam sistem perkotaan secara
kerpady;

lkonservas] lahan pertanion produktil serta dasrah
resapEn dir yang terintegrasi secara harmonis dengan
kegiatan kepariwisatzan; dan

mengembangkan fasilitas transportasi Serin
mmfrastrukiur pendukung agribisnis dan kepariwisataan
yang taniggul bencana.

[12) Arahun pengembangan Kawasan Pura Batularu, Hawasan
Fura Tanakh Lot, Kawasan Pura Pekendungan, Kawasan Pura
Reai, Kawasan Pura Lohur Serijong dan Kowasan Pura
Gadingwnni pebagaimana dimaksud dalem Pasal 42 ayat (3)
huruf a, Pasal 42 avat (3) hurul b, Pasal 42-ayat (3] huruf ¢,
Pasal 42 ayit {3) hurufl d; Pasal 42 ayat (3) huruf e, dan Pasal
42 myat (3} hurud T, meliputh

i

hl

konservaz] dan revitalisasi warisan budays dan nilai-nitat
kegucian padh Knwasan tempat sl

mengembangkan  dan  menetapkan  sister  zonas]
pemaninatan yang mencakup zona int, zonA penyanpges,
OTH: pmgemb.angan ian zona penunjang pacda Kawasan
tempat sucl sesual ketentuan kearifen lokal dan budaya
Bali; dan

memuntapkan pengembangsn potensi daya tarilt wisal
budaya dan spirituel  berbasis  ekowisala secara
berkelanjutan yang berjati dirl budaya Bali.

[13] Arahan pengembangan Kawasan Catur Angga Batukaru dan
Rawasan Jatiluwih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3) hiruf g, meliputi:

&l

1.

c.

prmantapan Kawasan Catur Angga Batukaru dan
Kawasan Jutiluwih sebagal jatididi dan  fdentitas
Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan warlsan
budaya Bali:

konservasi, penataan den pengendalian Kawastn melalul
penegasan pemaniaatan mang yang terintegras) dengan
fungsi lonservast, sosial dan ekonomi; dan
pergembangan ekowisata secara berkelanjutan,

(1) Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Cagar
Alam Batukaru sebagrimana dimaksud dulam Pasal 42-ayat
(#) huruf o, meliputi:

=9

pemulihan dan penangeulangan kerusakan
lingkungan hidup pads Kewasan huten maupun di
luar Kewasan hutan yang mengalami kritis lingkungan;

. pencegahan dampak negolil kegiatan vang dapat

menimbulkan kerusakan lHngkungan hidup;
pengembungan legiatan ekowisata dan sduwisata pada
poni pemonfoaton;

. perlindungan kelestarian Kawasan Suci di dalam

Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru,




e, mengembunglkan  sistern mitigasi bencena dan
penangrulangan  bencara  secara  terpadu  disertai
pengembanygan jalur-jalur dan mmpal evakuasi;

[. pengustan koordinasl pengelolaan Kawasan Hutan
Lindung dan Cagar Alam Batokarn dengan pemanglku 1
kepentingan [stakeholder) vang berwenang. M

(15) Arahan pengembangan Kawasan Huten Lindung Yeh Lebh,
Yeh Lebah sebapmimana dimeksud daiam Pasal 42 ayat (4]
huruf by malipueti;

4. pemulihan dan penangsulangan  kerusakan
lingkurigan hidup pada Kawasan hutan monupun dl
luar Kesvasan hulen yang mengalamli kritis linghkungan;

b. pencegahan dampak negalif kegiatan veng dapat
menimbulkan kerusalmn inpkungan hidup;

c: mengembanglkan sistern mitigasd bencana  dan
penanggulangan  bencana secara terpadu  disurtm
pengembangan jalur-falur dan tempat evakuasi; dan

d. penguntan koordinons:  pongelolasn Kewasan  Hutaer
Lindung Ych Leh, Yeh Lebgh déngan pemanglku
leepentingan [stakelwolder) yvang berwenang.

(16) Arehan pengembangsn Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya
sebagaimana dimalesud dalam Pasal 42 svat (4 honof o,
meliputs
& pemulihan dan penangmulangan  kerusakan

lingkungan hidup pada Kawasan hutan maupun di
luar Kawasan hutan yang mengalami krits ngkungan;

b. pencegnhan dampak negatif kegiatan yanp dapat
menimbulkan kerusakan lingkungem hidup;

c. mengembangkan  sisters mitigasi bencana dan
penanggulangan  béncana secarsn  terpadu  disarias
pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi;

d. menguelkan eksistensi desa pakraman dan arganisasi
kemeasyarskatan lainnyva sebagal pondasi perlindungan
Kawasst hutan; dan

¢, penguatdr  koordinasi pengeiolaan Kawassn Huton
Lindung Yeh Aya dengan pemangku kepentingan
|stakeholder} yang berwenang.
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BASE VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAILT

Baginn Kcsatu
Umum

Pasal 45

Arahon pemanfaatan ruang Wilayah, sebagaimana dimalsud

dainm Pasal 4 huraf {, melipuati:

@, ketentuon KKPR:

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunaon;
dan '

c. pelaksanaan SPPR.

Baman Kedua
Ketentuan KEPR
Paragral 1
Urmum

4 Pasal 46
ki
Tetentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurul a,
meliputi
a. KEPR untiuk lkegiatan berusaha;




b'l
&;

i1

(3l

{4l

i1

[
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KEPR untuk kegiatan non berusaha: dan
KEPR untuk kegiatan yang bersifat stratepis nasional.

Paragraf 2
KEPR untule Kegiatan Berusaha

Pasal 47

KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasul 46 huruf o, mebputi:

a. KKKPR kegintan berdsaha; dan

b. PKKPR kegiatan berusaha.

KKKPR kegiatan berusaha sebagaimans dimaksud pada gyat
(1) huruf &, diberikan berdasarkan kesesuglen reqeana
lskasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah
terintegrasi dengun Sistem 08S,

PEKPR kegratan berusaha sebagaimena dimaksud pada ayat
(1) huraf b, diberikan dalam hol df reneans lnkasi lkegiatan
Pemanfnatan Ruang belim tersedia RDTR atay ROTR yang
tersedia belum terintegrasi dengan Sistemn (323,

Ketenituan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan
berusaha sebagalmsna  dimaksud pada ayat (1),
dilnksanukan sesuni  dengsm  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Paragral 3
KEPR untuk Kegiatan Nonberusaha

BPasal 48

EEPR untul kegiatan nonberusaha sebagaimana dimajend

dalam Pasal 46 huruf b, meliputi;

a, kegiatan Pemanfaatan Fuang untuk rimsh tinggal
pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial yavasan
keagamarn, yayasan  pendidikan, atau YEWASAT
kemamuisiaan:

b. kegidtan Petanfaatsn Ruang yang tidek bersifat
stratepis  nasional yung  diblaysi  oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanji Negara (APBN) atau Anpparan
Pendapatan dan Belania Daerah (APDDY: dan

e kegintan Pemanfastan Rusng veng meriipaksn
pelaksanaan lunggung jawab sosial dan lingkungsn yang
dibiaya! darl perseroan terbatas atay Corparate Sorinl
Rasponsibility [CSR).

KPR untuk kegiatan nonberiisaha scbagaimana dimaksud

peela ayat (1), meliputi:

& KKKPR keglatan nonberusaha: dan

b, PKKPR keglatan nonberusabs.

KKKFR kegiatun nonbenisaha sebagaimana dimaksud patla

ayat {d) hurul a, dibefilan berdasarkan kesesusian rencana

loksast kegiatan Femanfastan Ruang dengan RDTR yang telah
terintegras! dengan Sistem QSS.

PKIEPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huritf b, diberikan dalam hal di rencena lokansd

kegiatan Penisnfantan Ruang belum tersedia RDTR atan

RDOTR yvang tersedia belum terintegras! dengan Sistem 053,

Ketentusn lebih lanjul mengenal KRPR untule kegiaran

nonberusalia  sebapaimana  dimedleaud pada  gyat (1),

dilaksanakan  sesual dengan  keténtuan  peraturan

perundang-undangan,




{1

[2)

(3)

)

Parsgraf 4
KEFR untuk Keglatan yang Bersifat Strategis Nasional

Pasal 49

KREFPR untux kegiatan vong bersifar strategis nasional
sebagrnimana dimeltsud dalam Pase! 46 huruf o, melputi:

@ rencana Kegiatan Pemunfastan Ruang bersifat strategis
nasional yang {ermuit dalsm Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Eepulauan, RTR
KSN, Renicsna Tats Ruang Wilavah Provinsl (RTRWE),
RTRW Kabupsten, RODTR Kewasan Perbatasan Negara
(PN}, danfatan RDTR; dan
b, rencana kegiatan Pemanfastan Ruang bersifal strategis
nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nesional (RTRWN], RTR Pulau/Kepulauan, RTR
KSN, Rencana Tata Rusng Wilmyah Provinsl (RTRWE,
RTRW Kabupaten/Kata, RDTR Kswzasan Perbatasar
Negara {(KFN}, dan/atay RDTR,
Retentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan
Pemanfaatin Ruang bersifat stralegis nasional yang termuat
Rencana Tatn Ruang Wilavah Nasional (RTRWH), RTR
Pulad/Kepulatuan, RTR KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah
Frovinsi [RTRWF}, RTEW Kabupsten, RDTR Kawasan
Perbatasan Negarw [KPN), dan/ztauy RDTR sebageimans
dimaksud pada ayvat (1) burufl 2, berlaku mutatis mutandis
dengan  ketentuan  pelaksanoan KKPR untuk  kegiatan
nanberusaha
Kelentumn pelaksanaan EKPR untuk rencann kegiatan
Pemanfasion Ruang bersifat strutegis nusional yang helum
rermuat dalam Rencama Tata Ruang Wilayah Naslonal
[RTEWN), RTR Pulao/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata
Ruang Wilawalt Provingi (RTRWF), RTRW Kabupaten, RDTR
Kawasan FPerbatasan Negarae (KPN), dan/atay  RDTR
sehagaimuna dimaksud pads ayat {1) hurul b, dilaksanakean
meialui REKKFR,
Ketentuan lebih lanfut mengenal KKPR untulk kepiatan yang
bersifat strategis nasional sebagaimana ditnaksud pada ayat
(1), dilakssnakan sesusi dengan Kketentusn peraturan
prrundang-undanpan. '

Baginn Kelipa

[rdikasi Progam Utama Jengka Menengah 5 (Lima) Tahunan

(L

(2

Pasal &0

Indileasi program diamn fangka menengah 5 |Lima) tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdin atas:

& indikasi program utema jengla menengall 5 (lima) taluin
pertama yang berisi: '

PIOEraIn UIRImeS;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansl pelaksana) dan

- waktu pelaksanqan;

b. indilasi program utome jangks menengah lime tahun
kedus sampal tahun kelima yang herisi program utama.

Mustan indikasi program utama sebegaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri atag:

. perwujudan rencann Spruker Ruang Wilayah:

b, perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan

o perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten,

o e B3 b e
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(4)

(6]

{1}

2

Pendanaan program utome sebagiimana dimaksud pada
ayat (1) haruf 6 angka 1, bersumber pada:
. anggarmn pendapatan dan belanja negara;

anggnran pendapatan dan belunja daerah provinsi;

arggaran pendapatan dan belanja dasrah) kabupaten;

Maavarakal:

swasta: dafl fatau

i sumber pendanaan Ininnya yang:sah,

Instansi pelnksann program ulams sebagaimana dimaksud

paacla avat (L} hural a angha 9, meliputi:

a. Pemerintdh Punat,

B Pemerintih Pravinai;

¢, Peterintud Doerah;

d. swaostn; dan/atau

e.  Masyarakar.

Waktu pelaksanaan  indikas  program  utama  johgla

menengah 5 (lima) tahunan sebagaimann dimakeud pads

ayat (1] huruf a angka 5 terdin atas:

n. indilasi program utama fangka menengah 3 (lima) tabun
pertimn tahiun 2023-2024;

b. mditmsi program utams jarigka menengal tahap 1 (dia)
tahun J025-2029, '

. dtlkas) program utama jangka menengah tahap 111 [tiga)
rahuu S030-20034-

d. indikasi program utama jangka menengah twhapg IV
[empat) tahun 2035-2039, dan

c. indikasi progrom dtama jangla menengah tahap V (lims)
k. JOE-2043. '

Indikas) progrom utama jangla menengak 5 (lima) tikhon

pertamn sebagrimana dimaksud pada ayat (5] huridl o,

tercantum daiam Lampiran X! yang merupakan hagian tidak

terplsahkan dari Peraturan Daernh ini.

A moe o

Paszal 51

Indikasi program utams janghka menengah tahiap [ [satu)
tahun 2023-2024 scbagaimana dimaksiud dalam Pasgal 60
ayat {3) hurof i, terdirt atan:
4. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
b perwudjudan rencona Pola Ruung Wilavah; din
¢, perwujudnn Knwasan Strategia Kabupaten.
Perwujudan rencana strubour rusng sebagalmina dimaksud
pacla ayat (1} humaf a meliputi;
a. perwijudan sistem pusat kegintan, meliputi:
L. perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
d) penyustinan RDTR Kawasan Perkotasn:
1l penyvusunan  RDTR  Kawasan Perkotaan

Bajern;

2l penyysunan  ROTE  Kawdsan Perkotaon
Tubanan:

3 penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan
Tanih Lot

4] Penyusunun RDTR Plisat Pelavanan Kawasan
Perkolnnn Baturid: dan
51 Penyusunan RDTR Pusat Peluyanan Kawasan
Mar
ba) Fcngcm%:ngim Pusat  Kegntan Lokal (PIKL)
meliputi;
1] pemintigan dan  pengembangan  Pusas
Kegintan Lokal (PKI;
21 pemantapan dan pengembangan perkantoran
pemerintahan skala kecamatan:




€. perwujudan sistem juringan energl, meliputi:
l. perwujndan jaringan infrastruktur peovaluran

teniega listrik dan sarans pendukung, meliputi:

a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tepangan Tingg (SUTT);

bl pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM);

£] pengombangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Teganpgan Rendah (SUTR); dan

d) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel
Togangan Mensngah (BXTM).

pengembnngan Jaringan Infrastruktur Penvaluran

Tenaga Listrik dan Sarsna Pendukung, meliputi:

8} perigembangsn Saluran Udsra Tegangan Elstra
Tinggl (SUTET) Gilmaruk-Antosari;

bl Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu
Induk mebputi Gardu Induk gas Insulated
awitchgear tegangan elstra tinggi (GISTET)
Artoman ! Gillmanu

¢} pemaniapan Travo Listrik;

d) pénataan jaringan transmist vang telah adu;

¢ peningkatan dan pemerataan akses pelayanarn
secarn merata ke seluruh Wilayuh Kebupaten,

I Pemelihorpan  Gardy  Listrik vang telah ady,
meliputi:
1} Gardu Induk ges insulated switchgear Tanah

Lat;

Z) Gardu Induk Anlosar; dan
3} Gardu Indulk Baturiti
Bl pengembangan faringan bawah tanah sceara
terpadu  dengan sistem atilites lainnys untulk
meningkatkan  kualites: dan  estetikn  ruang
Wilayah Kalbupaten; dan
h} pengembangan Stusiun  Pengistan  baterai
Kendaraan Listril 8PKLU dan SPEELL.
d. perwujudan sistam jaringan telelkomunilas;, meliput:
L. perwujudsn Jaringan Tetap, meliputl:
a) Pengembangan Infrastrukiur Jorivgad Tatap: dan
Y] Pengembamgan Jaringan Tetap,
2. perwujudan Jaringan Berperak Saluler, melipui:

ol pengembangan cakupan dan lualitas layanan
Jaringar nirkabel: '

bl pemanfzatan jerinpan terestrial sistem firkabel
dengan penutupan  wilavah blanksapot pada
wilayah berbuldt, peguniungan atau terpencil;

ol penalasn  dan pengaturan menara Base
Transcelver Station (BT3);

dl pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunilessi
stluler nirkabel untuk selurih operatar YENE
menjangkan seluruh wilayah;

o pengembangan jaringan layanan interne: pada
fasilitas umum dan menjungkay selurngh wilgyah
desa ndat di wilayah kabupaten:

fi pemeratasn janglsuan sinran  (elevisi  dan
rebutuhan telekomunikasi lalnnys, dan

gl pelayanan sstelit komunikasi dan stasiun burl
yung. lokasinya -ditetaplon sesual  ketentuan
perundang-undungan,

B, perwujudan siatem jaringan sumber dayu air, meliputi:
L. perwnjudin sistém jaringan Irigasl meliputi:

a] pengembangan dan pemeliherasn  Jaringan

[rigasi Primer;
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b} pengembangan dan pemeliharaan  Jarlngan

Irigas! Sekundor:

el pengembangan dan  pemeliboraan Jaringarn
Ingasi Tersier;

dj pemeliharsan, peningkaten  pelayansn  dan
efeklivitus pengelolaan air pads sistem jaringan
irigasi yang telah ada;

g] peningkatan koordinssl Daerah  Irigasi (DI
kewenangan Nesional dan Provinsi: '

fi pemeliharann dan peningkatan fungsi [

Kabupaten; dan

gl pendayagunasn jaringun irfigesi air tanah dan air
 baku untuk alr minum dengan sumur bor yeang
el dibangun di beberapa kawasan melalug
pengembangan  jaringan distribusi dan
. pemeliharaannya,
2. perwujudan Sistem Pengendalian Banijir meliputi:
a] normalisas: sungai;
bl pemelaan kawasen rawan bunjin
¢l pengembangan sistem peringatan dini; dan
dl kajiafi pengembangan bangunan pengendalian
banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi
rawesn gelombang pEsang.
3. perwujudan Bangunan Sumber Daye -Air melipuit:
4] pembangunan Hendungan lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sanda:
b pengembangan, pemeliharsan, dan peninglatan
kapasitas Bangunan Sumbier Dava Alr;
€| pengembangan wr baku peda kawasan yang
mengalami kesulitan penyedizan air balu; dan
d] pemanfaatan dan pengolahan air laut, alr hujan
dan sumber air lainny: untuk air baku,
[, perwujudan sistemn jaringan prasarans lainnva, meliputi:
l. perwujudan sistem penyedicnn alr minum (SPAM),
meliputi;
8] perwujudan jaringsn perpipaan, meliputi

1j perwujudan Unit Air Bakiy;

2] pervujudan Unit Produksi:

31 perwujudan Unit Distribysl; dan

4] perwujudan Unit Pelayanen.

b} perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:

1} pengendulian pengembangan sumur pomps;
dan

2) pemeliharaan dan peningkatan  bangunan
penangkap mata air veng telah ada.

2. perwujudan Sistem Pengelolasn Air Limbah (SPAL),
meliputi:
) perwujudan infrastruktur sigtem pengelolean air
limbah domestik, meliputi:

Il penpembangan SPAL setempat dan lemuned
di kawasan-kawasan padat permuldman:

2l pengembangan IPAL di Kewnsan Perkotaon; _

3] pengembangan IPAL di Kewssan Efeleif
Pariwisata;

4] pengembarigan TPAL berbasis masvarakat;

3 pengembangan sistem pengelolaan air imbak
perpipaan i dalam  hkawasan  perkotaan
menujy [PAL;

6] pengembangan sistem pengelolasn air limbak
seternpat dilakukan secara individual! dan

7] pengembangan sistam penpgeiolaan air limribah
Komuimnel.




b)

i

£a)

)

1)

m}
ﬂl

pengembungan Jaringan Sistem Pengeloiaan A
Limbah Non Domestik sesuai kajian; dan
pengembangan  Pengelolaan  Limbah  Bahan
Berbahaya dan Beracun sesual kajian,

perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

pengembangan  Tempat Pengelolaan  Sampah
Reuse, Reduce, Reoyole [TPS3R)

pengembangan Tempat Penampungsn Semaentara
TP3Y

pEn g]emb&nga_n Tempat Pemnrosesan Akhir (TPA);
pengembengan Tempat Penampungan Sampab
Terpadu (TEST);

pemantapan kerjasama pengelalasn sampih pada
TPA Regional Sarbagit;

pengembangan  dan  pemantapsn  peldyanan
prasarana dan utilites jaringan pefsampabani
pesingltaran persn serta Masyarakat dan dunis
usaha dalam penpgelolaan persampahan berbasis
sumber melalui pola 3R |Reuse, Feduce, Recycle);
peninghatan kerja sama antar Wilayah dalam
pengelolaan persampahan;

pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
peringhkatan kegiatan pengurangan sampah dart
sm bermva;

peringkatan sarana pengelolaon sampah;
pembatasan penggunsan dan timbulan sampah
plastik;

peningkatan penanganan sampah; dan
pENnyuslan dokumet rencana indulk
{masterplan) persampahan kabupaten,

4, perwujudan  sistem  Jaringan evakuas.  bencana,
meliputy

2]
b)
cl
i}
el

f

4l
by}
cj

d)

penctapan dan pengembangsn Jalur Evaluasi
Bencrrm;

penetapan don pengembangsn Tempat Evakuas
Bencans;

pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan
evalipas) hencang;

pengembangan sistern mitigasi bencapa secara
terpadis;

penguwasan  dan  pemeliharagn  sarena  dan
prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
penyusunan rencana induk (mastemplon) Kevwasarn
rawan bencana Kabupaten.

5. perwujudan sistern jaringan drainase, meliputi:

penyusihan masterplun drainase Kabupatan;
pengembangan  dan  pemelibaraan Jaringan
Draimase Primer;

pengembangan  dan  pemelibaraan  Janngan
Draunase Sckundern;

pemeliharsan dan  pemeltharsan Jaringsn
Drningse Tersier dan

pengembangan sumur resapan  dan  lubang
biapori. '

(3] Perwujudan rencena pola ruang scbagaimana dimaksud
pads ayat (1] huruf b meliputi:
a. perwitjudan Kawasan Lindung, meliputi;
I, perwuiudan Badan Air, mellputi:

a|
b)
)

pemeliharaan dan pelestarian badan mir;
pengembangan teanggul badarm air;

pengelolean hidrologt dan kualitas alr Wilayah
Buneal; dan

|
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1.

d} pemantauan dan pengendallan keglatan bud
doyn agar tidek menurunkan hualitas) fungsi
badary air,

perwojidan Kawasirn YAnR memberikan

perlindungan terhadap knwasan bawshannyd berupa

Kawasan Mutan Lindung, meliput:

a] penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam
Kawasan hutan;

b] rehabilitasi dan revislieasi Kawssan hutan
Linding;

cf pengawasan don pemantauan Secard Tutin untuk
mencegah  terjadinys  penebangan  linr  dan
leebaktaran Kawasan Hutan Lindung;

dl pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang
mempu  memberikan  pedindungan  terhadap
permukaan tanah dan mampu meresaplan aic ke
dalam tonal;

¢) pengembangasn blok penvangga pada kawssan
yerg perbatasan dengan  Kawasan Hutan
Lindung;

f)' melakukan program pembinasn; penyuluhan
kepada masyarakat dalam upsya pelestarian
Kawnsan Hutan Lindung; dan

gl pengendalisn kegintan budi daya agar tidak
mengeangey. fungsi lindung Kewasan Hutan
Lindung,

perwujudan Kawmsan  Perlindungon  Setempat,

berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan

Kawusun Tempat Sus, meliputi:

&| pemantapin fungsi dan penataan  kawasan
perlindungan setempat berups kawasan suci;

bl pemetaan leawasin  perlindungan  setempat
herupa tempat suci/ Pura; dan

c| pengawssan dan  pengendalian  kepiatan
pemanfaatan ruang egar Hdak mengangm Rangsi
Kawasan Perlindungan Setempat.

perwujudan kawasan konservasl, meliputi:

3] perwiujudan Cagar Alam, meliputl;
1] rehabilitas] dan pengamanan cagar alam:
2| peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman

hayat:; dan

J) periegason tata batas dan zonas| cagar alam.

b} perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi;
1) rchabilitnsi Taman Wisata Alam:
2] pendayagunsar dan’ pelestarian  pot=nsl

hutan wisats; dan

3l pembatosan kegiatan wisata alam.

€l penyvedisan  fasilitas  untuk  kepentingan
pendidikan dan penelitian;

d] penguetan PIPOETETT dan pemberdayasn
masyarakat; dan

el pemeiaan dan penetapsn lalur/ koridar
perlindungan penyu dan satwa liar,

b perwuiudan Kawasan Budi Daya, meliputi:

perwiiudan Kawssan Perkebunan Ralgyat, meliputi;

a) pemetaan luas dan konidisi kawasan perlebunan
ralovat:

b] pengembangan komoditas kayu dan nen kayy
penumiang industyl kerannan;

¢} rehabilitasi dan konservas) kawasan perkebunan
raxyat; doan




d]

pengembanesn  kawasan perkebunan rakyat
untik konaservasi dalam bentaok kebun maya di
luar kawasan hutan.

2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:

4

bl

perwujuden Kawasan Tanaman Pangan, meliputi;

l} pemetaan  Kawasan  tanaman paNgAan
produltif;

2] penetapan  Lahan Panpgan Pertanian
Berkelanjutan  (LP2B}  demi  ketahanan
PaNgan;

3| peningkatan faringan irigasi;

4) peningkatan intensifikasi Inharn:

5] penguatan  kelembagaan  subak  dan
kelembagaan petani Jainoya terkair dengan
pengelolaan sumber daya air untuk irigasi,
pengadaan sarana  produksi, panen, pasca
panen dan pemazarar: '

B) pengembangan  sccara bertahap ' sigtem
pertanian  omganik 4 seluruk wilaviah
lmbupaten;

T) pengembangan  lawasan  sentrs produlsi
pertanian melalui sistem agribisnis terpadu
yang tetintcgrasi  dengan pengembangsn
kawasan agropolitan,

8] pengembangan  kebijakean pengintegrasian
sektar pertanian dengan pariwissta:

9 peningkalan produktivitas lahan - jahan
suwah melalui intensifilkas! lahan pertanian;

10} pengembangan  komoditas yang  adaptif
terhadap perubahan iklim;

L1} permantapan pelayanan laringan irlgasi;

Ld) pencegahan dan  pembatesan  allh fungsi
Kawasan tanaman pangan beririgasi;

13) pengembangan  budidaya parikangn  pada
saluran iripasi;

14) pedlindungan kawasan terasering sawah: dan

LB) Peryusunan produk hulcursi doeral tantang
pemberian insentf dan disingentif Kawasan,
lishan dan Lshan Cadanpsn  Pertanian
Pangan Berkelanjutan sesual kajian,

perwujudan Kawasar Hortikuliura, meliput;

1) pungembengan komoditas tanaman buah-
buahan  bercampur  dengan kewnsan
prarkebunan rakvar;

2} pemantapan Kawassan Agropolitan Baturit]
Serbusis pertanian hortikulturng

3] pengembangnn  kemitraan  dengan  selctor
industrl dan pariwisata;

4] pengembnrgan luasan ltawasan budidaya
hortikultura arganilk secarn bettahap pads
tap subak dan desn sesuai potensinya;

il pengembangan tanaman hortioultura
meliput! tanaman bunga, tanaman hias, SEyUr
miyur,

6] pemanfastan lahan basall yang belum
beririgasi pada bulah - buian kering

71 pemilihan jenis komodisas yang memiliki nilai
ekonomis;

8] pembatasan perfuasen bdi dayn hortiimltara

sayur mavur dari lmwasan perkebunan dan
perlebunan ralovat;
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8] pengendalian kegiatan budidaya hortikultura

sayur mayvur pada kawasan dengan
kemiringan di aing 0%

10) perungkatan  sargna dan prasarang
horfikultare;

L1) penguatan kelembugaan petani terknit derigan
pengelolaan sumber daye air antuk Irigast,
pengadaan aarana produksi, panen, pasca
panendan pemasaran; dan

i3] penpgembangan sentry agropolitan lainnya.

perwgjudean Kawasan Perkebunan, meliputi;

1] penetapun  kawasan  perkebunan  dan
peoetapan kaomoditas ungpulan;

4] peningkatan sarang dan prasarana kawasan
perkebunan;

3] penguatan kelembagaan petan| terkoait dengan
pengadaan sarana produlesi, Danen, pasca
panen dan pemasaran:

4 pengembanpan kawasan perkebunan:

) peninghatan pelayansn sarana dan prasarena

pendukung sistem agribisnis dan
agroindustri;

B] penguatan sistem kelembagran kalompolk tan
atau gapokian:

7] pengembangan aprowisatas  dan kemitraan
dengan seictor industrd dan pariwisats:

8] pengembangan liasan lkawssan perkebiurnan
organilc secara bertuhep;

9] pemantapan Kawasan Agropoiitan  berbasig
tanaman perkebunan;

10) integrasi  leegiaten peternalean  dengan
kawasan petkeburnan;

11)identifilas] dan: pemetsan potensi kawasun
permmbangan  yanz  ada  di leewaszan
perkebunan; dan

L) pengendalian  dun  optimalisasi kegiatat
pertambangan pads kawasan perkebunan,

perwijudan Kawasan Peruntukan indastri, meliputi:

a)

I1]

<}

d)

e]

fi

pengembanigan potensi  Kawasapy perlintukan
Industri; dan

pengembangan  sentrm  industri keeil dan
menengah (SIKM) (erintegrasi dengan kawasan
permuikinian;

pengelolaan Kawasan Peruntukan [ndusir seCard
berkelunjutan;

penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan
industri;

pengembangan  dan  peningkatan Prasgcrandg,
mArana, der utilitas di Kawssen Perunmukan
industr; den

PENZHWASED dan pemantauan gerty pengendalizn
terhadinp  kegiatan industyi untuk mencegah
timbulnya pencemaran lingkungan di Kawssan
Peruntulean Industri,

perwujudan Kawasan Pariwisats, meliputi;

Al
B

c)
d

&l

pengembangan Kawasan Efektif Pariwisats:
pembangunan infrastralaur penunjang
PrmTwisa e

pengembangan fasilitos pariwisata
pongembangan kawasan pariwisats bergonzep
clkiowiata:

pemantapan dan pengembBangan DTW dengan
konsep ckowisata;
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1)

=]

pengembangan sarana dan Prasarana pariwisats
pada DTW secara terbatas;

peningiatan aksesibilitas ke ssluruh DTW:
pPengembangan desa wisata;

peningkatan kuslitas obyek wissta:

pengelolaan Kawasan Pariwisata  sscarg
berkelanjntan;

pengembangan sumber duye pariwisata dan
elconoml| kreatif di Kawasan Pariwisate:
pengembangan Kawnsan Wisata dan objek wizata
hary;

pengrmbangan Destineal Wisata Drerah;
mensinergkan kegiatan lainnys vang memiliki
potensi schagai daya tartk pariwisata;
peningkatan sistem informasi dan promosi wisata
berbasis toknologt pariwisata;

pengembangan jenis dun paket wisate unegilan:
pengembangan  deersh lujuan wisata berupa
wisuli budaya, wisata alam, wisats objek khusus
dan wisata buatan;

pembingan dan prmberdayaan masyarakat dalam
upuya pengembanean Kawasan Padwisata: dan
miegrasi sistem  Cleanliness, Health, safety and
Frnmrantment Sustaingbility [CHSE) dalam
Kawasan Pariwipata; '

perwijudan Kawasan Permukiman, meliputi

i)

)

porwujudan Kawasan Permukiman Perkotaar,

meliputi:

1) penyediaan perumahan Yang memadal, aman
dun yamen bagi masyarakat perkotaan;

4] prmyedinen  sarana dan prasarana
permukiman sesuai daya dukung Knwasgan;

4] pengembangan permukiman produktif dan
berkelanjutan:

4) perbaikan lingkungen permukiman kumuh
dan kurang layalk huni;

§) rehebilitasi Han/atay relokasi permukiman
yang terletak pads kawasan rawan bencana:

b) konservasi  kewasan tradisional fetnis/’

berssfurah;

7} pencadangan kewasan permukiman  baro
lkasibe dan  lasibe) dengan  rencans
pembangunan prasarana permukitnan yang
lebih terarah, efektif ofisien, preduktif, sman

_ dan berkelanjutan;

B) penatsan, perbmiken dan penlngkatsan
kualitas Hnglangan permuiimarn;

9) sosialisasl penggunaan banygunan hertinghkat;

10} perwujudan ruang terbiuka mijau minimal 30%,
(tiga puluh persen] duri kawasun permuliman
perkotaan; dan

11} perwijudan ruang terbuka non hijau, rmuang

jnlan  kald, jalur dan rusng evakuas
bencana,

perwujudan Kawasan  Permukiman Perdesaan,

meliputi!

i penyediaan perumahan yvang memadal, aman
dan nymman bagl masyarokat perdesaan:

2] penyediaan perumahan masyaralar
perdesaan  lolap memperhatikan  sistem
kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang
berltak;

e —
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3) penyediaan SArana dan prasarandg
permulkiman sesual daya dultung Kawasan:

4] perbaikan lingkungan permuliman lumuh
den kurang lavak huni

9) rehabilitasi danfatau relolmsl permukiman
yang terletak pads kawasan rawan bencana:

G} penatasn, perbailtan  dan peninghkatan
kualitas lingiungan permuldman:

7] perlindunpan terhadap Kawssan Tanaman
Pargan berrigast;

8] pemanfaatan lahan pekarengan permulkiman
perdessan untuk kegiatan peternakan skals
Tumah tangps;

9) revitalisasi Desa Tus yang memilild tete ruang
desa dan arsitelttur khas; dan

10] perlindungan  habitat satwa kera Kawasan
Alas Kedaton,

f. perwyjudan Kawsssn Pettahanan dan Kemmpnan,

maliputi:

d| penataan dan pengelolaan Kawesan Pertalanan
dan Keamanan;

bl pengendalian perkembangan kegintan di selitar
Kawasan Pertnhanan dan Keamanan: dan

€] pengembangsn prasamana, sarana, dan utilitas

Kawasan Pertabanan dan Keamanarn,

(4] Perwujudan kowasan strategis sebagaimann dimaksie pads
ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. perwujudan kawasan stratepls dari sudut kepentingin
ekonnml, meliputi: _
Kawasan Perkotnan Tabanaf, meliputi:

La

ha

)
k)

L)

cl

d)

gl

f)

pemantapen  pusat pelayanan dan  keglatan
pemerintohan:

pemantapan pusat pelayansn perdapgangan jasa
dan kesehatan shala nasional dan regianal;
penatann lngkungan dean banpunan kawssan
perieatanyy;

PEMADNLAPAn  sarana prasarana dan utilitas
penunjang Kawasan:

penataan: dan  pengendalian  kawasan | di
sepamang koridor) dan

pengembangsn  jaringan  transportasi terpadu
lintas Kawasan,

Rawssan Efektif Pariwisuta Bedngul, meliputl:

a)
©)
d
j

n

pemantanan Kawssan Bedugul dan sekitsimya
sebagal kawssan efekil partwisata internasianal;
pemAntapan  sarania  presarana dan utilitas
DENUnjang piriwisata;

pengembangan jaringan prasarans Iransporias
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan;
pengembangan milipasi dan adaptasi
kKebencanaarn

penalaan lingiungan dan  bangunan pads
Kawasan; dan

penidlaan  dan  pengendalian  kawmsan  di
sepanjang koridor dan tepi danaw,

Kawasar Efelstll Padwisals maka, melipui:

al

)
]

dl

pemantapan  Kawasan Sela  dan  sekitarnya
sebapni kawessan efektil pariwissta inlernasional;
pengertibangan potenst minapolitan; '

pomantapan  sarana  prassrana - dan utilitas
penunjang pariwisata:

penigembangan jaringan prasarans transportasi
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan:

[P —
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B.

I
el

pengembangan mitipasi than adaptas:
kzbencanaen;

penatapn  lingkungan «<an  banpunsn  pads
Kawasan; dan

penataan dan  pengendalian  kawasan  di
sepanjang koridor jelan dan kawasan pesisir,

Kawasan Elektif Pariw|sata Tanah Lot, meliputs

a)
b
el
d)
Gl

1

Hl

permantapan Kawasan Tensh Lot dan sekitarmya
sebagat lawnsan efektif pariwisata intemasional:
perlindungan kawasan sud dan tempat suci Pura
Tanah Lot

pEeEmMantapon: sarans  prasarong dan utlliiss
penunjang pariwisats;

pengembangan joaringan prasarann transportasi
terpadu dan teritegrayi pade Kawasan;
pengembangan mitigasi dan adaptas
kelyen catiaan;

penataan  lingkungan dan  bangunan  pada
Kawasan; dan

penatann  dan  pengendalian  kewasan  di
supsanjang koritor jalan dan kawasan pesisir.

Kawasan Agropolitan Batunt, Kawssan Agropolitan
Marga, Kawasan Apgropolizan Pupuan dan Kawasan
Agropolitan Penobel, meliputi:

|
bl
<l

dj

&l

H ]

Bl

pemontspan  potensi  agropelitan, agribianls
[Kawagzar

prmgembangan potens) industri kecil meEnengal’
agropolitan mmah lnghungan;

pemantapen  potensi  agrowisara berbasis
altowi=ata:

penigembangan prasarana, &irana utilites dan
transportasi  lerpadu penumjang  kawakan
sgropolitan;

integrasi  pusat-pusat  pelayanen  keglatan
agropelitan  dengan  sistem  perkotman secara
tzrpadu;

konservasi lahan pertanian produledl dun daerah
Fesdpan alr; dan

pemantapan  fuogsi  dan  peran Oreanisasi
masyaralal dalam pengelslaan dan
pengembangan lawesan agropotiton,

Kawasan Strategiy  Cepat Tumbuh  Kerambitan,
melipuri:

Al
=]
&)

d)

pemartapan potensi Industrl dan perdupanean
dun jasa Kawpssmn:

kpnservast laban pertanian  produktif sertu
dierah resapan air

pendtaan  dan  pengendalion kawssan di
sepanjang koridor dan kawasan industrl; dan
pengembungan prasarana, sarana utilitas dan
transportasi terpadu penunjang Kawasan.

Kawasan  Strategis Cepat Tumbuh  Luwus dan
Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Pandak Gede, melputi:

a)
b}
¢)

d)

pemantopan potenst industn dan perdegangan
dan |asa Kawasan;

konservasi lahan pertanian  produkiif serta
daerah resaparn air;

penataan  dan  pengendalian  lkewasan  dJi
sepanjang koridor dan kawssan industri;
integras| kegiatan [ndustd perdagangan don jasa
sertu kegiatan panwisata sccara terpady; dan
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{1

(2]

) pengembangen prasarana, sarsna utilitas dan

transpartasi terpadu penunjang kawasan.

be perwujudan kawasan strategis dari sudit kepentingan
sosial dan budava, meliputi:

1. Kawusan Pura Batukari, Keawasan Pura Tonal Lot,
Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Purn Resi,
Kawasan Pura Luohur Serijong, dan Kewasan Pura
Gadingwani, meliputi;
al penataan dan pengendalisn sertz  konservasi

Kawnsan Sucl dan Kawasan Tempat! Suci Pura
Sad Rahyangan dan Dang Kehyangan;

bl penpsmbangan prasarana, sarena, dan ytilitas
penunjang Kawasan Pura Sad Kahyangan dan
selumih Dong Eahyangan;

o] pengembangen dan penetapkan sistem zongs
pemenfaatan yang mencakup gona int;, zooa
penyanggs, 2one  péngembangan dan  zona
penunjang pada Kawasan tempal suc sesuai
ketentuan kearifan lokal dan budaya Qi

2. Kawasan Catur Angpa Batuksru dan  Kawasan
Jatiluwih, meliput;

a) pemantapan  kawasan sebegai  jatdivi  dan
identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan
warisan buduya Ball;

I} komservasl, peonatann  dan pengendalian
bangunan dan linglkungan sepanjang koridor:

¢l konservastlohan pertanian produktif dan resapan
&ir;

d} penegasan pemanfastan ruang Kawessan;

¢} integras: fungsl Konservasi, sesial den ekonomi
serta kepariwisztaan,

[} penpembangsn  potensi =kowisata  secarn
berkelan]utan; din '

Bl pengembbngin prasarana, sarana UtiltEs dan
transportasi terpadu penunjang Kawasan.

e perwojudan kawasan strategis dari sudul kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi
Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alem Batukary,
Kawasan Hutan Lindubhg Yeh Leh, Yeh Lebah, dan
Kawasan Hutn Lindung Yeh Aya, meliplti:

1. pemulihen daEr penanggulangan kerusakan
limgkungan hidup Kawasan,

2. pengembangan  den  pengendalian kawasan
berdasnrikan zonasi;

di pengembengsn potensl ekowizata dan eduwisata

pada zona pemanfaatan;

perlindungan kelestarian kawasan suci;

pengembangan  alstem  mitigasi dan  adaptam

kebencanann; dun

6. penguatan  koordinasi  kelembagaan  pengelola
ltawasE.

Pasal B2

Indikasi program utams jangka menengah tahap 11 (dua)
lahun 2025-20249 gebagaimana dimakeud dalam Pasal 50
ayat (5] huruf b, terdiri atas:

a. perwuucan rencana Struktur Ruang Wilayah;

b, perwujudan rencana Pola Ruang Wilayeh! dan

¢, perwojudan Kewasan Strategis Kabupaten.

Perwijudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud
pada =yat (1) hurul a meliputi;

i, parwujudan sistem pusat kegintan, meljputi
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L. perwnjudan-sistem perkotaan, meliput:

£y

L)

|

penyusunan ROTR Kawasan Perkotaan:

t) peryusunan RDTR  Kawssan Perkotaan
Bajera; _

2] penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasar
Murga:

3] penyusunan RUTR Pusat Pelayanan Kawasan
Tanah Lot;

4 penyusunan RDTR Pusal Pelayanun Kawasan
Wanasari; B

3] penyusunan RDTR Pusst Pelavanan Kawasan
Pandale Qede;

6] penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kowasan
Perielbel;

7) penyusunan RDTR Pusat Pelaynnan Kawasan
Sclemadeg Barat;

8§ pergyusunan ROTR Pusat Pelayanan Kawasan
Selemadeg Timun

91 penyusunan ROTR Pusat Pelayanan Kawsasan
Pupusn;

10) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan
Luwnzis; dan

11] penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan
Herambitan,

Pengembangan Pusat Kegistart Lolal [FIL

meliput:

Il pemantapan  dan  pengembangan  Pusat
Kegiatan Lokal (PKl):

2] pemnniapsn das ptngembangan perkantoran
pemernintaban skals kecamatan:

3 pemingkatan mirastrokiur Gasar
permukitnan;

4] pemantapsn dan pengembangan  {asilitas
perdagangan dan jasa skals leecamatan;

5| peningkatan cakupan pelayanan sarina sosial
budays, keseninn dan olahraga;

b} perlindungan lawasan pertanian:

7] pengembangan presarana’ dan  sarana
Fransportam umum;

8) pengembangan prasarapa  dan  sarans
leegiatan-selktor informal; dan

9] peninglatan pelavanan Jaringan prasarang
perkotaan  wir minum, jaringan drainass,
persampahan, air limbah gerts energl dar
kelistrilean,

perwujudan  Pungsl Kegintan Utama Pusar

Kegiatan PPK, melipuli:

1] pemantapan  dan pengembangan puast
pemerintahan kabuviaten dar focamatan,

<} pemanimpan dan  pengsmbangun Pu st
pemerintahan kecamatan;

d) pemantapan  dan pengembangan pusat
kegiatun pariwisals;

4 pemantapan  dan  pengembangan pusat
perfumbuhan kegiatisn ekonnmmi;

3 pemantspan den pengembingan prasarana
sogial ekonomi skaln lokal; '

#] pemantapan  dan Fengembangan  teriinal
peounpang

7] pementapan  ldentitazs  Pusat Pelayanan
Kawasan yang beriatidiri budaya Bali;

8 pemantapan dan  pengembangan lespiatan
peTtaniam,
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d)

Y} pemantapan dan pengembangan  kegialan
penghijauarn; dan

10} pemantapan dan pengembangan kegiatan
Permukiman perkotann.

Perwijudan fungsi pelayenan Kawasan Perkiotaan

Tabanan yang dikembanghan sebapal  pusat

kegiatun darl system PN Kawasan Perkotasn

surbagita, melputi:

1] pemantapan dan pengembangan pusat
perdagangan dan jasa sertn k=sehatan skala
ragonal dsn regional pacde Pusat Pelayanan
Kawassn yang merupakan bagian PKN
Eswasan Perkotasn Sarbagita;

2) pemantapan dan pengembangan prassrana

pEnunjans pangwlsata;

3) pemantapan dan pengembangsn  terminal
penumpang; dan

4] pemantapan integrasi pengelolaan terpadu
Kawasan Perlotann Tabsnan dengan  PKN
Kawasan Perkotasn Sarbagita,

2. perwujudan sistem perdesaan, meliputi:

B}

perwujudsn fungsi  Kegistan Utama  Pusat

Kematan PPL, mefiputi:

Il pemantapan dan pengembangan kepintan
pelayanan masyarakat;

2) pemantapan dan  pengembangan leagiatam
perdagangan dan jasa skaln desa;

3] pemantapan dan pengembangan pelavanan
pendidikan skals lokal:

4 pemantupan dan pengembangan pelayunan
kesehatan skala desa:

5] pemantapan dan pengembangan  sarana
olnhrage skala desa; dan

) penyedinan RTH untuk menuniang fungsi PPL
dan Kawasan pardessan,

b. perwujudan sistem jaringan transportas, melipud;
perwujuden sistom jaringan jalan, mellputi:

1

a)

bj

£l

d}

il

perwujudan julan arteri primer (JAF], meliput
pemeliharaan dan penirigleatan leunlitas jaringan
Jjalan nasions! yang telal ada;

pemelibaraan dan peningkatan kualitas Jaringan
talan kolektor primer dengan status jalan provirs
atau JKP-2 dan JKP-3;

TENCANES pengombangan jalan koleklor ‘primer
dengan gtatus jalan provinsi: '
pemelharaan  dan pemingkatan kunlitas
pelayanan jeringan jalan kalekior priumer derigan
status jalan kabupaten atau JKP-4;
pemelibaraan  dan peningleatan kualites
pelayanen jaringan jaian  kolektor sslnimder
demgin status falan kabupaten;

pemeliharaan  dan  peningkatan  kualitas
pelayanan jaringan jalan lokal primer dan Jalan
lokal sekunder wilayah kabupaten;

pemeliharaan  dan peninglstan kushtas
pelayanan jaringay jalar Unglungan primer dan
Jalan ngkungan sekunder wilavah kabupaten,
pemelifiraan  dan peningkatan kiualitas
pelavanun jaringsn jalan lingkungan primer dan
Jalam lingleungan sekunder wilayah kabupnzon:
perwujudan Jalan Khusus, mieliputi
pemeliharaan dan  pehinglatan kualitas
pelayanan jaringan jalan khissus;

CmmE
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. 3

k)

£

q|

5)

Perwijudan jalan tol, meliputi permbebasan lahian

dan pembangunan jalan tol antar kota; reliputi:

1] rmuas jalan Gilimanuk-Negera-Pelutatan-
Soka-Mengwi:

2] rues jalan Soka-Celukan Bawang;

A ruas Cangey - Mengwi — Singapadu; dan

%) ruas Bandara Ngurah Ral {Benoa) - Mengwi via
Singapacu.

rencana pengembangan jalan dengan status falan

kabupaten atau JKP-4 melaly penvusunan

kajian kelayakan, meliputi:

1) reneand  jalan penghubung  antars Desa

Blatungsn defigan Blimbing dan Munduk
Tema; dan
2} rencana jalan lebupaten lainnyas  sesua
siulan,
peningkatan cualitas terminal penumpang Tipe
G
pengembanzan dan penatasn trayek anglkutan
PERUMPENE UmLim;
prrgembangan sentral parkic pada kawasan
pariwisata Tanah Lot '
penerupan Manajemen dan Relavass Lalt Lintas
untuk mengoptimalkan PengEUnaan  Jatingan
jelan dan pergerakan lalu lnras:
pengembangan  Kawasan  berorientns| transit/
Transit Orlented Development  [TOD) pacdla
Terminal Penumpang, Stasiun Keretn Api dan
kawasan potensinl lninnya setelah melaluf ledian;
perwujudan  Terminal — Barang,  meliput
pengembangan termingl barang sesuai ajian
pembangurian dan pemeliharaan ratin Jjernbatan;
dan

pengembangan  jelur pefalan  kmki  untuk
menuniang - alktivitas utams kots, antara lain
perdagangan dan jasa, pariwisatd, perkantoran

dan kiwasan famlitag ymum,

]
perwijudan sistem jaringan kereta api, mehputl:

a)

b

¢l
d

el

pelgembangan Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota yaitu juaringan kereta ap melingkar
mengslilmgi Pulau Ball;

pengembangan  Stasiun Fenumpang dapat
diintegrasikan dengan simpul transit lamnya
secara lerpady menjadi Kawasan TOD:
pengendalian bangunan sekitar sempadan el
kereta apl;

pengembatigan  persimpangan  lidak schidang

sistemn faringan kereta apl: dan

penyediaan RTH di sepanjung sermpadan el
kereta apl.

perwuiudan sistem jaringan sungsd, danav. dan
penyeberangan, meliputi:

'E|:|

b

pemaniapan Alur Pelayaran Sungad dan Alur
Pelayaran Danau di Danhs Heorstun; dan
pengembengan. Pelabuhan Sunpal dan Danau
Fengumpan meliputi dermags Daney  Becatar
dan dermaga wisati Panay Bedugul,

€. perwujiilan sislem jatingan energi, meliputi:
perwijudsn  jaringan  infrastruikcour pettyaluran
tentaga listrik dan sarana penduliung, metiputi;

1.

a)

perigembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Tinge (SUTT)

e e




b pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Menengah [SUTM);

€} pengsmbangsn dan pemeiiharasn Saluran Udarn
Tegangan Rendah (SUTR): dan

d} pengembangan dan pemeliharasn Saluran Kabel
Tegangan Menengah (SKTM],

2. pengembangan Jarinpan Infrastrgktur Ponyalumn

Tenaga Listrik dan Sarana Pendulaing, meliputi:

a) pengembangan Saluran Udars Tegungan Ekstra
Tinggi [SUTET) Gilimanuk-Antosari!

bl Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu
Induk meliputi Gardu Induk gas msulated
Switchgear tegangan ekstra tinggi (GISTET)
Antosan {Gilimanule

¢} pernantapan Travo Listrik

dl penataan jaringan transmisi yang telah adu;

e8| potingkaten dan pemeratoan akses pelyanan

- secara mersta ke seluruh Wilayah Kabupaten;

[I Pemelibardan Gardu Listrik vang telah ada,
rmeliputi:

1] Gardu Induk gas insulated siditchgear Tanah
Lat;

2] Gardu Indulc Antosar; dan

3] Clardu Indok Batudt,

4 pengembangan jaringan bawah tanal  secara

- lerpadu dengan sistem utililas lainnye untuk
meaingkatken  kualitus dan  estetika ruang
Wilaysh Kabugaten;

h| pengembangan  Stasiun  Pengisian  bateral
Kendaraan Listrilkk SPKLU dan SFBKLU:

1 pemanfaatan energli baru terbarukan gebapai
sumber energi listrik; dan

I} perpembangan konsep smart grid atay jaringan
listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi,
koalitas, dan keandalan gstem ketenasgaulis rikan,

d. perwujudan sistem jaringan telexomundleas], meliputi:
L. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
al Pengembangan Infrastrulttur Jaringan Tetap; dan
h) Pengembanpan Jatitgan Tetap.
2. perwijudan Jaringan Bergeralke Setuler, meliputi:

) pengembangan éskupan dan lkualltas lsvanan
Jarmgan nirkabel:

h] pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel
dengan  penutupan  wilavah blanlespot  pada
wilayah berbulit, pegunungan atay terpencil;

cf ‘penataan dan pengtoren  menare Base
Transceiver Station (BTS);

dl pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekamunilas
seluler nirlabel untuk selurub operator vang
menjangkau scluruh wilayah;

e} pengembangan jaringan lavanan internet pada
fazilitas umum dan menjangkau sefuruh wilayah
desu adat di wilayah kabupaten;

fi pemeratann  janghauan siarard  televisi  dan
kebutuhan telekomunikasi lainnya; ¢an

gl peiayanan satelit komunikasi dan stasiun Bumi
yang lokasinya ditetsplan sesuai ketentuan
perundung-undangan.

¢ perwijudan sistem jaringan sumber daya air, melipLti
L. perwujudan sistem jaringan irfigas] meliputl:

sl pengembangan dan  peémeliharasn Jaringan

Irigas| Primen;




b} pengembangan dan  pemeliharasn Jaringan
Irgrsi Sekunder;

¢} pengembangan dan | pemeliharaan Jaritigan
Irigas Tersier;

di pemeliharzan, peninghkatan pelayvansn  dan
efektivitas pengelolaan sir pada sistem jaringan
irigasl yang telah ada;

2] peningkatin  koordinasi | Daergh lrigass (DI}
kewenmngan Nasional dan Frovinsi:

fl  pemeliharasn dan peninglatan f) ungsl Daesrnh
Irigasi (D] Kabupaten: dan

gl pendhyagunaan jaringan ingasi air tunah dan alr
balku untuk eir minum dengan sumur bor vang
telah dibungun di beberapa kawasan melalui
pengembangan  |aringan distribiuisl dan
pemelibaraannva.

perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:

al mormalisasi sungai; '

b pemetann kewasan rawan handir

¢l pemgembangan sistem peringatan dini; dan

d) kalian pengembangan bangunan pengendalian
baniit rob di seluruh pantai yang Berpotersi
rawean gelmiibang pasang.

perwujudan Bangunan Sumber Daya Al melipuit

4] pembangunan Hendungan Lambuk, Embung
Antapan den Embung Sanda:

b) pengembangan, pemellharaan, dan peningkatan
kapiasitas Eaugunsm Sumber Daya Air;

] pengembangan air baki pada kawssan yang
mengalami kéesulitan penyediaan ain baku; dan

d) pemanfeatan dan pengolnban e laut. sl hujan
dan sumber air lainnyn untuk alr baky.

[ pergujudan sistem Jaringan prasarana lainnya, meliputi:
i

perwajudan sistem penyediaan sir minum (BPAM],
meliputi;
a| perwujudan |aringan perpipaan, melputi:
1] pengembangsn, pemelihnraan, dan
peningkatan lapasitas jaringan Unit Air

Ralka

2) pengembangan, pemelibsraan, dein
peningkatan  kapasitas jaringan  Unit
Produlksi,

d] psngembuangan, pemeliharaan, dan
peningkatan  kapasitaz  jaringan Linit
Distsibcs;

1) pengembengan, pemeliharaan, dan
peningkatan kapasitas  jarinean Trie
Pelayanan,

b} perwujudan bukan laringan perpipaan, metiputi;
Il pengendalian penpembarigan sumur pompa;
tlan
2 pemeliharaan dan peningkatan bangunan
penanglkeap mata air vang telah ads.
¢l pengembangan jaringsn air minum Kawasan
Perleatazn:
d pengembangan jaringan air minum  Kawasan
Perdesgnn; ' '
¢l pengembangan unit sir baku aliecnatif;
melgkukan upaya kerjasama dengan daerah
sckitarnyva vang memilik sumber mata air; den
Bl pengembangan Sistern Penyediaan Alr Minum
Regional' yang melayanl wiliyah Daemb dan
seldtarnya.




2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL,
meliputi:

a

h

)

perwujutan Infrastriltur sistem pengelolaan air

timbah domestik, meliputl;

1} pengembangan SPAL setempat dan komunal
di kewasan-kawasan padar permukiman;

<} pengembangan [PAL di Kawasan Perkotaan:

3) pengembangan [PAL of Kewasan Efeltif
Panwisgdta;

4] pongembangan IPAL berbasis masyvarakat,

3] pengembagan slstem pengelolasn air limbah
perpipnan  di dalam  kawasan perkotasn
menuiu JPAL; .'

fi) pemgembangan sistem pengelolaan sir limbiah
setempat dilakukan secara individual: dan

7] pengembangan slstem pengelolann air limbah
ketymurmal,

pengembangan Jaringan Sistém Pengelolaan Air

limaah Non Domestik seésual kaiian; dan

pengembangan  Pengelolsan  Limbah  Bahan

Rerbahaya dan Beracun sesuai kajian,

3. perwujndan sistem jaringan persampahan, meliput;

al

Tl

c)
d)

gl
)

£l

hJ
1
il

.|
]

mj
ny

pengemnbangan Tempat Pengelalasn  Sampah
Reuse, Reducs, Recyele (TPS3R);

pengembangan Tempal Penampungan Sementars
(TES);

pengembangan Tempat Pemrogesan Alchir (TPA);
pengembangan Tempat Penampungan Sampah
Terpadu (TPST);

pemantapan kerfasama pengelolsan sampah pada
TPA Regional Sarbagita;

pengembangan  dan pematitapan  pelavanan
presarend dan utilites jaringan perssmpahen;
peningkntan peran serta Masyarakal dnn dunia

usaha delam pengelolaan persampshan berbasis

sumber melatui pola 3R (Reuse, Reduce, Recyclel;
peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam
petigelolaan persampahan;

pemesyarakatan den sosialisasi Konsep 3R
peningkatan legiatan pengurangan sampel der
aum bermya;

peniinghatan sarana pengelnlasn sampaky;
pembatasan penggunasn dan timbulan sampah
plastik;

penimngkatan penangarian sampah; dan
penyusunan dokumen rencans induk
(masterplan) persampshan kabupaten.

perwujudan  sistem  jaringan  evaliussi  bencana,

meligut:

al

1]

£j

f

penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi
Bemeeamna;

penetapan dan pengembangan Tempat Evakusast
Brhncana:

pemasyarokatan dan sosialisasi sistem jaringan
evakuasi bencoann;

pengembangan sistem mitigasi bencana secara
terpadu!

pengawasan  dan  pemelinarsan sarana dad
prosarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
pemoyusunan  rencana  induk  [mesterplan)
kawasan rawan bencang Kabupaten.

5. perwujudan sistem jaringen drainase, meliputi:

1)

penyusunan masterplan drainase Kabupaten;

T T
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bl perigembangan  dan pemelibaraan  Jaringan
Drainase Primer;

). pengembangan dan  pemelibacsan Jaringan
Drainase Sekunder;

d} pemelibarasn  dan  pemeliharasn Jerinpan
Dpainase Tersier: dan

¢} pengembangsn sumur resapan dan lubang
biopori.

(3} Perwujudan rencana pola rusng sebagalmana  dimaksud
pada ayat (1} huruf b meliputi:
4. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

:]h.

perwijlidan Badan Air meliputi:

) pemeliharaan dan pelestarian badan afe

b) 'pefigembangan tanggul badan air;

¢} pengelolasn hidrologi dan kualitas air Wilayah

. Sungai; dan _

d) pemantauan dan  pengendalian kegintan  budi
dayn agar tidek menurunisn kualitmg/ lungsi
badan air,

perwujudan Heawasan Yang memberilean

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa

Rawssun Hutan Lindung, meliputi:

B} penetapan tata batas Kowasan lindung di dalam
Kawasan hutan;

bl rchabilitast dan  revitalisasi  Kawasdn hutan
Lindung;

ol pengawasan dan pemantayan SBECArE Futim untulk
mencegall  terjudinys penehangan  jiar  dan
kebakeran Kawasan Hulan Lindung;

dl pengembangan vesetnsi tegakar tinge:  yang
mampy  memberikan  perlindungan  techadap
permukaan tanah dan mampu meresapkan atr ke
dalam tanah;

¢} pergembangan blok penvangga pada kawasar|
yang berbatasan  dengan  Kawasan  Hutan
Litidung;

I melakukan pgrogram pembinaan, prmyuluhan
kepaga masyerakat dalam upaya pelestarian
Keawasan Hutan Lindung: dun

2l pengendellan keginten budi daya agar thiak
mengganggl fongsi lndung Kowssan Hutan
Lindurig,

perwujudan  Kawasan  Perlindungan Setempat,

berupn perlindongan kesuclan Kawasan Suci ian

Eawasan Tempat Suci, melimit:

A pemantapan  fungsl  dan penataan  lewssean
perlindingan sctempat berupa lawasan suci:

b} pemetaan lkawasan perindungan  setempat
berups tempat suci/ Pura; dan

o} pengawesan  dan pengendalian.  keglatan
pemaniaatan ruang agar tidak menganpgi fungsi
kawasan Perlindungan Sctempat.

perwuiudan kawasan konservasi, melinuti:

&) prwujudan Cagar Alam, meliput;

i) rehabllitasi dan pengamanan cagar slam:

2} peningleatan diversifikasi atau
keanekaragamean havali: dan

3) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam,

bl perwujudan Taman Wisata Alam, moliputi:

1) rehabilitasi Taman Wisata Alam:

4} pendayapunsan  dan  pelegtarian potens
nutan wisato; dan

3] pembatosan kegiatan wisata alam.
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€l penyediaan  fasilitas  untule  kepentingan
pendidikan dan penelitian;

d) penguatan  propram dan  pemberdayaan
masyarakat; dan

e] pemelasn lary penetapan  jalur/koridor
perlindungan perivu dan satwa Hnr.

B. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputl:

L. perviajuden Kawasan Perkebunan Raloyat, meltputl:
a) pemetaan luzas dan kondisi kawasan perkebunan
rkyat;
b) pengembangan komoditas kayu dan non kayu
penunjang industr] keralinan:
c] rehabilitasl dan konservas| kawasan perkebunan
rakyat; dan
dl pengembangan kawssan perkebunan ralyat
untule konservasi dalam bentuk kebun raya di
luar kawszan hutan.
2. perwujudan Kswasan Pertanian, melinuti
&) perwujudan Kawasan Tanaman Pangen, meliputi;

1) pemetasn Kewassn tanaman PEmEan
produktif: .

2} penttapan Latian Prngnn Portunian
Betrkelanjutan (LP2B] demi  ketabanan
pangan;

3] peningkatan jaringan irgas:

4) peningkatan intensifikant lahan:

B) penguatan  kelembagaan  subak dan
kelembagaan petani luinnve terkait dengan
pengeloiaan sumber daya alr untuk irigas),
penigadsan parana produksi, panen, pasca
panen don pemasaran;

6] pengembangan  secarn  bertahep  sistem
gertanian  organik  dif seluruh wilaveh
kabupaten;

7] pengembangan kawssan sentre  produksi
pertanian melalui sistem agribianis terpadu
yang, ferintegrast  dengan pengembangan
kawasan agropolitan;

8] pengembangan  kebijakan pengintegrasian
sektor pertanian dengan pariwisats:

9) peéningkatan produltivitas lahan - lahan
sawah melalui Intensifikasi lahan pertanian;

i) pengembiangan  komoditas  yang  adaptif
terhadap perubahan ikhim;

11) pemantapan pelayanan jaringan irigasi;

1Z) pencegahiun  dan  pembatasan  alih Tungs
kawasan tanaman pangan beririgasi;

13) pengembangan  budidaya perikanan  pads
salursn [rigas:; '

14} perlindungan kawasan terasering sawah: dan

15) Penyusunan produk hukum daersh tentang
pemberian insentf dan disinsentif Kawasan,
Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sesual kajian.

b perwujudan Kawasan Hortileultura, melipatl;

1] pengembargan komoditas tandman bush
bushan  bercampur  dengan  kuwasan
perkebunan ralovat;

4} pemantapsan Kawasan Agropolitan Baturiy
berbasis pertanian hortiloultura;

3] pengembongan kemitraan dengan  sektar
industr! dan pariwiaatia;

p———— —
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4 pengembangan luasan  kmwasan budidaya:

hortikulturs organik secarn bertahap pada
Hap subak dan desa sesuai potensinya;

9] pengembangan tanaman hortikkultura
meliputi lanaman bunga, tanaman hias, sayur
mayur;

6] pemanfzatan  jshan  basah yang  belum
beririgasi pada bulan - bulan kering:

7) pemilihan jenis knmoditas vane memiliki nilgi
elconomis;

8] pembatasan periudsan budi daya Rortilcultura

sayur mayur dari kawassn perkebunan dan
perkebunan rakyat;

91 pengendalian hegintan: budidava hortilaltrs
sayur  meyur  pada  kawasan  dengas
kemiringan di stas 40% (empet puluh persen);

10} peningkatan sarana tlan Prasarana
nortileultura:

L) penguntan kelembagasn petani terkait dengan
pengelolaan sumber daya wr untuk Irigasi,
pengadaan sarana produksi, panen, pasca
panen dan pemagaran; dan

1 2) pengembangan sentra agropolitan linnya.

perwijudan Kawasan Perlebunan, meliputi;

1] penotapan kawassn  perkebunan an
penctapan komoditas ungeulan:

2] peningkatan sarana dan prasarans Rawasan
perkebunan;

3] penguatan kelembagaan petani terkait dengan
pengadasn sarana produksi, panen, pasca
panen dar pemasaran;

4} pengembangan kawasan perkebunsn:

9] peningkatan pelayanan sarana dan prasarang
pendukung sistern agribisris dan
garoindustri

f) penguatun sistem kelembagaan kelompok tani
atau ganoktan;

71 pengembangan agrowisatz dan  kemitraan
dengan ssktor industr] dan pariwisata;

8] pengembangan lussan kawssan perkebunan
organik secara bertahap;

9) pemantapan Kawasan Agropoliten herbssis
tanaman perkebunan;

10} integrasl  kegiatan  peternakan dengan
kawazan perkebunan;

11] identifilkasi dan pemelasn polensi lawasan
pertembangan  yarng ada di kawasan
perleebunan; dan

12| pengendalian  dan  optimalisasi kegiatan
pertambeangan pada kawasan perkebunan,

4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

£l

]’

¢

dj

pengembangan potensl Kawasan  peruntulan
wdusiri; dan

pengembangan sentra  industd  keell dan
menengah (SIKM) torintegrasi dengan kswasan
permukiman;

pengalolaan Kawasan Peruniukan Industri secars
berhelanjutan;

penyediaan infrastrulttur pendukung kegiatan
industri; '
pangembangnn  dan  peningkatan  prasarane,
sarana, dan utilitas & Kawasan Peruntukan
Industri: dan '




f

PENRawasan dan pemanlaudn serta pengendalian
terhadap kegiatan indastri untuk mencagah
timbulnya pencemaran linglungan di Kawasan
Peruntukan Industn,

4. perwujudan Kawasan Parfwisata, meliputi:

a
bj

c}
d

el
d

gl
h)

i)
i

i3]

d

pengembangan Kawasan Efektif Pariwisuta;
rembangunan infrastrulemyr penunjang
pariwisata;

pengembangan fasilitas pariwisata:
pengembangen kawasan pariwisats berkonsap
ekowisuta;

pemantapan dun pengembengan DTW dengan
konsep ekowisata: _
Peagembsangan sarand dan prasarana pariwisats
pada DTW secarn terbatas;

peningkatan alkcsesibilitas ke seluruh DTW:
pengembangan desa wissta;

peninghkatan kualitas obyek wisatn:

pengelolaan Kawarin Pariwizata  secara
berkelanjutan;

pengembangan sumber daya pariwizata dan
ekonomi kreatif di Kawassn Pariwisata;
pengembangan Kawasan Wisata dan objek wieatu
baru;

pengembangan Destinusi Wisata Dacrah:
mensirergikan kegiatan lainnya yang memiliki
potensi scbagai daya tarik pariwisata;
peningratan sistem informasi dan promosi wisala
berbasis tekmologt pariwisata;

pengembangan jenis dan paket wisata unggulag;
pengemnbangan daersh tujuan wisata berupa
wiaata bidaya, wisata alam, wisata objek khusus
dan wisata buatun;

pembingsn dan pemberdeyaan masyarakat dulam
upaya pengembungan Kawasan Pariwisats: dan
integrasi sistem Cleaniingss, Health, Safety and
Erntrontment Sustmnability (CHER] dalam
Kawasan Pariwizata.

3. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:

al

pefeujudan Keswasan Permukiman Perkotaan,

metiputi:

1] penyediaan perumahan yang memadal, aman
dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;

2] penyediasn  sarann dan prasarana
Fermukiman sesund daya dulung Kawasan:

3] pengembangan germukiman produktif dan
berkelanjutarn)

4 perbadkan linghungan permukiman kumuh
tan loareng layak huni;

5] rehabilitasi dan/ateu relokast permuliman
ving terletalk pada kawssan rawan bencana:

6] kKonservasi kawanan traclisional fotnis/
berseiaral;

7) pencadangan kawssan permukiman  bang
fkagiba  dan  lasiba) dengdan = rencana
pembangunan prasarana permukiman vang
lebih teramah, efektif, efisien, produktif, aman
dan berkelanjutan;

) penatman, perbeikan dan peninglatan
kualitas linghungan permukiman;

9} sosialisasi penggunean bangunan bertingkat!
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10) perwujuden ruang terbuka hijau munimal 30%
(tiga puluh persen) darl kawasan permulkiman
perkataan; dan

11} perwujudan mang terbuka non hilay, ruang
pejalan kakl, jalur dan ruang  evakuss!
Dencung,

perwujudan Kawasen Permukiman Perdessan,

meliputi

1} penyediaan perumshan yang memadai, aman
dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;

2] periyediaan perumahan masyarilat
perdesaan  tetdp memperhatiken  sistemn
kearifan lokal dar sistem kekerabatah vang
berlatou;

3] penyediann gardna tlan Prasarang
permukiman sesual diaya dukung Kawasan;

4) perbaikan [ngkungan permuliman komuh
dar lelirang layak huni;

5] rehabilitasi danfatay relokesi permukiman
vang terlefak pada lawasan rawan bencana:

6] penatean, perbaikan  dan  peninplatan
Rualitas lingkungan permukiman;

7) perlindungan terhadap Kawasan Tanarman
Pangan beririgasi:

8] pemanfantan lahen pekarangan permukiman
perdesaar untuk kegiatan peternakan skala
rumah tanggn;

9 revitalisasi Desa Tua yang memiliki tats ruang
desa dan arsiteldur khas: dan

10) perlindungan habitat satwa keorn Hawasan
Alas Kedutan,

. perwuwjudon Kawasan Pertahanan dan Keamanuno,
melipiit:

aj
b

o)

penataan dan pengelolasn Kawasan Pertabansn
dan Keamanan:

pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar
Kawasan Pertahansan dan Keamanan: dan
pengémbangan prasarana, sarana, dan utilitas
Kawasan Pertahanan dan Kepmanan,

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud padi

ayut (1) huruf o, meliputi:

&, perwujudan kawasan strategis dar sudut kepentingan
ekonomi, mellgut;

Kuwasan Perkotaan Tabanan, meliputi:

1.

b2

aj
b)

r-_']_

pemantapan  pusat  pelayanan  dan  keglatan
pemerintahan; '
pemantapan pusat pelayanan perdagangan jase
dun kesehatan skala nasional dan regional;

-penataan hngi.ungan dan bangunan kawasan

perkotzan,
pemantapanh  sirane  prasarane dan  utilltas
penunjang Kewasan;

penatasn dan  pengendalian kawasan  di
sepanjang koridor; dan

pengembangan jaringan transportasi  terpadu
lintas WKawamar.

Kawssan Elektil Pariwisata Bedugul, meliputi:

J)
b)

cj

pemaniapan Kawasan Bedugul dan sekitarnys
sebaga: kawasan efeltif pariwisata internasional!
pemantapan sarena prasarana dan  utilitas
pénunjang ]'J:'Lriwiﬂ:m

pengembangan jaringan prasarana transpoitasi
terpadu dan tesitegrasi peda Kawasan;
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f}

pengezmbangan mitigas dan adaptaz]
kebencanaan;

penatean lingiungan dan  bangunan patla
Kawasun; dan

penatean  dan  pengendalian  kawasan  di
sepanjang koridor dan tesi danay.

Hawasan Efektif Parrwisata Scka, moliputi:

a)

b)
c]

di
il
f

gl

pemantapan  Kewssan Soka dan sekitarnya
4ebagsi kawasan afeletif paciwisata internasional:
pengembangan potenst mminapolitan;

nemantapan sarana prasarana dan utilitas
penunjang pariwisata;

pengembangan jaringsn prasarana tranuportns
terpadu dun teritegrasi pada Kawasan:
pengembangan mitigasi den Adaptasi
kebenuanaan;

penataan  lingkungan dan  banminan pada
Kawesom, dan

penataan  dan pengendalian  kawsaspn o
sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir,

Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi:

a)
k)
€l
d)
e)
i)

gl

prmaniapan Kawasan Tanah Lot dan seldtariya
aebagal kawnsan efektil pariwisatn internasional;
prriindungan kawassan suci dan tempat suci Pura
Tanah Lot;

pemantapan  sarana  presarans dan utilitas
PENUNATES pariwisota;

pengembangan jaringan prasarana transportasi
terpadu dun tesitegras pads Kawasan;
pengembangan mitigas) dan adaptasi
kebeneanagn:

penatasn  lingkungan dan  bangunan  pada
Kawasan; dan

penataan  dan  pengendalian kawasany  di
sepanjang koridor jalan dan lkswssan pesisir,

Rawasan Agropolitan Baturit, Kewasan Agropalltan
Mg, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kswesan
Agmopolltan Penebel, meliputi:

a
b
¢l

i)

4]

pomaniapan  polens:  agropolitan, agribisnis
Kawnsan;

pengembungan potensi induste] lteci menangah
agropolitan ramah lingkunpgzn:

I tapan potensi sgrowishla Lierbiasis
slowigata,

pengembangan prasarangs, sarana utilitas dan
ranspurtasl  terpadu  penunjang  lkowasan
agropolitan;

ntegrasi  pusat-pusat  pelayarian keegiatan
agropelitan  dengan sistem perkotaan sedsra
terpadu;

konservasi lahan pertaniian produkif dan daerah
resapan air don

pemantapan  [ungsi don peran  grganisasi
masViarakar dalam pengololaan dan
pengembangan kawasan agropolitan.

Kawasnn Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan,

maeliputi:

B} pemiantupan potensi industri dan perdagangan
dan jasa Kawasan,

b} konservasi lehan  pertunian produltif serta
daerah resapan air;

¢l penataas  dan  pengendalian kawasan  di

sepanjang koridor dan kawasan indust; dan




d} pengembangan prasarans; sarana utilites dan
transpiriasi terpadu penunjang Kawasan,

- Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan

Sckitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Pandale Gede, meliputi:

g| pemantapan potensi industd dan perdagangan
dan jass Kawesan:

B) kemscrvasi |shan pertanian  produkil  serta
daerah resapan air;

¢} penataan dan pengendalian kowasan  di
sepanjang karldor dan kawasan industri;

d) integrasi keglatan industel perdagzngan dan jasa
serta kegiatan pariwisatu secara terpadu; dar

¢ pengemibangan prasarans, sarsna utilites dan
transportas terpadu penunjang kswasan.

b. pervajudan kawasan strategis dari sudut kepentingsn
sogial dan budaya, melipui

C.

b

Kewssan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tensh Lat,
Kawaran Pura Pakendungan, Kawasan Purg Reai,
Kawaszn Pura Luhur Serijong, dan Eawnean Pura
Gadingwani, melipuui:

4] penataan dan pengendaliin sertd konservas]
Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suel Pura
Sad Kuhyangan dan Dang Kahyangan,

bl pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas
penuinjang Kawasan Pura Sad XKahyangan dan
seluruh Dangy Kubwangur

¢l pengembangan dan penetapkan sistem zonasi
pemanfaatan yeng mencakup zina NG, sond
penyanggm, zona pengembangan’ dan  zoha
penunjang puda Kawassan tempat sucl sesual
ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali

Kawasan Chamur Angpa Batulmry dan  Kawesan

Jatiluwih, meliput:

8] pemantapan kawasan sebagai  jatdir  dan
identites Kabupaten berwawssan lingicangnm dan
wansan budoya Rali;

b} kongervasi, penataan dan pengendalinn
bangunan dan hnglungan sepaniang koridor

ci kenservasi laban pertanian jroduktif dan resapan
alry

d} ponegasan pemanfasten ruang Kawasan;

€] integrasi fungsi konservasi, sosinl dan ckonoml
serta Kepariwissiagn;

f) pengembangan  potensl  ckowisatn  secars
berkelanjutan: dan

Bl pengembuanigan prasarans, sarsna utilitas dan
tranepartasi terpadu penunjang Kawagan,

perwijuden kawasan strategis dari sodit kepentingan
fangsl dan daya dukung linglungan hidup, meliputi
Kawasan Huian Lindung dan Cagar Alam Batuksru,
Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Ysh Lehah, dan
Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, meliputi:

L

2

3.

pemuliban dan penanpgulangsn  kerusalan

lingkungan hidup Kawasan:

pengembangan dan  pengendalian kawasnan
berdasarkan zonasi;

pengembangan potensl ekowisain dan  eduwisata
pada Zona pemanfaatan;

periindungem kelestaron kawssan glecl:

+ pengembangan  sistern  mitipasi  dan adaptesi

kebencanasn; dan
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6, pemguatan koordinasi  kelembagasn pengelola
kEwasan.

Pasal 53

Indikasi program usama jangka menengah taliap 11 (tiga)
tahun 2030-2034 sebagaimana dimeksud delam Pasal S0
ayat (5] huruf ¢, terdin) atas:
a. Perwnjudan rencana Struktur Ruang;
b. Perwujudsan reneana Pold Rusng; dan
c. Perwujudan Kawssan Strategia Kabupaten,
Perwajudan rencana struktur ruang sebagaimana dimalesud
pPada ayat (1] huruf a meliputi:
&. parwuiutan sistem pusat kegiatan, meliputi:

Lo perwuitdan sistem perkotaan, meliputi:

a)

b

vl

Pengembangan  Pusal Kegiatan Lekal [PKL)
meliputl:
1] pemantapan dan pengembangan  Pusat
Keglatan Lolal [PKL; '
2| pemantapan dan pengembangan perkantoran
pemerintahan skala kecamatan;
3| peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
4| pemantapan dan pengembangan (asilitas
perdagangan dan jasa skals keeamatan:
B) peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial
budaya, kesenian dan olahraga;
6] periindungan kawasan pertanian;
7) pengermbangan  prasarana den  sarana
transportas umurm;
8] pengembangan prasarana dan sarana ltegiatan
sektor Informal: dan
Y peninglatan pelayanan jaringan prassrana
perkotean air minum, |aringan drainase,
persampahan, air limbah serta energd dan
lelistrilan, _
perwjudan Fungsi  Kegiatan Utema  Pusat
Eegiatan PPK, meliput;
1} pemantapan dan pengembangan pusat
pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
2] pemantapan  dan  pengembatigan pusst
pemerintahan kecamatan;
3] pemantapan dan  pengembangan  pusat
kegintan pariwisata;
4} pemantapan dan  pengembangan  pusat
pertumbuhan kegiatan ekonoml: '
9] pemantapan den pengembangan prasarang
sosial eltonomi skela lolal;
5] pemantapan dan pengembangan  terminal
- penumpang;
7] pemantapan  identitas  Pusat  Pelavanan
Kawssun vang berjatidin budaya Ball;
8l pemantapsn dan  pengembangan  keglatan
pertanian;
9] pemantapan dan pengembangan  kegiatan
penghifauan; dan
10) pemantapari dan pengembangan kegiatan
permuikimen porkotaan. '
Perwiudan fungs! pelayenan Kawasan Perkotaan
Tabanan yang dikembanghkan sebagai pusat
kegiatan darl system PEN Kawsssan Perkotaan
sarbagitn, meliputi
1} pemantapert dan pengembangan  pusal
perdagangan dan jasa serta lesehotar skala
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nasivnal dan regional pada Pusat Pelayanan
Kawasan yang merupakan baglan PKN
Kawasan Perkotasn Sarbagita;

2] pemantapan dan pengembangan prasarana
penunjang pariwlsata;

9] pemantapan dan peéngembangen  terminal
pEnumpang; dan

4} pemantapan integrasi pengelalagn terpadu
Kawasan Perkotasn Tabanan dengan PKN
Kawasan Perkotasn Sarbagita.

2. perwujudan sistem perdesaan, meliputi;

a

perwujudnn  fungsl Kegiatan Utama  Pusat

Kegiatan PPL, meliputi:

i} pemantapan dan pengembangan kegiatan
pelavanan masyarakat; '

2] pemantapan dan pengembangan kegidtan
perdagangan dan jasa skala desa;

3] pemaninpan dan pengembangan pelayvanan
pendidilkan skala lokal;

4 pemantapan dan pengermbangan pelayanan
kesehatan skala desa;

5| pemantapan dan  pengembangan  aarana
olahiruga skala desa: dan

Y} penyediaan RTH untuk menunjang fungsi PPL
dan Kawasan perdesaan,

b, perwujudan sistem jaringan transportasi, meliput:
I, perwujudan sistem joringan jalan, meliputi:

&l

b}

|

d)

o)

h

il

PErwWLudan jalan artert primer (JAP), meliputi

pemeliharaan dan peningkaton kualites jaringan

jalan nasional yang telah ada:

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan

Ialar kolektor primer dengan slatus jelan provinst

atal JEP-2 dan JKP-3;

rencana pengembangan jalan kolelctor primer

dengan status jsian provinsi:

pemeliharaan dan  perungkatan leualitas

pelayanan juringan jalan kolektor primer dengan

statlis jalan kabupaten atau JKP-4:

pemeliharaan  dan peningkatan  kualitas

pelayanan Javingsan |alan loleltor sekunder

dengan status jalan kabupaten;

pemeliharaon  dan  peningkatan  loalitas

pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan

inkal sekunder wilayah kabupaten;

pemellliaraan dan peninghkatsn lualitas

pelayanan Jeringan falan {inghungan primer dan

Jalan lingkungan sekunder wilavah kabupaten;

pemeliharaan  dan  peningkatan  kualitas

pelayanan jaringan jalan linglungan primer dan

jalan lingrungan selunder wilayah kabupaten;

perwujudan Jalan Khusus, meliputi

pomeliiarann  dan  peningkatan  kualitas

pelavanan jaringan jslan khusus;

Perwujudan jalan tol, meliputi pembatiasan lahan

ditn pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:

[} rums jalan  Gilimanuk-Negara-Pelutatan-
Saka-Mengwi:

2} ruas jalan Soka-Celukan Bawang

3] ruas Canggu— Menawi — Singapadu; dan

4] ruas BandarnNgurah Ral (Benoa) - Mengwi via
Singapady,
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K| rencana pengembangan jalar dengan statua jalan
kabupaten atau JEKP-4 meladui penyusunan
kajan kelayakan;

I} pemungkatan lualitas terminal penumpang Tipe
G

m] pengembangan dan penataan trayek angkutan
peEnUmpang umum;

n) pengembangsn sentral parklr pada kawassn
pariwisata Tanah Lat: '

o] penerapan Manaiemen dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk mengoptimalkan pengeuneaan  jaringan
jelan dan pergerakan laly lintas;

Pl pengembangan kawasan berorientasi  lramsit/

-~ Transit  Orfented  Developmen!  [TOD)  pada
Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Apt dan
kawasan potetisial lainnya setelah melalul kajian:

il perwujudan  Terminal Barang, melipuat
pengembangan rerminal barang sesuai kaiian

r}  pembangunan dan pemelibaraan mitin jembatan;
dan

5| pengembangan  jalur  pejalan ko untuke

menunijany aklivites utama kotn, antora lain
perdagmngan dan jasa, pariwisate, perkantoran
tlan kawasan fasilitas wmm,

< perwujudan sistemn jaringan kereta api, meliputi:

a) pengembangsn  Jaringan  Jalur Kereta  Apl
Antericots yvaltu jeringan kereta apl melingkar
metigeliling Pulay Bali;

bl perigemtbangan  Stasiun  Penumpang  dapat
dimmtegrasikan dengan simpul transit lalnnvi
secara terpadu menjadi Kawasan TOD:

£] pengendalian bangunan seldtar sempadan rel
kersta apl;

d) pengembangan persimpangan tidak  sebidang
sigtemn jaringan kereta upi; dan

€] penyedinan’ RTH df sepamjang sempadan 'rel
kerern-apl.

perwujudan sistem jaringen sungai, danay, dan

penyeberangan, meliplt:

a) pemantapan Alur Pelpyorsn Sungal dan Alur
Pelayaran Danesu di Danan Beratan; dan

b pengembangan Pelabuben Surpsl dan Danau
Pengumpan meliputi dermaps Danau  Beratan
dan dermogs wisata Danay Bedugul.

e, perwujudan sigtem jaringan energi, meliputi;

L.

perwujadan  Jaringan  infrastroldur penyaluran

teniags listrik dan sarana pendukung, meliput:

a] pengembangan din pemelibaraan Saluran Udara
Tegangan Tinggi [SUTT);

bl pengembangan dan pemelihammaan Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM);

ol pengembangan dan pemelilarsan Saloran Udars
Tegangan Rendah (SUTR); dan

dj pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel
Tegangan Menengah (SKTM).

pengemibangan Jaringan infrastruktur  Penyaluran

Tenaga Listrik dan Sarens Penduleung, meliputi

al pengembangsn Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tingel (SUTET) Gilimanuk-Antosari;

b} Pengembangan Gardu Listrik berops Gardu
Induk melipun Gardu  Induk gas. insulated
switchgear tegangan ekstra tneg (GISTET)
Antosari/ Gilimanulk;

!
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pemantapan Trave Listrik;:

penalaan jaringan transmis! vang telah acla

poningkatan dan pemeratzan sitses pelayanan

necard merala ke soluruh Wilayvel: Kabupaten;

Pemeliharaan Gardu Listik yang lelak ada,

metiputi:

1) Gardu Induk gas insulated switehgear Tanah
Lot;

2} Gardu Induk Antisir; dan

3} Gardu Induk Baturiti,

pengembangan jeringan bawsh tanah  secara

terpadu dengan sistemn Otilitas lainnya untuk

menioghatkan  levalitas dan  estetika  ruang

Wilayah Kabupaten;

pengembangan  Stasiun Pengisian baterai

Kendaruan Listrik SPELU dan SPHEKLU;

pemanfdatan energi baru terbaruban sebagal

sumber energ listrile; dan

pengembangan lonsep smart grid ataw jaringan
listrik. pintar Untuk meninpkatkan efisiens]
kualitas, dan kesndalan sistem ketenspalistrikan.

d. perwujudan sistem jaringan telelomunilkasi, meliputi:
I perwuajuden Jaringan Tetap, meliputi:

al
#]

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
Pangembangen Jaringnn Tetap.

2. perwnjudan Jaringsn Bergerak Seluler, meliputi:

i)
b)

c)

d)

el

f]

gl

pengembangan cakirpan dan kunlitas layvanan
jarmgan pirkabel;

pemanfastan jaringan lerestrial sistem nirkabsl
idengan  penutupan wilaysh blankspoet pada
wilayah berbukit, peguriungan atau terpencil;
penataan  dan  pengsturan’  menara  Bise
Transceiver Station (BTS);

pomenuhan kebutuhan lulu lintas telekomunikasi
seluler nirkabel untuk seluruh opefator votig
menjangiay seluroh wilayah;

pengembangan jaringan layanan mternet parda
fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah
desa adat di wilayah kabupaten;

pemerntann  jangkauan  sioran  televisl  dan
kebutuhan telekomumniknsi lainnyve; dan
poinyanan satelit komunikas: dan stesivn bumi
vang lokasinyas ditetapkan secsuai  ketentuan
perundang-undangai,

o, perwujudat sistem jeringan sumber daya air, mellpuri:
L. perwdjudan sistem jaringan irigasi, meliputl:

a)
13}
€]

d)

&)

pangembangan  dan  pemeltharaan Jaringan
[mgzs Primer;

pengembeangan  dan  pemeliharaan  Jaringan
[rigasi Sekunder;

pengembangan  dan  pemeliharaan  Jaringan
[tlgisi Tersior;

pemeliharaan, peoningkdatan  pelayinan dan
afeltivitas pengelnlasn alr pada sistem jaringan
irigasi yang telah ada;

pertingkatan  kogrdinasi Daerah  [Irigas: (D)
EEwmaiigﬂn Nasional dan Provinsi:
pemeliharaan  dan  peningkatan  fungsl DI
Kabupaten; dan

pendayzgunsan jaringan irigasi air taneh dan air

brku untult air minum dengan sumur bor yang:

teluhy dibpngun di beberspa kawasan melalu




pengembangan  jaringan distribiisi dan
pemelibarnannye.
2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi:
a] normalisasi sungal;
b} pemetann kawasan awan banjis
c] pengembangan sistem peringatan dind: dan
di lmjlan pengembangsn bangunan pengendalian
banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi
rawan gelombang pasang:
3. perwnjudan Bangunan Sumber Daya Air melipuit;
a) pembangunim  Bendungan  Lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sandas;
b) pengembangsn, pemellharasn, dan peningkatan
kapasitss Bangunan Sumber Daya Alr:
¢l pengembangan air balu peads kawasan yang
- mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
d] pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan
dar sumber aip lainoya untuk air balkuy,
L perwajudan sistem jaringan prasarena lainnya, meliputi:
L. perwujuden sistem penyedizan alr minum {SPAM),

mefigrath
a| perwujudan jaringan perpipesn, melipati:

1} pengembangan, pemeliharnsn, dan
peningkatan  kapasitas jaringan  Unit - Air
Haku;

2| pengembanpan, pemeliharsan, dan
perunglkatan  kapssites  Jaringen Unit
Procuksi;

dl pengembangan, pemelinaraan; dan

peningkstan  kspasitas  Jaringan Unit
Distribwsi; dan

4} pengembangan, pemelilarasn, dan
peningkatan  kapasitas  jaringan Unil
Pelayanen.

bl perwayudan bukan jaringan perpipaan, meliput:

1] pengendalian pengembangan sumur pompas;
dan

) pemelinaraan dan  peningkatan  bangunan
penanghkap mata air yang telah acds,

¢ pengembangsn  Jaringen alr mioum  Kawssan

. Perkotaan;

d} pengembangan jaringsn air minum EKswasan
Perdesaan;

&) pengembangan unit gir haku alternatll;
melakukan upaya kerjusams dengan daersh
sekitarnys yang memilile sitmiber mats alr; dan

g peogembangan Bistem Penyvedipan Air Minum
Regiona! yang melayani wilayah Daeral dan
seldtarnya.

perwitjudan Sistem Pengelolaan Alr Limbal (SPAL),

meliputi:

8] perwijuddn infrestruktur sistem pengelolaan air
Iimbah domestik, meliputi:

1} pengembangan SPAL sstempst dan komunal
di kawasan-kawssan padat permuldmar;

2y pengembangan [PAL di Kswasan Perkotaon:

3 pengembongan PAL di  Kawasan Efektif
Pariwisata;

4] pengembangan TPAL berbasis masyarakst;

3) pengembangan sistem pengelolaan air hmbah
perpipaan di  dalam. kawasan  perkotaan
mentju [PAL:

e R e et ]




bl

¢}

6) pengembangan sistem pengelolasn air lmbah
setempat dilskukan secara individual: dan

7l penmgembangan sistem pengelolaan air imbah
Komunal,

pengembangan Jaringan Sistemn Pengelolaan Air

Limbah Non Domestik sesual knjian; dan '

pengembanpgan  Pengelolzan  Limbsh Bahan

Berbahaya dan Beracun sesuat kajian.

3. perwujudan sistem jaringan persampaharn, meliputi;

a)
b)

<
d)

&}

mj
1

pengembangan  Tempat Pengeloloan  Sampab
Reuse, Reduce, Reeycle (TPS3R);

penpembangan Tempat Penampungan Sementarg
[TES); '

porigcmbangan Tempat Pemrosesan Alchit (TPA);
pengembangan Tempat Penampungan Sampah
Terpady [TPET);

pemantapan kerjasamea pengelolaan sampah pads
TPA Regronal Sarbagita;

pengembangan  dan  pemantapan  pelayanan
prasarand dan utilitas |aringan persampahan;
peningkatan peran serta Masvarakat dan dunia
usana dalam pengeinlasn persampahan berbasis
sumber melalui pola 3R {Reuse, Reduce, Reoycle);
peningkatan kerje sama antar Wilayvah dalam
pengelolaan persumpahan;

pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3E;
poninghkatan kegiatan pengurangan sampah dard
sumbermyng

peningkatan sarana pengelolaan sampah;
pembatasan penggunaan dan tmbulan sampah
plastilk;

penimgleatan penanganan sampal; dan
ponyusunan dokumen rencana mduk
[masterplan] persampahan kabupaten.

4. perwujudan  sistem  Jaringarn  evakuasi | bencana,
meliputi;

&)
b
|
d)
el

f}

penetapan dan pengembangan Jalur Evaluasi
Brncsina; _
penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi
Beneanal

pemesyarakcatan dan sosialisasl sistem jaringan
evakuns bencsnag

pengembengan sistermn mitigas! bencana gecara
terpadi; _

pengawasan  dan  pemelihoraon sarana  dan
prasarana sistem jaringan svelouasi boneans; dan
pERYUSUNnAnN rencand induk {masterpion] kaweasan
rawan bencana Kabupaten.

5. perwuiuden sistem jaringan drainase, meliputi;

é)
5]

c)
dj

£

penyusunan mastarplan drainase Kabupaten;
pengembangsn  dan  pemeliharaan  Jaringan
Dralnase Primey;

pengembangan  dan  pemelibharesn Jaringan
Druingse Sckunder;

pemellhernan  den pemelibarasn  Jaringan
Drainase Tersior; dan

pengembangan  sumur resapan dan  lobarge
bigpori,

(3] Perwuojudan rencans pols ruang sebagasimana dimalksud
pada ayal (1] burul b mebputi:
5. perwuiudan Kawasan Lindung, meliputs;
1. perwujudan Badan Air, meliputi:

al

pemelihiraan dan pelestarian badan air;




b) pengembangan tungsul badan air:

¢ pengelolaan hidrologl dan kualitas air Wilayah
Sungai; dan

d] pemantavan den pengendslian kegiatan budi
dayd agar tidak menurunkan kualitas/ fungsi
badan air. o

perwujudan Kawesan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawshannya berupa
Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

&
b

<}

d

€]

4

panetapan tatz batas Kawasan lindung di dalam
Eawasan hutan;

rehubilitasi dan  revitalisssl Kawusan hutan
Lingung;

pengawasan dan pemantaiuan secard rutn Wtk
mencegah  tedadinya  penebangan  liar  dan
xebakaran Kawasan Hutan Lindung
prngembangan  vegelast tegakan binggl yang
mampy  memberikan  perlindungan  terhadap
permukaan tanuh dan mampu meresapkan air ke
dalam tanah:

pengembangen blok penyangga pada kawasan

yang berbatasan dengan  Kawasan  Hutan

Lindung;
melakukan program pembinaan, penyulahan
kepada masyvaralkst dalam upava pelestarian

Kawssnn Hutan Lindung; dan

pengendaiion’ kepigtan budi deya agar tidak
mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutsn
Lindung,

perwigudan  Kawesan  Perlindungan  Setompat,
berupa perlindunpan kesucian Kawasan Suc dan
Kawagan Tempat Suci, meliputi:

a)
Bl

<l

al

bl

¢l
il

©)

pemantapan fungsi dan penataan  kawasan
perlindungan setempal berupa kawnsan suci;
pemetsan  kowasan  perlindungart  setempat
berupa tempat suci/ Pura; dan

pengawasan  dan  pengendalian kegiatan
pemanfaatan ruang agar tidal mengangmu fungsi
Kawasan Perlindungan Setempat.

. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:

perwuiudan Cagar Alom, meliputi:

1} rehabilitasi dan pengamanan cagar alam:

2] peninglatan diversifileas) ‘aLau
keanekaragaman havati; dan

3 penegasan tala balns dan zongsi cagar alim.

perwuildan Taman Wisata Alam, smeliputi;

i} rehebilitay Taman Wisara Algm:

2] pendayagunean dan  pelestarian  potens
hutan wisata; dan

3) pembatasan lcegiatan wisata alam.

penvediaan  fasilitas untuk  kepentingan

pendidikan day perietitian;

PrETT AL program donm pamberdpyaan

masyarakat; dan

pemetaan ([ PEnEtapan Jjelury koridor

periindungan penyu dan aatwa liar.

b. perwuiudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
perwijudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputl;

1.

i)

b

pemetaan juas dan kondisi kawasan perkebunan
rakyar;

pengembangan komoditas kayu dan non kayu
peaunjang industri kerajinan;




ol

d)

rehabilitasi dan konservasi kawasan parkebunsad
rekyat; dan

pengembangsn kawasun  perliebunan rekyat
umtuk konservasl dalam bentulk kebun raya di
luar kawasan byitan.

» perwujudan Kawasan Pertanian, mellputi:

al

bl

perwijudan Kawasan Tonaman Pangan, meliputi;

1) pemetaan  Kawsasan  tanaman pangan
peodulrif;

4] penetapun  Lahan Pangan Pertanian
Berkelanjutan  (LP2B) demi  ketahanan
pangen;

3] peningkatan jaringan irfgas:

4] peningkatan intensifilcas! lahan:

4} penguatsn kelembagaan subuale dan
kelembagaan petani lainnya terkait dengan
pengelolasn sumber dava sir untule irigasi,
pengadasn sarand produksi, panen, pascs
panen dan pemasaran;

O] pengembangan secars  bertahap sister
pertanian organik  di  seluruh wilayah
kabupaten;

7] pengembangan kewasan  gentras produksi
pertanian melalul sistern agribisnis terpady
yang terintegrasi dengan  pengembangan
sawasan agropolitan;

8] pengembangan kebijakan pengint=grasian
sektor pertanian dengan pariwisate;

) peningkatan produktvitas lahan - [ahan
sawih melalui intensifikasi lahan pertanian:

10} pengemimngan  komoditag  yang adaptif
terhadap perubahan iklim;

11] pemaoritapan pelayanan jaringan irigasi;

12) penicegahan dan pembatasan  alik fangst
kawasan tanaman pangan beririgasi;

|3} pengembangan  budidaya serikansn padus
saluran irigasi: dan

14 perlindungan kewasan terpsering sawah,

perwujuden Kawasan Hartikultura, malputi;

I} pengembangan komoditss tanaman buah-
buphan  bereampur  dengan  lawasan
perkebunan relovat;

4 pemantapan Kawnsan Agropolitan  Baturiti
Berbagis pertanian hartfloelurag

3] pengembingan kemitrasn dengan  sektor
industri dan pariwissta;

4] pengembangan luessan kawsasan budidaya
nortikulturs organik secara bertshap pade
liap subak dan desa sesusi potensinya;

5 pengembangan langmsan hortiloultura
meliputl tanaman bunga, tanaman hias, sayur
fraviir; '

0] pemanfaatan  lalian  basah yvang belum
beririgasi pada bulan-bulan kering:

7). pemiliban jenis komoditas yang memilite filai
ekonomiis;

8] pembatasan perluasan budi daya hortikultura
sayur moayur dad kawasan perkebunan dan
perkebunan rakyat:

9] pengendalian kegiatan budidaya hortikultura
sayur  mayur pada  kowasan  debpsn
kemiringan di atas 40%:;



lﬂlpunmgitat_an SATATIL dan PrEsarang
hortilulturas;

L1) penguatan kelembsgaan petani terkait dengan
pengelolaan sumber daya air untuk irigasi,
pengaddan sarana produksi, panen, pasca
panen dan pempsaran; dan

12) pengembangan sentra agropolitan lainnva.

perwujudan Kawasan Perkebunan, melipuci;

I} penetapan  kawasan  perkebunan  dan
penetapan koampditas unggulan;

4 peninglatan sarene dan prasarana leawasan
perkebunan;

3] penguatan kelembagaan petani terkalt dergan
pengndaan sarana produksi, panen, pasca
pancn dan pemasaran;

4) pengembangan lewasan perlsel:unm—..

5 peningkatan pelayanan sarana dan prasarans
pendukung sistem agribisnls dan
agroinduste];

B penguatan sistemn kelembagaan kelompol tani

" Biou gapoktan

7] pengembangan sprowisats dan  hkemitrasn
dengan sektor industri dan pariwisata;

8) penpembangan luasan kawssan perleebunan
organik secara bertahap;

9] pemantapan Kawasan Apropolitan berbasis
tanaman perkebunan;

lO)integrasi  Kegiatan  peternalkan dengar
lkawasan perleétbunan;

L1} identifilkeasi dan pemetasn potensi kawasan
pertambangan yang ada dl  kawasan
perkeburian; dan

12) penigendalian  dan  optimalisasi  kegiatan
pertambangan padi kawasan perlkeebunan.

3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, melipati:

aj

b)

ol

i
bl

<
d}

£}

N

pengembangan potens| Kawasan peruntukan
industsi; dan

pengembangun gentra  industri kecil  dan
menengan (SHM) terintegrasi denpan kawasan
pertmukinmeEn!

pengelotaan Kawesan Peruntukan Industri secara
berkelanjutan;

penyedizan infrastruldur pendukung kepiatan
industr;

pengembangan dan  peningkatan  prasarana,
ggrana. dan nblites dl Kawasan Perintukan
Indusin; dan

pengawasgan dan pemantauan serta pengendalian
terhadap kegiatan industri untuk mencegak
tmbulnys pencemaran lingkungan di Kawasan
Feruntukan Industri.

perwuiudan Kawasen Pariwisata, meliputi:

pengembangan Knwasan Efelctil Pariwisati;
permbangunan infrasurukiur penunjang
paTiwinata;

pergembangan fasilitas pariwissta;
pengembangan kawssan pariwisata berkonsep
chowisata]

pemantapan dan pengembangan DTW dengan
kaneep ekowisat;

pengembangan sarana den prasarana pariwisata
pada DTW secara terbatas;

peningiatin alksesibilitas ke selirnh DTW;




i}
i)
1)
k]
1)

u}

bl

rengembanpan dega wisata:

peringharan kualitas obyek wisata:

pengelolaan Wawasan  Pariwissta  secam
berkelanjutan;

pengembangan  sumber days pariwisatn dan
ckanorml kreatif di Kswasan Pariwisata;
pengembargan Kawasan Wisata dan objele wisata
baru

pengemban gan Destingsi Wisata Dasraly:
mensinergikan kogiatan lainnyn yang memililki
patensi sebagai days tarik pariwisata:
peningkatan sistem informasi dan promiss wisata
barbasis telnolngl puriwisate

pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
pengembangan daerah  tujuan wisata berupa
wisata budaya, wisnta alam, wisata objek khusus
dan wisata buaten:

pombinaan dan pemberdaysan masyearakat dalam
uUpdya pengembangan Kawasan Pariwisata) dan
Integrasi sistem Cleaniiness, Health, Safety and
Environtment  Sustainability {CHSE)  dalam
Kawasan Pariwisata

- perwuludan Kawasan Permuldman, meliputi:

perwujudsn Kawesan Permiuldman Perkotsan,

meliputi;

1] penvedisen perumahan yang memadal, aman
dan nyaman bagi masyaralat perkotzan;

2) ponvediaan  sarans dan prafarana
permultiman sesuai dava dukung Kawasan:

3] pengembangan permukiman produletif dan
bericelanjutan;

4 perbaikan lingkunpsn permukiman lumub
dan kurang layak huni;

9| rehabilitusi dan/atau relokasi permukiman
yang terletak pacs kawasan rawan bencans:

6] konservasi kawasan tradisivnal fetnis/
bersejarak;;

7] pencadangan kawasan permuldman Bare
tkasiba  dan  lasiba] denean  rencana
pembangunun prasiana permukimean yang
lebih terarah, efelil, efislen, produlctif, aman
dan berkejanjutan;

8) penaraan, perbaikan  dan  peninglutan
icualitas lingkungan parmuldman:

9] sosialisas] penggunaan hangunan bertingkat;
10} perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30%
dari kawasan permukiman pericotaan; dan
11) perwujudan reang terbuka nion hijau, ruang
pejalan  kald, jalur dan ruang evakuasi

bencana.

perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan,

melipiti:

1} penyedisan perumahan yang memadal, aman
dan nyamsn bagi magyarakat perdesaan;

2) penyediaan porumaiisan masyurakat
perdesaan  tstap  memperhatiban  sistem
kearifan lokal dan sistem kelearabatan yang
berladeu;

3] penyediaan SUTANE dan prasarans
permuliman sesual days dukung Kawasan;

4] perbailean’ lingkungan permuldman keurmugh
dan gurang layak huni;




5} rehabilitasl dan/ateu relokasi permukiman
vang terleiak pada kawasan rawan bencans:

b) pendtasn, perbaikan dap  peningkatan
kualitas linghkungan permukiman;

7} perlindungan terhadap Kawassn Tsnaman
Pangan beririgasi;

8) pemanfaatan |shan pekarangan permukiman
perdeszan untult kegiatan peternakan skals
rumah tangea;

b] revitallsasi Desa Tuk yang memiliki 1ate TUENE
desa dan arsitektyr khas; dan

10) perlindungan habitat satws kern Kawssan
Alas Kedston,

6. perwujudan Kawasan Pertahanen dan Keamanan,
melipuli;

al
)

<

penatasn dan pengelolann Kawasan Pertahanan
dan Keamanan:

pengendalian perkembungan kegintan di sekitar
Kawagan Pertahanan dan Keamanan: dan
pengembangan prassrana, sarana, dan utilitas
hawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4] Perwmjudan kawasan strategis sebaguimana dimalesud padn
avat (1) huraf ¢, meliputi:
8. perwujudan kewoasan strategis dari sudut kepentingan
Henoml, meliputi:
ﬁi{awaﬂan Perkotaan Tabanan, meliputi:

:

b
c)
d}
¢}

f

al
bl
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d
g)

fl

i)

b)

c)
dj
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f

pemantapan  pusat pelayanan dan  keglatan
pemerintalan;

pemantapan pusal pelayanan perdagangan jasa
dan keésehatan skala nasional dan regional;
penatagd linglhungan dan bangunan kawasan
prerkotann;

pemantapan parana  prasarena dan  utilitas
penunjang Kawasan;

peoataan - dan pengendalian kawasan  d
sepanjang koridor; dan

pengembangsn jamngan lransportasi  {erpady
lifttas Kawnsan,

Kawasan Efekuf Pariwisate Bedugul, meliputi:

pemeantzpan HKawasan Bedugul dan sekitarnva
sebapai knwasan efoktif pariwisats internasional;
pemanidpan sarana prasarana dan  utilitas
penutijane pariwisata;

pengembangan Jaringan prasarana transporbast
terpadu dan teritegrasi padea Kawasan:
pengembangan mitigssi dan adaptasi
kebencanasn; _

penatasn  lingkungan  dan  bangunan pada
Rawasam, den

penataan dan  pengendalian kuwasan  di
sepanjang koridor dan Lepi danay,

Kawasan Efekti]l Pariwisata Soka, meliputi:

pemantapan  Kawasan Soka dan  sekitarnya
sebagul kawasan efektif parwisats internasional;
pengembangan potensl minapolitum

pemantapan  sarana  prasarana  dan utllitas
penuryang pariwisata;

PERgembDAnEAN JANNEAN Prasarana transportas
terpadu dan teritegrasi pada Kewasgan;
pengembangan mitigasi dan adaptasi
kebencanaan,

poenatzan  lingkungats, den  bangunan  peda
Kawasan: dan



gl penataan  dan  pengendalian  kawasan el
sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
#. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi:
al pemontapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnya
scbagal kawasan efleltif pariwisata internasionsl:
Rl perlindungan kawasan sucl dan tempat suci Pura

Tanah Lol
€] pemantapan szrane  prasarana oden utllitas
nemunjang pariwisats;

di penpembangan jaringan prasgrana transpertasi
terpadu dan teritegrasi pads Kawgsan:
el pengembangan mitigasi dan atlaptasi
kebencanaan:
fi penataan linghungan dan  bBangunan pada
Kawasan; dan
gl penatasn  dan  pengendalian  kawasan  dl
sepanjang laridor jalan dan kawasan pesisiz,
Kawosan Agropalitan Baturit, Kawasan Agropolitan
Margn, Kewasin Agropolitan Pupusn dan Kawssan
Agrppolitan Penebel, meliputi:
4] pemantapan  potensi  wgropoliten, apgribisnis
Kawasan;
b} pengembangan potensi industri kecil menengah
agropolitan ramah linglungan;
€] pemantspan  potensl  agrowisata  berbasis
ekowisata;
di pengembangan prasarans, sarang utdlitss dan
ransportas|  terpadu  penunjang  kawssan
agropolitan;
e) Integrasi  pusat-pusal  pelayanan kegiatan
agrupolitan  dengan  sistern  perkotasn  secara
terpaEdil;
I| kotservasi lahan pertunian prodiiltif dan dacrah
resapan wir; dan
Bl pemantaspan  [ungsi dan  peran urganisas:
maARyarolct dalam pengelalasn dan
pengembangan kawasan agropolitan,
6. Kawasan Stratesis Cepat Tumbuh Kerambitan,
meliputi:
al pemantapin polensi industr dan perdagungan
dan jasa Kawssan:

9| konservast lahan peortanian produktif serta
dasrah resapan air;

c] penatasn  dan pengendealian  kawasan dr
sepan;ang koridor dun kawasan industri: dan

d) pengembangen prasarang, sarsta utilitas dan
transportas: terpadu penunjang Kawasan.

7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan
Sekilarnya, serta Kewasan Strategis Cepat Tumbulh
Pandak Gede, meliputi:

) pemantapan potensi industri dan perdagangan
dan jasa Kewassan;

b konservaal lshan pertanian  produldif  serta
tlasrah resapan &ir;

¢] penataan  dan  pengendalian kawssan i
sepanjang koridor dan knwasan industri:

d) Integrasi kegiatan (ndustrl perdagangan dan jnsa
seria keglatan pariwisita secara lerpadu; dan

¢} pengembangan prasarana, sarana utllitas dan
iransportasi ierpadu penunjang kawasan.

b. perwujudan Rawasan strategis darl sudut kepentingan
wnzial dan budava, meliputs:

[+




(1]

(2)

C.

1.

J

Kawasan Pura Batukara, Kawasan Pura Tanah Lort,

Kawnsan Pura Pakendungan, Kawssan Pura Resi,

Kawasan FPura Luhur Berijong, dan Kawasan Pyra

Gadingwani, meliputi;

al penatzan dun pengendallan serta konservasi
Kawasan Suci dan Kawssan Tempsat Suel Pura
Sad Kahyangan dan Dung Kahyangary

b) pengembangan prasarena, sarana, dan utilitas
penunjang Kewasan Pura Sod Kohyangan dan
selurih Dang Kahyangan;

¢} pengembangan dan penctapksn sistem zonasi
pemanfastan yang mencakup zona ink, zona
penyarigge, zoma pengembahgin den  zona
penunjang pads Knwasan tempat sucl sesuai
ketentuan kearifan lokal dan budaya Ball,

Kewnsarn Camr Angps Batukeru dan Kawasan

Jatiluwth, meliputi:

a] pemantapan  kawasan  sebagal  fatidiri  dan
Identitas Kabupaten berwawasan lingkongan dan
warisar budayn Bali;

b konservasy, penatman  den  peagendalian
bangunan dan ingkungan sepanjang koridor;

¢] konservasi lnhan pertanian produktif dan resapan
air;

dl penegasan pemaniaatan ruang Kawasan;

e} inteprasi fungsi konservasi, sosinl dan ekanomi
serta kepariwisctann

fl pengembangan potensi  elowisBti  secara
berielaniatan; dan

# pengembangan prasarana, sarana utlitas dan
transportasi terpadu penunjang Kewasan,

perwujudan kawasan stralegis dari sudul kepentingan
fungsi dan daya dubung lngkungan hidup, meliputi
Kewnsan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batulearu,
Hawagan Hutan Lindung Yel Leh, Yeh Lebah, dan
Kawesan Huten Lindung Yeh Ava, meliputi;

1.

pemulihan den  penanggulengan  kerusakan
lingkungan hidup Kawasan;

pengembangan  dan pengendalian kawsasan
herdrsarkan eotesi; '

pengembangan potensl ekowisats dan cduwisata
pada zona pemanfaatan;

perlindungan kelestarian kawasan such;
pengembangan  sistemn  mitigesi  dan  adaprasi
kebencannen; dan

penguaten koordinasi  kelembegaan pengzlola
KAWESan

Pasal 54

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat)
tahun 2035-2039 sehagrimana dtmaksud dalem Pasal 50
ayit (5] huruf d, terdiri atas:

Perwuiodan rencana Btruktur Rusng

Perwirudan rencana Pola Ruang; dan

. Perwujudan Rawasan Strategis Kabupaten.

Perwujudan rencatia stroktur ruang sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf e meliputi:

&, peorwujudan sistem pusart legiatan, meliput:

&
I3

pervujudan sistern perkomsan, melipat: _
a) Pengembangan Pusat Kepiatan  Lokal [PKL)
melipati:




2.

el

1} pemantapsn  dan  pengembangan  Pusat
Kegiatan Lokal (PK1);

2) pemantapen dan pengembangan perkantoran
pemerintahan skala kecamaran;

3] peningkatan infrastruktiir dasar permuildman;

4| pemantapan dan  pengembangan  fasilitay
perdagangan dao jasa skaln kecamatan:

5} peningkatzn eakupan pelayanarn sarana sosial
budaya, keseniun dan plahraga;

6] periindungan kewasan pertanian;

] pengembangan  prasarana  dan  sarana

tranaporias] urnum;

B) pengembanpan prasurana dan srrana kepiatan
sektar informal; dan

9) peningkatan pelayanan jaringan prasarana
mirkotaan air minum, jaringan drainsse,
persampahan, air limbah serta energ dan
kelistrikan.

perwijudan  Fungsi  Kegiatan Utsama Pusat

Regiatan PPK, meliput:

] pemantapan  dan  pengembangen pusat
pemermtanan kabupaten dan kecamatan:

4] pemaritapun  dan  pengembangan pusat
pemerintahan kecamatan;

3] pemantapan  dan  pengembangan plisat
keegiaten pariwisats;

4) pemantapsn  din  pengembangan  pusal
pertambuhan kegiatan ekonoriii:

5) pemantapan dan pengembangan prassarana
sogial ekonomi skala lokal;

6] pemantapan dan pengembangan terminal
penumpang,

7] pemantapan identitas Pusat Pelayanan
Bowasan vang berjatidirs budaya Ball;

8] pemantmpan dan pengembangan  kegiatan
pertanian;

9] pemantapan dan  pengembangan  Kegiatan
penghijauan; dan

10} pemantapan dan  pengembangan  kegiatan
permuikiman perlcotaan,

Perwujudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotdan

Tabsnan yeng dikembangkan sebagai pusat

kegiatan dar asistem PEN Hawasan Perkotoan

sarbagita, maliputi:

1] pemeantapan dan pengembangan  pusat
perdaganpan dan jasa serta keseliatan skala
nasional dan regional pada Pusit Pelayanan
Eawasgan yang merupakan  bagian | PEN
Rawasnn Perkotaan Ssrbagity;

2} pementapnn dan pengembangan prasarana
penunEng pariwleats,

d] pemantapan dan pengembangan  terminal
penurnpang; dan

4] pemantapan integrasi pengelplaan terpady
Huwasan Perlolasn Tabanan dengan PKN
Kawasan Perkotaan Sarbagita.

perwuudan distem perdesann, melipoti:

a)

perwiujudan  fungsi Kegiatan Utama Pusat

Kegiatan PPL, melipuii;

1] pemantspan dan pengembangan kegiatan
pelavanan masyarakat;

2 pemantapan dan  pengembangan kegiatan
perdaganpan dan jasa skala desa;



3] pemantapan dan pengembangan pelavanan
pendidikan skala lokal;

4] pemantapan dan pengembangan pelavanarn
kesehatan skala dess;

3] pemantapan  dan pengembangan  sarana
olahraga slala dess; dan

B) penyedisan RTH untuk menunjang fungsi PPL
dan Kawasan perdesaan.

b perwujudan sistem jaringan transportasi, mielipat;
perwujudan sistern jaringan jalen, meliputi:

1.

&l

1]

¢}

d

el

h)

k)

1]

m

1]

Pl

K

perwijudan jalan arteri primer (JAPL, meliputi
pemeliharann dan peéningkatan kualitas jaringan
jalan nasional yang telah ada;
pemeliharaan dan peningkatan koulitas faringan
jelan kolektor primer dengan status jalan provisst
atau JKP-2 dan JKP-3; '
rencana pengembangan jalen  kalektor primer
dengan starus jalan provins;
pemelibntaan  dan  peningkatan  kualitas
pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan
status jalan kabupaten atag JKP-4,
pemeiinarean dan  peningkatan kualites
pelayanan jarngan jalan kolektor sekunder
dengan status jalan kabupaten;
pemeliharaan dan peninglatan  kualitas
pelayanan faringan jalan lokal primer dan jalan
lokal sekunder wilayeh kabupaten;
pemelilarasn dan  peningkatén  kualitas
pelayanan jarmgen jalan lngkungan primer dan
Jalan linglomgan selounder wilavah kabupaten;
pemeliharsan  dan peninglatan  kualitas
pelavanan juringan jalan linglkungan primer dan
lulan ingkungan sekunder wilayah kubupaten;
porwitjudan Jalan Khusus, meliputi
pemeliharaan  dan peningkatan  kualitas
pelayanan jaringan jalan khusus:
Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahar
dan pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:
lj nias jalan  Gillmanuk-Negara-Pelatatan-
Soka-Menpwl;
4] ruas jalan Soka-Celukan Bawang;
3] muas Canggn — Mengwi - Singspadu; dan
4] ruas Bandar Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via
Singanpadi, _
rencand pengembangan jalan dangan status jolan
kabupaten stau JKP-4  melalui penvisunan
kajian kelayvakan;
peringkatan lualitas terminal penumndrig Tipe
;
pengembangan dan penataan trayek anghutan
PEFLMPANE wITlm;
pengembangan  sentral parkir pada kawasan
pariwisata Tanah Lot
peneorapan Manajemen dan Rekavasa Lalu Lintas
untuk mengoptimalkan penmrunann jEringen
jalan dan pergeralian lalu lintas;
pengembangan kawasan berpriecitasi  fransit/
Transit Oriented  Development  (TOD)  pada
Termingl Penumpang Stesiun Kersta Api dan
kawasan potensial lainnya seteleh melalud kajlan!
perwujudan Terminal Borang,  melputi
pengembangan terminal barang sesuni lkajian




t] pembungunan dan pemeliharaan ritin jembatan:
dan

9] pengembangan  jalur  pejalan kald  wntuk
menunang aktivitas ulama kota, antara lain
perdagungan dan jasa, pariwisats, perkantoran
dan kawssan fasilitas umum.

perwnjudan sistem jaringan kereta api, meliputi:

a} pengembangan  Jaringan  Jalur  Kereta Api
Antarketa yaitu jaringan kereta apl melinghar
mengeliling Pulan Balj;

b} pengembangan Stasiun  Penumpang dapat
diintegrasikan dengan stmpul transit lainnya
secara terpadu menjadi Kawasan TOD;

¢l pengendilian bangunan sekitar sempadan =)
kereta-api;

d) pengembangan persimpangan tidak sebidang
sistem jaringan lcereta api; dan

€] penyediaen HTH di sepanjang ~sempadan re]
kersta apl.

perwujudan sistem jaringnn sungai, danau, dan

penyeberangan, maliputi:

f| pemaniepan Alur Peloyaran Sungal dan Alur
Pelayaran Danasu di Danau Beratan: dan

b pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau
Fengumpan mellputi dermaga Danau Beratan
dan dermaga wisata Danau Bedugul.

¢ perwujurlan sistem jaringan energi, meliputi:

1

perwujudan  jaringsn  infrastruktur  penvaluran

tenaga listrik dan saranu pendukung, meliputi:

g pengembangan dan pemeliharean Saluran Udara
Tegangan Tioget (SUTTY;

b) pengembangan dan pemeltharaan Saluran Udara
Teganigan Menengah (SUTM);

¢} pengembangan dan pemehharnan Saluran Udara
Tegangan Rendah [SUTR): dan

d| pengembangan dan pemeliharaan Saluran Rubel
Tegangan Menengah (SKTM].

pengembangan Jaringan Infrastrukiur Penyaluran

Tanuga Listrik dan Sarana Pendulung, meliput:

4] pengembangan Saluran Udara Tegangnn Elstra
Tingg |SUTET] Cilimanuk-Antosari:

bl Pengembangan Gardy Listrik berupa Gardu
Indule meliputi Gardu Induk gos insuleed
swpitchgedr tegangsn ekstra tngg  (GISTET)
Antosari / Gilimanuk;

¢] pomantapan Travo Listrik:

d] penatusn jaringan tranamis| vang telah arda;

) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan
secara merata ke seluruh Wilavah Kabupaten;

[} Pemellharaan Gardu Listrik yang telah ada,

meliputi;
1] Gardu Induk gas wmisulnted switchgear Tanah
Lot

4] Gardu Indule Antosari: dan
3] Gardu Induk Baturiti,

¢ pengembangan jaringan bawah tanah secara

terpadu dengan sistern utilitas lainnya untuk
meningkatkan  kualitas dan  estetika  ruang
Wilayah Kabupaten;

bl pengembangan  Stasiun  Pengisian  bateral
Kendarsan Listrik SPKLU dan SPBKLU,

i| pemanfaatan energl barg terbarukan sebagai
sumber energl Hsteik; dan




il

penpembangan konsep smart grid atay Jaringan
listrike  pintar untuk menngkatkan  efisiensi,
kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistriloan.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, roeliputi;
1. perwuiudan Jaringan Tetup, melipiiti-

Lol

f.

aj
bj

pengembangan Infrastruktur Jariagan Tewap; dan
pengembangzn Jaringan Tetap

2. perwujuden Jaringan Bergeraic Seluler, meliputi:

a}

)

i)
d)

5]

]

gl

pengembangan cialtupan dan kyalitas Ieyanen
Jaringan nirkahel:

pemanfiatan jaringan terestrinl sistemn nirkake!
dengan  penutupan  wilayvah hlankspot pada
witayah berbukit, pegunungan atay terpencil;
penatasn  dan  penpaturan  menara  Hase
Transcetper Station (ETH); '
pemenuhan kebutuhan laha lintas telekomunibes
seluler nirkabel untuk seluruh  eperator varg
menjangkau selurul wilayah.

pengembangan jaringan layaman internet pada
fasilitas umum dan menjengkay selurak wilayah
desa adat di wilayah kabupaten:

pemerklaan  jangkauan  slaran  televisl  dan
kehutithan telekomunikusi lainnya; dan
pelayanan satelit komunlkasi dan stesiun bami
yang lokasinya ditélapkan sesual  ketentusan
perundang-undangan,

prrvijudan sistem jaringan sumber daya air, mel{puti:

l. pe
i)

I3
o}

d}

e}
f)

R

rwuiudan sistem jaringan iriggeai, meliputl;
pengembangan  dan  pemeliharadn Jaringan
Irigasi Primer;

pengembangan  dan  pemeliharaan Jarinpan
Irigasi Sekunder;

pengembangan  dan  pemeliharaen  Jaringan
Irgasi Tersier;

pemeliharaan, peningkatar  pelavanan  dan
efelctivitas penpelolasn air pada sistem jaringan
irigasi vang telah ada;

peningkatan  koordinas! Deerah  lrigasi (DI
kewenangan Nasional dan Provinsi:

pemeliharaan dan peningkatan fungsi Dacrah
Irgasi (D) Kabupsaten; dan

pendayagunsan jaringan irigasi air tanah din i
baku untuk sir minum dengan sumur bor yang
teleh dibangun di beberapa kawasan melahui
pengembangan  jarinegan distribusl dan
pemeliharaannya.

2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi;

3

rirmalisasi sungai]

pemetpan kawnsan rawan banjir;

pengembungan sistem peringatan dini; dan
kajion penpembangan bangunan pengendalian
banjir rob di selurul pantal vang berpotensi
rawan gelomiang pasang,

3. perwujudan Bangungn Sumber Daya Air melpuit:

a)
b
&

it

pembangunan Bendungan Lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sanda;

pengembengan, pemeliharsan, dan peninghkatan
kapusitas Bangunan Sumber Daya Air; _
pengembangan air baky pada kewasan yang
mengalami kesulitan penyediaan sir bulay; dan
pemanfaatan dan pengolahan air Inat; air hujan
dan sumber air lainmya untuk air baku,

perwiijudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:




1.

perwijudan sistem penyedisan air minum (SPAM],
mellputi:

al

b)

¢]

o

':J.
f

el

perwujutss jaringan perplpasn, meliputi:

1] pengembangan, pemeilharsan, dan
peningkatan kapasitas jaringan  Unit  Afr
Balou;

2] pungembangan, pemelibargan, dan
peringkatan  kapasitas . jarinegsn Unit
Produksi;

) pengembangan, pemeliharaan, dan
peningkatan  kapasitas  jaringan  Unit
Distribusi; dan

4) pengembangan, pemelibaraan, dan
pemingkatan  kapasitas larmgan  Unit
Pelavanan,

prrwujudan buksn jardingan perpipann; meliputi:

1] pengendalian pengembangen sumur patnpa;
tian

3 pemeliharaan dan peningikatan  bangunan
PENSngrap mata air vang telah ada

Pengeémbangan jaringan air minum Kowdsan

Perkotaan;

pehgembangan Jaringan air minum Kawasan

Perdésasn:

pengembangan unit air bakyu allernatif;

melakuban upayn kerjasama  dengan  daersh

seldtarnya yang memiiik sumber mata air: dan
pengembangan Sistem Penyediaan Alr Minum

Regiomal yang melayani wilaysh Daerall dan

sekitarmya.

perwijudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
meliputi:

aj

b)

IS

perwuiudan infrastruktur sistem pengelolsan air

limbeh domestik, msliputi:

I pengembsngan SPAL setempat den komunal
di kewasan-kawasan padat permukiman;

2} pengembangan [PAL di Kawasan Perkotaan;

3} pengembanpgsn [PAL di Kawosan Efektif
Pariwissta:

4] pengembangan [PAL berbasis insvaraksat,;

9] pengembangan sistem pengelolnan air limbah
perpipaan  di  dalam  kawssan perkotasn
menuju [PAL;

6} pengembangan sisterm pengelolaan air imbah
setemipat dilaliukan secars Individual: dan

7] pengembangan sistem pengelalaan air limbah
ltomunal,

pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Al

Limbal Non Domestik sesuzai Kajian; dan

petigembangar  Pengelolsan  Limbah  Bahan

Berbahava dan Beracun sesuai kajiun,

perwojudan sistem jaringan persampahar, melipali;

a)

b)

pengembangan  Tempat  Pengelolann  Sampah
Reusa, Rechice, Rerycle (TPSAR);

pengembangan Tempat Penampungan Sementara
(TPS);

pengembartgan Tempat Pemirosesan Aklic (TPA)
pengembangan Tempat qumpungan Sampah
Terpadu [TPSTY;

pemantapan kerjasama pengelolasn samgai pada
TPA Reglonal Sarbagita;

pengembanzan  dan pemantiapan  peiayanan
prasarani dan Utlitas jaringsn persampahan:



i

gl peningkatan peran serta Mesyarakat dan dunia
usalia dolam pengelolaan persampahan berbasis
surmber melalui pula 3R (Reuss, Reduce, Reacycle):

hl péningkatan kerja sama antar Wilayvah dalam
pengelalaan persampahun;

i) pemesyarakatan dan sosialisas] Konsep 3R!

Ji° perungkaten kegiatan penpurangan sampah dard

sumbernya:
k| peningkatan sarana pengelolsan sampah;
}}  pembalassn penggunaan dan timbulan sampah

plastik;
m) peninglastan pénanganan sampah: dan
1] penyusurisn dokumen rencans induk

(masterplan] persampehen kabupaten.
perwujudan  sistem jaringan evakuasi bencana,
meliputi:

8| penetapan dan pengembangan Jalur Evalkuasi

Bencina;

B] penectapan dan pengembangsn Tempal Evalaaas|

Heneaiia;

cf pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan
svakuasi bencana;

d] pengembingan sistern mitigasi bencana secara
terpadu

¢) pengawasan dan pemelihargan  sarana  dan
presarand sistem jaringan svakuss bencans; dan

1 penvusunan  rencana  Induk (masterpian)
kawasan rawan bencana Kabupaten.

perwLiugan sistem jaringan drainase, meliputi:

8] penyusunan mesierplan drainase Kabupaten;

b) pengembenpan  dan  pemeliharaan Jaringan
Drainase Primer:

¢t pengembangan dan  pemeliharasn Jaringan
Drainass Sskunder:

d] pemcliharsan  dan  pemeliharsan  Jaringan
Drainase Tersier; dan

€] pengembangsn sumur resapan den  lubang
blapaor,

(3] Perwnjudan reneana pola rusng sebagalmana dimaksud
pada ayal (1] huraf b meliputit
& perwuudan Kawasan lindung, meliputi:

1.

perwuiudan Badan Alr, meliputi;

al permeliharasn dan pelestarian badan air;

b) pengembangan tanggyl badan air;

€l pungelolaan hidrologs dan kualitas air Wilayah
Sungi; dan ' '

d) pemantawsn dan pengendalian  kegiatan  bud
dayn agar tidel menurunkan kualites! fungsi
badan air.

perwujudan Kawnsan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannyi berupa

Kawasan Hutan Lindung, mellputi:

& peonetapan tale bataa Kewapen lindurg di doalam
Kawasan hutan;

b rehobilltasi don  revitalisesi Kawasan hutsn
Lindung;

¢) pengawssan dan pemantausn secara mutin umtuk
mencegdl  terjadinve  penebangan  lar  don
kebalaran Kewasan Hutan Lindung,

d) pengembangan vegeiasi tegakan tnpgi vang
mompy  meémbearikan  periindungan  terhadap
permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke
dalam tenah:



el

pengembangan biok penyanpga pada kawasan
vang berbatgsan dengsn  Kawasan Hulan
Lindung;

melakulan program  pembinean, penyuluhan
kepeda masyarakat delam upsys: pelestarisn
Kawasan Hutan Lindung; den

pengendalian kegiatan budi daya sgar tidak
mengzangon  fungsi lindung Kawasnn Hutan
Lindung,

3, perwujudan Kawasan Perlindungan = Setempat,
berupa perlindungan kesucian Kawasan Sucl dan
Kawasan Tempatl Suct, meliputi:

&l
=}

c)

pemeantapan fungsi dan penatsan  lawasan
perlindurgan sstempat bemupa kawasan suci;

pometapn  kawassn  perlindungan  sttempat

berupa tempal sucif Pure;] dan

pengawasan  dan  pengendalism  kegiatan
pemanfasian mang agar tidak mengsngiey fungsi
Kawasan Perlindungan Setempat.

4. perwujudan kawaaan konsorvasi, meliputi;

)

H

al
i}

2|

perwujudan Csgar Alam, meliputi:

1] rehabilitast dan pengamanan cagar alam;

2} peningkatan diversifikasi atuu
keanekaragaman hayail) dan

3) penegasan tuta batas dan zonasi cagar alam.

perwufudan Taman Wisata Alam, meliputi:

1] rehahilitesi Tamah Wisata Alao;

2} pendayaguniean dan  pelestarian potensi
hutan wisata; dan

3) pembatasan kegiatan wisata alam.

penyedinan  fasilites  untuk  Kepentingan

pendldilean dan penelitipn;

pengustan  progam dan pemberdayaan

masyaralil, dan _ ,

pemetaan  dan  penetapan  jalur/koridor

perlindungsn penyu dan satwa Har.

b, perwnjudan Kawasan Budi Daya, melpuri:
. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakvat medputic

al
b|
o)

d)

pemetasn luas dan kondisi kawasan perkebunan
raEval;

pengeinbangan komickiitas kays dan neon kayu
penunjang industr kerajman;

rebabilitasi dan konservast kawasan perkebunan
akyat; dan

pengembangan  kawasan  perleebunan  rakyat
untuk kongervast dalam benmik kebun raya df
luar kawasan hitan.

2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:

B}

perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:

I} pemetaan. Kawasan tanmman pEngsEn
produktif;

2) pmetapan Lahan  Pangan  Pertanian
Berkslanjutan  (LP2B)  demi  ketahanan
pengan;

3 peninghkatan jaringan irigasi;

4] peninglatan intensifilas lahan;

5] penguatan kelembagdan subak dan
kslembagaan petani lainnya teckait dengan
ponigelolaan sumber daye air untul irigesi,
pengadaan sarmna produbsi, panen, pasca
panen dan pemasaran,



P

b)

0) ponpembangan  secara bertahap  sistem
pertanian  organik i seluruh  wilayah
kabupater;

"I pengembangen kawasan sentra produksi
prrtanien melalul sistem agribisnis terpadu
VENg terintegrasi  dengan pengembangsn
kawasan agropolitan:

Bl pengembangan kebijakan PEnEntegrasian
sektor pertanian detigan pariwisata;

9] peningkatan produltivitas lnhan-lahan sawal
melalul intensifileaasi Inhan pertantan:

10] pengembangan  komoditas yang adaptif
terhadap perubahan [klim;

11} pemantapan pelayanan faringan irigasi:

12] percegahan dan  pembatasan alih  fungsi
kawasan lanpman pangan beririgasi;

13) pengembangan  budidaya perikanan pads
suiuran irigast dan

14) perlindungan kawasan terasering sawah,

perwujudun Kawasan Hortileultura, meliput;

1} pengembangan lkomoditas tasaman bush-
bushan  bercampur  dengan kawasan
perkeburian rakyat;

2] psmantapar Kawagsn Agrapolitan  Baturiti
berbasis pertanian hortikullura;

3] pengembangan  kemitraan dengan  sekidr
industri dan pariwisata;

4) pengembangan  luusan kawssan budidaya
hortikultura arpecdk secarn bertohap pada
tiap subak den dean sesuai polensinya;

3l pengembangan tanamnn hartileultura
meliputi tanaman bungs, tanaman hias, BAyLr
TOAYT,

§) pemanfaatan lahan  basah yang belum
beririgasi pada bulan - bulan kering:

7) pemilican jenis komuditas yang memili nilai
ekorionis;

Bl pembatasan perlussan budi dava hiortikualtura
sayur mavur dan leawasan perkebunan dan
perkebunan ralgat;

9] pengendalian kegiatan budidaya hortikuiturs
sayur meyur pada kawasan  dengan
keemiringan di atas 40% (empat puluh persen);

10] peningkatan sarand dan OrEsaranas
hortileufturg;

V1] penguatan kelembagaan petani terkait dengan
pengelolaan sumber daya air untuk. irgasi,
pengadaan sarana produles, panen, pasca
panen dan pomasaran; dan

12} pengembangan sentra agropolitan latnnva.

perwujudan Kawasan Perkibunan, meliptat;

l] penetapan  lkawasan  perkebunan  dan
penetapan kamoditas unegulan;

2) peningikatan sarana dan prasarana kawasan
perkebunsan;

3] penguatan kelembrgaan petant terkait dengan
pengadaan sarana produksi, panen, pasca
panen den pemasaran;

4] pengembangan kawasan perkebunan;

Bl peningkatan pelavanan sarana den Prasarans
penduling sistem agribisnis dan
ggroindustry;




3.

6] penguatsn sistem kelembagaan kelampok tani
atau papoikian;

7 pengembangan agrowisata  dan  kemitrasn
dengan sektor industr dan pariwisata:

8) peogembangan luasan kawnsan perkebunan
organik secara bertahap;

49) pemantapan Kawasan Agropalitan betbasis
tanomen perkebunan;

L0)integrasi  kegiatan  peternakan  dengan
kawasan perkebunan;

11} identifikasi dan pemetaan potensi kawassn
pertambangan yang ada di  kawasan
perkebunan; dan

12) pengendalian  dan  optimalsasi  kegiatan
pertambangan pado kawasan perkebunan.

perwyudan Rawnsen Peruntukan Industri, meliputi:

)

bl

c)
d}

€]

pengembangan potensi Nawasan  perunmkan
industri; dan

pengembangan  sentra  industrl kecil  dan
rnereigah 151]{]".1'[] terintegrasi denpuan kowazan
permakiman;

pengrioiean Kawasan Peruntukan Industs seéprs
berikelanjutan;

penyediaan infrastrukiur pendukung kegiatan
industr]:

pengembangan  dan  peningkatsn  prasarana,
sarang, dan ufilitas 'dl Kawasun Peruntukan
lndustry; dan

PENEAWASAN dan pemantauan serta pengesdalian
terhadap  kegiatan industri untuk mencegah
timbulnya pencemaran lngkungan di Kawasan
Peruritiskan fndustri.

perwiiudan Kawegan Pariwisata, meliputi:

aj
1]

el
dj

&)
fi

G
h)

i
1)

ke
i)

m)
nj

pengombangan Kawnzan Efeldil Pariwisata:
pembangunan infrastruktur penunjang
pariwisata;

pengembangan fasilites pariwisats;
pengembangin kewasan pariwisata berkonsep
el st

pemantapan dart pongembangan DTW dengan
konsep ehowissts;

pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
pada DTW secara terbatas;

peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
progembangan dess wisats;

peninghkatan kualltas obyek wisats:

pangelolaan Kawasan — Puriwlgata  sécara
barkelanjutan;

pengembangan symber days parfwisata dan
ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisaza:
pengmmbangan Kawasan Wisate dan objek wisats
bar,

pengembangan Destingsi Wisatsg Daerah:
mensinergikan heglatan lainnya yang memiliki
potensi sebagal daya tarik pariwisate
peningkatun sistem informasi dan premoes! wisata
bérbasia teknologl pariwisata;

pengembanpan jenis dan paket wisatn ungealan,
pengembangan daerah tjuar wisata berups
wisatn budaya, wisata alam, wisara objek kliusus
dan wisata buatan;

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam
dpaya pengembangan Kawasan Pariwisata; dan



8] integrasi sistem Cleanlinsss, Heaith, Safety and
Enuvirontment  Sustainability (CHSE| dalam
Kawasan Pariwisata

5. perwujudan Kowasan Permukiman, meliputi:

8| poawujudan Kawasan Permukiman Perkoteai,
melput:

1] penvediaan perumihan yang memadai, amean
dan nyaman bagl masyaralkat perkaotaan:

4] penyediagr  sarann dan prasarani
permuldman sesual dava dukung Kawasan,

9] pengembangen permuldman produktl dar
berkelanjutan;

4] perbaikan Hnglkungan permuldman kumuh
dan kurang layak huni;

3} rehabilltasl dan/atau relokas! permukiman
yang terletak pada kawasan rawan beneana;

6] lonservast  kawasan tradisional fetnis/
lrersejarah;

7} pencadangan  kaweasan permukiman baru
flasiba dan  lasiba) dengan  rencans
pembangunan prasarsns permukiman Yang
lebih terarah, efektlf, cfisien, produlktif, aman
dan berkelaniutan:

8] penatagn, perbaikar  dan  peningkatan
kualitas lingkungan permuldman:

9] sesialisasi penggunusan bangunan bertingkat;
10) perwuiudan ruang terbuka hijau minimal 30%
darl kawasan permuliman perlotaan: dan
11) perwajudan ruang terbuka nen hijau, TUang
pejalan  kald, jalur dan ruang evalaiag

bencann

bl perwujudan Kawasan Permukiman Perdessan,
meliputi:

1) penyedisan perumahan yang memadsi, sman
dun nyaman bagh masyarakat perdesasn;

2] penyedisan perumeahan masyarakat
perdesasn  tetap memperhatiban  sistem
kesrifan lokal dan sistem kekerabatan Vailg
berlaku;

3} penyediaan sArAna dar Frasaruns
permulaman sesusd dava dukung Kawasan;

4} perbaikan lingkungan permukimen kumuh
chan kurang layak huni;

9] rvehainlitasi danfatau relokas! permukiman
vang terletals pads kawasan rawan bencana;

i) penatann, perbaikan  dan  peningkatan
kualiras lingloungan permuliman;

7] perlindungan terhadsp Kawasan Tanaman
Mangan beririgasi;

8] pemanfaatun lahen pekarangan permuliman
perdesnan untule Kegiatan peternaican skala
Fumedl tangga; )

9) revitalisasi Desa Tus yang memilild tata ruang
desa dan arsitektur khas; dan

10] perlindungan habitat saiwa kera Kawasan
Alas Kedaton.

6. perwuiudan Kawesan Pertalianan dan Kedmanan,

meliputi
8] penataan dan pengelolann Kawssan Pertahanan
tlzn Keamenan;

b] pengendalisn perbembangan kegintan di selitar
! Ruwasan Pertahanan dan Keamanan: dan



el

pén_gﬂmbmngan prasarans, sarana, dan utiliss
Kawasun Pertabanan dan Keamanan.

[ Perwujudan kawasan strategs sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, meliputl;
& poarwujuddn kawasan stratogis dari sudiit kepentingan
ekonomi, meliputi:
Kawasan Perkotaan Tabanan, meliput:

s}
b
=
d)
e}

f

pemaniapan pusat pelayanan  dan  kegintan
pemerintahan;

pemantapan pusal pelayanan perdagangan jasa
dan kesehatan skala nasional dan regianal;
penataan lingkungan dan bangunan kawasan
perkotagn; :
pemantapan sarana  prasarana dan utilitne
pentunjang Kawasan;

penataan  dan  pengendalian  hkawasan  di
sepaniang karidor; dan

pengembangan  jaringsn  trunspertasi  ferpadu
lintas Kawasan,

Kevasan Efeltil Pariwisate Bedugul, melipurl:

@)
)
)
d)
¢}

J

pemantapan Kawssan Bedugul dan sekitarmya
sebaga; kirwasan efekiil pariwisata Internasional:
pemaniapan sarana  prasarane  odon o utilitas
penuniang pariwisata;

pengembangan faringan prasarana transportasi
terpadu dan tectegrasl pada Kawasan:
pengembangan mitigisi dan adaptasi
kebencanaan;

penatagn  linghungan dan bangunan  pada
Kawasan; dan

penatian dan pengendalian kawasan i
sepanjung Korldor dan tepl danau,

Kawasan Elektif Pariwisata Solaa, m eliputi:

&}

b]
¢}

dj
o
1
8l

pemantepan  kKawasan Socka dan sekitarmya
sebagnt kawpsan efektil pariwisata intetmasional:
pengembangan potensi minapolitan;

pemeEniapan sarans  prasarana dan utilitas
PEnUNjENg pariwisalu

pengembangan jaringan prasarana transportass
terpadu den teritegrasl pada Kawasan;
pengembangan mitigasl dan adaptasi
leebencanaan;

penalaan  linghungan dan  bangunan pads
[Kawasan; dan

pendtnnn  dan pengendalian kowasan  di
sepanjang koridor falan dan kawasan pesisir.

Kawasan Efektil Pariwisata Tanah Lot, meliputit

'-E'.]

b)

.f_='.|

]

=

pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnva
sebegmi knwasan efektil pariwisata interngsional;
perlindungan kawasan suci dan tempat suel Mara
Tanah Lot;

pemunlapan  #arana prasaranas  dan utilitas
penunjang pariwisata;

pengembangan jaringan prasarana tronsportés)
térpadu dan teritegrasi pads Kawasan:
pengembangan mitigaai dlian adaptasi
kebencannam;

penataan  lingkungan dan bangunan pada
Katw st dan

penataan  dan  pengendalian  kawasan ]
sepanjang koridor jalan dan kawasan pestsir,



5.

=

Kawasan Agropolitan Bataritl, Kawasan Agropolitan
Margs, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan
Agropolitan Penebel, meliputi:

a) pemantapan  potens! agropolitan,  ugribisaig
Kewmsan;

b} pengembangan potenst industri leecil menengalh
agropulitan ramah lingkungan;

¢) pemantdpan potensi  agrowissta  berbasis
elowisata;

dl pengembangar prasarana, sarana utilitas dan
trensportast terpadu penunianpe kawasan
agropoiitan;

e integrasi  pusat-puset  pelayanon  Jegiatan
agrapolizan dengan  sistern perkotzan  secars
terpadu;
konservasi lahan pertanian produktf dan daerah
resapan air) dan

gl pemantapan  fungsi dan peran  arganisssi
mEsyarakat dalam pengefolaan dan
pengembangan kawasan agropolitan.

Kawasan 3Strategis Cepat Tumbuh  Xerambhtan,

melipati:

al psmdntapan potensl mdustri dan perdangangan
dan jasae Kewuasarn; '

b) komservasi lahun pertanian  produkitl  serta
diaerab resapan air;

¢l penataan  dan  pengendaliun:  kawasan  di
sepunjang koritlor dan kawasan industt: dan

d} pengembansan prasarana, sarann utilitas den
trahsportas: terpadu penunjang Kawesan.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan

Seltitarnys, serta Kawnsan Strategis Cepat Tumbuh

Pandak Gede, melipati;

@} pemantapen potensi industri dan perdagangan
dan jasa Kawasan;

bl kanservasl lahan pertanian  produktf serta

dacrah resapan alr;

penutaan  dan  pengendalian kawsdsan di

sepanjang koridor dan kawasan industi;

d) integrasl kegiatan industrd perdagsngan dan jasa
seria kegiatan pariwigata secarn terpadu; dan

el pengembangan prasarans, Sarana utlitas dan
transportasi terpadu penunjiang kawagan.

o

b. perwvjudan kawasan strategis darl sudur kepentingsn
sosial dan budava, meliput:

1.

Kawasan Pura Batukoru, Kewasan Pura Tanal Lot,
Kawasan Pura Pakendunpan, Kawasan Pura Resi,
Kewsean Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Purs
Gadingwani, meliputi:

‘8] penataan dan pengendalian serta korigervasi

Kawmsan Buci dan Kewasan Tempat Suel Pura
Sud Kahyungan dan Dang Kahgangan

b} pengembangan prasarana, sarans, dan utilites
penunjang Kawasan Pura Sad Kahyangan dan
seluruh Dang Kahyangan;

tl pengembangan dan penstaplan sistem zonast
pemanisatan yang mencokup zong int, zona
penyangga, 7Zona pengembangan gan zona
penunjang padas Kowasan tempat suct sesual
ketentuan kearifan lokal dan budaya Ball,

Kawasonn Catur Anggsa Bambkaru dan Kawasan

Jatiluwih, meliput:



(1)

(2)

| pemantapan kawasan sebagsi  Jatidifd  dan
identitas Kabupaten berwawasan linglungan dan
wharizan budaya Ball;
b) lmnservasi, PENaTEan dan pengendalisn
bangunan dan lingkungan sepanjang koridor,
¢] konservosi lshan pertanian produlktif dan resapan
air;
d] penegasen pemanfaatan rogng Kowasan:
gl Integrasi fungsi kenservasi, sosial dan ekoromi
serta kepariwisatann;
i pengembangan  potensi  ekowisata  secarn
berkelaniutan; dan
g pengembangan prasarana, sarang utilitas dan
transportasi terpadu penunjang Kawasan,
¢ perwujudan kawasan strategis dar sudot kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, melipud
Kawnsen Hutan Lindung dan Csgar Alam Batukary,
Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dao
Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, melipui:
. pemulihon  dan  penanggulsngan  kerusakan
Ungkunpsn hidup Kawasan;
2. pengembanpgan  den  pengendulinn | kawasan
berdasarkan zonasi
4. pengembangan potensi ekowisata dan sduwisata
f pada zone pemaniaatan;
4 perlindungan kelestarian kawasan suei;
S. pengembangan  sistem  mitigasi  dan  adaptasi
kehencanann; dan
B, penguatan  koordinasl kelembagaan  pengelola
kawasar, .

Pasal 55

Indilasi program utame jangka menengah tahap V (lima)
tahun 2040.2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (3] hurufe, terdiri atas:
8. Perwujudan rencana Struktur Ruang
b Ferwujudan rencana Pola Ruang; dan
€. Perwujudan Kawasan Strategis Habupaten,
Perwujiidan rencana struktur ruang sebagaimana dimalksud
puda ayat (1) hurul a maliput;
a. perwujudan sistem pusat keglatan, meliputi:
l. perwujudan sistem perkotann, meliputi:
al Pengembangan Pusal Kegiatan Lokal [PKL)
melipuiti: .
1) pemantapan  dan  pengembangan  Pusat
Kegintan Lokal (PKI);
4) pemantapan dan pengembangan perkantorarn
pemerintahon sikela kecamatan;
3] peningkatan infrastrultur dasar permukiman:
4] pemantapan dan  pengembangan  fasilitas
perdapangan dan jasa skala kecamatan;
5] peningkatan cakupun pelayanai sarana soslal
hudaya, kesenian dan olahraia;
6] perlindungan kawasan pertanian;
7) pengembangan prasamana dan sarana
trungportast wmam;
8l pengembangan prasarana dan sarana keglatsn
ssletar informal; dan
9) peningiatan pelavanan jaringan prasarans
perkolgan  pir minum, jaringan  drainase,
persampathan, air limbeh serta energi dan
kefistrikan,



b) perwujudan Fungst Kegiatan UUtama  Pusat

Kematan FPK, meliputi:

) pemantapan  dan  pengembangan  pusat
pemerintahen kabupaten dan kecamstan;

2} pemantapan dan  pengembangsn  pisat
pemerintahar kecamatan;

3] pemantapan  den pengembangan  pusst
Kegiatan parwisaia;

4) pemantopan  den  pengembangen  pusat
pertumbuban kegiatan ekonomi;

3} pemantapan dan pengembangan prasarana
soslal ekonomi skals lolal;

] pemantapan dan  pengembangan  termingl
petiumpang; '

7] pemantapan identitas Pusat Pelayanan

- Kawasan yang berjatidiri budays Bali;

g) prmantapan dan pengembangan Kegintan
pertanian;

9} pemantapan dan pengembangan  kepiatan
penghijavan; dan

10] pemantapan dan pengembangan  keglatan
permuliman perkotaan,

¢l perwujudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan

Tabanun yang dikembanghan sebagsi pusat

k=giatan dari system PEN Kawasan Perkotaan

surbapgite, meliputi:

1) psmantapan  dan  pengembangan  pusat
perdagangan dan jasa sorta kesehatan skela
nagional dan regional pada Pusal Pelayahan
Kawasan yang merupakan bagian PKN
Kawasan Perkotaan Sarbagita;

2) pemantapan don pengembangan prasarans
penurjang pariwisata;

J) pemeantapan dan pengembangan  terminal
penumpang: dan

4] pemantapan integrasi pengelolaan torpadu
Kawasan Perkotaan Tabenan dengan PEN
RKawasan Perleotann Sarbagite.

2, perwujudan sistem perdesaan, meliputic
o] perwujudan  fungsi Kegintan Utama  Pusal

Kegiatan PPL, meliputi:

1l pemmantapan dan. pengembangan kegistan
pelayansn masyarpkat;

2) pemantapan dan pengembangan  kegiatan
perdagangan dan jass skala desa;

3] pemantapan dan pengembangan pelavanan
pendidiken skaia Inkal,

4] pementapan dan pengembangan pelavansn

keseliatan slala desa;
3] pemantapan dan pengembangan  sarana
olahraga skala desa; dun
B penyediaan RTH untuk menunjang flungsi PPL
dan Kewnagan perdesaan.
B, perwujudan sistem jaringan tronsportas], mallpoti
1. perwujudan sistem jarmgen fglar, meliputi:

o) perwujudsn jalan arter primer (JAP), meliputi
pemelibargan dan peningkatin kualites jaringan
Jalan nasional yang telah ada;

b} pemeliharaan darl peninghkatan kuslitas jaringan
jalan kolelttor primer dengan status jalan provinsi
mizit JKP-2 dan JKP-3;

¢l rencana pengembangan jalan  kKolektor primer
dengan atatuy jelan provinsi;



d) pemeliharean  dan peningkatan kualitas
pelayanan jaringan jalan kalektor primer dengan
status jalan kabupaten atau JKP-4;

¢] pemeliharaan  dan  peningkatan  kualitas
peleyanan jaringan julan kolekinr sekunder
dengan status faloy kabupaten;

fj} pemeliharaan  dan peningkatan  kualitas
pelayanar jaringan jelan lokal primer dan julan
lokal selmnder wilayali kabupaten;

gl pemelibarsan  dan  peninglatan kualitas
pelayanan jaringan jelan Unglmngan primer dan
jalan [ingkungan seliunder wilayah kabupaten;

hl pemeliharaan  dan  peningkatan  kunlitas:

pelayanan jaringan jalen lingkungan primer dan
jalan linglungan sekunder wilayrh kabupaten;

i} perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharaan
dan peningkatan lkualitas  pelayanan jaringan
Jalan khuaus;

JI Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahan
dan pembpangunan jalan tol antar kota, melipatl:

1} ruas  jelan  Gilimanuk-Negara- Pekutatan-
Soka-Mengwi;

2} ruas jalan Soka-Celukan Bawang;

Jj ruas Cangguo - Mengwi — Singapadi; dan

4} ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi vis
Singapadu.

K| rencana pengembangan jalan dengan stdtus jalan
kubupaten ateu JKP-4 melalui penyvusunan kajian
kelavakan;

I} peningkatan kuslitas terminal penumpang Tipe C;

m| pengembangan dan penatsan trayel anghkutan
PETLUMpPANE WmLm,

nj pengembangan sentral parkir pada kawasan
pariwisata Tanah Lat;

o] penerapan Mansjemen dan Rekaysasa Lalu Lintas
untult mengoptimalkan pengrunesn jaringan
Jalan dan pergemmlmn laly lintas;

p) pengembangan kawasan berorieniasi  iransit/
Prangit Griented Detelopment {TOD) pada Terming!
Penumpang, Stesiun Kereta Apl dan kawasan
potensial lainnya serelah melaiui kajian:

gl perwujudan Terminal Barang, meliputi
pengembangan termingl barang sesuai kajian

1} pembangiunan dan pemeliharaan rutin jembatan;
dari

6 pengembangatt | jalur  pejalsm kaki untak
meruniang aktivitas atama lotd, antarn lain
perdagangan dan jase, pariwisata, perkantoran
dan kawasan fmsilitas umum.

- perwujudan sistern faringun kereta api, meliputi:

4) pengembangan Jaringan  Jalor Kereta  Api
Antarkota veitu jaringan kereta api melingkar
mengelling Pulay Bali;

b] pengembangan  Stasiun  Penumpang dapat
diintegrasikan dengan simpul transit lainnya
secara terpadu menjadi Kawasan TOD;

o] pengendalinn bangunan sekitar sempadan rel
kereta nyy; N

d) pengembangsn  persimpangan Hdak  sebidang
mistem jaringan kereta &pi; den

of penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kercta
fpt.

s L

-
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perwijudan  sistem jaringan sungal, danau, dan

penyeberangan, meliputi;

8| pemantapan Alur Pelayaran Sungai dan Alur
Pelayaran Danay di Danau Beratan; dan

b} pengembengan Pelabuhan' Bungai dan Danaa
Penpgumpan meliputi dermapm Datiau Beratan dan
dermaga wisaln Danau Bedugul.

¢. perwujudsan sistem |anngan encrgl, melputit

1.

persaucan janmgan infrestmaktucr penyaluran

tenaga Ustrik dan sarana penduloung, meliputi:

a] pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT)

b} pengembangan dan pemeliharaan Soluran Udara
Teganpan Metienpah (SUTM);

¢| penpembsngan dan pemeitharaan Salursn Udara
Tepangan Rendah (SUTR); dan

d) pengembangan dan pemeliharsan Saluran Kabel
Tegangnn Menengah [SKTM),

pengembangan Jaringan Infrastruldor Penyaluran

Tenoga Listnik dan Samana Penduliung, meliputd:

a] pengembangan Seluran Uddara Tegongan Ekstra
Tinggt SUTET) Gilimanuk-Antosari;

b} Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk
meliputi Gardu Induk gas insulated swilchpear
L Ea T AT chatra tinggl (GISTET)
Antosari) Glllmanulk

g) pemantapan Trave Listrik;

d] penataan jaringan transmisi yang telah ada;

g| peminglatan dan pemerataan akses pelayanan

- secarn merata ke seluruh Wilaynh Kabupaten;

f) Pemeliharnan Gardu Listrik yang telah  ada,
meliputi:
1} Gardu Induk gas insulated switchgear Tanah

Lat;

2]  Gardu Indule Antosari: dan
3] Gerdu Induk Baturnt.

gl pengembangsn jaringan bawah tanah secars
terpady  dengan sistern utilitas lainnya untul
meningkatkan  kualites dan  estetika ruang
Wilayeh Kubupiiten,

h] pengemhanpart  Stasiun Pengisian  baterai
Rendaraan Listrik SPKLU dan SPBKLU;

i| pemanfaatan energl baru terbarukan sebagai
sumber enorgi listrils den

}} pengembangan konsep smart grd atay jaringan
listrik pintar untuk meninghatikan  efisienst,
kunlitas, dan kegndalan sistem ketenspalistrilian,

d. perwjudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi

L

perwujudan Jarmgan Tetap, meliputi;

8] pengembangan Infrastrulitur Janngan Tetap; dan

bl pengembangan Jarmgan Tetap.

perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, melipiiti:

a) pengembangen celupon dan kuslites layansn
Jaririgan nirkabel;

b] pemeanfamtan jaringan teresirial sistem nirkabel
dengan penutopan wilayah blankspot pada
wilayah berbuldt, pegunungan atay terpencll;

¢] penataan dan pengaturan menara Base
Transceiver Station (BT3);

d] pemenuhan kebutubisn lalu lintas telekomunikas:
scluler nirkabel unwk seluruh operator yang

menjangitau selurih wilayah;
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c.

L.

| pengembangan jeringan layanan internet pada
fasilitus umum dan menjangkau seiurub wilayah
desa adat di wilayvah kabupaten;

[} pemerntaan  jangkausn siaran  televisi  dan
kebutuhan telekomunilkasi lainnya; dan

g) pelayanan satelit komunikeasi dsn stasiun bumi
vang [oclasinya ditetapkan sesuml kstentuan
perundang-undangan.

perwujudan sistemn jaringan sumber dava air, meliputi:

perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi;

a) pengembangan dan pemelihargan Jaringan Irigasi
Primer;

b) pengembangan den pemeliharaan Jaringan Irigasi
Selunder;

¢l pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi
Teraier:

d] permelibarnan, peningkatan  pelavanan  dan
sfektivitas pengelolann air pada sistem jaringan
Irigasi yang telah ada;

el peningkatan  koordinasi Daerah  [rigasi (D)
leewenangan Nasional dan Provinsi,

fI pemeliharaen don peninghatan fungsi Daerah
ingast (D) Kabupaten; dan

gl pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air
baler antuk dir minum dengan sumur ber yang

telahy dibangun di beberapa kawasan melaiuf
pengembangan joringan diatribusi dan
pemeliharaannva.

. perwujudan Sistem Penpendalinn Banjir, meliputi:

a) normalisasi sungal;

b] pemetaan kawasan rawan banjir;

c} pengembangan sistem peringatan dini; dan

d} kajian pengembangan bangunan pengendalian
banjir rob di seturuh pantal yang berpotensi rawan
geiombang pasang.

perwujudan Banpgunan Sumber Daya Al smelipuit:

g) pembangunan Bendungsn lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sanda;

b} pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan
leapasitas Bangunan Sumber Daya Air}

o) pengembangan air balk pada kawasan yeng
mengalarm kesulitan penyediaan air baku) dan

¢j pemanfaatan dan pengelaban air laut, air huian
tan sumber air lainnys untuk air baku.

perwujudan sistem jaringan prasarana ldinmya, meliputi:

1.

perwujudan sistem penvediaan gir minum (SPAM),
meliputi:
@) peorwufudan jeringan perplpaan, meliputi:

| pengembangan, pemeoliharaan, dan
peninglatan kapasitas jaringan Unit Alr Balo;

2] penpembangan, pemelibaman, dan
peningkatan kapasias jaringan Unil Produkst;

3 pengembangan, pemelibarann, dan
peningkatan mapasitas:  jarinpad Unit
Distribusi; dan '

4} pengembangar, pemeiiharaan, dan
peningkatan  kapasitas  jaringan Unit
Pelayanan.

b} perwijudan bukan jaringan peérpipaan, meliputi:
1] pengendalian pengembangan samur pomps;
dan
) pemelharaan dan peningkatan bangunan
penangkap mata qir yang telah ada,
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pengembingan jaringan air minum  Kawassn
Feckotaan;

pengembangan jaringan air minum Kawasan
Perdesann;

pengembangan unit alr baloy alternatif:
melakukan upaya kerjasama dengan daerah
seldtarnya yang memilik sumber mata air; dan
pengembangon Sistern Penvediman Air Minum
Regional yang melayani wilayvah Desrah dan
sekitarnya.

perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbuah (SPAL),
meliputi:

aj

b}
c)

4
b)

c
il

g

g

h
d
il
k)
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perwujudar infrastrukiur sistem pengelolaan air

limbal domestik, meliputi:

I pengembangan SPAL setempat dan kamunal di
kawasan-lkkawasan padat permukiman;

2] pengembangan [PAL di Kawasan Perkotaan;

3) pengembangan IPAL dl Kowasan Efeleil
Pariwisati;

4] pengembangan IPAL berbasls masyarakat;

9] pengembangan sistem pengelolaan air Imbak
perpipaan ¢ dalam  kawasan  perkotasn
menuju [PAL;

6] pengembangan sistern pengelolaan air limbah
setempat dilakukan secara individual; dan

7] pengembangan sistem pengelolaan air limbhah
komunal, '

pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Non Domestik sesuai kajian; dar

pengembangan  Pengelolaan  Limbah  Bahan

Berbahaya dan Beracun sesusd kajian.

¢ perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi-

pengembangan Tempal Pangelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle [TPS3R):

pengembangan Tempat Penampungan Sementara
(TRS);

pengembangan Tempat Femrosesan Akhir (TPA);
pengembangan Tempat Penampungan Sampah
Terpadu (TPST);

pemantapan kerasams pengelolsan sampah pada
TPA Regional Sarbagita:

pengembangan dan  pemantapan  pelavanan
prasarana dan utilitas jaringan persampahars;
peninghatan peran serta Masyarakal dan dunin
usabo dafam pengelolaan persampaban berbasis
sumber melalul pola 3R (Reuse, Reduce, Reaycle);
poningkatan kerja sama antar Wilayvah dalam
pengelolaan persampathian;

pemasyarakatan dan sosialisas: Konsep 3R;
peninghkatan keglatan penpurangsn sampah dari
sumbernya; '

peningkatan sarana pernigelolasn sampah;
pembatasan penggunasn dan timbulan sampah
plastils

peningkatan penanganan sampah; dan
penyLsUnan dokumen TETICENH indulk
(musterplan) persampahan kabupatern.

pervnjudan  sistem  jaringan  evakuasi  bencana,
melipui;

al

b

penetapan dan pengembangan Jalur Evalmasi
Bencans;

penetapar dan pengembangan Tempat Bvaluasi
Bencatia; '




¢l pemasyarakstan dan sosialisas| sistern laringan
evakuasi bencatin '

dl pengembarpsn sistem fuitighsl benesnn secara
terpedu;

) penpawasan  dan  pemeliharson  sarans  dan
prasaruns sistem jaringan evakuasi bencana; dan

fi penyusuman  rencann induk  (masterplan)
kawasan mwun bencana Kabupaten.

perwujudan sistem jaringun drainase, meliputl:

o) penyusunan masterplan drainese Kabupater;

0] pengembengan  dan  pemelibarasm Jaringan
Drainasc Primmer;

t) pengembangan  dan  pemeliharaan  Jaringan
Drainase Sekunder;

d} pemeliherean  dan  pemellharasn  Jaringan
Drainasde Tersier; dan

¢} pengembangan sumur resapan dan lubang
hippori,

(3} Perwujudan roncana pola ruang sebugaimana dimalksud
pada ayal (1) buraf b meliputi:
2. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

1,

3i

perwijudan Badan Air, meliputi:

g} pemeliharaan dan paiestartan badan air;

b pengembangan tanegul badan aip

¢} pengelolann hidrologl dan kualitas air Wilayah
Sungal; don '

d} pemuantauan dan pengendalian kegiatan budi dava
agar lidak merurunkan kualitas! fungsi badan
air.

perwujudan Kavasan yang memberilkun

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa

Kawnasan Hutan Lindung, meliputi:

a| penclapan tats batas Kawossn lindung di dalam
Kawesan huten;

b) rehsbilitasi dan  revitalisasi Kawasan hutan
Lindnng,

¢] pengawasan dan pementsuan secara rutin untuk
mencegah  tetisdinys pencbanpan  llar  dan
kebakaran Kawasan Hutan Lindung;

t] pengembangan vegetasi legakan  tdnggl  vang
mampu  memberigan  perlindungan  terhadap
permulkaan tangh dan mampu meresapkan air ke
Halam tamah;

¢] pengembangan blak penyanges pada kawasan
yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung

f) melakukan program pempinean, penyuluhan
kepada masyaraka! dalam upaya pelestarian
Kawasan Hutan Lindung; dan

B pengendalian  kepiaton budi days agar tidek
menigeangen  fungsi lindung Kawsasan Hutan
Lindung.

perwujudan  Kawssan Perlindungan  Setempat,

berupa petlindungan kesucian Kawasan Suci dan

Kawnsan Tempat Sucl, meliputi: .

a) pemantapen fungsl fdan  penataan  kawasan
perlindungan setempat berupa kawasan suci;

b] pemetsan ikewssan perlindungan setempat berupa
tempat susif Para; dan

C] pemmawasan dan pengendalian leepiaian
pemanlaatan ruang agar tidak menganggu fungsi
Kawnsan Perlindungsn Setempat.

perwiiuden kawasan konservasi, melipuri:

i) perwujndan Cagar Alam, meliputi;
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1) rehabilitasi dan pengamandn cagar glam;
2] peningkatan chiveraifikasi mtau
keanskarapaman hayat; dan
3) penegdsan tetd batas dan zonasi cagar alam.
b) perewujudan Taman Wisata Alam, meliputi.
1} rehabilitasi Taman Wisats Alam;
2) pendayagunaan dan pelestarian potensi Autan
wisata) dan
3] permbatasan kegintan wisata alam.
¢ penyedigan  fasilitas untuk  kepentingsn
 pendidikan dan penelitian;
d] penguatan  program  dan  pemberdaysan
masyaralkal; don
¢} pemetssn  dan penetapan’  jalur/koridor
perlindungan pemnyi 'dan satwn liar,

b, perwujudan Kawasan Budi Dayu, meliputi:
L. perwujudsn Kawasan Perkebunan Rakyar meliputi:

g} pemetsan lizas dan kondisi kawasan perkebunan
rakyat]

bl pengembangan komodims kayu dan non hayu
penunjang industri kerajinan;

¢} rehabilitasi dan konservisl kawasan perkebunan
rakyat; dan

d) pengembangan kawssan operkebunan raloar
untuk konservasi dalam bentuk kebun rava di
luar kawasan hutan.

perwujudan Kawasan Pertantan, meliputi:

d) porwujudnon Kewasan Tanaman Pangas, melipuati:

I} pemethan HKawangan  tanaman pangan
produkt’;

4] penelapan Lahan Pangan Pertarnian
Berkelanjutan  (LPZB}) demu  ketahanan
pangan;

3} peningkatan jaringan irigasi;

4] peningkatan intenzifilkasi lahan,

5) penguatan  kclembsgsan subak  dan
kelembagaan petani lainnya terkait dengan
pengelolaan sumber daya air unruk irigasi,
pumgadaan garana produksi, panen, pasca
palien dan pemeagaran;

6} pengembangan secara  berlshap  sistem
perfarmion  organik  dl selurch  wilavah
kabupaten;

T pengembangan kawssan sentrn produle
pertanian melalui sistern agribisnis terpadu
yang terintegrasi  dengan  pengembangan
kawasan agropolitan;

8] pengembangan kebijaicin pengintegrasian
selctor pertanian dengan pariwisats;

H peningkatan produltivites lahan - lahsn
gawnh melalui intensifikasi lahan pertanian;

1) pengembangan komoditas yang adaptif
terhadap perubahan ikiim;

11) pemantapan o=loyanan jariigan irigasl;

12) pencepphan dan pombaiasan alih funpsi
kawrsan tanaman pangan beririgasi;

13) pengembangan budidaya perlkanan pada
saluran irigasi; dan

14) perlindungan kawasan terasering sawah.

b) perwujudan Kawasan Hortlkultura, meliputi;

1] pengembangan komoditas tanaman  buah-
buahan bercampur dengan kawasan
perkebunen rakyat;

g
|




2} pemantapan Eawasan Agropolitan Baturiti
berbiasis pertanian hortilmlturs;

J] pengembangan kemitraan dengan  sektor
industri dan pariwisata;

4] pengembangan lussan kawssan budiduya
hartikuitura organik secara bertahap pada
tiap subak dan desa sesual potensinys;

3] pengembanpgan lanaman hortikultura
meliputi tanaman bungs, tanaman hiss, sayur
mayur

0) pemanfaatan lshan bagah, vang belum
beririgasi pada bulan - bulan kering:

7] pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilat
chonomis; _

8] pembatasan perluasan budi daya hortikultura
sayur mavur dari kawasan perkebunuan dan
nerkebunan rakyat;

9 pengendalian kegimtan budidaya hortileulturn
sayur  mayur pada kewssan  dengan
kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);

10) peningkatan sarana  dan prasarang
hortikultura;

L1} penguatan kelembagaan petand teckait dengan
pengelolaan sumber dava air untuk irigas,
pengadaan swrana produksi, panen, pasca
panen den pemasarah) dan

14) pengembangan sentra agropolitan lainnva

perwujudan Kawasan Perkebiunan, meliputi;

] penetapan  kawasan  perkebunan  dan
penetapan komoditas unggulan;

3} peningkatan sarana dan prasarana kewasan
porkehonan; ' '

3} penguatan kelembagann petani terkait dengan
pengadaan sarana produksi, panen, pasca
paneh dan pemasaran;

4] pengembangan kawasan perkebunan;

3] peningkatan pelaysnsn sarana dan prasarana
perdukung sistem agribiatiis dan
sEroindustti;

6) pengustan sistem kelembegaan kelompok tani
alay gapoktan;

7] pengembangan agrowisata dan  kemitrnan
dengen seictor industri dan pariwissta;

Bl pengembangan lunsan kawasan perkebunan
organik secard bertatap;

4 pemeantapan Kawasan Agropoliten berbssia
tanaman perkehunan;

10)integrasi  kegintan peternakan  dengan
kawasan perkebunan:

11) identillkasl dan pemetaan potensl kawasan
pertambangan  vang ada & kawasan
perkebunan; dan

12) pengendalisn  dan  optmalisasi  kepiatan
pertambangan pada hawasan perkebunan,

3. perwuijudan Xawasan Peruntukan Industri, meliptiti:

aj

Ly

cl

pengembangan  potensi Kawasan peruntuksn
industri; dan

pengembangan  sentre  industri keeil  dan
menengal (EIKM)] terintegrasi dengan kawasan
pormulaman;

pengelolaan Kawasan Peruntukan Indust secara
berkolanjutan;
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dl penyediaan infrastrukiur pendubung kegiatan
mndugtri:

) pengembangan dan  peningkatan prasarana,
sarana, ddan utilitas i Kawasan Peruntuksan
Industd; dan

fl pengewssan dan pemantauan serta pengendalian
terhindap kegiatan industrd untuk mencegah
nmbulnye pencemaran linghungan dl Kawasan
Peruntukan Industr.

perwuiudan Kawasan Pariwisata, melputi:

a) pengembangan Kawasan Efektil Pariwisata;

b) pembengunan infrastruktur penunjang
pariwisntng

o} pengembangan fasilitas pariwisata;

d] pengembangan kawasan parwissta berkonssp
cloowisara;

¢} pomantapan dan pengembangan DTW dengan
kansep eknwisata;

f}  pengembangan sarana dan prasarang pariwisata
pada DTW s=cars terbatas;

g peningkatan aksesibilltag ke seluruh DTW:

b} pengembirsgan desa wisata;

| peningkatan lualitas obyek wisala;

JI pengelolaan Kawasan  Pariwisats:  sccarm
berkelanjutan;

k) pengembangan sumber daya pariwisats dan
clonomi kreatil di Kawasan Pariwisata:

I} pengembangan Kawssan Wisata dan objek wisata
Jrnu;

m| pengembangan Destmesi Wisata Daerah:

nj menginergkan kepiatan lainnya vang memiliki
potensi sebagai dave tarle pariwisata;

0] peningkatan sistem informasi dan promosi wisata
berbasis telmelogl pariwisata:

pl pengembangan jenis dan paket wisata unegulan;

dl pengembangan daerah tujuan wissts berapa
wisdta budaya, wisata alem, wisata objek khuaus
dan wisata buatan;

t) pembinaan dan pemberdayasn masyarakat dalam
Upaya pengembanpan Kawasan Pariwlsata; dan

sl integrasi sister Cleanliness, Health, Safety and

Environtment  Sustainability  (CHSE] dalam

Kawasan Pariwisata

perwujudan Kawasan Permuldman, meliputs:

a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkomaan,
meliputi:

t) penyvediasn perumeshan vang memadal, sman
dan nyaman bagi masyarakat perkotgan,

2) penyediman  sarena.  dan Prasarana
permukimean sestal daya dukung Kawasan;

3) pengembangan permuldmean produktii dan
berkelanjutan;

4] perbaiksn lingkungan permulkiman laimuh
dan kurang layak honi;

5] rehabilitasi dan/atau relokusi permukirnan
yang terletak pada kewasan rawan bencana;

6 konservasl leawasan tradisional fetnigf
berssjarah,

7] percadanpsn kawasan permukiman  bar
{xasiba dan lasibal denpzn  rencana
pembangunan prasarana permukiman yang
lehin torarah, efektf, efisten, produlaf, aman
dan berkelanjutan;




8] penatasr, perbaikan dan  peningkatan
xualitas lingiungan permuldman;

9 sosialisasi penggunean bangunan bertingkat;

10} perwujudan roang terbulke hijou minimal 30%
{tiga puluh persen) dari kawasan permukiman
perkotagn; dan '

11] perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang
pelalan  kaki, jelur dan ‘roang evakupsi
beTCANL,

k) perwujudan Kawasan Permuliman Perdesaan,
mebput:

1) penyedisan perumahen yung memadai, aman
dan nyaman bagl masyarakal perdesaan;

2] penvedinan perumahin masyarakat
perdesaan tetap memperhatiken  sigtem
wearifen lokal dan sistem leekerabatan vang
beraky;

3] penyndiaan SArans tlan prasarana
permukiman sesuai daya dultung Kawasan;

4) perbaiksn lngkungan permukimsn kumuhb
dan kurang layak huni;

B} rehabilitasi danfutau relokasi permuldman
yarg terletak pada kawasan rawan bepicana;

6) penatasn, perbaikan den  peningkstan
kualitas ingloungan permukiman;

71 perlindungan terhadap Kawesan Tanaman
Pangan beririgasi;

8] pemanfaatan lahan pekarangan permuldman
perdesann urituk kegiatan peternakan skala
rumall tangga;

9) revitalises: Desa Tua yang memiliki tata ruang
iesa dan arsiteltur khas; dan

10) perlindungsn habitat satwa kera Kawasan
Alas Kedaton.

6. perwujudan Kewasan Pertahanan dan Keamanan,
meliputs
8] penatfan dan pengelolzan Kawasan Pertahanar

by
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dan Keamonaty

pangendalian perkembangan leeglatan di sekitar
Kawasan Pertalianan dan Keamanan; dan
pengembangsn prasarana, sarana, dan utilitas
Kawasan Pertahunan don Kearnatian.

(4} Perwujudan kawasan strategs sebagaimana dimakaud pads
ayat {1) huruf ¢, meliputl:
o perwujudan kewasun stratepis dad sudut kepentingan
exonomil, meliputi;
Kawasan Perkotaan Tabenpn, meliputs:

1.

ka

a)
b
el
]
e}

f

pemantapan  pusat pelayenan dan  kegiatan
pemearintahan;

pemantapan pusat pelayanan perdagangan jass
dan kesehatan skala nasional dan regional;
penalian linglunpgan dan bangunan kawasan
perkotann;

pementapan  sarana  praswrans  don o utilitas
penunjang Kivwasan,

penataan dan pengendalian kewasan di sepanjang
koridor: dan

pengembangnn  jaringan  transportasi  terpadu
lintas Kawssar,

Kawasan Efektl Pariwisata Bedugul, meliputl:

)

pemantapan Kawasan Beodupu! dan sskitarnya
sehagal kawasan efelctif pariwisata intermasional;




b pemaniapan  sarana  prasarana dan otilicas
p-l:nun;a":g pArTwisEaTR,;

¢l pengembangan faringan prasarans transportasi
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan;

d] pengembangan mitigasi dan adaptasi
iehencanaan; ' '
¢ penataan  lUngkungan den  bangunan pada

Hewasan; dan

f| punataan dan pengendalian kawasan di sepanjang
kemidor dan tepl danau.

Kawasan Efeldif Pariwisata Sola, meliputi:

al pementapan Kawasan Soka dan  sekitarnys
sebups| Kawasan efektil pariwisata internasional;

b pengembangan potensi minepolitan)

¢ pemantapan sarana presarspna  dan  utlitas
penunjang pariwisata;

d pengembangan jaringan prasamana transportasi
terpadu don t=ritegrasi pada Kawasan;

¢] pengembangan mitlpasi dlan adaptasi
kobencanzsan:
ponataan Unglammegan dan bangunsn  pada
kawasan; dan

gl penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang
koridor jalun den kawasan pesisir,

. Kawasan Efektif Parlwisata Tanah Lat, meliputh:

a) pemantapan Kowasan Tanah Lot dan sekitarnys
sebagal kawasan efektil pariwisata internasional;

b} perlindungan kawasan suei dan tempat suci Pura
Tanah Lot

¢] pimantapan sarana presarana  dan ucilitas
penunjang pariwisata;

d] pengembangen jaringan prasarana trunsportas
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan;

&) pengsmbengan mitigasi dan adaplasi
kebencansan,

f) penatann  linglungan dan  bangunan  pada
HKawasan; dan

g}/ penataan dan pengendalian kawasen di sepanjang
koridor jalan dan kawasun pesisir.

Kowasan Agropolitan Baluriti, Kewsnsan Apropolitan

Merga, Kawasan Agrapolitan Pupuan dan Kawasan

Agropaiitan Penebel, meliputi:

a) pemantapan potensi  agropolitan, agribisms
Kawisan;

b) pengembangan polensl indusin kecll menengah
agrupblitan ramah lnghurngan;

c) permentepen  potensi  agrowisatn  berbasis
ekowisale;

d} pengembangan prasarans, sarana utilitas dan
transportasi  terpadu  pemunjang  kawasan
agrapolitan,

o] Integrasi pusat-pusal  pelavanan  kegiatan
agropolitan dengari  sistern  perkotdan  secara
terpady;

fi lsonservasi lahan pertanian produktd dan doerab
resapHn air; dan

gl pemantapan  fungsl dan  peran arganisas
imasyarakat dalam perigelolasn dan
pengembangan kawasan agropolitan.

Kawasan Strategis 'Cepar Tumbuh Kerambitan,

meliput:

8] pemantapan polenai industrl dan perdegangan
dan jasa Kuwasnr;




B konservasi lahan pertanian produlktif serto dasrah
resapan alr;

¢} penatasn dan pengendaliian kewasan Jdi sepanjang
koridor dan kawasan industri; dan

d) pengembangan’ prasarana, sarana utitas dan
transportasi terpadu periunjang Kawsson.

Kawasan Sirategis Cepat Tumbub Luwus dan

Seldtarnya, serta Kawssan Straregis Cepat Tumbuh

Pandak Gede, meliptt;

a) pemantapan potenst ndustri dan perdagangan
dan jaza Kawasan,

b) konservasi lahen pertzanisn produldtil serta dacrah
resapan aln

c} penataan dan pengendalian Jawasan di SEIFIEI'IIEJ.'JE
koridor dan kawasan industris

d} integrasi kegiatan industri perdagangan dan iasa
seiis keglatnn pariwisatls secara terpadu; dan

¢] pengembangan prasarans, sarana ufilitas dan

trensportast terpady penutiang kawaseam,

b, perwujudan kawasan strategls dasi sudut kepentingan
sosinl dan budaya, meliputi:

Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tangh Lot,

Kawasan Pura Pulendungan, Kawasan Pura Resi,

Kawnsan Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Pure

Cadipgwant, meliputi

a| penatdsn dan pengendalian serta  konservas
Kawasan Suci den Kawasen Tempat Suci Purn Sad
Kahyangan dan Danhg Kahyengan,

b} pengembangan prassrana, sarsnd, dan atilitas
penunjang Kawasan Puare Sod Hahyongan dan
selurub Dang Kahyangan;

c] pengembangsn dan penetaphkan sistem zonasi
pemanfautan yang mencalkup zona intl, zona
penvanges, zona pengembangan  dan zona
petinjang padd Kawasan tempat suel gesund
lretentuan kearifan lokal dan budaya Ball.

. Kawasan Catur Angge Batukaru dan Kawssan

Jatiluwih, meliputi:

a| pemantapan kawasan sebagsi  jatidini  dan
identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan
warizan budaya Half;

b) konservesi, penntaan dan pengendalian bEngunan
dan linghungan sepamang koridor;

@] konservasi lahan pertanian produktif dan resapan
HITY

d) penegasan pemanfaatan ruang Kawasan;

gl Integrasi fungs konservasi, sosial dan ekonomi
serfa Repariwisatasn;

I} pengembangan  potensi  elowisata secara
berkelaniutan; dan

gl pengembangan prasarana, sarana utilitas dan
transportasl terpadu penunjang Kawasan.

e perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingas
fungsi dan daya dukung linglmgan hidup, meliputd
Kawesan lutan Lindung dan Cagar Afam Batuloeru,
Kawnsan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan
Kawusun Hutan Lindung Yeh Aya, melipat;

i.
2.

3.

pemullihan dan penanggulangan  Herusalaan
linghungan hidup Kawassn;

pongembangan dan pengendalian kawasan
berdasarian ronssi;

pengermnbangan potensi ekowisals den eduwisata pada
zuna pemanfaatan:
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e

perlindungan kelestarian lkawasan suc;

5, pengembangan  sisterm  mitigasi den  adaptasi
kebhencennan; dan

6. penguatan  koordinasi  kelembagaen  pengelols
lmwasaT,

Bsgian Keempat
Pelakranzan SPPR

Pasal 56

Pelaksansan smloonlsasl program pemenfaatan  ruong

sehagaimeng,  dimaksid dalum Pasal 45 hurgf e,

dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalul

penyelarasen indikasi program dengen program sclctoral dar

fewilayahan dalam dokumen rencans pembangunan secars

terpadu.

Sinkronisasi program  pemanfadtan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, menghasilltan dolumen:

4. SPPR janglks menengah 5 {lima) lmhunan; dan

b SPPR janpgka pendek 1 [satu) tshunan.

SPPR dangkan Monengah © (Hms) Tahunan sebagaimana

dimalesud pada avat (2) huraf a, disusun untuk mewgjud kan

keterpaduan program Pemanfastan Ruang, yang digunakan

sehgnal

. masulEn untuk penyusunan Rencana Pembangunan
Jangks Menengah Dasrah (RPJMD);

b. rmasukan untuk pelaktsanaan peninjauan kembali delam
rangka revizs: RTRW Kabupaten; dan

c, balan penyusunan SPPR Jangka Pendelk 1| {gam)
Tahunean.

SPPR Jangka Pendek 1 (salu] Tahunsn sebagaimana

dimalesud pada avat (2] huruf b, disusun untuk menentukan

privritas program Pemanfastan Ruang, yung digunalan

sebagal:

i masulan untuk penyusunon Rencana Kerja Pemerintsh
Daerahy (REFD); dan

b, mAasukan untuk pelaksanaan peninjsuan kembali dalam
rangka revisl. RTRW,

Pelaksanasn SPPR sebagaimoan dimsksud pada avat (1),

‘sesual dehgan ketentuan perdturen perandang-undangan,

BAB VI

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pusal 57

Hetentuan  Pengendaiian  Pemanfantsm  Roang Wilayah,
sebapammana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, melipati:

=
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d,

Ketentuan Umum Zonasi;

peEnilaian pelnksarEsn *lcmﬂnfa.&mn riiang,
ketentuan imapniif dan disinsentil] den
ArdhEn samke.




(1)

2]

(1}

(2}

(3]

(1]

Haginn Kedus
Ketentuan Umum zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Ketentman Umum Zonasi sebagaimanag dimaksud dalam
Pasal 57 huruf e, disusun sebagsi dasar pertimbangan
dalam pengawnsan Penataan Buang, sebagal landasan bag
penyusunan poraturan  zonasi, serta schapal  dasar
pemberian KKPR.

Ketentuan Umum Zonasl sebegaimans dimalosud pacda ayat
(1), meliputi:

a. Ketenmuan Umum Zonasi Strukrur Ruang;

b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan

c. ketentuan khuasoy,

Keteatuan Umum Zonasl sebagaimana dimalsud pada avat
(1} daiam persvaratannya mengacu pada ketentuan
peratoran perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zenas: Strukmur Ruang

Paual 58

Ketemtitan Umum Zonesi Stuuktur Ruang sebapgsimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat {2) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi sislemn pusat permukimarn; dan

b, Retentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarane.

Ketentuan Umum  Zonast sistem  pusat  permuldiman

stbapaimans dimaksud pads ayat (1) huraf 8, mellputi;

&. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal:

b. Retentuan Umuam Zonasi Pusat Felayanan I-.awasan dan

t. Kelentusn Umum Zonasi Pusat Pelayanan ngpmnmn

Betentuvan Umum Zonasi -sistern jaringan  piasarana

sehagaumana dimalesud pada ayat (1) huraf b, meliputi:

2. Keteniuan Umum Zonasi slstem jaringan transportasi;

b. Ketentuan Umum Zonas| sistem jaringan energl;

c. Ketentuan Umum Zonasi Histem jaringan
telekomuonikasi;

d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber dava
air; dan

g, Hetentuan Umum Zonasi sistem jaringan presarana
baliarssa

Praal 60

Hetentuan Umum Zonasi Pusat Kepiatan Lokal sebagaimana
dimsksud dalam Pasal 59 ayat [2) huruf a, meliputi:
& kegiatin  Pemanfaatan  Rusng  yeng  diperbolelikan
meliputi:
1. kegiatan pErkrintnrcm pemerintahan skals kecsmaten;
2. kepgiatan perdaganpan dan jasa skala leecamatan;
3, kegiaten pertanian;
4, hkematan pariwisota;
5. kepiatan industri pendulung;
G, sarana pelayanan  umum  pendidikan menengah
hingga tinggi, =sosial budaya, kesenian dan olahrags;
7. perdmahan;
6. hkeglatan penghijausn dan BTH;
Y. penyedigan untok ruang terbuka non iag kotw;

e ————




(2]

10. penyediaan presarana dan sarana transportasi umum;

1L penyedigan prasarana dan serana keglatan sektor
informal;

13, sargna-dan prasarana mitigasi bencans; dan

13. pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum,
leringan drainase, persampahan, air limbah serta
cnergi dan kelistrikan,

b. kegiaton Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputl keglatan selaln sebagaimana dimaksud
hurufl a yang odak mengganggu funpsi Kawasan sebupal
Pusat Kegiatan Lokal; '

¢, kegintan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlan,
meliputi:

1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi
dan Jalur Evakuasi Bencans:

2. kegiatan yang menyebabkan dampak negadf terhadap
lingkungan maupun sosial budaya Masyarakst: dan

3. regiatan seluin sebagaimana dimaksid pada hurifl &
dan huruf b yang dapal mengganggu fungsi Kawasan
sebagai Pusat [{egintan Lokal. ™

d. ketentuan lain yang dibutuhken, meliputi:

1. pemanfaatan ruang Kawesan Perkotaan tHsesuaikan
dengan karakler sodial budays masyarakat setempat,
mengacy pade konsep T Hith Karona, Catus Patha,
Hulu-Tehen, dan Tri Mandala serti peniataan |lansrkan
dan wujud bangunan bereiri arsiteltur tradisional
Hali;

2. penatan lansekap dan tata bangunan begjati diri
Budaya Bali, ramab lingkungan, rendall karbon,
diduleung terjaminnyu aldivitas kearifan lokal vang
inklusif terintegrasl dalam Ruang kota;

3. pengembangan prasarana dan sarana,  digrahlkan
sebagal Kawasan Perkotann yang memiliki kualitas
daya dukung linglungan menengah dan kuslitas
peluyanan prasarans dan sarana menengah;

4. penyediasn RTH paling sedilit 30% (tiga puluh persen)
dari luss Kewasan Perkofaan vang terdid dari 20%
[dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh
persen) RTH privat) dan
pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan
mtenaitny sedang dan  tingel  serta ketingsian
bangunan paling timgg 15 {lima belas) meter dan
permukaen tanah.

Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelavanan Kawasan

sebagaimanu dimaksud dalam Pasal 89 avat (2] hurof b,

meliputi:

a, kegiatan  Pemanfustan Ruang yang  diperbolehkan

i

melputi:
1. kegiatan perlantoran pemerintahan kabupaten dan
leecamatan;

2. perdaganpan dan jasa gserta kesehatan skala nasional
der: regional pada Pusat Pelavanan Kawesan wvang
merupakan bagian KSN Kawasan Perkotaan Sarbagta:
nlsal perdagangan don jnsa skala kecamatan;
kepiatan pariwizata;

pusat konservasi warisen budaya;

kegintan sesial-budayvs dan keseniar;

sarane pelayanan umum pendidikan, kesehatan,
olahrags dan peribadatan;

8, kegiatan pertanian;

9. perumahan;

10 kegiatan penghijauan dan RTH;

11, penyedigan untuk ruang terbuka non hijau kota;
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12, penyedisan prasarana dan sarange transportasi umums

13. penyediaan prasarans dan sarana kepiatan sekror
infarmai;

14, sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan

15, pelayanan jaringan prasarnna perkotasan air minum,
jaringan drainase, persmmpahsan, alr Bmbah seria
enetrgl dan kellstrikan.

kegiatan Pemanfaatan Rusng vang diperbolehkan dengan

syarat, meliputl kegiatan selain sebagaimann dimaksud

huruf a yang tidak mengeanygu fungsi Kawasen sebagai

Pusat Pelavanun Kawasan,

. kegiatsn Pemanfastan Ruang vang tidalt diperbolehkan,

mehisuti;

l. kegatan yang menghalangl den/&atau menutup lokasi
dan Jalur Evakuasi Benoans;

2. kegpatan yeng menyebablkan dampak negatif terhadap
hingkungan mawpun sosial budaya Masyarakat; dan

3. kegiatan selain scbagaimans dimaksud pada hurufa
dan horuf b yang dapat mengganggn fungs! Kawasan
sebagal Pusat Pelayanan Kawasan.

d. ketenhian laih vang dibutuhken, meliputl:

1. pemanfaatan ruang Kawassn Perkotaan disssualken
dengan karakter sesial budaya masyornlat setempat,
mengacu pada konsep T Hita Kamna, Catws Patha,
Hulu-Teben, dan Tri Mandale serta penataan lansekan
dan wujud bangunsn bercir armteletur tradislonal
Bali;

2. penataan lansckap dan tata bangunan berjatl did
Budaya Bali, ramsh lnglungan, rendah karbon,
didukung terjaminnys sktivites kearifan lokal yang
inkiuaif terintegras dalam Rupng kora;

3, penyediaan RTH pade Pusst Felayanan Kawasan
Wanasar, Pusat Pelayanan Kawaszan Tanah Lot Pusat
Pelayanan Kawasan Pandak Gede, Pusat Pelayunan
Kawasan Penebel, Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Baturiti, Pusat Pelavsnen Kawasan
Selemadeg Barat, Pusat Pelayanan Kawasan Marpa;
Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Timur, Pusat
Pelayanan  WKawasan  Pupuan, Pusat Pelayanan
Kawssan Luwus, dah Pusat Pelayanan Kawssan
Kerambitan paling sedikit 30% (dga puluh persen) dari
luas Kewasan Perkotasn yang terdivi darl 20% (dua
puluh persen) RTH publik dan 10% {sepuluh persen)
RTH privat; dan

4, pemanfastan ruang untok bangunan gedung dengan
intensitas  sedang dan tnggl serta  ketinggian
bangunon paling tinggl 15 (ima belas) meter dari
prrmukasn tenat.

Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayet (2] huruf c,
mediputi:

a, kegiatan Pemenfastan Ruang yang diperbolehlaan

meliputi:

1. kegiatan perkantoran pemerintaban sikala desa,

2. ‘kegiatan perdagangan dan jesa -skala pelayvanan
beherspa desa;

sarang pelayenan umum  pendidikan, kesehatan,
olahrags dan peribadatan skala dess;

kegiatan sosial-budaya dan kKesenian|

perumahan;

kegiatan penghijauan dan BTH;

penyedisan prasarana dun sarang transportast umam;
sirana dan prasarena mitigasi bencans; dan

fd
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9. pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum,
jaringan drainase, persampahan, air limbah serts
energl dan kelistriksn,

b. kegiatan Pemarcfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syaral meliput kegiatan selaln sebagalmana huruf a yvang
tidak mongganpeis lungsi Kawasen sebagal Pusat
Peinyanan Lingkungen;

c. kegiaten Pemanfmatan Ruang vang tidak diperbolebian,
sneliputd:

1. kegintan yang menghalangi dan/ateu menutup lokasi
dan Jalur Evakuasi Bencann;

2. kegiatan yang menyehabkan dampak negatif terhadap
linglkungsn maupun Sosial budaya Masyarakat; dan

3. hegiatan selain sebagaimans dimaksud pada hiruf a
dan huruf b yung dapat menggangen fungst Kawasan
sebagal Pusat Pelayanan Linglkungan.

d. kestenman lain vang dibutuhkan meliputi;
|. pengembangan Pusat Pelayanan  Linglungan

diarahkan untuk melayani jumiah penduduk peling
sedilat 5.000 (lima ribu) fiwa dan paling banyak 10.600
[sepuluh ribu) jiwa: dan '

2, penyecisan prasarans dan sarana transportas] ooter

desa maupun antar Kawasan Perkotaan terdekat.

Paaal bl

Ketentuan Umum' Zonasi sistern jaringan  bransporiasi

sebagaimans dimalsud dalsm Pasal 59 avat (3) huruf a,

melimatl

o Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan;

b. Ketentuan Umum Zonasi sistem janngan kereta api; dan

c. Ketentuan Umum Zonnsi sistern jaringan sungai, dansag,

dan penyeberangan,

Ketentuan Umum Zanasi sldtem jarlngan lalan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1] huruf g, mellputi:

i Ketentuan Umum Zonam jalan umum;

b, Ketentuan Umam Zonasgi Jalen Khusus:

e, Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol;

ul, Ketentuan Umum Zonasi terminal peniimpang; dan

. Ketentuan Umum Zonasi Termina Barang.

Ketentuan Umum Zoneal Jalan umum  sebagalmana

dimaksud pada syat {2) hurof a, meliput:

g, Ketentuan Umum Zonest Jalan Arteri Primer:

. Eetentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer;

£. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Koleleor Sekunder;

d. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Primer

e, Ketentuan Umuom Zonasi Jalan Lokal Sekunder;

[. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lingungan Primer; dan

g: Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lingkungan Sekunder.

Ketentuan Umum Zonas! Jalan Arteri Primer sebapaimana

dimaksud pada avat (3} huru! &, meliputi;

a leegiatan  Pemanfaatan Rusng yang  diperbolehkan,

meliputi:

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang. diperbolehloan
pada Rumajs Jalan Arteri Primer meliput! kematan
pelayvanan lali lintas dan anglutan jalun, penompatan
bangunan utihias, pemanfzatan uwntuke kegiatan
keagamaan pade area Calus Patha, pengembangan
mandjemen dan rekavasa laly lintas, pengembangan
RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan
pemanfastan oleh moda transporiasl  lain bila
diperlukan:

=
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kegiatan Pemanfastan Ruang Jalan Arteri Primer yang
diperbniehkan pada Rumija jalan arterl primer di luar
Rumaia meliputi permanfaatan untuk pelebaran badan

Jalan, untak kebutuhan Rusng pengamanan, dan RTH:

yang berfungsi sebagai lansckap jalan;

kegintan Pemanfastan Ruang yeng diperbolebkan
pada Fuwasja Jalan Arterd Primer di luar Rumija
meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas
pengemudl, pengamanan  konstmuksl jalan, dan
penpamanan fongsi jalan; dan

kegiatan opergsional dan pemeliharaan  jaringan
lmnuportast, energl, telekomunikas], sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengefolaan limbah B3, jaringan
persampabian, jaringan  evakuasl berncana dan
drainase.

s kegiatan Pemanfsatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, rosliputi:

1,

o

kepialan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Arteri Primer dengan pergyaratan teknis  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangsn;
pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prazarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh
izin dari penyelnggara jalan sesuai kewsnangannys
defigan peravaratan teknis seaual kelentuan peraturan
perundang-undangan;

pemanfastan bagian Jalan Arteri Primer dengan
persyaratan  tekenis sesual  ketentian  peraturan
perundang-undangan, melipuati:

a) bangunsn dan jaringan utilitas;

bl iklan;

¢} media informas: dan

dj benpun-bangunan,

pemanioatan bedan sdr, sempadan, cagar budava,
peckebunan rakyat, dan pertanmn yang memenuhi
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidep,
mitigasi bencana wserts mempertimbangkan garis
ketentuan sempadan dengan  persyaratan  tebmia
sesual Ketentlan perafuran perundang-undangan;
dan

wegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan
gesual pernturan perundang-undangan.

. kegiaton Pemaniastan Ruang veng bidak diperbolehkan

meliputi kegiaten yang dapat mengganggu fungsi jaringan
jalan.

1.

2,

i, ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

pengembangan Jaririgan utllitas terpadu di bawah

tanah;

arahan  ketentuan  pada  baglan  jalan  vang

dimanfantiom sebagal lokaet dan fatau jalur kegiatan

prosesi keagamaan dan budsyva memperhotilean:

b, tidak diperbalehkan pembangunan dan/atau
menurunkan kbalitas lingkungan den nilad
kesucian -serta mengganggu  jalannyve  prosesi
keagamaan pada Kawasan Catus Patha di Wilagyah
kabupaten;

o pemaniEatan jalur jalan untuk kegiatan prosesd
keagamaan dan budaoya tidak monggangeu arus
litlu lintas meneris;
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d. dalam hal kegiatan prosesi keagimusn dan budaya
memerlukan pengpunaan seluruh bagian Jjalan,
maka harun tersedia jalur slternatil di sekitar
Kawasan;

€. pengaturan wakiu Pemanfaatan Ruang pada bagian
Jalan untuk kematan prosesi keapamean  dan
budays; dan

[. pengembangan sistem informasi kondisf ialu lintas
kepada parn pengguna jalan.

3. arahan ketentusn pengembeangan manajemen dan

rekaynsa lalu limtus difaklilkasn dengan

memperhatikan:

@} arahan mangjemen dan tekayesa  lalu lintas
dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan
jaringan jeian dan pergeraksn lalu lintas datam
rangka  memamin  keamanan, keselamatan,
leetertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan;

bl pemberian prioritas pada pergerakan angkutan
penumpang pada ruas jalan dan persimpangsn;

¢l pemberian priorites keselamatan dan kenvamanan
bag pengguna jalan khususnya pejalan kald dan
pengendara  sepeda  melalui  penyedisan  jalur
khnsus;

dj pemberinn  kemudahan dan  penyediasn  jalur
lintesan bag keum difabel

g} desairn pefsimpangan dilalailan dernpan
pensnganan persimpangan prioritas, pursimpangan
dengan bundaran, persimpangan dengan lampu
lal lintas dan persimpangan tak sehidang;

f| pemaduan berbagai moda anglotan:

‘@l penerapan sistemn satu arah, pembedan  lajur
khusus untuk imgldatan penumpang dan angkutan
parrwisgta;

h) pengembarigan  lintasan penyeberangan  jalan
dalam bentuk jalan bawal: tanah {subl way), tanpa
gangguan [Lridderaass), darl jembatan
penyeberangan di atas julan; dan

ij pembatasan parkir, pengembangan fgsilitas taman
dan pedestrian, hari bebas. kendarsan, daerah
bebas kendaraan dan area lisensi khusus.

Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer sebagaimansa
dimalesud pada syat (3] huruf b, meliputi:
o, kegiatan  Pemeanfaatan Ruang yang diperbalehkan,
meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbelelikan

pada Rumaja Jalan Kolektor Primer meliputi kegintan
pelayanan laluy lintas dan angkutsn jalan, penempatan
bangunen wtilitas, permanfasten untuk keglatan
keagemoan  pada aren Hewasan Cafus  Pofho,
pengembangan manajermnen don rekayasa lalu lintas,
pengembangan RTH yang berfungsi sebagal landsehop
jalan, don pemanfaatan aleh moda transportosi lain
bila diperlukan;

kegintan Pemaniaatan Ruang vang diperbolehkan
pada Rumije Jalan Koleltor Primer di luar Rumaja
meliputi pemanfaatan uniuk pelebaran badan jalan,
untuk kebutuhan Ruang pengoumanan, dan BRTH vang
Berfungsl sebagal laidsekap |alan,
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kegiatan Pemunfaatan Ruang yang diperbolehikan
pada Ruwasja Jalan Kolcktor Primer dl lusr Rumiia
reliputi penyedisan Ruang untuk pandangsn bebas
pengemudi, pengamanan  kontruksi  jalan, dan
pengamanart (ungs jalan; dan

keoiaton upe'—.m'nn&] dan pemeliharaan jaringan
transportast, ensrgl, (elekomunikasi, sumber daya alr,
SPAM, SPAL, pengelolann limbah B3, jaringan
persamipahian, jaringan evakusesi  bencana  dan
drainase:

b: kegiatan Pemanfastan Ruang vang diperbolehkan dengan
syarat, mehpul:

l.

:.I.

.

kegiatan operasionel, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Koleldtor Primer dengan persyaratan tcknis sesusi

Hetontuan peraturan perundang-undangur;

pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
resarana di Rumijs dan Ruwasja harus memperoleh
zin dari penyeolngeara jalan sesual kewenangannys
dengan pergvaratan leknis sesual ketentizan peraturan
perandang-undangan:

pemanfestan bagian Jalan Kolektor Primer dengan
persyaratan  teknis  sesusi ketentuan peraturan

perundung-undangml, meliput:

a} banguthan dan faringan utilitas;

|‘:Ij itelan,

¢l media informasi; dan

d) bengun-bargonan.

pemanleitan badan air, sempadan, cager budsys,
perkebunan rakyat, dan pertanisn yang memenuhi
daya dukung dan dayn tempung linsiumngan hldup,
mitigasi bencana ‘serta mempertimbangkan  garis
ketentuan sempadan  dengan  persysratan  teknis
sesual letentusn  peraturan perundang-undangan;
dan

kegiatan kespurnman vang telah mendapat persétujuan
sesual peraturan perundang-undangan.

c. keglatan Peméanfaatan Ruang yang tidak dipwrbnfrhl{an
meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan
Jalam.

d. ketentuan lain yang dibutohkan, meliputs:

i

2.

pengembangan jarngan wiilitas terpadu di bawah

taniah;

arahun  ketentuan pada bagian jalan  yang

dimanfaatkan sobagal Inkas| dan/atau jelur kegintan

proses! keagamaan dad budsya memperhatikan:

a) tidak  diperbolehkan pembangunan  dan/atay
menurunkan kualitay lingkungan dan  nilai
kesucian seorta mengganggy  jelannya  prosesi
keagamaan pada Kawasan Ceotus Patho di Wilayah
leabupaten;

bl pemanfaalan jalur jalan antuk keglaten proscsi
keagamaan dan hudayva tidak menggangey arus
lzlu Hntss meners:

¢) dalam hal keglatan prosesi keagamasn dan budaya
memeriukan penggunaan selurub bagisn. jalan,
maka barus tersedia jalur alternatil i sekiter
Kawasan;
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d] pengaturan waktu Pemanfentan Ruenp pada bagisn
jala untuk kematan proses]) keagamaan  dan
budays; dan

v] penpembangsn sistem informasi kondisi [zlu Intas
kepada para pengeuna jalsn.

srahan kotuntuan pengembangan manejemen dan

relkayasa lalu Imtas dilakukan dengan

mempernstikmn:

a) arahan mansjemen don  relkayazas lalo  lintas
dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengmunaan
jaringun jalan dan pergerakan lalu lintas dalam
ranples  menfamin leeamanan, keselamatan,
ketertiban; dan kelancaren lalu lintas dan anglostan
Jalan;

b} pemberian prioritas pads pergecaltan anghkutan
penumpang pada roas jalan dan persimpangon;

c] pemberian prioritas kesslamatan den kenyamenan
bag pengguna falan khususnya peialan kaki dan
pengendoera  sepeds melalni  penyediaan  jalur
khtises;

d] pemberian kemudahan dan penvediaan  falur
lintasan bag koum difiebe;

8] desaln pErsimpangan dilakulan dengan
penanganan persimpangan prioriles, persimpangun
dengan bundaran, persimpangan dengan lampu
lalu lintas dan parsimpangan tak sebidang:

f| pumaduan berbagai moda anplkutan;

gl penerapan sistem satu arah, pembenan lajur
khusub untul sanghkutian penumpang dan anghkutan
pariwisata; '

h) pengembangan  lintasan  penyeherangan  jalan
dalam bentul jalan bawah tanah (sub way), tanpa
gangEian lunderpass), dan fembatan
ponyeberangan di atas jalan; dan

I} pembatesan parkir, pengembangan fasilitas taman
dan pedestrian, heri bebas kendarasn, daerah
behas kendaraan dan area lisensi khusus.

(5] Ketentuan Umum Zonast Jalan Eolelitor Seleunder
sebagaimara dimakeud pads ayat (3] huruf ¢, meliputi:
& kegiatan Pemanfastan Ruang veng diperbolehlan,
meliputi:

1.

kegintnn Pemanfaotan Ruang yang diperbolellan
pata  Bumajs Jalan Relektor Sechunder melipot
kepiatan pelayanan lalu lLintas dan angkutan jalan,
perempatan banpunan ' utilites, pemanfaatan ontok
kegiatan keagamaan pada ares Kawasan Cafus Patha,
pengembangsn manajemen dan rekayase laly lintas,
pengembangan RTH vang berfungsi sebagal londsekap
jalan, dan pemanfastan aleh moda transportasi lain
bila diperiulan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pede Rumija Jalan Kolektor Sexunder di Jusr Rumaja
meliputi pemanfastan untuk pelebaran badan jalan,
untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang
berfungsl sebagal landsekap jalan;

. Riegialdn  Pemianfaatan Rueng vang diperbolehlen

pada Ruwasia Jalan Kolekter Sekunder di Tuar Rumija
mellputi penyedisan Ruang untuk pandangan bebas
pengemudi, pengamenan  kontrukst  Jalan,  dan
prngamansan fungsi jalan; dan
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Heptatan operasional dan pemeliharaan jaringan
transpartas], energl, telekomunikas:, sumber dave air,
SPAM, SPAL, pengelolman limbah B3, jaringan
pereampahan,  jaringan  evakuast  bencoans dan
dromse,

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehken dengan
syurat, meliputi:

L.

Ll

&

kematan operasional, pelebaran dan cehabilitas: Jalan
Kolektor Primer denpan persyaratan teknis sesuai
keetentuan pergturan perundeng-undangan;

. pemibangunan dan pengembangan sistem |aringan

pragarana di Kumija dan Ruwasja haris memperoleh
izin dari penyeinggara jalan sesual kewenangannya
dengnn persyaratan teknia gesual ketenfuan peraturan
perundang-undangan;

pemanfanton bagian Jalan Kolelttor Seltunder dengan
perayaratan teknmis  sesual  Kelentuan  perpluran
perundang-undangan, meliputi:

a) bangunan dan jaringan utlitas;

b) lidan;

¢l ‘media informasai; dan

d) bangun-bangunan,

pemanfaatan badan -air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan ralgat, dan pertanian yang memenubs
daya dulung dan daye tempung lingkunean hidup,
mitigasi bencana serta mempertimbangkan gans
keterituan  sempadan  dengan  persyaratan  teimis
sesual ketentuan peraturan  perundang-undangan;
dan

kegiatan keagamaan yoang telah mendapat persetijuan
sesusl peraturan porundang-undangan.

o, kegiatan Pemanfaaten Ruang vang tidak diperbolelikan
meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan
jalan.

d, ketentuan lain yang dibutshkan, meliputi:

L.

2.

pengermnbangan Jaringsn utilitas terpadu di bawah

ranah;

arehan  ketentuanm pada  bagiar | jalan yEng

dimanfaatican sebapat lokasi dan/atau jalur kegiatan

prosesi Keagamaan dan budaya memperhatilan:

a) tidalk diperbolechloan  pembsnpunan dan/atau
menurunkan  kualitas  lmphungan  dan nila
Resuclan serta mengganggy jalannya.  prosesi
keagamuan patds Rawasan Catus Patha di Wilayah
kabupaten;

b pemanfaatan jalur jalan untule kegialan prosesi
keagamaan dan budaya tidak mengennggu arus lalu
lintas mensrus;

¢} aalam hal kegiartzn proses keagamaan dan budaya
memerlukpn pengrunosn seluruh bagian jalan,
maks hers tereedia jelur sltecnatyl di sekitar
[Kavasan;

d] pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian
jalnn untuk Kkegiatan prosesi keagemmesn dan
budayve; dan

&) pengembangan sistem informasi kondis{ lalu lintas
kepada para pengping jalan.
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5. arahan ketentuan pengembangsn menajemen dan

relayasa lalu lintas dilaleulean dengan
memperhalikan:

B) mrahan manajernen  dan  rekeyasa lala  lintes
dilaksanakan untult mengoptimalkan pengeunaan

Jaringan julan dan pergerakan lalu lintes dalam
rangka  menjamin keamsnsn,  keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran laiu lintas dan anglaitan
|alan;

b} pemberian privntas pudn pergernkan anglutan
penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;

€] pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan
hagi pemggunn jalan khususnya pejalan kaki dan
pengendamm  sepeda melslul penyediaan  jalur
khusus;

d) pemberian  kemudahan dan  penyediasn  jalur
lintasan bagl keum difubel

) desiin persimpangan dilakulan dengan
penanganan persimpangan prioritas, peraimpangan
dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu
lintas dun persimpangan tak sebldang;

f| pemaduan berbagai moda angloutun;

gl penerapan sisiem saiy -grah, pomberan lajur
khusus untule angloutan penumpang dan anglutan
pariwisata;

h} pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam
bentuk jalan bawah tanah (sub woyl, tanpa
gangian (uhidarpass), dan Jjembatan
penyeberangan di alas jalan; dan

i} pembatasan parkdr, pengembengan fasilitas taman
dan pedestrian, har bebas kendaraan, daerah bebas
lendaraan dan area lisensl khusus,

17 ERetentuan Umum Zonas Jalan Lolal Primer sebagaimans
dimaksud pada ayat (3] hurufd, meliputi:
& kegiatan  Pemanfastan Ruang yang  diperoolebloan,
melipuli: '

E

kepintun  Pemearfaatan Ruang yvang diperbiolebkin
pada Rumaia Jalap Lokal Primer melipul keglatan
pelayvanan lalu iintas dan angkutan jalan, penempatan
bangunun utilitms, pemanfaatan unluk  kegiatan
keagamanr pada aren  Kawasan Cotus  Farha,
pengembengan manajemen dan releayasa lalu lintes,
pengembangan RTH vang berfungsi sebagai landssekap
jatan, dan pemanfzatan oleh moda transportesi lain
hila diperlukan;

keglatan Pemeanfaastan Ruang yang diperbolehban
pada Rumija Jalan Lokal Primer di |luar Rumaja
meliputl pemanfaatin untuk pelebaran badan jalan,
unitk kebiituhan Ruang pengamanan, dan RTH yang
berfungs| sebagal landsekap jatan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehlan
pads Ruwasja Jalan Lokal Primer di luar Rumijs
meliput! penyediaun Ruang untuk pandangan bebas
pengemudl, penpamanan  konttuksl Jalan, dan
pefgamanan fungsi jalan; dan

kegiatan operasional dsn  pemeliharosn janngan
transportasi; energl, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolann limbak B3, jaringan
persampahan, jaringan  evaluasi  bencana  dan
drainase.




b. kegintan Pemanfantan Ruang yang diperbolehkan dengan
syaraf, meliputi;

kegiatan operasional, pelebaran dan rehahilitasi Jalan
Loleal Primer dengan persyaratan telmis sesual
ketentuan peraturan perdndang-undangan;

pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
pragaranz di Rumija dan Ruwasjn harus memperoleh
iin dari penyelnggara jalan gesual Kewenangannya
dengan persyaratan leknis sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pemanfaslan bagain Jalan Lokal Promer dengan
persyaratan telmis  sesual  Relenttan  peraturan
perundang-undangan, maliputl:

a) bangunan dan jaringan utilitas;

bl idan

¢} medid informas]; dan

d) bangun-hangunan,

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi
daya dulunp dan daya tampung lingkungan h'dup.
mitigasi bencana sertn mempertimbengkan  pats
ketentian sempadan derigan persyaralan  teknis
sesuni  Retentuan. pératuran perundang-undangan;
dan

kepintan keagamaan yang telah mendapat perselyjuan
zesuai peraturan perundang-undaripgsn.

¢, koplatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputl kegiatan yang depal mengpangeu fungsi jaringan
jalan.

tt. leetentupn lain veng dibutithlen, melipui:

A
P

-
=t

tdale  diperbolehkan  pembangunan  denjfatsn
menurunian kualims lngkungan dan nilal kesuoian
sertn menggangeu jalannya prosesi kesgamaan pada
Kawasan Cafus Fatha di Wilayah kabupaten;
pemaninatan jalur jalan untuk kegiaten prosesi
keagemaan dan budaya lidak menggangmu arus laiu
tas menerus;
dalam hal legiatan prosesl keapamaan dan budaya
memeriukan penggunamn seluruh bagian jalan, maka
hurus tersedia jalur aiternatif 6l seldtar Kawasam,
pengaturan walktu Pemanfaatan Ruang pada bagian
Jalan untk kegiatan prosesi keapamaan dan budaya;
dan
pengembangan sistem informaesi leondisi loly lintas
kepada para penggina jalan.

(8] Hetentuan Umum Zonasgi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana
dimalksuel pata ayat (3) huruf e, moliputi:
4. kegiatan Pemanfaatan  Ruang yang diperbolehlan,
meliputi:

| ¥

kepiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pads Rumaja Jalan Lolal Sekunder meliputi kegiatan
pelayanan |alu lintas dan anglaitan jalan, penempatan
bangunan ‘utllitag, pemanfaatan untuk kegiatan
keagonmasn  pada area Kawasan Cafus  Patha,
pengembangan mandjemen dan rékayasa lnlu lintas,
pengembangan RTH yang berfungsi sehagai lnndsekap:
julan, dan pemanisetan oleh moda transportast nin
bila diperhukan;




2

3.

kepiatan Pomanfastan Rusng yang diperbalehkan
pada Rumije Julan Lokal Sekunder di luar Rumaya
melipuil pemanfasan untuk pelebaran badan jalan,
uritizk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang
berfungsi sebagal londsekup jalan;

kegiatan Pemanfoatan Rusng yang dipsrbolehkan
pada Ruwasja Jalan Lokal Sekunder di huar Rumijn
meliputi penyedinan Ruang untuk pandangan bebas
pengemudi, pengamanan  lontrukst  jalan, dan
pengarmatian fungsi inlan; dan

kegiatan  operapiona] den  pemeliharaan  jaringan
transportas, energl, telekomunikas], sumber daye air,
SPAM, SPAL, pengelolain limbah B3, jaringan
persampanun, jaringan evakuasi  bencana  dan
drainmnse.

b kegiatan Pemanfastan Rusng yang diperbolelikan dengan
syarnt, maliputi:

1.

L

5

kegiatan operasional, pelebaran dan rehablilitasi Jalan
Lokal Primer dengan pergvaratan teknis sesoal
ketentuan peraturan perundang-undatigan;
pembanginan dan pengembangan sistem jaringan
prasarand di Rumiia dan Ruwasia harus memperleh
irin: dari penyelnggsra: jalan ‘sesual kewenangannysl
dengan persyaralan lsknis sesuad ketentuan peratusan
perundangundangarn;

pemanfaatan bagain Jalan Lokal Sekunder dengan
persyaratan  tekmis  sesuml  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, melipati:

i) benguniin den faringan utilitas;

b) iklam;

¢) media informasi; dan

d] bangsun-banpuran.

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budays,
perkebunan rakyat, dan pertzhian yang memenuhi
dave duking dan daya tampiung Ongkungan hidug,
mitigasi bencana serta  mempertimbangkan  paris
ketentuan sempadan dengan  persyaratan  telmnis
gesunl ketentuan peralurun perundang-undangan;
dan

ksgiatan kengamaan yang telah mendapat persctujuan
sesual peraturan perundang-undangan,

c. kematan Pemanfastan Ruang yang ndak diperbolehican
meliputi kegiatan vang dapat menggangeu fungsi jaringan
d. ketentuan lain yang dibutubkan, meliputi:

18

2.

tidaic diperbolehltan  pembangunsn  dan/atau
menurunkan kualitas lingkungan dan nilad kesucian
serla mengganggy jalannya prosesi keagamaan pada
Kawasan Cafus Patha di Wilayeh kabupaten;
pemenfaaten jalur jalan untuk keglatan prosesi
keagamaan dan budaya tidax mengzangen arus lalu
lintas menerus:

dalam hal kegistan prosesi kesgamean den budaya
memeriukan pengsunasn selurubh bagan jalan, maka
harus tersedia jalur alternatif df seldtar Kawusan;
pengatuiran waktu Pemanfastan Rustg pada bagian
Jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
dan

pengembangan siatem informasi kondist lalw lintas
kepada paro pengguna jalan.
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(9] Ketentuan Umum  Zopasi Jalan Lingkungan  Primer
sebagaimana dimaksod pada ayet (3] huruf [, meliputi;
A, kegiatan Pemanfustan Ruang yvang diperbolehkan pado
hagian jalan, meliputi:

1 [

3.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolshkan
pada Rumaja Jelan Lingkungsan Primer mellputi
kegiatan pelayanan lalu lintes dan angloutan jalan,
pemanfantan untik kegiatan keagamanan,
pengembanpgan manasjemen dan rekayasa lgdu lintas,
pengembangan RTH yang berfungsi sebagsd lansekap
jalan, dan pemaniaatan oleh moda transportasi lain
bila diperlukan

kegintan Pemanfaatan Rueng yeng diperbolehiczn
pada Rumija Jalun Lingkungan Primer di luer Rumaja
meliput pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan,
untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yvang
berfungsl sebagai lanschkap julan; dan

kegiatan Pemanfastan Ruang yang diperbolehkan
pada Ruwasia Jalan Lingikungan Primer di luar Rumija
meliputd penyediaan Rueng untuk pandengan bebas
perigemudi, pengamanan  lkonstrukst jalun, dan
pengamanan fungs: jalom

b, leegiatan Pemanfeatan Ruang yang diperbolehkan dengan
5}rarat pada bagian jalan, meliputi:

SEERS

i

. pembangunan utilitas untuk kepentnean wman;
Kegintan kespamian yang telah mendapat
peErselujian sesundl peraturan perundanganundanpsn;
dan

pengembangan prasarana dan sarana pelaysnan
umum 3esuzl dengan peraturan undangundangan.

c, kegiatan Pemanfastan Ruang yang tidale diperbolehkan
mebput kegistan yang dapat menganggn fungsi jaringan
jalan;

d. keétentian lain varig dibutahkan, meliputis

1.

4.

5

Hdak diperbolehkean pembanpunan dai fatay
pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan dan nilal  Resucian serta
menganggu  jaignnys  prosesl  keagamsan pada
Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;
pemanfaatan |alur jalan untule kegiatsn prosesl
leagamean dan budava tidak mengeangegu srus lalu
lirrtes menerus;

dalam hal kegiatan prosesi kesgamaan dan budays
memeriubian penggunaan selurul bagian jalan, meaks
harus (ersedia jalur alternatif di sekitar Kawusan;
pengaturan waktu Pemanfaatan Rudng pada bagian
Jalan untul kegintan prosesi keagamaan dan budava,
can

pengembangan eistem informesi kondial falu lintas

kepads pare pengguna jalan

{10] Ketentuan Urnum Zonssl Jﬂiﬂn Lingkungan Sekuncer
sebagnimana dimalksud pada syat (3] hurul g, meliputi:
U kegiatan Pemenfsatan Rusang vang :i:pr:rba:lchlcan pada
lragian jalan, melipuai:

1.

kegintan Pemanfantan Ruang yang diperbolehisan
paga Rummia Jalan Lingkungan Selkunder meliputi
kegiatan pelayanan lala lintas dan angikutan jalan,
pemonlering untuk kegiatan Kenpamaam,
pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap
jalan, dan pemanfeaten oleh moda transportast lam
bila diperlulean:

] B Y
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. kepetan Pomeanfeatan Ruang vang diperbolehlan

pada Rumija Jalan Lingkungan Sekunder di inar
Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan
Jalan, untuk kebutuhen Fuang pengamanan, don
RTH yang berfungsi sebagai Innsekap jalan; dan
kegiataln Pemanfeaten Rueng vang diperbolehkan
pada Ruwasia Jalan Lingkingan Sekunder di luar
Rumija meliputi penvediann Ruang untule pandangan
hebas pengemudi, pengamanan konstruka jalan, dan
pengamanan fungs: falan,

b. kegiatan Pemanfaaton Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat pada bagian jalan, meliputi:

1.
2,
3

4.

pembangunan utilitas untuk kepentingan umum;
kegiatun keagamasn yang telah mendapat;

persenijuan sesuzai peraturan perundanganundangan;
dan

pengembangan presargna dean sarane  palayanan
umum sesual  dengan  peraturan | perundang-
undangan,

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidsk diperbolehkan
meliputl kepgintan yang dapat mengangu fungsi jaringan
jalan;

. ketentuan lain yang dibutubkan, melipui:

3

+;

B.

tidak  diperbolehkan  pembangunan  dan/ataug
pengembangan kepistan yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan dan nilali  kesuclan serta
mengangguy  jalarmyn prosesi  keagamaan  pada
Kawasan Catus Patha di Wilayah Kebupaten;
pemanfaatan  jaklar jalan untuk kegiatan proses|
keapamaan dan budaya tidak mengzenggu aris laly
lintas meneris;

datzm hal kegiatin prosesi keagamaan dan budaya
memeriukan penggunaan seluruh bagian |slan, maks
harus tersedia jalur alternatil di sekitar Kawassn;
pongaturan wakty Pemanfsatan Ruang pada bagian
Jalan untuk kegintan prosesi keagamaan dan budaya;

pengembangan sistern informesi kondisi lalu lintas

kepads para pengguna jalan,

{11] Ketentuan Umuam Zonasi Jalan Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf b, melipatl:
.[Ll-(egla]:t—l.n Pemaniaatan Ruang wyang diperbolehkan,
meliputi:

1.

kegiatan Temanfaatan Rusng yang diperholehkan
pada Rumaje Jalaon Khusus meliputi  kegiatan
pelayanan lalv lintas dan angkutan jaian, penempatan
bangunan utilitas, penpgembangan manajemen dan
rekavasa lalu  lintas; penpembangan RTH yang
berfungsi sebagal landsekap jalan, dan pemaniaatan
oleh moda transportast lain biia diperiulkan;

kegiatan Pemanfaatan Ruung yeng diperbolekkan
pada Rumija Jalan Khosos di luar Rumaja meilput
pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, unatuk
kebutuhan Ruang pongamanan, dan RTH YENE
berfungst gebagal landsskap jalan;

kepiatan Pemenfaaten Ruang yeng diperbolehkan
pria Ruwasia Jalar Khusus di luer Rumija meliputs
penyodiann Ruang  untuk  pandangsn Debas
pengemud!, pengemanan kontrlsi  jelan,  dan
pengamenian fungsl jalan; den

kegiatan operasional dan  pemelihsragn  jaringan
transportast, enorgd, telekomunilkasi, sumber daya air,
SPAM, SPAlL, pengelolasn Hlmbah B3, jaringan
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persampahan, jarinegan  eévakuesi  bencans dan
drainase.

h lcegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperboleéhlan dengan
svarat, meliputi:

1.

kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitas] Jalan
Khusus dengun persyaratan telmis sesus kelentian
peraturan perundang-undangan,

pembangunan dan pengembangan  sistem jaringan
prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh
izin darl penyelnggera jalan sesuai kewsnangannya
denpan peravaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangah;

pemanfantann  bagnin  Jalan  Khusus  dengan
persyaratan  teknis sesusl  ketentuan peraturen
perundang-undangan, meliputi:

a) bengunan dan jaringan utilitas;

bl 1klan;

¢} media iformasi dan

d] bangun-bangunan,

¢, kegatan Pemanfantan Buang yang tidal  diperbolehian
meliputi kegiatan yang dapat menggangeu fungsi jeringan
jalan.
(12) Ketentuan Utnum Zonasi Jalen Taol sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) hural o, meliputi:
a! lepiatan  Pemanfantan Ruang yang diperbolehban,
malipat:

L

kepintan. Pemanfaalan Ruang yvang diperbiolehkan
pada Rumsja, meliputi pendirian bangunan dengan
fungst perunjang vang berkaitan dengan Jalan Tol
sesugt ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegintan Pemanfaatan Ruang yong diperbolehkan
dalam Rumiia, meliputi pemanfaatan untuk Rumajs
dan pmmhﬁhun lmjur lalu lintas, serta Ruang untulk
pengamunan jalan,
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehian
dalam Ruwasja, meliputi kegistsn di luar Rummiia
untulk pergamanan kKondisi dan situasi agar Ruwasja
tidak mengangsu pandangan bebas pengemudi; den
kegiatan. goperasional dan pemeliherasn  jaringan
transportasi, energi, Telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SFAL, pengelolsan limbzh B3, jaringan
persampahan, jaringan  evakuasi  bencans dan
o as B

b. legiatan Pemanfasstan Ruang yang dipérbolehkan dengan
syarat, meliputi:

L

pembangunan sarana komunikasi, sarana deteks
pengamatianr laln yvang memungkinkan portolongan
ternpgan segera sampal ke tempet keadian, Serth upaya
pengamanan terhadap polanggaran, kecelakaan, dan
gangmian keamanan lainnys dengan porsyaratan
tebknie  sesunl  letertnam peraturan perundarig-
undangan,

kepiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Tol denpan persyaratan felnis sesual  ketentuan
pematuran perundang-undangan:

pembangunan den pengembangan sistem Jaringan
pﬁlp,.nrann di Rumija dan Ruwasia harus memperoleh
izin darl penyelnppara jalan sestal lewenangannya
dengari perayaratan teknis sesuai ketentuun peraturan
nerundang-undangan;

:-%.
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7.

5.

pembangunan tempsl istirahat dan pelayanan wanlk

hepentingan pergruna Jalan Tol dengan persyaratan

teknis  scsusr  ketentuen  peraturan  perundang-
undangarn;

pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ked an
dari Jalan Tol dengan persvaralan t=lknls sesuai
ketetitian peratiuran perundang-undangan;
pemanfaaten badan eir, sempadan, cagar budaya,
perkebunan ralyat, dan pertanisan vang memenuhi
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis
ketentuan  sempadan  dengan persysratan  teknis
sesunl ketertuan peraturan pernndang-undeangan;
chmtﬁm keagamaan yang lelah mendapat persctujusn
sesuii peraturan perundang-undanigan; dan

kegiatsn pemasangan iklan secara terbatas,

¢, kegiatan Pemanfantan Rumng vang bdak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat mengganget fungsi jaringan
jalan.

d. ketentuyan |ain yang dibutuhkan, meliputi:

L]
i

antar Jolan Tol terkoneksi satu sama Isin dan
terhubungkan jalan akses tol dari jalan umum atay
onn tol;

pengendalion jalan akses tol ke jalan umum atayu non
tol vang tidak menimbulkan kemacetan;

setiap perencanaan dan pembangunan Jalsn Tol
harus memperhatikan dan harmaonis dengan Kawasan
Lindung, 128, permukiman, batlas-batas
Wenndangan dan palemahan Desa Adat, kelancaran
jaringan  irigasi dan  kelancaran akses  alamii
pergerakan adet, budays serta Kearifan lokal lainnya;
pada lkondisi Jalan Tol melintasi luasan tertenta o

~ Kawesan. Pertanian tanaman pangan lahan basah,

desain penampang jalan diupavakan dengan teknik
mengambeung; dan

ketentuan arphan pengaturan zonasi Jalan  Tol
diperlalukan sama dengan jalan bebas hambatan,
kecuali tanpa adanys gerbang tal.

[13) Ketentuan Umum Zonasl terminal penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat 2) horuf d, berupa Ketentuan Umum
Zonisl Terminal Penumpang Tipe C, meliput:

a kegiatan Pemenfaatan Ruang vang  diperbelehlon,
melipyti:

1.

3.

kegistan operasional, penunjeng dan pengembangan
Terminal Penumpang Tipe C;

operasional dan pemeliharsan aringan transportasl,
energi, telelkomunikesi, SPAM, 8PAL, |aringan
persampahan, Jjoringan  evakuas] bencana  dan
dramase; dan

pengembangan KTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolelikan dengan
syarat, rmeliputi:

[
&=

pembangunan penyediasn fasilitasutama dan fastlitas

penunfang Terminal Penumpang Tipe C  vyang
memenukil péravaraten keselamatan den keamanan
sasunl ketentuan peraturan perundang-undangan;
leeginten bongkar musi bammng sepanjang  tidak
mengganggu fungsl Termmal Penumpang Tipe C dan
memperhatilcan keselamatan dan keamanan sesual
ketentuan peraturan perundangundangan;

L




5.

. pemasangar jaringsn  utilitas, lklan dan media

infermasi ‘dengan mempertimbangkan keselamatan
dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari
penyelenggara  terminge] sesual  kKewenangannva
dengan persyaratan 12knis sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan:

pengembangan jeringan transportasi, energi berupa
janingan  SUTM, teleliomunikasi, SPAM, SPal,
ptngdtﬂﬂiﬂn limbah B3, jaringan persamphan,
jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase
dengan persyaratan teknls sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

Pemanfastan Ruang untuk permukimun terutama
pf'rdngangnrl dan jasn denpgan persyaratan teknis
sequal keientuan peraturan perundang-undangan.

c. kegintan Pemanfaatan Ruang vang tidok diperbolehkan,
berupa kegintan yang dapat mengganggu fungst Terminel
Pomumpang Tipe C.

d, lretentuom lain vang dibutuhkan, meliput;

1.

2.

dilenghapi dengsn RTH paling sedikit 20% [duxz puluh
persen| dari zonn pengembangan  untuk  menjaga
kelancaran eoperasional terminal, keamanan dan
keselamatan lalu lintas den anghutan jalan; dan

memilill masterplan petigembangan terminal.

(1% Ketentuzan Umum Zonasl Terminal Barang sebageimana
dimaksud pade ayst (3] hurul e, meliputi:
a. kegiatan  Pemanfaatan Rusng vang  diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan operasional, penunieng den pengembangan

2,

3.

Terminal Fenumpang Tipe C;

operasional dan pemelihamaan aringan transportasi,
enetpl, lelekomunilmsi, SPAM, SPAL, jaringan
persampahan, jaringan evakuast  bencana  dan
draunase; dan

pengembanpan RTH.

b, kegiztan Pemanfaatan Ruang yang diperbolebikan dengan
syarat; meliputd:

1.

pembangunan penyedinan fasilitas utema dan fasilitas
penunjang  Terminal Barang yang memenuhi
persyaratan keselamatan dan  keamanom  sesuai
leetentizan peraturan perundang-uncangun;

kegiatan bonplear muat barang sepanjang tidak
mengesngen fungsi Terminal  Barang  dan
mamporhatikan keselamatun dan keamansn sesual
leetentuan perafuran perundang-undangan;
pemasangan  jaringan  utilitas, (klan den meédia
informasl denpun  mempertimbanglean  keselamatan
dan keamenan serta wajib memperolgh izin dari
penyelenggara terminal  sesusl | kewegnangannye
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengembangsn jeringan transportasi, energl berupa
joaringan  SUTM, telekomunilasl, SFAM, SPAL,
penigelolean limbah B3, jaringan persamphan,
|eringan evolkunsl bencana dan Jaringan drainass
dengan persyaratan ieknis sesual ketentuan peraturan

porundaneg-undasngsn; dan

-
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5. Pemanfsaten Rusng untuk permuldman terutama
perdapangan dan jase dengan persyaraten teknis
seaual ketentuan peraturan perundang-undangain.

¢. legiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan,
beritpa keplatnn vang dapal menggangeu fungsi Terminal
Barang,

. ketentuan lain yang dibutuhlkan, meliputi;
L. memiliin masterplan pengembeangdan terminal;

2. memenuhi  persynratan tenis  penctapan  lokasi
Terminal Barang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH
miahing sedikit 20% (dva pulubh persen) dari zona
pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional
terminal, keamanan dan keselumatan laly lintas dan
anghutan barang,

(15) Ketentuan Umum Zonast sistem  jaringan  kereta  api
sebagaimann dimaksud pada ayat (1) hurul b, mellputi:
a. Ketenruan Umum Zonasi jaringan jalur Kerets api; dan
b Eetentuan Umum Zonasi stasiun keteta apl.

(16] Ketentuan Umum  Zonasi  jaringan  jalur  kereta  spi
sebagaimana dimaksud pada ayat (15] huruf a4, berupa
Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api,
meliputi
a. kepiatan  Pemanfantan  Ruang yang  diperbolchkan,

meliputi:

l. penpamanan dan kelanceiran aperasi kereta apl serta
penpamanan kontruksi jalan rel;

2. operpsional dan pemeliharaan jaringan trensportasi,
energl; telexomunikasi, sumber dava air; BFAM, SPAL,
pengelolaan  limbah K3, jaringan persampahan,
jaringan evakuuas: bencana dan drainse; dan

3. pengombangsn ETH.

b. kegiatan Pemanfsstan Ruang yang diperbiolehkan dengan

Syarar, meliputi!

1. penggunean ruang manfaat jH]'L.J" kereti apl untuk
penempatan  fasmlitas opernsi kereta =api serta
hangunan pelengkap lainnya dengan persyarstan
leknis sesual ketentinn gerandang-undangan;

2, pemanfsaten nisng milik jalur kereta apl untok
kKeperlfian  lain  atas  fein  pemilik  prosarana
perkerctaapian dengan ketentuan tidalc
membahayakan kontruksi jalan rel, fusilitas operas
herets  apl, dan perjalanan kerety api  dengan
persyaratan  ielmis sesual ketentusn perundang-
undangan,

3. pemaniaatan ruang pengawasan jalur ereta apl untizk
kegintnn  lwin yang bdak membsheyalean operasi
kereto api dengan persyaratan teknis sesuni ketenman
perundang-undangan;

4. pembanpgunan jalan, jalur kereta apl khusus, terusan,
sauluran air, danfutel  presarEna lain yeng
memariukan persambungan, dan  perpotonhgan
dan/atau persinggungan dengan jalur kerein api
untuk kepentingan umum dan tidak membahayalan
keselamatan perjalanan kereta api dengan persyaratan
tekmis sesual ketentuan perundang-undangan,

5. pembangupan jalan rel di luar stasiun untuk
menghubungkan antara stasiun dengan tompal
ponglker muat barang denpan persyaratan  teknis
sesual ketentuan perandang-undangan;
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pembangunan fasilitas dan prasarana penguperasian
perkereteapian  dengan persyaratan teknis sesual
ketentuan perundang-undangan;

pengembangan  jaringan  transportasi,  energi,
telekomunikast, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan limbah B3, janngan persampehan,
Jaringan evakuasi bencana dan drsinase dengan
persyaraian  teknis sesual ketentuan perundang-
undangan;

pernanfaatan badan sdr, hutan lindung, sempadan,
konservasi, cagar Luduys, perkebunan rakyat, dan
pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta
pencrapan  kRetentuan ssmpaddan don  persyarotan
teltnis sesual ketentoan perundang-undangan; dan
pembangunen dan  pengembangan  pariwisata,
industri, permultman, pertahanan dan keamanan
vang memenuhi daya dulung dan dava tampung
lingkungan hidup, mitigasi héncana serta penerspan
kstentuan sempaan dan persyaratan tekois sesual
ketetitinn perundang-undangan. '

¢: kegintan Pemanfastan Ruang yang tidak diperbolehkan,
mehputl kegiatan apspun yang dopat mengganggu dan
membahayakan kontruksi jalan rel, fasilitas operasi
kzrata apl, dan perjalanan kereta apl.

d, letantuan lain yang dibutuhkan, meliputi

1.

1]

penggunasn Ruang manfaat jalur keretn api sebaga:
Rusng bebas yang haris bebes dari segala rintangan
dan henda penghalang di lan, kanan, atas, dan bawah
jnlan rel;

pembatasan jumlah perlintasan sebidang -antara
jaringan jalur kereta api dan jalan; dan

. lintasan jalur kersta epi memperhatikan Kawasan

Lindurig, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Kawssan rawan bencana, permulkkdman, pgusat
kegiatan sosial dan eckonomi, Jjaringan irigasi dan
kearifan lakal lainnyn,

(17) Ketentuan Umum Zonas) stasiun kereta spl ssbagaimana
dimaksud pada ayat (15) hurufl b, berupa Ketentuan Umum
Zimesl Stasiun Penumpang, meliputi;

a. kegistan Pemanfaston Ruang yang diperbolehlkan,
meliputi:

L.

4,

pembangunan dan optimalieas) stasiun penumpang
antuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta apj
dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan
moda transportasi lainmya;

pembangunan fagilitas penuriang stasiun
PCRUMpang)

operasional dan pemeliharann jaringan transportast,
encrgl, telckomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
jaringsn persampahnn, jardngan evakuasi bencana dan
drainase; dan

pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemaniaatan Ruang vang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi;

1

kegiatan Pemanfastan Ruang di seldtar stasiun
penumpang  dongan memperhatkan | rencana
penpembanpan  perleretasnian sesuni  ketentusn
peraturan perundang-undangan, '

kegiatan yang mendukung aktvitas pelayanan
perkeretaapion;

pengembangan jaringsEn transportas, energl,
telekomunikasi, sumber daya alr, SPAM, SPAL,




jeringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan

dramnsse dengan persyaratan teknis sesusd ketentuan

perundang-undangsn;

4. pemanisatan badan gir, hutan lindung, sempadan,

konservasi, cagar budaya, perkebupsn relevat, dan

pertarian yung memenuhi daya dukung dan doaya
tampung lingkungan hidup, mitigas) bencena sorta
penerapan Kelentuan sempadan dengan persavaratan
teknis sesual ketentusn poundang-undangan; dan

pembangunan  dan  pengembangan  pariwl sHlA.
industrl, permukiman, pertahenan dan keamanan
vang memenuhi daya dukung dan dayd tampung

Hingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan

ketentuan sempadsn  dengan  persyaratan teknis

sesual ketentuan perandang-undangan,

e, kegiatan Pemanfantan Ruang yang tdak diperbolehkan,
berupa keglatan dun pendirian bangunan vang dapat
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan
stasiun penumpang.

d. ketentuan lain yang dibuinhkan, meliputi:

l. Rawasan di sexitar stasiun kereta am d11|:n.gk:1p1
dengan RTH yang penyediaannya disergsikan dengan
luzsan stasiun keretn api; dan

2. pengembangan stusiun kereta api dan sistem jaringan
perkerctaapian sesusl  ketentuan peraturan
perundang-undangar,

1:.gl

(18) Kerentuan Umum Zonas sistem jaringan sungal, denaw; dan

(19]

penyeberangan sebapgmman dimaksud pada avat (1] buruf g,

meliputi

a. Ketentonan Umum Zonasi Alur Pelayaran Kelas 111; dan

'b Ketentuan Umum Zonasi Pelabuban Sungal dan Danau
Pengumpan.

Ketentuan  Umuom  Zobasi Alur Pelavaran  Kelas [T

sebagaumnana donaicsud pada ayat (18) huruf a, meliputi:

8, keginton Pemaniaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliput:

l. sarans dan prassrana peourmiong operAsional alur
pelayaran di danay; dan

2. kegiatan  porgembangsn  kawasan  peruntuban
pelnbuhan penyeberangan scrie sarana dan prasarana
penuniang operasinnal alur pelavaran danay serta
lintas penycherangan,

b. kegiatitn  Pomanfastan Ruang vang  diperbolenkan
bersyarat, berupa pemanfaatan perairan yang berdampale
pada keberadasn alur pelayaran danau’ serta lintes
penyebergngan,

c. kegiatan Temanfastan Ruang vang tidak diperbolehian,
meliputi kegiatan yang menggangeu kegiatan di daerah
lingkungan lerja pelabuhan penyeberangan dan daersh
linglkungan kepentingan pelabuhan penveberangan, dan
jalur transportasi dana, ' '

d. ketentizan lain vang dibatuhkan, meliputi:

1. memililg rencans induk pelabuhan atan dermaga;

2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran darf
pengoperaglan kapal dan  kegiatanpenyeberangan
perairan danau; dan '

J. Pomanfeatan Ruang pada Badan Alr i sepanjang alur
peleyaran dibatasi scsusl dengan ketentuan peraturan
parundang-undangan.

(20} Ketentuan TUmum Zonasi Pelabuhan Sungal dan Danau

Pengumpan sebagaimana climaksud para avat [18) huruf b,
meliputi:




(1]

(2)

. kegintan  Pemanfeatan  Ruang yang  diperbolehkan,
meliput:

l. saranz dan prasarana  penunjang  operasional
pelabithan atau dermaga wisats;

2. hegiatan pokok opetasional pelabuhan atau dermege
wisata;

J. kegiaten pentniang operasional pelabuban  alau
dermags wisata; dan

4. kegiatery pengembanpgan  kawesan | peruntuban
pelabuhan ateu dormags wisats.

b. kegiatan Pemanfastan Ruang yang diperbolehkan dengan
s:.narm meliputi;
. pelabuban atau dermaga sesuai skala pelayanan; dan

2- pemanfaatan perniran yang berdampak pads kegiatan
pokol dan penunjang operasional pelabuhan amu
dermaga wilsata

o kegintan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegiatan yang mengeangga kegiatan di daersh
lingkungan kerja dan daerah lngkungen kepentingan
pelabuhan atan dermags wisatn, serta Kegiatan lain yang
mengpangpl fungsi Kewasan perontukan pelabuhan atau
dermaze wisata;

d. ketentuat: lain yang dibutuhkan, meliputi;

1. memiliki rencana indule pelabuhan ntad dermaga
wizata;

2, penoegehan dan penanppulungan pencemaran dard
prnpoperusion kapal wisats;

3. pengombangan Wilayah pelabuhar atau  dednaga
wisata dapat diluksanaliun sepanjang tidak melampead
ketenituan fasilitas pelabulian aiau dermega wisata,
tidak mengurongl luas dersten dan peroiaran 2w,
tidak menyebablan terbulcanya akses pelombang, dan
diarahlkan untuk menduking pelaksansan
pengamanan kapal; da

4, penvedinan familitas terbangun wallb diintesrasilkan
dengan fungsl seldtar berupa penyedinan lahan parkir
terpadu yang diarahkan untuk merigurengi konflik
kemacetan di sekitar kawasan,

Pasal 62

Hetentuan Umum  Zonasi  sistem joringan energl

sebagaimans dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b,

meliputi Ketentuan Umum Zonesi jaringan infrastruktur

leetenagalistrilean.

Ketemtwan  Umum  Zonssi  jaringan  infrastruldor

ketenagalistrikan sebagaimana dimalsud pada ayvar (1),

meliputi: '

a, Nelentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tepanpgsn Elksfra
Tingg: (SUTET);

b, Ketentuan Umum Zonast Saluran Udare Tegangan Tingge
(SUTTY

e, Hetentuan  Umum  Zonasl Seluran  Udars Tegangan
Menengah (2UTM];

. Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara  Tepatigan
Rendah [SUTR);

e, Ketentuan Lmum Zonasi Saluran Kabel Tegangan
Menengah [SKTM); dan

f. Ketentuan Umum Zonasi Gardu Listrik.

Ketentugn Umun Zonasl Zonasl Salursn Uders Tegangan

Elstra Tingal (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat [2)

Faruf &, meliput:




(4

a. kegatan Pemanfastan Ruang yang diperbolehian
meliputh
1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
2. kegiatan  pembangunan,  pengoperasian, dan

pemelihnrann  prasarana  dan  sarena penunjang
jarinpan transmis] tenaga listrik

b. kegiatnon Pemaniaatan Ruang vang diperbolelikan dengan
synrat meliputi: '

kematon pertonian;

kepatan kehutanan;

kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan

keglatan sejenis lainnys dengan batasan ketinggian

bangunan dan tumbub-tumbuhen tidak masuk atau
tdsk alkan masuk Rusng bebas jﬂﬂ]]g,iﬂ'.l distribusi
tenags listrile,

c. kegintan Pemanfsatan Ruang yang tidak diperbolelkan
meliputi kemiatan selain sebagaimana dimaleud pada
huruf a dan b yang menimbulkan bahays kebakaran dan
menggangen fungsi jaringan penyaluran tenaga listril dan
sarana penduloungnya;

d. ketentusn lsin vang dibutuhkan, mealiputd:

1. kegiatan yang diperbolehlesn bersyarar sesval denpan
ketentuan peraturan perundang-undangar,

2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembanglit tenaga
fistrik dengan memperhatikan jarsk amen darn
kegiatan laing

3. pelorengan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang
falur (ransmisi sesual dengan ketentusn peratiran
verundang-undangan)

4, jslur di bewsh Jjaringan infrastruktur penyaluran

tenaga hatrilk dan sarana pendubungnyas diberlakuakan

Kawnsan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuaj

Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. tanah dan bangunan untuk kegitan jaringan
infrastruktur penyvaluran tenaga listrik dan sarana

pendukung dibertlean kompensas] ataul risentif sesuai

dlengan kétentuan peraturan perundang-uzndangan.

Ketentuan Umum Zonasi Salaran Udara Tegangan Tingg

(SUTT] sebapaimana dimaksud pada avat (2] hurafl b,

el Tt

#, kegiaten Pemanfzatan Ruang yeng diperbolehkan
nieliputi:

1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan

2. kegiatan  pembangunan,  pengeperasian, — dan
pemeliharaan  prasarans dan  Serana  penunjang
jaringan trensmis; enaga Estrile

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
svarat meliputi

kegiatan pertanian;

keglatan kehutanean;

kegiatan permuliman kepadiatan tendah; dan

kegiatan sejenis lainnya dengan betasan ketinggian

bangpunan dan tumbub-tumbuhan Hdek masulke atau
tidak akan masuk Rusng bebas jaringan distribum
tenaga listrilk

¢. kepgiatan Pemunfaatan Ruang veng liduk diperbolehkan
meliputi kegiatan selain schageimana dimaksud pada
bhuruf a dan st b yang menimbulkan bahays kebakaran
dan mengpangeu fungs: jaringan penyaluran tenaga latrik
dan sarena pendukungoys.

d. ketentuan laln vang dibumuhlian, meliputl;

1. keglatan vang diperbalehkan bersyarst stsunl dengan
ketertuan peraturan perandang-undangan;
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2. pelarangan Pemanfantan Ruang bebas di sepaniang
Jjalur transmisi sesual dengan ketentizan peraturan
perunceng-undangan;

3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran
tenaga listrik dan sarana pendukungysa diberlakukan
Kawnsan bebas hantaran listrile di bawah jalur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. tapal dan bangunen untuk kegiaten jaringan
infrastruktur penyaluren tenaga listrik dan sarona
pendulung diberikan kompensasi atau insentif sesuai
dengan ketentuan persturmn perundang-undangan,

Ketentuan Umum Zonasi Saluran  Udara Tegangan
Menengah (SUTM) sebagaimans dimaksud pada ayvat [2)
hural €, meliptati;

a. kegintan  yang dlp:rhnlthkan melputi keglatan
pembangunan, pengoperasian, dan  pemeliharaon
prasurany dari sarand penunjeng jaringan  Lradsmisi
tenags listrik;

b. kegiatan vang diperbolehitan denpgan sysrat, meliputi;

1. kegiatan pertanian;

2. kegiatan kehutaman;

3. kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan

4. kegiatan sejenis lainmyd dengan batasan ketinggian
bangunan dan tambuh-tumbuban tdok masulk atau
tidak alan mesul Ruang bebas jaringan distribusi
tenaps lstrik.

¢ kegiatan Pemanfeatan Ruang yang fidak diperbolehkan
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pads
huruf a dan b yang mEl'J.].‘lTI]‘.‘Il]]]-III.‘I'_‘t bahaya krﬂ:mh‘arﬂ_n dan
MENLEanggs fm‘lgm jﬂnngun penvaluran lenags lislrile dan
sarana pendukungnye,

Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udere Tepgensan Rendah

{SUTR| sebsgaimana dimaksud pada avat (3 huraf d,

meliputi:

a. kegintsn,  vang  diperbolehlan, meliputi kepgiatan
pembangunan, pengoperasian, dan  pemeliharaan
prasarana dan sarana penunjang |eringsn  trabsmisi
tenaga listrik: '

b. i:f:glamn yang diperbolehkan dengan syarnt, meliputi:

keplatan pertania;

kegatan kehutanan; _

kepiatan purmukiman kepadatan rendali; dan

kogiatan scjenis lainnya dengan batasan ketinggian

bangunan dan mmbuh-tumbuhan tdak mesuk atau
tidale alan masule Ruang bebas jaringan distribusi
tenaga listrik,

¢. kegiatan Pemanfantsn Ruang yeng tidak diperbolehkan
meliputi kegistan selain sebagaimana dimaksad pada
buruf a dan b yung menmmbulkan bahaya kebalaran dan
menggenggu fungsl jaringan penyaluran tenags listrik dan
garano pendukingnya.

Ketentuan Umum Zenasi Saluran Kabel Tegangan Menengah

(SKTM| sehagaimans dimaisud pads ayat (2] hural e,

meliput; . .

. kegintan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlan meliputi
kegintan permbangunan, pengoperasian, dan
nomelibaraan prasatana dan sarana penunjang jaringan
transmisl tenngs listrik;

by, kegiatan Pemanfzatan Ruang vang diperbolehlan dengan
syarat, meliput:

1. badan air dengan memperhatikan  ketentuan
keontrulksi SKTM persilangan sungai;

e G0 e
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8.

9.

. badan jalan dengan mempernatikan  ketentumn

konsiruksi SKTM persilangan [crossing) badan jalan;
trotoar dengan memperhatilkan ketentuan konstruksi
SKTM tanem langsung dibawah trotoar;

. jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan

ketentuan konstrultsi  SKTM  persilangan fsejajar
dengan kabel tanah telekomurnlkasi)

jaringan pipa air FAM/ gas dengan memperhatikan
ketentuan konstruksi SKTM persilangan dengan pipa
mir PAM /fpas;

. jaringan kereta apl dengan memperhatikan ketentuan

kensiruksi SKTM persilangan/ sejajar donpan rel
kereta api;

jaringan  saluran/ bangunsh &fr ingest dengan
memperiatilean . ketentuan konsoruksi | SKTM
persilangan densan saluran bangunan air rigasi;
taman dengan memperhatilkan ketentuan konstriksi
SKTM tanam langsung: dan

kegiatan seienis lainnys dengan memperhatilen
ketentuan leonstrulks] SKTM.

. kegintan Pemanfaatan Ruang yang tidalk diperbolehican
melipuli kematan selain sebgaimena dimaksud pada
hurai & dan b yeng menimbulkan bahava kebakaran dan
mengganggy fungsi jarnngan penyesiuran tenage lstrik dan
sarang peodulingmyi.

d. ketentuan lain vang dibummhlan, meliputi:

|}

memperhatikan jarak  aman  kontruksi  SKTM
berdasarken lketentuan jarnle wmam mstalas sesual
ttengan kondisi lapangan pekeriaan;

bila sast insmissi  kondisi  lapangan  tdsk
memunglinlean  untuk pemenuhan jurak amen,
pelsksanaan akhir harus ditambahkan pengonatan
atritktir pelindung dun dengan sepengstahuan dings
terhmit.

pada tlap jarak sejauh-jaibrmyn 30 (tiga puluh) meter
Jatur kabel harus diberi patolk tonda lcabael)

khusus wuntuk trotoar, tddok  diperkenankan
pemasangan patok lmbel tetapl cukup: pelat ‘beton
meandatar yang dipasang sesual permultaan trotgar;
pada tiap-tiap sambungan kabel jugs diberi tands
patok sambungan kabel (jomting);

. pekerdapn  penanaman BKTM yang berada dedam

Hoong Milik Jelan (Rumija)] harus memenuhi

kntenitiran sebagal berllout:

a) tidak mengganggy kesmunan dan kesclamatan
prngguna jaiang

b} tigdale mongeange  pandangan  bebas  dan
komaenieas] pefgemudi;

c] tidak menggangen fungsi dan konstruxs] jalan sertn
bangunan pelengkapnys; dan

d) tidalk mengpangee dan mengurang fungsi rambu-
rambu dan sarana pengatur laly lintas,

{#) Ketentusn Umum Zonasi Gardu Listrik sebageimana
dimuksud pada ayat [2) hurul [, meliputi:
a. kegintan Pemnnfaatan Rusng yang diperbolehlan
melipats;
L. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan

2.

kegiatan  pembangunsn,  pengoperaslan,  dan
pemeliharaen  prassmana dan  sarana  penunjang
jaringan transmist tehaga listrik.

b. kegiatan Pemanfostan Ruang yang diperbolehlkan cengan
syarat meliputi
1. kegintun pertanian; dan




(1]

[2)

(3]

2. hegiatan kehutanan,

¢. kegiatan Pemanfeatsn Ruang yang tidak diperbolehloan

meliputi kegiatan seloin sebagaimana dimaksud pada

hurul a dan b yang menimbullmn bahaya kebakaran dan

mengeangeu fungsi faringan penyaluran lenags listrik dan

siEnu pendukungryva.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi

1. kegiatan yeng diperboiehken bersyarat sesunl dengan
ketenituan peratiuran perundang-undangan; dan

2. ketenluan penempatsn Gardu Ligtrik diarahlan di
luar Kawasan permitkiman dan terbebas dari resiko
keselamatan umum,

Paral 63

Ketentuan Umum Zonesi sistem janngan telekomunibesi

sebagaimana dimaksud dalesm Pasal 59 ayat (3] huraf o,

meliputi:

a. Hetentuan Umum Zonas! infrastruktur jaringan tetap;

b, Ketentuan Umum Zonasi jaringan tetag; dan

£ Retentuan Umum Zonasi Jaringan Bergerak Seluler,

Ketentuan, Umum  Zonasi  infrasteualaur  Jaringesn  tetap

sebagaimana dimaksud pada-ayat (1] huruf a, meliputi:

o, ckegiatan  Pemanfeatan  Ruang yang  diperbolehlkan,
meliputi kegiatan pengembangan, pemelibarsan,
pembangunan, dan pengoperasian jaringan infrastruktur

laringan  tetap sesusmi dengan peraturan perundang-
undangan;

b. legiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

bersyaral melipuli keglatan budi dsya yang tidak
mengganggu operasional Infrastrokiur jaringan bergernk;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang ysng tidak diperbolehkan,
meliputi keglatan yang dapat mehggangggu jaringan
eleklromeagnetik pada jarmgan infrastrukbur tetap.
d. Ketentuon lain yang dibumahlken, meliputi:

l. penempatan aspek  keselamatan  dean  operasional
seldtar kegiatan infrastrulctur jaringan tetap;

Z. penerapan jaringan nfrastrulttur jaringsn  tetap
dengan memperhatikan tingkat kerawanan terhadap
ancaman bencana; dan

3. tersedignya  reneana induk sistern jaringan
telekomunilesi Wilayah vang disusun sesusl dengan
kstentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum  Zonesi faringan fetap sebagaimana

dimaksud pada avat (1] huruf b, melipud: '

. kegialan FPemanfaaten Rusng yang diperbolehkan,
meliput

1. kegidtan penpembingan fglur hijauy; dan

2. kegiatan  pembangunan,  pengoperasizn,  dan
pemelibaraan infrastrukiur dan Juringsn Tetap.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehlan dengan

gvarat, meliputil

I. jaringzn label tanam danfdtau kabel udera pada
pernyelenpggaraan Jaringan Tetap, ditempatkan pada
bahu jalan setelah mendapat izin sesuai  dengan
ketentusn peraturan perundang-undangan; dan




kegitan  budi daya wang tidak mengangeu
mfrastruir dan Jaringan Tetan.

c. aeglatan Pemanfastun Ruang vang tidax diperbolehkan,
meidpuli kegiotan yang menimbulkan gangguan fialk
dunfatay  gengmean  elektromagretik  pads  jarngan,
prasarana dan sarana komurikesi yang mengakibatian
lerganpaunya penvelengearaan  dnfrastruktur  dan
Jaringan Telap;

d, ketentuan lain vang dibutuhkan, meliputi:

L. setiap perencanssn dan  pembengunan jaringan
elekomunikasi  harus  memperhatikan  Kawasean
Lindung dan Kawnsan Konservasi:

4, penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan
jaringan pragarana telekommunikasi < ankitor Kawnsan
rawnn hencana; dan

3. pembangunan jaringan kabel telelknmunikasi pada
pusat  kegiatan  diarshlan  terintegrasi  mielalud
penyediaan sistem daktlites terpadu dengan jaringan
prasarana lainnya;

4. tersedisnys rencana  induk  sistem  jaringsn
selekomunikasi Wilayah yang disusun sesuani denpan
kelentuan peraturan perundang undangas; dan

3. memperhiturgkan aspek koamanan dan keselamatan
kegiatan Kawasan sekitarnya,

(4) Keotentusn Umum Zonasi Jaringan Bergerak Seluler
' sebapaimana dimakzsud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:
A. kegialan Pemonfaatan Ruang vang  diperbolehlean,

meliputi: _
L. menarz Bage Transciever Stalion (BTS); dan
2, kegiatan pengembangan, pembangunan;

pengupernsion dan pemeliharaan Jaringan Bargerak
Seluler, jaringan terestrial, dan ‘aringan astelit sesuai
dengan keteritunm peraturan perundome-undangan.
b. Kegiatan Pemanfaater Ruang yang diperbolenkan dengan
gvaral, meliputi:

1. pembangunan stasiun buml dan/atau menara,
memperhatiitan kdasifilkasi zona lokas! menara dan
sriteria  lokami mensra sesum denpan  ketentuan
prraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan budi daya yang tidak menggangeu Jaringan
Berparak Seluler.

¢, kegiatun Pemanfzatan Ruang yang tidek diperbolehlan,
meliput] kegintan yang menimbulkan gangguan fisik
maupur:  gangiian  clektromagnetik  pade  jaringsn,
prasarana dan sarana komunilas] vang mengakibatksn
terganggurya fungsi Jaringan Bergeral Seluler:

d. ketentuan tan vang dibutithban, meiputi:

1. periemnpatorn  merdara telekomunikasi ftower  wajib
memperhatlican kesmanan, keselamatan umum dan
estetikn linghungan serts dinrahlian memanfastkan
tower secard  terpacy pada lokasl yang  telah
ditemfuikan sesual ketentuian peraturan perundang-
vndangan; dan

2, memperhitungkan aspek keamanan, keselamaton
Kegiatan Kawnsan sekitarnya.

Bagal G4
(1 Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber days air

sebugnimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3] huruf d,
meliputi:




. Ketgntuan Umum Zoneas! sistom jaringan [rigasd;

b. Ketentuen Umum Zonea sistem pengendalian banjir; darni

0. Aetentaan Umum Zonesi bangunan sumber dayey air.

(2] HKetentmuan Umum Zonasi sistem  Janngan  irigas
sebapaimana dimaksud pada ayat (1] huruaf &, meliputi:

a, Ketentuan Umurn Zonas: J,Hrilj:gﬁ_n iriganl primear;

b, Ketentuan Umurs Zonas® jaringan irigasi selkunder; dan

¢. Ketentuan Umust Zonas: jaringan irigas tersier.

(3] Ketentuan Umum Zonss! sistermn jaringan irigast primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurul &, melipuh:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang wyang diperboichkan,
mielimuati;

1. pembargunan sarana dan prasarana irigasi;

2, kegiatan penelitian kondisl dan kualitas alr;

3. kegintsn pemeanisatan oir untuk kebumhban Irigasgi
dan

4. kegiatan memperiegas sistem jaringan rigasi primer.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dengan
syarat, melipuli;

1. pembanguran prasaranz pendukung irigesi sepecti
pos pentad, pintu air, bangunan bagi dan banpunan
lzinmye mengkitl ketentuan teknis yang berlalu;

2. kegiatan pengendalian daya resak air; dan

3. kegiztan selmn sebzgaimane dimaksud peda huruf a,
yang tidak mengganggu fungs) konservasi sumber daya
HET,

c. kegiaten Femanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlcan
meliputi keglatan selain sehagaimana dimaksud pada
hurula dan huraf b yang dapat mengangmy fungsd sistem
Jaringan irigasi;

d. xetentuan lain yang dibutuhkan, meliputr
1, pengembangan Kewasan tecbangun yang d: datamnya

erdapat jaringmn irigasl, yang dildkukan dengan
menyediakart sempadan jaringan irigast paling sedildt
2 leva) meter di kdrl dan kianen salurnn;

& penpgermbangan bargunan millle organisasi Subak pade
iahsan pertanian yang disrahken pepngembangannyve
sebagal Kawssan torbengun sesus rencana Pola
Ruang waill dipertehankan kesudsnnya dan/atay
dipindahlan  setelab, mendapal persetajuan  dar
pettgeloln dar: urang yang merjadi anpeota Subak

g (leramn Subak) Bersaspiaitarn,

3. adr irigesl di jermpan pomer pado arigasi teknis atan
setengan teknis meniadi tanggungiawad Pemerintoh;
dan

4, ﬁmgmm'.aian air irigasi oi tngkat tersier menjadi hak
dan tanggung jawab pericumpulan petani pemalkai ar
dan/atau Subak '

[4) HKerentuan Umum Zonsst gistem jarngan rigasi seluander
sebagaimans dimeaksud pada ayat (2] humafl b, meliput

& kegiatan Pemearfaatnn Hoarg yang diperbolehkan,
m.El:pU.t.

pumbu.nguran sarana dar prasarans (rigasi;

2. kegiuntan penelitian kondlsl dan kualitas air;

3. keglaten pemnnfaatan air untuk kebutuhan irigasi
dan

4. kegistan mempertegas  sistem  jaringan  rigasi
sokunder.

b, kegiatar Pemanlaatan Reang yang diperbolehilan dengon
syarat, meliputi:

1. pembangursn prasarans pendukung irigast seperd
pos pantay, pintu air, bangunan bagi dan bangunan
lalnnya mengiloati ketentian teknis yang berlalo;

s




4. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,
yang tidak mengeangey fungsi konservasi sumber daya
alr,

¢, kegiatan Pemanfaalon Ruang vang tidak diperbolehkan

meliputl kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada

huruf a-dan b yang dapel menganpgou furgsi sistem

jaringan irigasi)
. ketentuan lain yang dibwtuhkan, meliputiz

L. pengembansan Kawasan terbangun yang di dalamnya
terdapat jaringan irigasi, vang dilakuksn dengan
menyediakan sempadan farngan irigast paling sedikit
2 [ddua] meter di kiri dan kanoan saluran;
pengembangan bangonan milik organisasi Subak pida
lahan pertanian yane dinrshkan pengembangannya
scbogal Kawasan terbangun sesupal rencama Pola
Rusng wajib diperiahankan kesuciannya danfatan
dipindahkan  setelall mendapat persetujusn  dari
pengelole dan oring yang menjadi angeota Subak
|krumna Subak] bersangkutan;

&, pir igasi di jaringsn primer pada Ivigasi teknis atzu
setenpgan telnis menjad! tangrungjawah Pemerintah,
chiart

4. pengelolean air irigasi di tingkat tersier menjadi hak
dan tangiung jawsb perkumpulan petani pemakai air
dan/atan Subak,

[3] Ketentuan Umuwm Zorasi ‘slstém jaringan ivigas lersier
sebagaimann dimaksud pada svat (2) hurul ¢, meliputi:
&, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbalehian,
melipuh:

1. pemhangunan sarana dan prasaranes irgasi:

2. kegiatan penelitian kondist dan kualitas air;

3. kegintan pemanfanten sir untuk kebutuhan irigasi;
dan

4. kegiatsn mempertepes sistern laringan irlgasi tersier.

b. kegatan Pemonfaatan Ruang yang diperbolehkan dengar
gyaratl, meliput: '

. pembangunan prasarana pendukung irigasi sepert]
pod pantau, pintu air;, bangunan bagl dan bangunan
ininnya mengileut! ketentuan teknis yang berlaiou;

2. hegiatan penigendalian days rosak afr; dan

3. keglatan selnin sebagaimuna dimaksud pada huruf &,
yang tidak menggangmu fungsi konservast sumber deyi
1T

c. kegiatun Pemunfantan Rusng yang tidak diperbolehkan
meliputl kegiatan selain sebagaimans dimaksud pada
hurufa dan huruf b vang dapat menganggu fungsl slstam

JEringan rgesl;

¢, Retentuan lsin yang dibutuhkan, meliputi

1. pengembungan Kewasan terbangun yang di delamnya
terdapal faringan irigesl, vang dilalukan dengan
menyedinkan sempadan jaringan ingas! paling sedilkit
2 (dua} meter di ldri dan kenan salaran:

Z. pengembangan bangunen milik organisast Subak pada
lzhan pertanian yang diarshkan pengembangannya
sehagai Kawasan terbanpun sesuai rencana Pola
Ruang wajib dipertahankan kesuclannya dan/atuy
dipindahlean  setelah mendapat persetujuan dar
pengelols dan orang yang menjadi anggota Sithal
{Rromao Subak) bersanplontsn;

3. air irigast di jaringan primer pada irigasi teknis ptan
setenpan leknis menjadi tanggungjawab Pemerintah;
dan

b



{6)

(7l

(1)

. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak
dan tangegung jawab perlumpulan petsni pemakay air
dan/ntaw Subak.

Ketentuan Umum  Zonaai  sistern  pengendslian  bunjir

schagaimana dimeksud pada avat {1) huraf b, berupa

Ketentuan Umum Zonasl Bangunen Pengendalian Banjir,

meliputy:

a. kepintan  Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlan,
meliputi:

L. kepiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan

2. kegiatan pertanian dan permuldman,

b. kegiatan Pemanfaatun Ruang yang diperbolekkan dengan
syarat, melipuli:

L. pembangunan sarona dan presarana lingkangan;

2. kegiatan pengendalian daya rusak; dan

3. kegintan selnin sebagaimana dimalesud pada huruf g,
vacg Hdak mengganggu fungsi konservasi sumber
dave ait.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehban,
meiiputi kegiatan selain sebagaimona dimaksud pada
huruf & dan huref b yang dapat mongganggy fungsl
Bangunan Pengendalian Banjir,

Ketentuan Umum  Zonasi bangunan sumber daya air

sebapgaimana dimaksud pada ayat {1) Huruf e, meliputi;

a. kegintan  Pemanfaatan  Ruang yang  diperbolehkan
meliputi:

1. legiatan pemanfoatan airuntok kebutuhan irigasi dan
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kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;

pembangunan sarnna dan prasarana sumber daya air;

pengembangan bangunan pananggulangan banjin
kepiatan pengsmbilan don pembuangan air; dan

5. kegiatan pengamanan sungsi,

b. kegiatan Pemanfastan Ruang yveng diperbolehkan dengan
syarat meliput:

1. pendayapgunaan bengunan sumber dayn afir;

2. pengendalian daya rusele air;

3. sistem jaringan sumber daya air lainnys; dan

4. keglatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf g,
Eng Hdak mengganggu fungsi bangunan sumber daya

Vhww

o, hkegiatan Pemanfanten Ruang yang tidak diperbolehlan
meliput! kegiatan y=ng mengganggu fungsi bangunan
sumber daya ain;

d. ketentuarn lain yang dibutuhlkan meliput:

1. mate air yang tersebar di Wileyah berupa mata air
yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci
dan melangsungkan upescara keagamaan begl umat
Hindu mamipakan Kawasan Suci mata air; dan

2, di selttar Kawasan Suci mata air tidak diperbolehkan
pnmb-angunan dan/atau pengambangan kegiatan yang
dapat menurunkan kualitas linglkungan dan  nils
kesucian Kawasan, serta kegiaten vang dapat
menggangey jalannya prosesi keagamaan,

Pasal 65

Ketentuan  Umom  Zonasi  sistem  prassrana  lainnya
sebagaimana dimaksud dulam Pasal 59 ayal (3) hunif e,
meliputi: '

4. Wetentuon Umum Zonssi SPAM

b. Ketentuan Umum Zonast SPAL;

g. Hetentuan Umum Zonasi sistem faringan persampadian;
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d, Ketentuan Umwm Zonasi sistem jaringsn  evakuasi
bencans; dan '

e, Ketentuan Umum Zonasi sistem drainage.

Eetentipan Umum Zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada

ayst (L) hurufa, meliput:

B Ketentuan Umum Zunasi faringan perpipaan; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan.

Ketentuan Umum Zenas! Jaringan perpipaan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) horuf a, mellputi:

e, metentuan Urnum Zonasi Unit Air Baku;

b. Retentuan Umum Zonasi Unit Produlesy;

G, Ketentuan Umum Zonasi Unit Distribusi; dan

d. Ketentuan Umum Zonasi Unil Pelayanan,

Ketentuan Ummum Zormsi Unit Air Baku scbagaimana

dimaksud pada avat (3] huruf a, meHputi:

8. kegiatan Pemanfaatah Ruang yang  diperbolekkan
meliplet;

L kegiatan pembanpunan bangunan pengambilan air:

<. pembangunun  prassrana dan sarane sistem
penyediaan &ir minam;

3. kegiatan penunjang sistem penysdiaan air minum; dan

4. kegiatan penghiiauan,

b. kegnatan Pemanfasian Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat berupa pembangunan dan fasilitas dmum dengan
standar teknis sesuni dengan ketentuan petundang-
undangan, _

¢. keglatan Pemanfaatsn Ruang yang tidak diperbolehkan,
miedipuati;

1. kegiatan yang menggangou  keberlanjutan fungsi
penyedigan air minum;:

2. keglatan yang mengekibatkon pencemaran sir baku
dari air imbah dan sampah; dan

3. lkegiaun  vang mensgalibatken kerusakan  fisilk
konstruks sistem penyedizan air minum.

d. ketentuan lfin vang dibutuhkan, meliputi;

|. pemanfaatan sumber afr untule kebutuhsan air minum
diutamnakan  dari  air  permukean  dan wajib
memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesuoian
Kawasarn;

2. persyaratan tekmls pembangunan SPAM mengiloat
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. persyaralen pembanguinan SPAM dilenglapl denpan
pengoiahan limbakh;

4. pembuatan sumur resapan air (artficial water
cafehment) di sekitar bangunan SPAM;

5. penpermbangan SPAM  diperbolehkan pada setiap
perunfikan budl duya;

6. seliap perencanuan dsn pémbsngunan SPAM harus
memperhatikan Kawssan Lindung serta dave dukung
dan daya tampung linglungan hidup)

7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM
di Kawasan rawan bencans dan zona resapan ain;

8. pombarguran jaringan pipa distribusi air minum pada
pusat  keglatan' dizrahkan terintegrasi  melalul
penyediaan sistern duktilitas terpady dengan jaringsn
prasarana lainnya; '

9. lokasi Instalasi Pengolshan Air (TPA) tidak berdekatun
dengan Jokasi pengolshan alr limbal dan Tempat
Pemrosgsan Akhir [TPA);

10, lokast Instalast Pengolahun Al (JPA)  berdelatan
dengnn sumber air baku ateu berada pada posisi vang
cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan



induk &ir minum antar sislem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di sekitarnya, '

11, pengendulion pemanfaatan sumber a@ir  disertal
lenghkaly perlindungan terhadap sumber aic termasuk
alr tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaan
air dan ketersediaan sumber air baku;

12, hurus tersedia § jaringan perpipaan wr minum Kawasan
perkotnan atau Kawasan perdesnan sampai dengan
sambungan rumal; dan

13. tersedia kran urnum dan hiydrant pemadam kebakaran
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

(5] Ketentwan Umum Zonasi Unit Produksi  sebagaimana

dimaksud pada ayat [3) hurul a, meliput:

f. kegiatan  Pemanfastan Rueng vang diperbolehkan
meliputi
1. kegistan pembangunen bangunan pengambilan air;

4, pembangunan  prasarana dan sarana  gistem
penyediaan alr minum;

3. kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum,; dan

4. kegiatan penghijsuan.

b. kegiaran Pemanfaztan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat berups pembunganan dan fasilitas umum dengan
standar teknis sesual dengan ketentuan perundang-
undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidalk diperbolehloan,
mellputi:

1. kegistan yang mebgeangou keberlamiutan fangs
penyediaan air minum;

2. kegintan yang mengakibatkan peacemaran air baku
dan air imbah dan sampah; dan

3. kegintan yang mengalkdbatkan  bkerusakan  fislk
konsatruksl sistern penyedinan air minum,

d. letentuan lain yvang dibutuhkan, meliputi:

1. pemanfastan sumber gir untuk kebutuban alr minum
diutamalean  dart  air  pgrmukasn dan wsjib
memperhatilean kelestarian inglungan serts kesucian
Kawasan;

2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikur
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pergvaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan
pengoiahen limbeh;

4. pembustan sumur resapan  air  (ortificial  water
catchment] di sekitar hangunan SPAM;

5. pengembangan SPAM  diperboleblkan  pada  setlap
peruntukan budi daya; '

B. setiap peréncanaan dan gembangunan SPAM hetus
memperhatikan Kawasan Lindung serta daya duloung
dan days tampung lingkungan hidup;
peiierapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM
di Hawasan rawan bencana dan zona resapan ain
8. pembangunan jaringan pipa distribusl alr minum pada

pudat  leepintan diarshlan  terintegrasl melalui

penyedisan sistern duletilitas terpadu dengan jaringan
prasarana JRinnye:

O, lokasi Instalasi Pengolehon Alr (IPA) tidak berdelntan
dengan lokasi pengolahan wir limbah dan Tempat
Pemrosesan Alchir [TPA]:

10. lok==i Instalgsi Pengolshan Al (IPA)  berdeoketsn
dengan sumber nir bideu atau berada pada posisi yang
cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan
indulk afr minum antar sistem dan terdapat lshan
cadangan pengembangan di sekitarnya;
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Ll pengendalian  pemanfastan: sumber air  disertai
langkaly perlindungan ternadap sumber =ir termasulk
air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
alr dan kelarsediaan sumber air baku;

12, karus terzedia jaringan perpinaan air minum Kawssan
perikotzan atsll Kawasan perdesaan sampal dengan
sambungan remak; dan

153, tersedia kran umum dan bydrant pemadam kebakaran
susual keteniian peraturan perundang-undangan,

ketentuan . Umum donasi Unit Distribusl  sebagaimana
dirnaksud pada ayat (3] huraf a, meliputi: _
i kegintan  Pemanfaatan Rua-ng vang diperbolehkan

meliputi;

L. kegiatan pembangnnan bangunan pengambilan air;

2. pamhangansn  prasamane dan garana  aistem
penyediaan alr minum;

3. leppatan penuniang siatem penyediasn airminum; dan

4, kematan penghijavan,

. lcuglamn Pemanfastan Ruang yang diperbnlehkan dengan

syaral Derups pembenguran dan fesilitus umum dengan
standar teinis scsudi denegsn ketentuan perundang-
undanpan.

. kegiatan Pemanfastan Ruang veng tidak diperboichlan,

meliout

1. kegiatan yang menggangeu  keberlanjuzan  fungsi
penyediaan-air minum;

2. kegiatan veng mengalubathan pencemaran air baku
dari sir limbah dan sampsh; dar

3. kegiatan yang mengakibatkan kerusaksn  fsil
Ionstrokal sistem penyediaan air minum.

ketentuan inin yvang dinetahken, meliput;

1. pemanfastan sumber air untuk kebutuhan gir minum
divtamalkan dan  air  permukaan  dan  wajib
momperhatikan kelegtririan nglunean sersa kesuclan
Kawasan;

2. persyaratan teknis pembangunen SPAM mengilouls
katentuan peraturan petandang-undangan,

3. persvaratan pembangunan SPAM dilerighap dengan
pengclanan imbealy

4. pembuatan pumur cesapan air {artificial water

weatchment] di a:]:r.ﬂar bangunan SPAM,

pengermaangan  SPAM  diperbolehlan  pada  setiap

perunmmkan budi daya;

b. setiap perercanaan dan pembangunan SPAM harus
memperhalikan Kowasan Lindung serta doyn duloung
dan daya tampung ingleangan hidup;

7. penerapan relayasa eknis pada pembangunan SPAM
dl Hawasan rawan bencana dan zona resapan airy

B. pembangunan jaringan pipa distribusi 2ir minom pada
ousat  kegiatan  digrahkon  terintegraal | melalud
oenyecisan sisem duzkiilitas terpadu dengan jaringan
praggrana lainnes;

9. lokasi instalasi Pengolahan Alr (TPA) tidak berdekatan
demgan lokasl pengolahan alr limbah dan Tempat
Pemrosesan Akhir [TPA);

lO0.lokasl Instalasl Pengolabhan Air (IPA] bérdelkatan
dengan sumber oir balu atau berada pada posisi yang
cukup sptimal untuk: terintegrasi depgan jaringan
induk air minum antar sistem dan terdspat lahan
cadangan pengembangan & sekitarnya;

11, penperndalian  pemuanisatan  sumber air  disertal
lingkah verlindungan terhadap sumber air termasuk

=D
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BT NN untik menjaga Kesirambungan pernakalan
air dan ketersediaan sumberaic baku)

12 harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kowssan
perkotaan atau Kawasan pendesaan sampal dengan
gambunpatt ramel; dan

13, tereedia kran Wwmum dan hydrant pemadam k2bakaran
gesusl keteéntuan peraturan perundang-undaggarn.

[7) Hetentoan Umum Zonasi Unit Fcla}fanm: scbagaimana
dimaksud pada aval H] huruf a, rmelipub:

B

legiatan  Pemanfaatan Ruang vedg diperbolehlan

meliputi

1. kegintpn pembangunan bangunan pengambilan air;

2. permbangunan prusamne dan sarace sistem
penyediasn, air minus,

3. kegiatan penunjang sistem panyediasn ainsminwm; dan

4. lepaian ponghijpoan.

- kepialon Pemanipstan Ruang yang diperbelehlzn dengan

svarat borupa pembangunan dan fasilitas umum dengan

standar “ekpis sesuai dengen ketentuan perundang-

undongan,

kegiatan Pemanfasatmn Ruang yang tdak diperbiolebkan,

melipui:

I, kepiatan yang mengganggu keberlanjutan  [ungsi
penveciaan air minums;

A0 kepulom yanp menguldbatkun pencemearan elr baku
dari gir limbah dan semoah: dan

3. kegiatan yang mengaklbaﬂmn kerusakan fislle
konstruksi sistem penyediaan alr minum.

hetentuan lain yang dibutulthan, meliputi

s p:l:n..m]'uu.l..m sizmiber dir untulk kebutuhan air minum
diutermakan  darl  air permukasn  dan weib
memperbatikan keleatarian lingkurnigan serta Kegutisn
Kawasarn;

2. persveratan teknis pembengunan SPAM mengloat
ketentuan peraturan perundang- undengan;

3. persyaracan pembangunan SPAM dllengkapl dengan
perpgnlahan limbals,

4, pemlimtan samur resapen aim  (artificlel  water

wfelmend] di sekitar Danguarian SHPAM,

5, pengertbanpan BPAM diperbolebhiem  pada setiap
peruntukan budi daya; _

6, setinp perencansar, dan pembangunan SPAN harue
memperbatilkan KEaswasan Lindung seria daya dubieng
dan days tampung linglkurngan hidup;

7. penerapgn refcavasa telnis pada pembangunan SPAM
di Kawasan rawan bencana dan 2ona resapan air;

5. pembangunanjaringan pipa distribusi gir minum pada
pusat legiatan  diarahkan  terintegrast  melslu
penyvediasn siatem deletilitas terpadu denpgan jaringan
prrasarana lainnya,

9. lokas! Iristalaszi Pengolahan Air [TPA) tidak berdekatan
dengan lokesl pengolahan air limbah dan Tempat
Pemrasesan Aichir [TPA);

10, iokasi Instalasi Pengnlaban A {(JPA] berdekatan
dengan sumber air balou atac bemsda pada posis! yang
cukup optimal uritule terintegrast dengan faringan
indule air minum antar sistem dan terdapat lohan
cadangan pengembangan di sckitarnya; ,

11. pengendalian ~ pemanfestan  sumber alr  diserta
langkah perlindungen terhadap sumber air lermasuk
air tanah untulk menjaga kesinambungin pemalkaian
ajr dan ketersedinan sumber air balko;



12, harus tersedia jaringan perpipasdn sir minum Kawosas
peckotaan atay Kawssan perdesaan sampai dengan
sambungan rumah; dan

13, tersedia kran umum dan hydrant pemedam leebakaran
Eepual lwlentuan peraturan perundang-undangan,

(8] FKetentuan Umum Zonasi bulkan jaringan perpipasn

(91

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf b, meliputi;

A. Ketentuan Umum Zonasi sumur pompa; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi bangunan pensnglap mata air,
Ketentuan Umum Zongsd sumur pompa  sebagaimana
dimaksud pada ayal [B) huruf 2, meliputi; -

& kegintan  Pemanfaatan. Ruang yang  diperbolehkan,

meliputi:

I. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;

2. pembangunan  pragarana dan  sarang  sisiem
penyediaan air minum;

3. keglatan penunjang sistem penyediaan air minum; dan

4. kegiatan penghiiaan.

-kegiatan Pemeanfaatan Ruang yang diperbolehkan tengan

syarat berups pembangunan dan fasilitas umum defgan
standar teknis sesuai dengan ketentuan perundarg-
undangan,

- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliput:

1. keglutan yang mengganggn keberlanjutan fungsi
penyedisan o minum;

4. leeglatan yang mengakibatkan pencemaran air baki
dari nir limbah dan sampah; den _

3. keglatan yang mengakibatkan lernsakan  fisik
konstrulesi sistem punyediaan air minam,

keterituan lain yang dibutuhlan, meliputi:

L pemanfastan surdber gir untuk kebutuban sin minuam
divtamakan  dari  air  peroukaan dsn wajib
memperhatikan kelestarian lingkongan sertn kesucian
Rawasan,

2. pembangunan jaringsn pipa distribusi air minum pada.
pusat  keglatan  disrablan  terintegrasi  melalus
penyediaan sistem duletilizas terpadu dengan jaringan

 prasarana lainnye; '

3. lokasi Instalasi Pengolahan Alr [IFA) tidak berdelatan
dengan lokasi pengolahan air ilmbah dan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA); .

4. lokasi Instalasl Pengolahan Afr (IPA] berdekatan

dengan simber air halku ntau berada pads posisi yang

oukup optimal unmk terintegrasi dengan |aringan
ndul air minum antar sistem dan terdapal lohan
cadangan pengembangan di sekitaroya;

mengendalian  pemanfastan sumber air  disertal

longlah perlindungnn terhadap sumber air termasuk

air tatah untuk menfaga kesinambungan pemaknian
gir dan ketersediann sumber alr baku:

6. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan
perkotaan atau Kawasan perdessan sampai denean
sambungan rumaoh; dan

7. tersediz kran umum dan hydrant pemadam kebakaran
sesUAl ketentiion peraturan perundang-undangan.

o

{10] Ketentuan Umum Zonasi stimur bangunan penangkap mata

air sebagaimana ditnaksud pada ayat (8) hurul b, meliputi:
a. kegiatun Pemanfoatan  Ruang vang  diperbolehian

melipuzi
1. keglatan pembangunan bangunan pengambilan sir;



2.

3.

pembangunan  prasarsne  dan sarana sistem
penyediagn gir minum; dan
kegiatan penghijauan:

b, kegiatan Pempn(aatan Rusng yang diperbolehkan derigan
syatst berupa pembangunan dan fasilitas wmum dengan
standsr teknis sesual denpan  ketentuan perundung-
undangan,

c. kegiatan Pemanfaatan Buiang yang tidalk diperbatebitan,
meliputi:

1.

2,

3.

kegiatan yang menggenggi  keberlanjuton fangsi
penyedisan air minum;

keglatan yang mengakibaotlean pencemaran air baky
darl alr imbah dan sampat; dan

kegiatan  yung mengakibatkan kerusakan fsilke
kanstruksi sistern penivediaan air minum,

d. ketentuan lain yang dibutuhian, melpiti;

8
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10,

11.

12.

13

pemanfastan sumber sir untuk kebutuhar air minum
diutamakan darl air permukasn dan wifib
memperhatkan kelestarian linglkungan serta kesucian
Kewasgan:

persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuty
ketentuan peraturan perundang-undangan;
persyaralan pembuangunan SPAM dilengkapi denpan
pengolahan limbah: '
pembuatan sumur resapan air  |artifeial  water
cafehment) di seldear bangunan SFAM;

pengembangan SPAM  diperbolehkan puda. setap
peruntukan bud| daya; _

sellap perencanaan dan pembangunan SPAM harus
memperhatikan Kawasdn Lindung serta daya dukung
diin daya tampung linglkungan hidup;

penerapan reicayasa teknis pada pembsnginsn SPAM
di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;

¢ pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada

pusat  kegiatan  diarahkan  terintegrasi | melalui
penyediaan sistem duktlitas terpady dengan jaringan
Rrasarann ininnysa;

. Iokasi Instalas] Pengolahan Air [TPA) Helak berdekaian

dengan lokasi pengnlahan air limbah dan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);

lokasi Instalasi Pengolahan Alr {IPA) berdelazan
dengan sumber air baku atau berada pacla posisi yving
duloup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan
induk air minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di sekitarnya;

pengendalian  pemanfesalan  sumber alr  disertai
langkah perlindungsn terhadap sumber air termasuk
fir tanah untuk menjaga kesinambungan pemokaian
alr dan ketersedisan sumber air baki;

hirus tersedia jaringan perpipasn air minsm Kawassn
perliotaan atau Kawasan perdesaan sampeai derigan
sambungan rumah; dan

tersedia kran umum dan hydrant pemardem kebakaran
sesitad kelentnan poraturan perundang-undangan,

11} Ketentuan Umnum Zonas! Sistem Pengelolaan Alr Limbah
[SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa
Ketentuan Umum Zonasi infrastrukiur sistem pengelolaan
air limbah domestik, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolelikais berupa
pembangunan prusarana dan sarana air limbab dalam
rangkn  mengurangl, memanfastkan  kemball  dan
mengolah alr limbah demestils:




b.

c.

il

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dinerbolehican dengan

syarat, meliputi:

L. Izsllitas umum dengan standar teknis sesual dengan
keteiituan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan yang tidak menganggu fisik kanstruksi sistem
faringan =ir limbah.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

reliptis

1. kegatan pembuarigan B&mpah serta pembuangan
limbah bahan berbahava dan beracun: dan

2. kegintan selain scbagaimana dimaksud pada hurufl a
din huruf b yang mengeangm fungst sistem juringan
air limbah. _

ketentuan lain yang dibutuhkan, melipiati:

L. pembangumnan sistem Instalasi sengolah sir limbah
terpusat pada setlap lImghungan:

2, penerapan  (eknolog pengolaban air limbah yang

ramah hngkungan;

3, zonm instaldsi pengolahan limbah terpadu dan zona
instalasi pengolahan limbah meliputi zotia manfaat
dan zone penyangea; dan

4. pembuangan affluen air limbal ke medin lingleurigsn
hidup tidak melampaui standar baks mutu gir limbah,

(12) Ketentuar Umum Zonasi sistem |aringan parsampahan
sebageimena dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

1.
b
L2

d.

Retentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recyole [TPS3R);

Ketentuan Umum Zonasl Tempat  Penampungan
Sermontara [TPS):

KRetentuan Umum Zonasi Tempal Pemrosesun Alkhir
(TPA); dan

Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolasn Sampah
Terpadu (TPST),

(13) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengeloluan  Sampah
Reuse, Reduce, Recyole [TPS3R) sebapaimana dimaksud pada
ayal (12) hurul a, meliputd:

B,

k.

c:

kegiatan Pemaenfastan Rusng vang  diperbolehian

mieliputs

1. kegiatan pengoperasian Tempst Pengelolasn Sampah
Reuse, Reduce, Recyele [TPS3R) berupa pemiiahan,
pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan sampah;

4 kegintan pemelihorean Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);

3. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan
sermpah;

4. kepietan remediasi dan pengelolaan sampakh; dan

5. kegiatan penunjang operasional Tempat Pengelolaan
Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).

kegiatur: Pemanfaatan Ruang veang diperbolshkan dengan

syaral meliput:

I kepiatan penghijeuan;

2, kegistan permuldiman dalam jaraic vang aman dar
dempak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang
tidak mergeanggu fungs! Tempat Pengelolaun Sampah
Reuse, Reduce, Reeyole (TPS3R):

3. pengembangan Energl Baru Terbarukan [(EBT); dan

4. hegidtan selain sebagaimana dimaksud pada buruf &
vang fidak menganggy funesi  sistem  jaringan
persampahan.

kegintan Pemanfaatan Rusng yang tidak diperbolehlenn

berupa kegiatan yang menggangeu fungsi sistem jaringan

persampahan.



d. ketentuan lain yang dibutubkan, meliputi:
1. lokasi TPS3IR memperhatikan:

8] mendapat persetujuan Masyarakat setempat;

b tidak berada pada lahsan RTH atan sempadan
Badan Alr;

t] memperhitungkan valume sampah dan jangkauan
pelayanan;

d] mudsah dijangian kendaraan anpkutan sampah
dan berada pads lokasi yang aman terhadap
kebencanann dan kegatan lainnya;

-8}, memperhatikan jarak pencapaian dan
ketersedinan fasilitas yang ada;

I memperhatikan dspek genlogl lats linghkungen
Inkasi darsekitarnyo:

g tduok berada pada Kawasan Suei dan Kawasan
Tempat Suei;

h) memperhatikan aspek estetika dan  arsiteltur
lingkungan /Kawazsan; dan

i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan
pengembangsn atan perluasan,

2. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Reqyele
(TPS3R) harus melakulkan pengelolsan air lindi/ Heit
dan pembusngan air lindi ke media linglungan hidup
tdak melampiagi standar bakya mutu Iingkungan;

3. pelarangan membuang sampah di luar temnpet vang
teluh ditentukan;

4. setigp Orang dalam rumeh tanpgs, pengelolas
Kawasan dan fasilitas  berkewajiban melakukan
penigelolaan sampah pada sumbernya:

pengelolaan sampah ‘diswall dengsn  perilahan

sampah yang mesih memilild nllal ekonomis untuk

timapfaathkan kembali, dipuna ninng, dan di daur
ulang di sumber atau tempat pengeloiaan sampah
reuse, redude, dan revyele;

f. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya
dan beracun sebagai hasil pemilahan ssmpah daon
tdak dapat dinlah, ditampung di tempat pengelnlaan

I dampah rense, reduce, dan recycle dan selanjutnya
digngkut den diolah e industr] pengolah llmbah
buhan berbahaya dan beracuts; dan

7. pengelolgan sampah berbasls sumber dilakulan eleh
Dresa Adat bekerjasama dengan dengan
Desa/Kelurahan atay organisasi pengelola sampah
didukung Pemerintah Kabupaten.

(14 Ketentuan Umuym Zonasi Tempat Penamoungan Sementara
(TPS) sebagrimana dimaksud pads ayat (12) hurof b,
rmuesliputi: .

& kegiatan  Pemanfeatan  Ruang  yong  diperbolehkan
meliput: _

1. kegialan  pengoperasian  Tempat Penampungan
Sementara (TPS) berupa pemilahan, pengumpulan,
pengolahan, dan pemrosesen sampah;

2. kegiatan  pemellharaan  Tempat  Penampungan
Sementara (TPS); _ _

3. keglatan pengumpulan, freatment dan pembuangan
samipah; )

4. kegiatan remedissi dan pengelolaan sampah, dan

& lkematan pETUmMAOnE  operasiondl Tempat
Penampungen Sementara [TPS),

o



b. kegiatan Pemanfastan Rusng vang diperbolehkan dengan
syarat meliputi:

1.
2,

kegiatan penghijausn;

kegiatan permuliman dalam jarak yang aman dari
dampak pengelolaan perssmpahan kegiatan lain yang
Hdak mengsanggn funpsi Tempsat Penampungan
Bamentara [TPS); '

pengembangan Energi Baru Terbarulan (EBT); dan
wegiatan sclain sebagaimana dimaksyd pada huruf o
yang tHdak menganggw fungsi sistem  jaringan
persampahan.

c. kegatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbalehkan
berupe keglatan yang mengganggy fungsi sistem jaringan
persampahan.

d. ketentuan lpin yang dibutuhkan, meliputi:

iokasi TPS memperhatilcan:

a} mendaparl persetujuan Masyarakal selempat;

b tidak berada padn lahan RTH atsu sempadan
Badan Air;

¢} memperhitungkan volume sampah dan jangkauan
Peliynrien;

dl mudah diyanglkeau kendarasn snglutan sampah
dan berada pada Iokasi yang aman terhadap
kebencanaan don kegiatan lainnya:

€] memperhatilzan Jerek pencapaian dan
ketersediann fasilitas yang ada;

fi memperhatikan sspek geologi tata linglaingan
lrhasi dan seldtarmya;

gl tidak berada peda Kewasan Suel dan Kawassn
Tempat Suc;

h) memperhatikan aspek estetikn dan  arsiteldur
lingloungan / Kawesan| dan

i} memiliki lunsan yang cukup untuk keperluan
pengembangan atau perlussan.

- Tempat Penampungsn  Sementara  (TPS)  harus

melakulan  pengelolaan  afr lindi) et dan
pembuatigan air lindl Jee media lingkangan hidup tedak
melumpaui standar baleu muny linglungan;
pelarangan membuang sampah di luar Lempat yang
telsh ditentukan;

. seliap  Orang dalam  rumeh  tangsa, pengelalaa

Kawasan dan fapilitas  berkewaiiban melakukan
pengelolaan sampah pada sumbernya;

pengelolaan  sampah  diswsll dengan  psmilaban
sampah yang mesih memiliki nilal skonomis antuk
dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur
tWang dl sumber ataw tempat pengelolasnn ssmpah
rense; reduce, dan recyele;

sampall vang mengandung limbah bakan berbahaya
dan beracun schagal hasil pemilahan sampah dan
tidak dapat diclah, ditampung di tempat pengelalaan
sampah reuse, roduce, dan recycle dan selanjutnya
diangltit dan diolah ke industd pengolaly limbah
bahan berbahaya dan beracun; dan

pengelolaan sampsah berbasis sumber dilalculeah oleh
Desa Adar bekerjasama detigan dernigan
DesafKelurahan atau organisasi pengeloia sampah
didukung Pemerintah Kabupaten,

(15) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pemrosesan Alchir [TPA)

sebapaimana dimalesud pada ayat (12) huruf ¢, meliput:



B kegiatsn Pemanlsatan Rusng vang  diperbolehian
meliputs '

1. kegiatan pengoperasian Tempat Pamrosesan Alkhir

ITPA} berupa pemilahar, pengumpulan, pengolahan,

pemresesan sampeah, dan pengurulaan berlapis hersily

(samttary landfil);

2. kegiatan pemelihiraan Tempat Pemrosesan  Alhir
(TPA}

9. kegintan pengumpnlan, Ireatment dan pembuangan
BETIRAN]

4. keglatan remediasi dan pengelolaan sampah, dan

5. kegiatan penunjang opesesional Tempat Pemrosesan
Akhir [TPA).

b, kegiatan Permanfastan Ruang yang diperbolebikan dengan
syarat mellputi: -

I, kegatan perghiiaoan;

2. kegiatan permubiman dalam jarak vang aman dari
dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain VENE
tdak mengpangsu fungsi Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA;

3. pengembangan Energl Bary Terbarukan (EBT); dan

* kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huru? a
yang tdok merganggu fungsi  sigtem  jaringan
persampahan, '

¢, ltegiatan Pemanfzatan Ruang yang tidak diperboiehlan
beripa kegiatan yang mengganggu lungsi sistem jaringan
peErsamnaham.

d. ketentuar laln yang dibutukkan, meliput:

L. zona genyvangg ditentukan 500 (lima ratus) meter dl
sckeliling Tempat Pemrosesan Akhir (TRA) dengan
pemanfaatan pada G-100 (nol sampai dengan seratus)
meter harus berupa sabuk aiiau, pada 101-500
[seralus satu sampai dengan fma ratus] meter berups
pErtanian flon pangan dan hutan;

2. Iniasi Tempat Pemrosesar Alehyr TPA]
memperhatikan,

a) mendapart persetujunn Masyarakat setempat;

o] ndak berads pade lahsn RTH atau sempadsn
Badar Al

¢] memperhitungken volume sampah dan jangkatisn
pelavanan;

d] mudan dijangkit keadaraan anglitan sampah
dan berada pada lokasi yang aman terhadap
kabercanaan dan kegiatan lainnvs;

el memperhatiksn Jaral pencapalan dan
ketersedinan fasilitas yang ada;

1 memperhatikan aspek geologi tata lingkungan
lokaal dan selatarmys;

g) lddk berade pada Kawssan Suci dan Kawasan
Tempat Sugi

h) memperhatikan aspek estetika dan  arsiteleeuar
ingwungan/ Kewasan; dan

) memiliid luasan yang cukup untuk keperluan
pengembangan atau perluasan.

3. Tempet Pemrosesan Alhir {TPA] hsrus melakuian
pengelolaan wir lindi/ Hcit dan pembuangan air lindi ke
medis linglurgan hidup tidak melampaui standar
bulee miuta lingkungn;
pelarangan membuang sampah &i luar lempal vang
telah ditentulkan;

e
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£k,

10,

setiap Orang dalam rumah tangge, pengelolaa
Kawasan dan fasilitas  berkewsjiban melakukan
pengelalaan sampah pada sumbernya; '
sampah yang mengandung limbah bahan berbahaye
an Lermeun sebagat hasil pemilaban sampah dan
tidal; dapat diolah, ditampung di tempat pengelolazn
sampah reuse, reduce, dan recycle dan  selanjutnys
dignglut dan dinlah ke industri pengolah limbah
behan berbalaya dan beracun:

- sampiah residu dari kegiatan pengeloiran sampah i

simbet sampah wafib dianghut dan diclah ke Te=mpat
Pemrosesan Akhir [TPA):

metuda pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) menggunakan metode lghan urog
terleendali, lahan urug saniter, dan/atau telnologi
ramah linglkungan seperti gasifikesi, pyrolvsis dan
sejenisnyn sesual ketentuan peraturan perundeng-
undangan;

tidak diperbolehkan melalukan pensngansn sampah
secara terbulka [pen dumping); dan

pengelolaan sampah berbasis sumber dilakulan oleh
Desa Adal bekeriasama dengan dengan
Desa/Kelurahan -atau organisasi pengelolzs sampal
didukurg Pemerintah Kabupaten.

[16] Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolaan Sam
Terpadu [TPST) sebagaimana dimalsud pada ayat {12) huruf

d, mel

1Pt

a. kegintan Pemanfastan Ruang yang diperbolshkas
melipiati

-
1
A

w

Ul:l‘-'l

kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadhi [TPST| berupe pemilahan, pengumpulan,
pengolahan, dan pemrosesan sampah;

. kemiatan pemelihérsan Ternp.:it Pengelolaan Sampak

Terpadu (TPSTY;

kegiatan pengumpulan, reatment dun pembuangan
samprah;

kegintan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
kegintan penunjang operasional Tempal Pengelolaan
Sampan Terpadu [TPST),

b, kegiatan Pemanfaaran Ruang yvang diperbolehkan dengan
syarat meliputi:

L. kegiaten penghijauan;

2. kegiatan permukiman dalam jurak yang amen dari
dampak pengelolaan persampalian kegiatan lain yang
tidek mengganggy fungsi Tempat Pengeloluan Sampah
Terpadu (TPST]; :

3. pengembangan Energl Baru Terbarukan [EBT): dan

4. hematan selain sebagaimena dimaksud pade hurf &

yang tdak menganggu  fungsi  sistem  jartingsn
persampahan,

. keglaiun Pemanfastan Ruang yang tidak diperbolebikan
berupa keglatan yang menggangmt fungsi sistem jaringan
persampanan. '

d.- ket
1.

entuan lain yeng dibutuhkan, meliputi

lokasl Tempal Pengelolsan Sampal Terpadu (TEST)

memperhatlin,

a) mardapal persctuiuan Masyarakat setempat;

b) tidak berads pada lshan RTH atau sempadan
Badan Air;

el memperbitungkan valume sampal dan jangkauan
palayanan;



d] mudah dijanglau kendaresan anghutan sampah
dan beradn pads lokesi yang aman terhadap
kebencaraan dan kegiatan lainmys;

2} mmemperhatilar jernk peEncapainan dan
ketersedinan fasilitas yang ada;

I} memperhatikan aspek geologl tata lngkungan
lakast dan selgtarmya;

g tdak kerata pads Kawasan Sudi dan Kawasan
Tempat Sucl;

1) metiperhatiken aspek estetika den  arsitelctur
linglhunpun/Kawssan; dan

1] memlily lzesan yang cukup untule keperlian
pengembangan atau perluesan,

2. Tempat Pengelolasn Sampah Terpadu [TPST] Harus
melakukan  pengelolasr  air lindi/  licit  dan
pembuangar air lindi ke media lingkungan hidup tudak
melampaui standar baku mutu lngkungan;

3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yeng

leluh ditentuken;

setisp Orang dulam  rumah  tungsa, pengelolsa

Kuwasan dan fasilitas bérkewsilban  melakulan

pengelolzan sampah pada sumbecnva;

9. pengelolnan  sampsh  dinwall dengsn  pemiluban
sampal yang musth memiiiki nilal ekonomiz unok
dimanfantkan kembali, disuna ulang, dan di daur
ulang di sumber alyu bempat pengelolusn sampak
rense. reduce, dan recyole;

6. gampeah yang mengantiung Embal bahan berbahaya
dan beszmeun sebagei hasil pemilahan sampak dan
gk dapat dioah, ditarmoung di tempat pengelolean
sampah  reuse, raduce, -dan recyele dan selanjutnya
diangieut dan dinlah ke indusiri pengelah limbah
Lihan berbanaya dan beraoin; dan

7. pengelolaon sampah berbasis sumber dilklealan olel
Dess Acat  bokbrjusama dengat dengan
DesafKelurahan stau organisasl penpelola sampah
diduisuny Pemerintal Kabupaton.

(17) Ketentan Umum Zosiast sistenl jaringan evaluas! bencana,

scbegaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonesi jglur evalouasi bencana: dan

b. Ketentuan Umum Zonass tempat evakusi bencana.

(18) Ketentupn  Umum  Zopasi  jelur  evakuasi hencana,

sebagaimans dimaksud pads aya: [17) huruf a, metlpuil;

f. KHeglatan  Pemanfaaten Ruang  vang  diperbolehlan
meliput; '

1. legiatan Hermanfaaten Ruang dengan
mempertinibanghkan knmakteristil, jenis dan bebas dari
ancampn  bencana, pendinan bangunan  evakussi
bencanm, pendirlan prasarana dan serace penduloung
pada jalur dan Ruang evakuas

2, kegaten pem berdayee: Masyarakat delam
pengelolsan prasarana dan sarena pendulung peada
|alur éan Ruang evaltuasi bencana; dan

3. kegatan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang
evakuasi bencana.

b: kegiatan Pumanfastan Ruang  yang  diperbolehksn
persyarar berape Regmatan selain sebagaimana dimalesud
pada huraf a, yang tidak mengeangen dan merusak fungsi

rasarsnn dar sarang JeEur Eivakuasi Bencana;

&, Et’glatan Bemanfaatan Rueng yvang tidak diperbolehkan
bty leegintan selain sebapaimana dimalksud pada huraf

i



& dan huruf b; yong dapat menpganggy, menghalang dan

merusak fungsi sistem faringan evakuasi bancana:

d. ketentuan lain yang dibutubkan, meliputi;

L. jalur evakuasi mmah difabel; dan

2, jalur jalan yang digunakan sebagel jalur evakuasi
merupakan jalan utama Wilaysh yang terhubung lebih
singlat dengan tempat atau Ruang evaluagi bencana
yang telah ditetapkan mavupon lokasi ruomeh salkit.

119) Ketentuan Umum - Zonasi  tempat evakuasi  bencana,
sebapgaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi;

& kegiatan  Pemanfeatan  Rusng  yang  diperbalehkan
meliputi;

1, kegiatan Pémaniastan Ruang dengan
mempertimbangkan karakteristil, jenis dan bebas dari
ancaman bencans, pendirian  bangunan  evakuasi
benicana, pendirian prasarans dan sarana pendukung
pada jalur dan tempst evakuasi; dan

2. kegiatan pemberdayani Masyarnlkat dalam
pengelolnen prasarana dan sarana perndukung pada
ialar dan tempat evakuasi bencana.

b.kegiatan  Pemanfeatan Rusng yang  diperbolehkan
bersyarat berupa kegialun selain sebagaimana dimaksud
pada huraf 2, vang tidak mengganpeu dan merusak fungsi
prasarana dan sarans Tempat Evakuas| Bencana;

e kegiatan Pemanfaaten Ruang yang tidak diperbolehlan
berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf
adan hurul b; yang dapat mengganggu, menghalang dan
meirtisak fungsi sistem jaringan evakuasi bencana

[20) Ketentuan Umum Zonasi sistem  drainase sebapaimana
dimaksud dalam pada ayat (1] huruf e, meliputi:

&, Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase primer;

b, Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase selcunder; dan

c, Ketentuan Umum Zonasi jarngan drainase tersier,

(21) Ketentuari Umum Zonasl  sistem  drajinase primer
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (20) humf a,
roeliputi; '

a. kegiaten, Pemanfastan Ruang yang  diperbolehkan,
melipis:

1. kegiatan pembanpunsn pragarani dan sarans sistem
Jaringan draimsse dalam ramgls mengurang: genangan

™ air dan mendukung pengendalian banjlr:

2. kegiatan  pembangunan  prasarand  penunjang
trainase; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang seidter jaringan drainase
untuk kegiatun yang mendulung pengelolnan
drainase,

b. kegintan Pemanfaatan Ruang yang diperbalehkan dengan
syaral, meliputi: ' '

L. pemelitmrann dan pengembangan jaringan drainase
yung selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan
dtas Rumija; dan

2. lemiatan selan sehagaimana dimaksud pada hural a
yvang tdek mengganggy fungsi sistemn  faringan
drainsgse. '

. kegiatan Pemanfastan Ruang yvang tidale diperbolehkar,
melipu;

L. kegialan pombuzngan sampah; pembuangan limbah
serta bahan berbahays dan beracun;

2. kegiatan lsih yung mengganpr fungs! sistem jaringan
drainase dan pengaliran; dan ' '

3, kegialan yang dapat menganegsu fisik  konstrules:
sistem jaringan drainase.




d. ketentuan lain vang dibutuhlkin, meliputi:

1.

pemeiiharaan dan pengembangan jaringan drainase
dilekukar  selaras dengan  pemeliharasn  dan
pengembangan atag Rumiia;

seflap pembangunan wajlh menyedinkan jacingan
drainase lingkungan dan/atan sumur resapan yEDE
terintégras! dengan slatem drainage seldtarmya sesuai
ketentuar tebnis yang beriala; dan

pengembanrgan Kawasan terbangun vang i dalamnya
terdapal jaringan drainasge vang telah ada wajib
dipertahankan secara fisik macpun fungsionol dengan
ketentuan tidak mengurang dimensi saluren serta
tidakk menuiup sebagian ateu  keseluruhan roas
saluran yatg ada,

(22] Ketentugr: Umum  Zonasi sistern  drainase  sckunder
sebappimana dimaksud dalam pada ayal (20 huruf b,

meliputi:

. kegiatarn  Pemanfaater  Rusng yahig diperbolehbkan,
meliputi: '
1. keglatan pembangunan prasarana dan sasena sistem

2!
3,

iaringen drainase dalam rangka mengurang Eenanpsn
dlr dan mendukung pengendalian bandic;

kegiatan  pembangunan FrAsArana penunjang
drairase; dar

kegiatan Pemanfoatan Ruang sekitar aringan drainase
untuk  kegiatan  yang mendukung pengelalinn
drainase,

b. keglatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dengan
syardl, melipu:

1.

pemeliharann dan pengembiangan jaringan drainase
yarg sslaras dengan pemeliharunn dan pengembangan
atas Fumije; dan

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pado huruf a
yang tidak mengpanggu fungsi  sistem jaririgan
drainnse,

. kepistan Pemeriaatan Ruang yang tidek diperbolehian,
melipiti:

)

2

3.

kegiatan pembuangan sampah, pembuengan limbak
serta bahan berbahaya dan beracun,

- kegitan lain yang mengganggy fungsi sistem [aringan

drairase dun pengaliran; dag
keginfan yang dapal menganpgue fslk honstruksi
sigtern Jaringan drainase,

d. ketentuan lain yany dibatuhlen, meliputi:

2.

pemeliiarann dan pengembeangsn laringsn drainase
dilaloilenn selaras dengan  pemeliharasn dan
pengembangan dtas Rumijs;

setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan
drainase Nnpkungan danfatas sumuir FESHOAN yung
tertniegrasi dengan sister drainase sekitarnva sesual
ketentuan telmis vang berlaku; dan

pengembangan Hawassn terbangun vang di dalamnya
terdapal jarngan doainase yang telah ada wajib
dipertabankan secara fsik meupun fungsional dengan
ketentuan tidak mengurangl dimensi saluran serta
tidpk menutup sebagian atau  keseluruhan moas
saluran yvang ada.

{23) Ketentuan Umum  Zonasl  sistemn  drginose tersier
sebagaimana dimaksud delam pada ayat (200 huruf c,
el puti;

a, kemiatan  Pemanfaatan  Rueng vang diperbolehloan,
malisut,



[1)

(]

(3)

B,

[ =

d.

1. Kepiatan pembenginan prasarans dan sarana sistem
jaringan drainase dalam ranpgka Mengurangl geragan
air dan mendulung pengendalian banjir;

2. lkegistan  pembangunan  prasarans  penuniang
dralnase; dan _

3. kegintan Pemanfaatan Ruang seiitar jaringan drainase
unitule  Jeegialan  yang  mendukung  penpeiolaan
drainase. ' '

reglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlean dengan

syarat, meliptiti;

I, pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase
vang selaras dengan pemeliharasn dan pengembangan
atas Rumija; dan

2. kegatan selain sebagaimans dimaksud pada huruf a
yang tidak mengpanppy fungsi  sistem jaringan
drainase.

keginten Pemanfaatan Ruang yong tidak dipetbalehlan,

meliput; _

1. kegintan pembuangan sampsh, pembuangan limbah
serta buhan berbahaya dan beracun:

2. kepiutan lain yang mengoangey fingsi sigtem jaringan
drainase dan pengaliran; dan

3. keglatan yang dapat menganggu fisik Konstroks
wistem jaringsn drainase. _

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemeliharsan dan pengembangsn jaringian drainass
dilakukén selarms  dengan  pemeliharasn  dan
pengembangan atas Fumija;

2. setap pembengunan waiib menvediakan jaringan
thrainase lingkungen dan/atau sumur resapan vang
terintegrasi tlengan sistem drainase sekitarnya sesuai

ketenitunn tekmis yang berluku; dan

4. pengembangan Kawasan terbangun yang i dalamnya

terdapial jaringen drainose yang telah wda wajib
dipertahonken sceara fisik maupun fungsioral denpgan
ketentuan tidak mengurangi dimens| saluran serta
tidak menutup sebagian atau keselurulan rass
saluran yang ads,

Paragral 3

Ketenluon Umum Zonasi Pala Ruang.

Pagnl 6/

Ketentusn  Umum  Zanast  Pola  Ruang sebHERimans
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huraf b, meliputi;

a.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan

b. Ketentuan Umum Zonasl Kewasan Budi Daya,
Ketentuan Umum Zonasi Kewassn Lindung sebagalmana
dimaksud pada ayal (1] burul a, melipti:

B,
b

=

d.

a:

k.

:\

d
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ketentuan Umum Zonasi Badan Alr

Ketentuen Umum Zenas! Keawasan yong Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan Bawahennya:
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan
Bulempat; dan

Ketentuan Umum Zonsal Kewasan Konservasi

Relentuan Umum Zonast Kawasan Budi Dava sebagaimana
dimalsud pada ayat (I) hurul b, melputi:

Ketentizan Umum Zanasl Kawasan Perkebunan Rakyat;
Ketentian Umum Zonas] Kawasan Pertantan:

Kertentian Umum Zonasl Kawasan Peruritulean Induseri:
Ketentuan Umum Zongsi Kawasan Pariwisata; !
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permuldman; dan




. Hetentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan
Keamunan.

Pagal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kewasan Badan Air, sebapaimann
dimaksud dalam Pasal 66 aval (2) huruf a meliputi:

Hl

kegiston Pemanfzatan Ruang yvanie diperbolehkan, meliputi:

1. Keglatan keagumaan sebagai kewasan sucl

2. kegiatan konservasi perairan:

3. kegiatan perileman; .

4. kegidtan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan
ketinggian muka air:

5. hkegiatan pengamanan sungal, sempadan, Daerah
Tangkapan Air, dan Celcungan Air Ta nah;

6. pengamanan tepi danau;

7. inlrastrubour sumber daya pir;

8. bangunan pengambilan air balog; _

9. leontruksi Pembangkit Listrik Tennga Mikrahidra (PLTMH);

10, Juringan Mitgasi Bencana;

11, kegiatan pencrapan teknologl alami dan/fatau buatan
uniuk pelestarian serta pemulihan kualitas Badan Alr

12, kmnstrukst bangunan prasarang sumber daym air; dan

13. kegiatan pengerukan sedimentasi atay normalisasi dan
pemeliharaan Badan Air,

 kegiatan Pemnnfaatan Ruang yang diperboleliltan bersyarat,

meliputi:

1. legiatan pariwisate yang tidek mertssk kiawssan selitor
Badan Alr:

2. hewatan pendidilean dan penelitian tanpa merubakh benlang
alam dan tidak merusak fungsi lindong;

3. kegiatan pembangunan prassrana penunjang snglotan

peritlran yang tidak merisak kewasan sekitar Badan Air;

. wonstruksl resefvoir pembangkit  lstrik tenaga  air
dilnksanakan sesusi denpgan  peraturan perundang-
undangan;

5. Kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah ligt taripa
meriibah benlang alam dan tidak merusak fungsi lindung:
dan

6. legiatan budl déys urtuk pertahanan dan keamanan,
kepentingan umum, proyek strategis nasinnal, dan/atay
bencana dilaksanakan sesusl denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

o

- keglatan  Pemanfaatan Ruang. yang tidek ‘diperbolehlan,

meliputi:

L. keginton yang dapat menurutiksn nilaj kesucian Kawasan;

2. penebharan jenis spesics asing:

3. kegiatan perangkapan ikan yang dapat merusak akosiaten
perikanan;

% kegiatun pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan
berbahaye dan beracun; dan

5. kegistan budi daya lain yang meongeangau fungs! dan
menurunian kuslitas Badan Air.

-ketentuan lain yang dibutuhlan, berupa penerapan wujud

landsekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:

L. menggunalan  materfal  ramah lingkungan sesus)
ketenman pernturan perundang undangan;

2. dizesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakar
setemipal serty mengacu pada konsep Tr Hita Karmana,
Catus Patha, hulu-teben dan i mandalo;

3. disesusikan dengan lema Kawasan, menerapkan nilai
ursitekiur tradisional Bali dan budaya sstempat;



4.

-

it

terintegras| secarn serast sesual konsep tata pawidangan
Desa Adat setempat; dar

Pemnanfastar Ruang vang bertampelan dengan Kewasan
Tempst Sual dan Kawesan Sucl mengacy puada keteniian
kearifun lokal serta Bhisama Kesucian Pura.

Pagal 68

(1] Keteshlan Ummam Zonast Kawasan yang Memberikan

2]

Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana
dimaksid dalam Pasal 66 ayat [2) huruf b, berupa Ketentuan
Umum Zonasi Kawasun Hutan Lindung.

Setentuan Umum Zonasl Kawssan  Hutan Lindung

sehagaimana dimaksud pada ayat [1], melputi:

& kegiatan Pemanfaatan Rusng yang diperbelehian, beripa
kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan
Lindung; '

b, kegiatus Pemanfantan  Ruang vang  diperbolehican
bersvarar, meliput:

o kegiatan wizats aldm tanpa merphah bentang alum
dan fidak memsak keseimbangan elensisiam;

2. pembangunan  prasstans wilayah sesuai denpan
ketentisn pe@aturnn perundang-undangan;

3. kegiatan pendidiken dan peneliian dengan tidalk
merisak dan/atel  menpganegn  Kawesan Hutan
uindung; dan _

= pemanfastan hutan dan Hasi hulun pady Kawasan
Hutan Lindung dilsicsanakan spsuai Eetentuen
peraiiran perundarng-undangan.

o kegiatan Pentanioatan Ruang yang tidak diperbolehlkan,
meliput kepialun:

L. selaruh kegiatan yung berpotensi menmirang lues
Hewassn huten, tunipsn vegotasi dan MEMEERNZL
fungal resapan aiv; dan

<. memanizatkan dan mengambil beberapa spesies yung
dilindungl aleh andang-undang. '

o, ketentuan laiti yang dibutuhkan, meliputi:

1. fmsilllas  pendukung  dan PeEnUNjang  pariwisats
dikembangkan sécora  terbatds, bersifat  tidal
pertnanen, tidakx mofiggangeu fungsi Kawasan, dan
memenuhi persyaratan teknis serfa telah melslug
prosedur pemaniaatun sespal denpen  kelentuan
peraturan perundang-undangan;

2. Pemanfzatan Ruang yang  bertampalan dengan
Kawasan Tempa! Suc dan Kawasin Sue mengacu
pade letentian kearlfin lokal serte Bhisama Kesician
Peri; doan

3. penerapsn wujud lansekap dan tata bangunan wailb
temperhatiban;

a] mengpunalan meterial rameh lingluogan sesus
kétentuan peraturan perundang undangan;

o] disosuaikan dengar lkarakier sesial budaya
Mesynrakat setempat serta mengacu pada kensep
T Hita Karana, Catus Patha, hulis-teben dan i
meingdala;

¢} digesuaikan dengan tems Kawasan, menerapkan
tilEi  arsiteftur  tradisional Bali  dan budayn
Hotompal;

d] terntegrasi socara serasi sesual konsep  tata
paundangan Desa Adat setempat; dan

¢ meémpertimbanghan ketentian  Kawasan  Suci
gesual dengan sturan yane berlaku,

TN

- =%



Pasal 69

11} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Periindungan Setempat

herupa Ketentuan Umum Zonssi Kawassn Kearifan Lakal

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) hural o,

meliput;

a. Ketentuan Umurn Zonasi Kawasan Suci: dan

b Ketentuan Umum Zonasi Tempat Saci.

Ketentuan Umum  Zonasi Kawasan Suci  sebugaimana

dimalksud peda syat (1) huruf a, meliputi:

d.kegiatan  Pemanfaatan Ruang yanz  diperbolehkan,
meliputi: '

)

ks

2

2a

B.

K

Kawasan Tempat Suai
kegintan zdat, budaya dan keagarmnoan beserta
bangunan pendulkungnya; dan

. penyediaan akses menuju Kawasan Suci panta

tempat melast;

periysdisan  sarana dan  prasarans  pendukung
kematan adat, budaya dan kesgamdan pada Kawasan
Suci pantai tempat meiasti; )

penutupan sementara aktivitas pariwisata pada saat
berlangsung kegiatan melasti dan upscara keagamaan
di Kawnsan Sucl panlal tempat melasti dan Kawasan
Sued leute;

periindungan akses dan pergamanan lngkungsn
sekitar lokasi Kawsasan Suci mata air dun

penyediaan RTT.

b, keglatan Pemanlaatan Ruang yang diperbolehican dengan
syarst, meliputi:

L.

2.

3,

pengatimn pengeinlsan wisata alam pada Kawasan
Sudl gunung;

pengendalian aktivitas dan kegiatan parlwisats, budi
dayva perikanan dan  transportasl  agar  tidak
menggangeyu nikai kesucian dan lelestarian Badan Air
Kewesan Suci danau, Kewasan Sucl pantai dan
Kawasan Snej laut; dan

pengendalian  kegiaten  budi daye pada  ackitar
Kawssan Suci campuhan dan Kawasan Suci mata air,

¢. kegiatan Pemanfaatan Ruang yung tidak diperbelehlan
berupa pelarangan semun jenis kégiatan dan/atau ussha
¥ang depat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan
nilal kesucian;

. ketentuan lain yang dibutuhlan, meliputt

1.

kawasan siuch yang berada dalam satu kesutuan
dangan kawasan huten lindung, kawasan konservasi
dan Badan Air danau mengilutl Keteatussn Umum
Zonas) kawasan dimsksud;

. prumbangunan instalasi pengoiahan limbzh terpadu

dan pembungunan  instalesi  pengolaban  limbab

berada di luar radins Kawasan Suci:

pengembangan jaringan tdak melewatl dan/atay

memotong Kawasan Suci: dan '

penerapen Wi lansekap dan tata banginen wailb

mermnperhatikan:

a| menggunakan material ramah lingkungan sesuai

 ketentuan peraturan perundang-undangan;

b| disesunian dengan Jmrakter sosial budaye
Masysrakat setempat $erte mengacu pada konsen
Tn Hita Karans, Catus Patha, hidu-teben dam tr
trerndalo;

E————
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c| cdisesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkarn
rilal - arsitektor  tradiglonal Bal dan  budeya
fsetempeat,

d} terintegrasi secars. serasi scsmual konigep latm
pansidangar Desa Adat setempar; dan

& mempertimbangkan ketentusn Kawasan  Sue
sesual deagan aluran yang berlalo,

Ketentuan  Umum  Zenasi Kawasan Tempat Suci

sebagaimana dimaksud poda evat. (1] huruf b, melipu:

B kaglatan  Pemanfaatan  Ruang  vang diperbolehikan,
meliputi: '

L

pads zona inti depat dimanfasthen untuke hutan
lindung, hutan rakyar, Kawasan Fertanian, runng
terouka  hifae, keglatan keagamanan, fasilitas
penuniang kegiatan keagamaan, rumaeb jabatan
pemangku arau penfaps pura bersanghkuten, dharms
pasraman, dan cagar budaya yany telah ada:

<. pada zond penyanggn dspat dimenfaatkan untule

=

hutan hndung, hutan rekyal, Kawasan Pertanian,
ruang terbulka hijge, fasilitas tdharmasala, pasraman,
permuldman  penduduk  selempar,  dun fasilitas
penunjang  kegistan  sosial  ekonomi masyaralar
setempat skala lingkungse; dan

pada zona pemonfaatan dapst dimanfaathkan untuk
hatan rakyat, NKawasar Pertanian, riang lerbuka
hifau, perumahan peadudulk, bangunian bangunan
vang memilki nilal scjarah, ilmu pengetahunn,
budays, wisata spirttual, pementasan lesenian, dan
fasilitas  peounjarg  keginten  sosizl  ekonomi
masyaraxkat satempat skals kawasun

b kegiatan Pernaniaatan Ruang yang diperbaleiikan denygun
syaral, meliput]:

l.

paca zamm mb diperbolehkan dengan syaret untule
wisaln  asplitual,  pomentasan kesenian, parkir
terbatpa, permudiman saetemnpat, [osllitas kantor dan
pelayanan millk pesmerintaly, fusilitas makan  dan
mimum yane tdak menumnion niiai kesucian purs;

2. pada 7oma penyangga diperbalehkan dengan SVArHL

Wit wisata spioiial dan wisain budays, pementaisan
kessnium,  parkir  pemedek  dan wisatawan,
petmukiman  ses=mpat, serta usahs  penyediaan
aicomudest korakiatan, fasilitas kantor dan pelayanan
miile pemenntah; den jarinean [nfrasteuktur Kots den
Wilayal; dan

3-2 Fada wonz pemanfantan diperbolehkan denpan syarat
Thatul: permuldman penduduk setemnpat,  industn

kecil kerajinun rumah langgs, fasilitas kantor den
pelayanan  milic  pemerintah, benganan  fasilitas
genuniang kagiatar sosial ekonomi pelayanan skala
kawasan dan  usaha penvediaan  akomodasi
lesrazyatan,

c. kegatan Pemonfaatan Ruang vang tidak diporbolehlan,
reliati;

1.
2,

fasilitas Hiburan malam; dan

kKegiatan veng tdak memenuhbi ketantuan keegiatan
dan pemanfaatun mang vene diperbalehkar dan YRR
diperbolehltan dengan syarat ntau kegiantan vang
berootensi  dapat  menurunkan  nilal esucian
keawnzarn.

d. inttensitey Pemanfestan Ruang, melinuti:

I.
2,

KDB malksimal 20% {dua pulub persen) dari luas
Pers;
KLE makaima! 0,4 (nol koma empat];




(]

.
3.

B,

o

3. KDH mirimum 80 (delapan pulub persen) dari luas

persil;

EWT maksimal 5% (lima persen);

melindung blok bangunan Pura dan gangpuan blak
pangunan lainnyag

ketingelan bangunan di luar bangunen' Pura dan
penunjangnya tidak lebih darf satu lantai di #orE- int,
kecuall memanfaatkan potensi level menurun dari
Inntai dasar; den

tersedia Rusng tefbuka dl sekitar hangunan Pura:

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi;

1,

ha

L

karulgeristic Kawsasan Tempat Suci purs kohyangan

Jogat dapat dibedalkun atas; '

a) Kawasan Tempat Suci vang berada Pada Kawasan
vang dominen belum terbangun mtau  belum
berkembang, sclanjutnya dissbut Kawasan Tempat
Stzef tipe 1; '

3] Kewasan Tempat Buci yang berads nada kawssan
sl terbanpun atan sedarig  berkembang,
selanjutnys disebut Kawssan Tempat Suc tipe I;
dan

¢) Kawhgen Tempat Sucl yang berada pads kawasan
teinh terbangun, sudah berkembang atau berada di
rengah Kawasan Pormukiman, selanjutnve disshut
Kawasan Tempat Suci tipe 1L

- PEOBSLLTHL  secara  umun  pemsEniastan TUANE

Kawnsan Tempat Sud/purz kahyangan japgut atay
daersh kekeran herdusarkan konsep M wana vang
dilragi merjadi 3 (tige] 2ena, meliputi:
A 2otia inti, sebagal zonu utaina dosrul kelkeran sogual
dengan xonsep maha wan
hj zoits  penyengga, sebugal zona madya dacrak
keleeran sesual dengan konsen tapa wanea: dan
¢l zona  peérmunfaatan, seoapad zona nistn daerah
Kewersn segual denpgun konsep s wana.
JeEnentuan lRs terluar Hap zona Bewesan Tempat
Suclh didasurkan stas batgs fisik yung tegas berupe
baras alaml atau batas buatan, disesuailean denpan
komdisi  geografis masing-masing kowasun, dengan
itap merghormatl hak-hak tradisionsl masvaraks:
hukem gdat, hukum edot, dan kearifan lolal VENEZ
lebih lanjut digtur dalam FEDTR,
delinlesi solid kawasan tempal sucl merupakan lokasi
Pura beserta kawssan tertentu di sekiturnya yang
terintegrast menjadi sam kesatuan yang tersepakati
untuk dilindungi;
delinlasi Kawasar Tempat Suc Pura kahvengan jagat
sebagal bupisn dari Kawasan leearifan lokal pada
Kawasan Perlindungan Setempat metupakan zonz int
dan sebagiun zona penyanges Kawasan Tempatb Sugi
Pura lcahyangan jegat dengan luzsan minimal 0,25 ha
(hol koma dua lima helttare] yang merupakan lokesi
Pura beseria Hawasan tertentu di sekitarnya vang
terfntegrast menjaci satu hesatuan vang tersepakati
untule ditlndun g
arahan  deliniasi  Kawesen Tempat Suel  Purs
rahyangan jagar den Pura kahyanpan desa peda RDTR
merupakan bidang tansh dimana bangunan Pura
kehyangan jagat maupun Pura kahyangan desa
berada sesual ketenluan perpetaan;

. padd RDTR diarahkan dilengkapi dengar aturan

tembahan dalam bentule teknik pengaturan zonasi
khusue puda Kawnsan Tempat Suel dan Kawasan



tertentu di sekitarnya vang terintegrasi menjadi saty
_ kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;

8. deliniasi mays znna penyangega Kawassn Tempeat Suct
yEng bertampalan  depgan  peruntukan lainnya
didasarkan atas konsep Bhisama Kesucian Pura
dehigah jarak batas terlupr paling sedikit 5.000 m (lims
tibi meter] untak Pura sad kihyangan, paling sedikit
4.000 m (dus ribu meter) untuk Pura dang kahyangan,
paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sam [
dengan dua ribu meter] unruk Pura kahyangan {sgat
lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima tnéter
sarnpal dengan lima puluh meter| dari sist luar temboke
penyengler Pura kahyangan tiga dan kahyangan desa
lainnya;

9. pada Kawasan Tempat 8uci tipe 1] penerapan delinias
zonm inn dan zona maya gong penyuanges dapat
disesunikan dengan  kondist selempat setelah
mendapatkan kesepakatan Desa Adat setem pat;

10. penentuan  batas zona it dan zona penvanges
didasarkan alas batas [fisik vang tegas, batas alami
atai: batas buaton sesusi tipe Kawasan Tempat Suci
dan leondisi detempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masvarakat huloum adat, dan kearifan
Iokal;

|1. KEawasan Tempat Suri vang berada pada Kawasan
Hutan Lindung dan Kawgsan Kenservasi terintégrasi
di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawesan
Konservasi,

12, delininsi Kawasan Tempat Suei i Wilayal daratan
terintegrasi dengan  deliniasi kawasan suci pacls
Peruiran Pesisir Wilayah;

13. pembangunan nstalasi pengolahan limbah terpadu
dan pembangunan instalasi pengolahan  limbak
berada di luar radius Kewasan Tempat Suei:

T4 pengembungan jaringan tidak melewar) dan/fatau
momotong Kawasan Tempat Sucl: dan

15, penerapan wujud lansekap dan tata hangunan wajib
memperhatikan: '

8) menggunalan material ramoh lingkungan sesusi
kelentuan peraturan perundang-undangnn:

bl disesuvailan dengarn karnkter gosial budaya
Masvardkat setempat serta mengacu pada Konsep
Tri fita Karana, Catus Patha, hulu-teben dan tri
randda i

€| disegunikan dengan tems Kawnsan, menerapkan
nilal arsiteltur tradisional Bali dan budaya
setempat;

d) terintegrasl securs serasi sesual honsep tata
pawidangan Dess Adat sstempat; dan

e] mempertimbangkan lketentusn Kawasan Suc
sesuai dengan sturan yang berlaku.

Pasal 7O

(1} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konscrvasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat [2) huraf d, meliput:

& Ketentuan Umum Zonasi Kewasan Sualea Alam; dan
b, Retonmtuan Umum Zonasi Kewasan Pelestarian Alam.

(2) Ketenwan Umum Zonasi Kawasan Susaka Alam sehagaimana
dimaksud pada ayat {1) hurufl a, berupa Ketentuan Umum
Zonasi Cagar Alam, meliputi:

A. kegistan Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehkan,
el
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1. penelitian dan pengembangan ilmy pengetahuan,

2. pendidikan  dan  peningkatan  kessdartabuan
kanservas: alam;

3. penverapsan dan/alau penyimpanan karbom;

4. pemanfaplan sumbeér  plasma  audah  untuk
pendnjang budi dava; dan

3. kegiatan spiritcal dsn keagamaan.

kegintan:  Pemanfaatan Ruang yeng diperbolehksn

dengan syarat, meliputi: '

l. kegiatan wisatn terbatas densan hanya dapat
dilakulsn berupa kegiatan mengunjungl, melihat,
=enizmati keindakan zlam dan keanekarngaman
tumlnihem secta satwi vang ada df dalamnya;

2. periindungsn nilai-nilai budava [ sefarah / arkeolog,
sumna telekomunikasi, lstrik, fasilitas transportasi,
panas bumi dan lain:lain yang beruifut strategis: dan

3. kegiatar Imdi days untuk pertahansn dan keamanan,
Acpeningan  umum, proyek strategls  nasional,
danfutau bencans dilaksanaican SEBUAL  Cengdan
ketentuan peraturan penindang-undangan. _

Jenis  lepiutan  Pemanfaatan  Ruang vang tidak

digerbolehkan  pada somus hlok adalah  kepiatan

perburcan satwa, memasnkksn tumbuhan dan sscwa
bukan endemilt, memotong, merosak, mengambil,
mencbang dan memusnahkar tumbuhan dan eatws
endemik vang ads, mengubsh bentang alam yang
mengpanega leehidupan tumbuban dan satwa sertn
kegiatan  pendirian  bangunan  sslain banpgunan
penunang kegatan peneiitian, pendidikan, kesgamaan,
can Kegslan selain scbagaimana dimaksud pada hurof

b dan hueruf o yang menggangse fungei cogar glam

sebagai Hawasan suaka alom.
kelentian lain yang dibutuhlkan, meliputi:
1. ‘penzrzan Cagar Alam melalud penetapan zonasi
pengelolaan sesunl dengan ketentusn pernturan
perundang-uridangan:
4. pemanfastan Cagar Alam henya dapat dilakikan
setelah memperaleh 1zin dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk;
3. penyelenggaraan Cagar Alam: dapat dikerjesamokan
derpar budim usahs, lembaga internasinnal, atau
pilak lairzva Unthi penglaten fungsi Taman Cagar
Al dan lkepentingan pembengunan sirdtegts seauat
dengan kelentuan peraturan perundasg-undangan;
4. Pemanfaater Ruang yeng bertampaian dengan
Kawnsan Tempat Suei dan Kewasan Suci mengscu
pada  ketentust  Reéarifen  lokal serts  Bhisama
Kesucian Pura; dan
5. pensrapan wuiud lansckap dan tata Yangunen wajib
mempeshatiban;
al menggunalan material rameh lingkungan sesuai
lestentman paraturan perundang undanpan;

B} disesualkan dengan lkamakter scsial budaya
Masyarakat setempat serts mengael: pada kansep
'm Hito Karana, Catus Patha, hilu-teben dan e
miariclalc;

¢, disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapian
nilal arsitektur tradisional Bali dan budays
Al et

d] terintegrasi secara serdsi sesuni konsép tata
pawidangan Desa Adal setempat; dan

¢ mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci

- sesual dengan aturan yang berlakn,



(3] Ketentuan umum zonesi Kawasan Pelestarian Alam
sebapaimana dimaksud pads ayat (1) huruf b, bery pa
tetentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam, maliputi:

4. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan,
meliputi:

| &

1.

Ly

legintan perlindungan ekosistem, pengawetan floea
dan faund khas, beserta sarana dan prasarana tidak
permanen dan terbatas untulk kegiatan penelitian dan
pengelalaan;

‘pengawelan den pemanfaatan sumberdaya alam daiy

lingkungan alam bagi kepentingan penelitian,
pendidikan konservasi, wikita terbatas
[menpunjung, melihat, menilkmati keindahan alam,
keanckamagaman tutnbuhan dan satwnj,
pembangunan sardra dan prasarane SCRATdng
untule kepentingan penelitian, pendidikcan den wisata
alam terbatas;

k=giatan  pariwisats  slam  dan relkreasi, jasa
lingkungan, pendidikan, penelitiun, pembangunan
sarana dan prasarana untilk kepentingan penelitian,
pendidikan dan wisata alam terhatas:

. kegiatan pemanfastan potensl  tertentu  oleh

Masyarakal setempat secars lestar:

kegintan pengembalian ckosistern Kawasar varng
rusak menjadi ekosistem alamiahnya;

kegiatan untuk  melindungl nilai-nilai budaya,
sejurah, arkeologl maupun kespamann, pendidikan,
perialitian, wisats alam  sejarah, arkeclogi dan
religious; dan '

kegiatan  kelompok Masyarakat vang telah ada
sebelum penetapan tamsn nasional dan sarana
penunjang kehidupannya, serta kepentingan yvang
tdak dapat dihindari berupa sarana relekomunileasi,
[asilitas transportasi dan liscrl,

kegiatent Pemanfastan Ruang vang diperbolehlan
bersyarat, meliput! '

kegiatan kegiatan pengusshaan pariwissta alam
hanys pada pengembangan kegiatan wanswisata
berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas
pendukung dan fasilitas penuniang wisata slam di
Kewssan  hutan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undengan;

kegiatan wanawisatn berbasis skowisata taripa
mengubah bentang alam, dan pemanfaatan blok lain
digunakan sesuai kepentingan tertentu; dan
kegiatan  budl  daya  untuk  pertahanan  dan
keamuanan, kepentingan wirnm, provek strategis
nagionul, dan/atail bencana dilaksanakan sesusi
dengan kerentusn peraturan perundang-undangan,

kegiatan Pemanfeatan Ruang veng tidak diperbol=hkar
meliprihi:

L

2

kegiatan yang berpotensi mengurangi Juas Taman
Wisnta Alam; dan
le=gialen yane merusak Taman Wisnta Alam.

ketentuan lain yang dibutuhlean, meliputi:

11

2.

penataan Taman Wisata Alem melalui penetapan
zooaai  pengelolaan  sesunl  dengen letentian
peraturan perundang-undangan;

pemaniaatan Taman Wisata Alam hanye dapat
dilakiskan setelah memperoleh izin darl Menter| atau
pejabat yang dituniul

penyelengearaan Taman Wisata Alam  dapat
dikcerfasamakan dengan  badan wusaha, lembaga




internasional, atay pihak leinnye untuk penguatan
fungxi Taman Wisata Alam dan kepentihgan
pembangunan strategis sssual dengan ketentnan
peraturan perundang-undangan;

4. Pemanioatan PRuoang vang bertampalan dengan
Kawasan Tempar Suci dan Kawasan Sucl mengacu
pada letentuan kearifan  jols]  serta Bhisama
Kesuclan Pura; dan

5. penergpan wujud lansekap dan tata bangunan wajiib
memperhatikan:

4) menggunakan material ramah linglungan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan,

b disesualkan dengan  lkarakter eosial budaya
Masyarakat sctempat serta mengac pada konsep
Tr FHita Karana, Catus Patha, huhe-teben dan tn

- mandala; _

¢} disesuaikan dengan tema Kswasan, menerapkan
nilgl arsiteldmr iradisiomal Ball dan budaya
selempat, '

d) ‘terintegras! secorn scresl wosuai Konsep tata
pawidangan Desd Adal sctempat; dan

¢) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
resual dengas atursn yang berlelon

Pagal 71

Ketentupn  Umum  Zonasi  Hawssen Perkebunan  Rakyat
stbagaimena dima'ssud dalom Passl 66 avat (3] hurufl a mellpun:

£l

lkegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehlan, melipati:

1. kegiamy perlarsan fanaman semusim den  lUDEman
tohunan;

2. kegiztan perkebunan;

3. lopintan pengelolaan hutang

4, lkepintan pemanfaatan kayu hotan tanaman rakyat;

5, kegiatan penguzahaan perbenihan tanaman Rehutanan;

6. konservasi alam;

7. legintan periindungan hutan dan konservasi alam;

8. lkepglatan penelitian dat pengembangan imu pengetahiuan;

Y, kegintan adat, budays dan keagamaan beserta bangunan
pendulungnys; dan

10 kegiatan Pemanfeaton Rusneg lmnoya vang dapat
meninghkatlan fungsl Kawasun Perksbunan Rakgat.

kegintan Pemanfaaten Ruang ynng diperbolehkun cdengan

syarat, meipuls

1. wisata petualangan slam lanpa mengubah bentang alam;

2. ‘wisata agra;

3. fasilitas pendukung dan perunjang pariwisate;

4. kegiatan budidava peternakang

5. kegialan ‘IJLd:dajra pmﬁcanm,

b. pengembangon jaringan sarana dan® prasorano seria
fasilitas untule kepentingan armurm

7. ingtulast  sislem  kelistrilmn, air  (pipal, instalas
telekomunikasi, dan [nstalasi elelttronika;

B, konslruks Jaringan jalan, irigast, drairpse,
telekomunikasi, limbah, elekirikal, dan pengolahan mir
bersih;

9. kegatan budidaye lainnya podn Kowasan pertanian
lanaman pangan yeng tdak produktlf dan ticdale beririgas:
telnis sesual dengan kelentian peraturan perundang
undsangnn; '

10, kegintsn badi daye untuk pertahanan dan keamanan,

kepentingan umum, proyck strategis nasional, danj/atau




&

¥l

benoana  dilaksanalan sesusl  dengan keientuan
peramran perundang-undangan; dan

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
tidak mengangma fungs! Kawassm Porkebunan Raloyat.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputb:

L
2.

a,
4

5,

kegiatan [ndustr polutan,

kegiatan perburusn  dan  penangkapan satwa untuk
tujusm ksmersil;

kegiatan penebangan pohon dan pengambilan ham! hutan
tanpa iwin dar pihale berwenang;

kegintan pendirian bangunan sulain bangunan penunjang

kegiatan pemanfaatan  hasil hutan dan bangunan
peniunjang kegiatan sebagaimana dimaksud padn huruf o
gdan huruf b sesuani ketentuan peraturan perundeng-
undangan; dan

leepiatan selain schagaimana dimaksud pade huruf a dan

luruf b yang menpgeanpgu dan merusak eloaistem
Hawasan Perkebunan Ralevat,

intensites pemanfaatan roang Kawssan Perkebunan Raloyat,
berupa KWT maksimal 10% {sspuluh persen):
ketentian lain vang dibutuhkan; meliputi:

1.

3
.

=1

kegintan pemanfantan hesil perkebunan rakyat secara
selektif untuk menjage kestabilan neraca sumber daya
hutan dan lingkngan; . . .
integrasl hasll produksi tanaman layu dengan kegiatan
mdustri  keell dan  indosti kreatlf  demgan telap
memperhatikan kearifan lokal;

. kegiatan pemanfaztan hutan tapamesn dan  kegiatan

pemurtgutan hasil hutan buken kayu wajbh memenuhi
persyaraten: (eknis dan tidak menggangm: habitat satwa
dun siklus hiduprnya serta tidak mengmangeu fungst

HKawasan Perkebunan Ralyat; _
kegintan penebangan pohion dan pengambilan hasil hutan

yang telsh mendopatkan fmn wafib dilskukan dengan
siaten tebang pilih dan disertad penansman kembali;
leegiatan wisata petualangan alam, wisata egro dan DTW
plam lainnya dibatasi pada pengembangan aktivitas
wanawisata dan wajib dilkembanghkan berbasis Ekowisata
sccarn terkendsli dan bersifet ramah lingkungan;
fasilites penduleung den  penunjang  pariwisata
dikembangkan secara térbatas, bersifat tidak permenen,
sidale: mengpangen funpsi  Kewasam, den memenshl
persyaratan  telomis serts telah melsiu presedur
pemanfeatan  sesusl dengan  kelentuan peraturac
perundang-undangan;

penerapan tate bangunan, khusus bagi yang beradse di

Kawnsan Sempadan Jurang dangan mempertimbangkan

keselamatan bangunan dan lingkungan, yoitu:

g Kawasan Sempadan Jurang. dapat dikembangkan
untul kegiatsn tm‘bangun apabila dinvatakan stabil
setelah melalui RKajian teknis bangunan gedung dan
kajian lainnya dar tenaga ahll bersertifilasi atau
dilkelumrian nleh dinas terkalt;

b} pendayagunsan Kawosan Sempadan Jurang melahai
gali uruk (cut and fil dilengkapi dengan dokumen
kegian teknis den kajlan linglungan sesusl dengan
ketefituan perafuran perondang-undangan;

¢} Jurang ditetspkun dengsn Kriteria kawasan yang
memiliki lerenpg dengan kemlringan minimum 45%
[empat puluh lima persen] terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);



(1

2]

)

sempadan jurang berlaku di daerah datiar bagian atas
dan di daersh datar bagian bawah jurang;
ketontuan  intensitas Pemanikaten Ruang sangsat
reridah diutamakan dengan Hang pancang;

kegiatan pemanfazatan sempadan  jurang  sebagal
arroksl wissta tunpa bangunan berupa wisata alam
dan olahrags petualangan harus dilengkapi kajian
keamtanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari Instansl yang berwenang, dan
penampilan  arsiteltur  bangunan  yang  ramah
lUngkungan.

. Pemanizatan Raang vang terdapar Kawasan Tempat Suci

mengacy pada ketentuan kearifan |okal serta Bhisama
Kesuclan Pura, meliputi :

)

b}

d

el

Kawasan Tempat Suci didasarkan stas lconsep
Bhisama Kesuclan Pura menetspkan jarak bates
tevlizar zonn pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima
ribu meter) untik Pura Sad Kahvangan, paling sedikic
2000 m (dea ribu meter] untuk Pura. Dang
Kahyangan, paling sedikit 50 m— 2.000 m (ima puluh
meter sampai dengan dua ribu meter] untuk pura
kehyangan jagal [ninnya, dan paling sedikit S m — 50
m (lima meter sampai dengun lima puluh meter) dard
sial luar tembok penyengher pura kahyvangan tiga dan
kahyangan desa lannys;

penertuan batas tap zona didasarkan atas batas fisik
vang tegas berupa batas slami atau batas buetdn
sesual tipe Kawasan Tempat Suci dan  kondisi
solempat, dengan  tetep menghormatl | hak-hak
tradisional Masyaralkat hulkum adat, dan kearifun
lokal;

melindungi blok bangunan pura dard gangeuan blok
banpunan lunnya;

ketinggian bangunan di luar bengunan pura. dan
penuniangnys tidak lebih dari satu lantal, kecuall
memanfastlan  potensi level menurun darl lantal
dizer, dan

tersedia Rusng terbulke di seldtar bangunan pura.

penerspan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatihkan:

a)

b

c
d)

e)

menggunakan material rameh lingkungan sesual
keetentuan peratursn perundang-undangan;
distsuniban  dengan  karakter sosial budaya
Mns:,arﬂlmt setempat serte mengaou pada konsep T
Hita Karang, Catus Patha, hulu-teben dan tri mandalo;
disesupilcan denpan tema Kawasan, meneraplan nilad
mratteitur tradisional Bali dan budaya setempar
terintegriasi  Recars  serasi sesual  kKonsep  tate
pawidangan Dess Adat sctempat; dan
meampertimbanglan letentuan Kawasan Suel scaual
denigan aturan yang berlaxu,

Paszal 72

Ketentuan Umum Zogasi Kawasan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3] huruf b, meliputi:

o Ketentnan Umum Zonesl Kawasan Tanaman Pangan;

b. Ketentuan Umum Z2onas) Kawasan Hortiloaltura; dan
Kotentuan Umum Zonasi Kewassn Perkebunen,
Ketentuan Umum Zonssi Kawasan Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif a, meliputi;

a. kegiatan Pemunfaatan Ruang yang diperbolshkan
meliputi: '

€



d.

.

£ Lok

konstruksi janngan dan bangunan irigasi;

kegiatan jass penunjang pertanian;

konstrukal jalan Subak dan jalan produlcsi; dan
kegiatan adal, budeys dan keagamaan beserta
bangunan pendukungnya,

keglatan FPemanfaatan Ruang ysng  diperbolehian
dengan syarat, mellputi:

=

‘keglatan hortkultura, peternakan, perilanan budi

dava, dan perkebunsn dengan tidak mengubah
fungsi tanamat Pangan,

kegiatan penelitian  dan  pengembungan  ilmuy
pengetabiian tanps mengganggn fungsi kawasan
Lpiriammian pangan;

pengembangan juringan sarana dan prasarana serta
fagilitas untuk kepentingan umum sesual dengan
keteritian peraturan perundang-undangan;

kegiutan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman
pangan yang tidzk produktifl dan tidek beririgas
tekmis  sesusl  dengan ketentunn | peratUran
perundang-undangan;

kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa
wikatn mopa mMENEEsNEEU sarana dan preasrana
kawazan tenamdan pangan,

kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan pertanian
tanaman pangan yang tdek produktif dan tidak
beririgasi telonis sesuai dengan ketentuan pergturan
perundang-undangan;

kegiatan  budi  daya untok  pertahsnsn dan
keamanan, kepentingan umum, proyek strategla
nasional, dan/atan benecana dilaksanakan sesual
dengan ketentban peraturan perundshg-undangan
dan

kegiatan lain yeang telah ada dan terintegrast secam
harmonis seria  kegiatan  selain  sebagaimana
dimaksud pads hurul & yang tidak mengeanggu
fungst kowasan tanaman pangon,

kmpiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi keglatan budi daya iminnys pads kawssan
tanamar pangan produlktil dan hﬂﬁﬁgﬂ.&i teknis,
intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputl

i.

2.

KDB maksimal 10% (sepulub persen|, kecuall untuk
permukiman yang teiah ada; dan
KWT maksimal 5% (lima persen),

ketentuan lain yang dibutuhkan, melipuati:

1.

kepintan permuliman yang dipecboichkan dengan

gyarat pada Kawasan Tenaman Pangan berupa

permulaman ponduduk veng (#lgh ada dan bukan
merupakan pengembangan /pembangunan baru;
kegiatan apgrowisatn, ekowisata, dan desa wisala
diaralikan meialui:

a) pengembangan secara terbatas dan ferkendals
serta wajib berbasis Ekowleata din bersifat
ramah lingkiingan; dan

b] wailb melestarikan lahan sawah eksisting dan
iarngen irigasi yang terdapat di dalam dan/alau
seldtar Persil serta Gdak menurunksn kualitas
dan fungsi uiama Kawasan Taoaman Pangan,

pengembangan jalan produksi dan Jalan usaha tani

dapat difungsilan sebagai lintasun jopging {jogging
truck) |
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5.

pelestarian dan  pemberdavaan  Subak sebagai
warisan budaya dunis;

nertanian lanaman pangan di Kewasan Perkotaan
diintegrasikan schagei RTH pertznian murmi atau
pertanian eleowisats;

Pemanfaatan Buang yang terdopar Kawsasan Tempal
Suel mengacu pada ketentuan kearifan lokal serts
Fthisama Kesyclan Pura, meliputi:

@) Kawmsan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisamn Kesucian Pura menetaphan jarak batas
teriuar zons pemanfaatan paling sedilat 5.000 m
{lima ribu meter] untuk Pura Sad Kahyarngon,
paling sedikit 2.000 m {dua ribu meter] untuk
Pura Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m -
2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dus
ribu meter) untuk purd kahyangsn jagat lainnya,
dun paling sedikit 5 m— 50 m (lima meter sampad
dengan lima puluh rmeter) dari sisi luar tembok
penyengher pura kahyangan tiga dan kahyangan
tesa lamnya;

b} penentusn batas tap zona didasarkan atay batas
fisik yang legas berupa batas alami atau batas
buatan sesusl tipe Kawasan Tempat Suel dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormatl
hak-hak tradisiona] Masyarakas huloom adat, dan
kearifan lokal)

pi melindung blok bangunan pura dar gangguan
blok bangunan lainnya;

d) keﬂnmnn burisunan dl lusr bangunan pura dan
penuniangnye tidalk lebih darl satg lantai, kecual:
mermaniaatkan potensl level menurun dari lantai
desar; den

g tersedia Ruangterbulka di seidtar banEUnan pura.

pada Kewesan yeng memillikd ksunikan lanselap

alami vang khas diatur sebagai benkuat:

a) pendifan bsngunan penunjang di Kawasan
lerasering  yvang  hanya berfungsl  sebagal
pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;

b) bangunsn  penumang  di osckitar  Kawasan
terasering sawiah di lnar permulkiman alami
penduduk adalah banpunan penunjang kegiatan
pariwisata sceara terbalas; dan

c} keplatan Pemanfastan Ruang yang tdak
diperbolehkan, meliputi kegatan yang dapat
mengganggd ckossstem Kawasan yang memiliki
keunilan lansekap alam vang khas.

penerapan 1ata bangunan, khosus bagi yang berada:

eli Kawasan Sempatdsn Jursng dengan

mempertimbangkan keselamatan bangunan dan
linglungan, vaiiut

a] jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum
45% (empdt puluh lima persen) terhadap bidang
datar, denpan kedalsman minimum 15 m (lima
belns meter],

) Hawasan Sempsdan Jurang berlaka di daersh
deter bagian a2tas dan di daerah datar bagisn
bawah Jurang;

¢} pendavagunaan Kaewasan Sempadan Jurang
melalul gali urulk (et and ﬁiu‘p dilengkapl dengan
dokumen kajign telknls dan kajian lingleungan



sestal dengen ketentuan peraturan perundang-
undangan; o _

d)] kelentuan Intensitas Pemanfastan Ruang sangat
rendah diuvtamakan dengan tiap pancang;

¢] kegiatan pemanfastan sempadan jurang sebagal
atrakdl wisata tanpa bangunan berupa wisals
glam dan olahraga peruaiangan harus dilenghkap
kajtan keamanan  dan  keselamatan  bagi
wisatewan scrta mendapal fzn dan instanst vang
berwenang; dan

fi penampilan arsiteltur bangunan yang ramah
linglingan,

9. penerapan wujnd lapsekap dan tats bangunan waiib

memperhatilain:

n) menggunakan material ramah linghungan sestal
keteptuan peraturan perundang-undangan,

b) disesumikan dengan karakter sosizl budeys
Masyarakal setempat serta mengacu pada lconsep
Tl Hita Karana, Catus Patha, hulu-teben dan i
mandala;

¢} disesunikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai mrsitektur tradisional Bal dan budayas
setempat;

dl terintegrasi secara sergsi sesusi konsep tata
pawidangan Deaa Adat setempat; dan

e mempertimbanglkan ketenfuan Kawasan Suci
segyal dengen aturan vang berlakua.

(3) Ketentusn  Umum  Zonasl Kawasan  Hortikultura
' sebagaimans dimalksud pads-avat [1) huruf b, mefiputl:
i, kegialan Pemanfaatan Rusng yang diperbolehkan
meliputs:
1. kesstan [anman pangan, perkebunan, peternakan,
dan perll@nan budi days;
2, kegintan permulkiman perdessan;
3. ksgiatan adat, budayn dan keésgamiean beserta
bungunan pendulungnya; dan
4. lkegiatan Pemanfaatan Hoang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi Kewasan Hortikuitura.
b. kegistan Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehisn
dengan syarat, meliputi
1. kegiaten pendukung agribisnis dan agroindusin
hortilaulture vang dilaksanakan sesual dengsn
speraturan perundang-undengan;

2. leegiatan wisata alam, agrowisaia, desa wisata dan
DTW binese/buatan dengan syarat dikembngkan
secarn terbatas dan terkendali serta wajib berbasis
Elkowlsatn dan bersifat ramah lmpkungan;

A. kegiatan penycdiaan fasilitas  pendukung  dan
penunjang pariwisate. secara  terbates,  tdak
mengganggy fungst Kawasan, dan memenithi
persvaratan  telknis serta telsh melalul prossdur
pemanfaatan sesual dengan ketenfuan pernturan
perundang-undangzn;

4. kegiatan campuran perkebunan rakyat secars
terbEtas;

‘B, kegiatan permulaman secara térbatas dan dengan
lcepadatan rendah;

6. pengembangan jarmgan serane dan prasarana serta
fusilitns untuk kepentingan umum;

7. hegiatan budi daya untuk pertahsnan dan
leeamanan, kepentingan umum, proyek strategis



nasiongl, dan/atau bencana dileksanakan sesuai
dongan kelentuan peraturan perundang-undangan;

kegintan  yang mertimlballan pembanguan
bengunan baru dan/ntau alth fungsi kawasan
hortikultura menjadi tetbangun dilakukan  secari
bersyarat dengan melengkapi kajian linghungan dan
tidal menurunkan fungs lingkungan pads Kawasan
sekitar Danau Beratan; dan

kemaotan lain vang telah ade berupa bangunan
dengan tidak melakukan penambshan luasan dan
terintegrasi secura harmonis serta kegiatan selain
sebagaimana dimeaksud pads hurafl a, yang tidalk
merigpangry fungs! Kawasen Hortilaultura,

c. kegiatan Pemanfantan Buang vang tidak diperbolebkan,
meliputi kegiatan selain sebspaimana dimeksud pada
buruf 8 dan huof b yang mengangegy fungsi Kawasan
Hortiloultura.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputs

1,

2.
3.

4.

KDB maksimal 40% (empat puluh persen) deard luas
lahan, kecuali untuk permukiman yang telah nda;
KLB m&ksi:nﬂi 0,8 [nol koma delapan);

KDH minimum 50% (enam puluh persen); dan

KWT maksimal 30% (tiga puluh persen),

e, ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup:

i

Kawasan hartiltulturs vang berada di sekitar Danau
Beratan  diarahkan  dikembangkan — sebagal
hortilcullura arganik;

. Pernanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat

Sugi mengacu pada ketentian kearifan lokal serta

Bhisama Kesucian Pura, melipuli:

al Kawasan Tempat Suci didasathan atas honsep
Bhrsama Kesucian Pura meneclapkan jarak batas
terluar zomy pemanfaatan paling sedikdt 5.000 m
[lima ribu meater] untiuk Purn Sad Kahyarngan,
paling sedilat 2,000 m (dua ribu meter] untuk
Pura [Dang Kahyangan, paling sedildt S0 m -
2.000 m [lima pulub meter sampai dengan dus
ribu meter) untuk pura kalivangan jagat lainnya,
din puling sedikit 5 m - 50 m (lima meter samphd
dongan lima puluh meter] dari =isi luar tembok
penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan
desa lainnya;

bl penentuan batss tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batee alami atau batas
bustan sesual tipe Kawasan Tempat Sud dan
londisl seterfipat, dengan tétap menghormeati
hak-hak tradisional Masyarakat hulcam sdat, dan
keariian lokal;

¢} melindung blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnys; _ .

d) hketingeian bangunan di luar bangunan puts dan
perunjangmys tidak |ebih dari sate lantal, kecuall
merpanfaatlan potensi level menurun dan lantal
dagar; dan

o) tersedia Ruang lerbuka di sekitar hangunan pura.

. penerapan tata banpunan, khusus bag yang berada

di Hawassen Sempadan Jurang dengan

mempertimbangkan  keselamatan banpunan  dan

lingleunigan, yaitu

&) Jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum
45% [empat puluh lima persen) terhadop bidang



datar, denpan kedalaman minimum 15 m [ima
belas meter);

b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah
datar bagian atas dan di daerah datsr bagian
bewal jureng,

g pendavagunasn Keawasan Sempadan  Jursng
meialui gali uruk (eut and fill dilenglkapi dengan
daltumen- kajian teknis dan kejinn lingkungan
sepuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d] ketentuan intensitas Pemanfaatan Fuang sangat
rendah diutsmakan dengan tiap pancang,

¢] Kegiulan pestanfaatan sempadan jurang sebagal
atraksi wisata tanpa bmnpgunan berupa wisata
alam dan olghraga petualangan harus dilenghapi
kajisn  keamanan dan  Jeselamutan  bagi
wisstiwan serta mendapat lzin darl instans) yang
berwenang; dan

f} penampllan arsiteletor bangunan  yang ramah
Linghkungan.

. penerapan wujud lonsekop dan tate bangunan wajib

memperhatikan;

g} menggunalar material rmmah lingkungan sesuat
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b disesuailtan denpsn  karakter sosial budays
Magyarakat setempal sertd mengacu pads Ronsep
Tri Hita Karana, Catus Potha, hule-teben dan ol
meheuli]

c) discsuaikan denpgan tema Kewasan, menerapkan
milal  arsitektur tradisional Bell dan budaya
seternpt;

d] terntegras; secars serasl sesual konsep tate
paundangnn Desa Adat sstempat; dan

&) mempertimbangkan kstentuan HKawesan Suc
gesum denganaturan yang beriakou.

[4) Ketentusn  Umum  Zonasl  Kswasan Perkebunan
sebagsimans dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. Wepiatan Pemanfooton  Ruang yeng o diperbolehkan
melipgun;

L
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kegintan budi daya perkebunan dan  sarana
peadubungnya;

. keglatan permubimen perdesaan;
3.

kegiatant adat, budava dan kesgamaan beserta
banpunan pendulungnya: dan

kegiatar: Pemenfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatlan Mings) Kawasan Perkebunan,

b. kegiatan Pemanfantan Rusng yang diperbolehkan
dengan syaril, meliputi:

1.

kégintan budi daye lennya pada Kewasan
perkebunan yang tidak produktil dan tidak berinigasi
telenis  sesual  dengan  Retentuan  peraturan
porundang-undangan; .
kegintan perdukung sagribisnls dan  aproindustn
perkebunan; '

kegiatan wisata olam, sgrowisata, desa wisata, dan

DTW binsan/buatan dengon syarat dikembangkan
secars torbatas den terkendali serta wajlt berbasis
Erowisata dan bersifat ramal lingloungan;

.kl.':gidlﬂn penyediaan fasilitas pendukung dan

penunjang pariwisata  secara  terbatas, tidak
menggangey funpgs Kawasan, dan  memenuhi
persyaratan  tekniy sera  telah melalui prosedur
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pemanfastan sesual dengan ketentusn peraturan
perundang-undangan;

pengembangan jaringan sarana dan prasarana serig
fasilitas untuk kepentingan umum;

kegintan budidaya lainnya pada Kawasan pertanisn
tanaman pengan yang tdak produktl dan tdalk
beririgast teknis sesual dengan ketentuan peraturan

° perundang-undangan;

kegistan. budi daya untuk pertahanan dan
keamanusn, kepenlingan  udmim, provek sirategis
nasional, dan/atau bencana dilaksanakan' sesual
dengsn ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

kegiatan lain yang felah ada dan rerintegrasi secara
harmoms  serta  kegiatan  selain  sebagaimanag
dimaksud pada huruef a, yang tidak mengganggu
fungsi Kawasan Ferhebunan,

¢, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehloin,
meliput] keginton salsin scbagalmana dimaksud pads
huruf a dan huraf b yeng mengangegy fungsi Kawasan
Perkebrunan.

d. intensitas Pemanfastan Rusneg, meliputs;
i. KDB maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas

lahom, keeuull untuk permukiman yang telah ada;

2. KLB makaimal 0.8 (nol koma dtlapan);
3. KDH minimum 50% (enam pulull persen); dan
4. KWT mnksimal 30% (tiga puluh persen).

¢ keteniuan lain vang dibunzhican, melipati:

1

Wilayah geografis vang menghasilkan produk
perkelninan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi
kelestarignmya  dengan  Indikasi  geografis, dan
Wilayaly geografis yang sudah ditetapkan untuk
dilindungi kelestariannys dengan indikasi geografis
dilarang dialihfungsikan; .

Pemanfoatan Ruong sebagal daersh resapan  air
untuk Kawasan seldtamya dan penyediaan lapangan
keria bagl Masvarakat setempat;

. Pemunfuntan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat

Suci mengacu pada keteniuan kearifan lokal serta

Hhigomea osucian Pura, meliputs:

al Kawssan Tempat Sucl didasarkan atas kansep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfatan paling sedikit 5.000 m
(lima ribu meter] untuk Pura Sued Kahyangan,
paling sedikit 2,000 m (dua ribu meter] untuk
Pura Dang Kahyingan, paling sedikic 50 m -
2,000 m (lima puluh meter sampai dengan dua
ribu meter] untuk pura kahyangan jagat lainnya,
can-paling sedilat 5 m - 50 m {lima meter sampal
dengan lima pulul meter) dari sisi lusr tembok
penyengker pura lehysngan tiga dan kahyﬁ.ng'fm
desa lainmes;

b} penentuan batas Hap zona didasarkan atas batas
fisikk yang teges berupa batas alami atau bhatas
buatan sesual tipe Kewmsan Tempat Suc dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati
hak-halk tradisional M aﬂ:_,rnmkait Mubeizm adat, dan
kearifan lolal;

¢l melindungt biok Bangunen purae darl gangguan
hiok bangunan lsinnys;

di ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lﬁ_ﬂ?ﬂ:l, kecuall



memanfaatkan potens level menurun dar lantal
dasgar; dan

¢ tersedin Ruang terbuka di sehitar bangunan pura,

4, penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada
el Kawasan Sempadan  Jurang  dengsn
mempertimbahghan  keselamatan bangunan dan
linghkungan, yaimu:

a] Jjurang ditetapkan dengan kriteriz kawasan yang
mermililt lereng dengan kemiringan minimum
45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang
datar, dengan kedalaman minlmum 15 m (lima
belax meterj;

b Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah
dutar bagion dtas dan di daersh dater bagian
hawah jurang _

¢l pendayegunaan kewasan Sempadan Juramg.
melalind galt uruk {out and fill] dilengkapi dengan
dokumen laian teknis don kajian lingkungan
sesual dengan ketentuan peratursn perundang-
undangan; '

d} ketentuan intensitas Pemanfamtan Ruang sangat
rendah diutamsakan dengan tiap pancang;

e} 'kegintan pemanfaatan sempadan jurang sebaga
atraksi wisata tAnpa bangunan berupa wisata
alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi
kajlan keamanan dan  kesclamaten  bagl
wisatawan serta mendapat {zin dari indtanst vang
herwenang; dan

fi penampilan arsitektur bangunan yang remab
lingkungan.

5. penerapan wujud lansekaop dan tate bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunaksn material ramah lingkungan sesuai
lretentuan peraturan perundang-undangarn;

b} disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat sefempal serta mengacu pada konsap
Tri Hita Karana, Catus Patha, hulti-teben dan tré
murndala,

o} disesusikan dengan tema Kawasan, mroerapkan
nilal arsitelcar  tradisional Bali dan budaya
setempeal;

) terintegrasi secars scrasi sesual konsep tata
prowidangan Desa Adet setempat; dan

¢) mempertimbangkan ketentuan HKawasan Suc
sesuant dengan aturan yang berlalku,

Praal 73

Ketentuan  Umum  Zonesl  Kawasan  Peruntokan Industd
sebagaimana dimsleud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf ¢, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbelehkan meliput:

 {h

2

3

kepiatan pendirian bangunan industrl sesual peraturan
perundang-undangan;

. kegiaten industrl sesusi jenis industri yang teleh

mendapatican perizingn, pergudangan, dat  faslitas
pendulaing oparasional]

pembangunan dan pengembangan industri baru yang
tidak memberikan dampak merusel dan menurunien
kualitas lingkungar;

kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi,
poteinal sumber doye alem dian sumber daya manusia di
‘wilayah selkitarnya,
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fa,

kegiatan pengembangan kewasan dan sentra industr
berbasis kompetensiint industr daerah; dan

kegiatan menyedialen rusng untuk Zona penysnges
berupa sabuk hijaul.

b, kegiatan Pemanfuatan Ruang vang diperbelelikan dengzn
svarat, meliputil

L.

3

pembangunan perumshan baru dengan  ayarat  tidak
mengganggy fungs! utama dan hanya untuk perumeabsn
Kawasan Industri;

. kegiatan penuninng indusiri denpgan syarat

mempertimbangican  dampak konllik dengan kegiatan
industri;

pengembangan Jaringan transportas, energt,
telekomuniicasi, sumber dayva gir, SPAM, SPAL, pengelolaan
limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evaluasl
bencans dan drainage dengan persyaratan teknis sesUAl
ketentuan peraluran perundang- -undangan,;

kzglamn pengembangan pariwlsata dari  fasilitds
peaumangnya dengan mompertimbanglkan dampak konflik
derigan kegiatan industri serta melahai kajian teknis sesuai
derngan ketentiuan dan peraturan yang berlak,
oembangunan fosilitas untuk kepentingan umum dengan
mempertimbanpkan  dampak  koriflik dengan  kegiatan
industri; dan

kegintan budi daya untuk portehsnan dan keamanen,
kepenitingan umum, proyek strategis nastonal, dan/fatan
bencana dilaksanakan sesual dengan ketentuan perataran
perundengundangan,

c. keginten Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlan
melip:

L.

Tl e

pemanfaatun air tanah untuk keperluan kegiatan industri
dan keplatun pendukung industri yang berada di Kawasan
Resapan Alr dan mengarahkan kégiaten [ndustri untaic
memarfantkatt air permulkaarn;

. pembuangan limbak tanpa-melalul proses pengolahan;
. kegiatan penimbunan yang membahayeksn keselamatan

dan kesuhatan kerja;
kegialan  yang  menggunakan teknologl | merusak
lingleunpnn; dan '

. kegiatan seluin sebagaimana-dimeksud pada haraf & dan

huruf b yvang menggunesy fungsi Kawssan Peruntukan
Ireduste,

d. Intensitas Pemanfaatan Ruang, maeliputi

=
.

g

KDB maksimal 65% [enam puluh lima persen| dari luas
il '

E..#H malesimal 2.6 [dua kome eharn);

KDH minimum 20% [dua puhah persen) dari luas persil;

letinggian bangunan maksimel 15 (lma belas) meter; dan

jalan dun saluran disrshkan B8-12% (delapan sampai

dengan dus belos persen) dari total luas lahan dan hurus

memilild jalan primer dan sekunder dengan telanan gandar

g (delapan) ton dan 5 {lima) ton, dengan perkermsan jalan

minimal 7 ftujuh) meter,

¢, ketentuan lnin yang diperluken, melipun;

L

Kawassn industn pada sepanjang jelan arteri atan lolektor
dengan dilenglapi dengan ialss jalur lambat (frontege
road),;

untuk  mememald  ketentusn  defam  pengombangan
Hawdsan Peruntukan Industel wajth memperhatikan kajian
tekris dat kejian administratif]

pemanfaatan  Kaowasan  Peruntukan Industri  untuk
menampung keglatan aneka  industri sesual dengan
karakteristik Kawasan,;

(o pra—rea

s | —
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4.

|

pernanfaatan  Kawesan Peruntukan Industd  untuk

mengakomaodie Kegiatan industn berbasis budaya branding

Bali; '

Pemaniaatan Ruang yang terdapdat Kawasan Tempat Suci

mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisame

Kesucian Pura, meliputi; _

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep Bhisama
Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona
pemanfastan paling sedikit 5.000 m (Hma ribu meter
untuk Pura Sad Kahyungan, paling sedikil 2.000 m (dua
ribu meter) untuk Pura Dang Kahyangan, paling sedikit
80 m - 2.000 m (lima puivh meter sarnpai dengan dua
ribu meter] untuk pura- kehyangan jegat lainnya, dan
paling sedikit 5 m = 50 m (lima meter sampai dengan
lima puluh meter) dan sisi luar tembok penyengker pura
hahyang:an tiga dan kahyanpan desa lainnva;

b penentusn batés tiap zona didasarkan atas butas fisik

- vang legas Beropa batas alami atau batas buatan sesual
tipe Kawasan Tempat Suocl dan kondist setermpat,
dengan  tetap  menghormatt  halk-halke  tradisional
Masyarakat hulcom adat, dan kearilan lokal;

¢) melindungi blok bangunan pura dar gangguan blak
baogunan lainnya;

d) ketinggian bangunan di luar bangonan pura dan

- penunisngnya tidale lebih dari satu lantai, kecusli
memaninatkan poren= level menurun dar Iantai dasar;
dan

e] tersedia Ruang terbuka di sekitir bangunan pura,

penerapun wujud lansekap dan tata bangunan wajlb

memperhatikan:

d) menggunakan material ramah  lingkungan  sesual

~ ketentuan peraturan perundang-undangan,

bl disesuaikan dengan karaltter sosial budaya Masyarakat
‘setampat serta mengacu pads konsep Tn Hilg Karana,
Catus Patha, hihi-teben dan tr mandala;

¢) disesuaikan denpan tema Kawasan, menerapkan nibu
arsitelrtur tradisional Bali dan budayu setempat;

d) terintegrasi secara serasi  scsual kenasep  tata

. pawidangan Desa Adot selempat; dah

¢) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suot sesual
dengan amiran yang berlalu.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwizats, sebugaimans
dimaksud dulum Pasal 66 ayat (3) humf d, meliputi:
a. kcgiatan Pemanfaatan Rusng yvang diperbolehkan, meliputl:

. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Kawssan Pariwisata;

. penyediaan sarans den prasamna penunjang Kowasan

Pariwisatsy _
pembangunan fasilitas mectings, ireentives, converences
and exhibitions;

kegiptan sosial-budaya dan kesenidn,

. kegintan wisatn alam, ckowisata, agrowisata, desa wisats|

Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung
vang telah berkembang secara harmonis di Kawasan
setempat;

kegiatan perlkanan atau keglatan pemanghkalan nelayan;
kepgiatah  pertunian, pekebunan, petérnakan, dan
hartikultura: dan

kegatan Pemanfaatsn Ruang  iainnya yang: dapst
meningkatkan fungsl Kawasan Pariwisata.



b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbalehkan dengan
syarnl, meliputi;

s

£.

I

kegiatan budi daya lainnya puda Kawssan pertanian
tanaman pangan yang tdak produltif dan tdsk berirignsi
leknig sesual dengan ketentuan peraturan perundang
il engan;

pengembangan kegintan industri mikro dan kecil sebagai
penunjang pariwisata sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penataan kawasan pariwisata dengnn memperhatilan daya
duktung dan daoya tampung linglungan hidup, mitigasi
bencarna dan kelerengan denpgarl persgyaratan telinis sesuni
kotentuan peraturen perundang-andangan;

kegatan pengembangan perumabian yang tidsk menganggy
fungsi Kawasan PMariwisata dengan persyaratan teknis
sesual ketentusn peraturan perundsng-undangan;

lmgmtm pengembangan jaringsn prasarans transportasi,
energ, telekomunikas], sumber doyn air, SAPM, SPAL,
jaringan persampehen, jeringsn cvakumsi behcana dan
drainase dengun  porsyaratan lelmis sesus]  ketentian

" peraturan perundang-undsogan;

pemanfastan badan air, sempadan, perkebunan rakyat,
pertanian, dan permuliman yeang dapat dimenfaatkan
untuk pengembangan objek wisata dengan memperhatikan
daya dukung dan daye tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana, dan kelérengan dengan persvaratan telnls sesuai
ltttmluﬂn perdturan perundeng-undangan;

kogiaton budi dayvn untuk pertshanan dan  keasmaosan,
kepentinpgan umum, proyck sirategis nasionsl, dan/stau
bencana dilulsanakan sesual denpan ketentuan peraturan
perundang-undan gan; cdan

kepiatan lain yang telah ade don terintegras| secara
harmonis serta kegiatan seldin scbagaimana dimaksud
patdd huruf &, yeng tideak mengganggu fungsi Kowasan
Pariwisats.

hegiatan Pemanfeatan Ruang yang tidsk diperbolehkan,
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimalsud pada huruf a
dan hurui b, yang dapat menpggangeu atau menurunken
kualilas Kswasan Pariwisala.

intensitas Pemanfaatan Ruang, meliput:

k-

£

.

KDB inoksimal BO% [Hma puluh persen) dari luss persl,
ELDB maksimal 2,0 (dua kome nol), KDH minimuom 50%
{lima pulul persen| dart luas persil dan ketingan bangunan
muskirnal 15 m (lima belas meter);

khusus until Knwasan Bedugal dan seldtarnve dengan
KDB maksimal 0% (empal puluh persen) dari luas persil,
KLB maksimal 1,2 {satu koma tiga), KDH minimum 60%
emam pulub persen] dari lvas persil dan  ketingian
bangunan masldmel 8 m {delapan meter);

KWT disesualkan dengan variasi luasan Kawasan dan
lingkat perkembangan tlap Kawagsan Pariwisata;

. apabila bangunan berada di zona pemanisaton Kawasan

radilg lesucian pura, muka persyaratan intensitas
mengiliuti aturan vang berlaku untok Kewasan radius
kesucian pura;

mempertahankan lahan sawah khususnya lahan sawah
dilindungl selurang-ldrangnya 20% [(dua pulub persen)
dari total lahan gawah yang berada di Kawasan Pariwisats:
tdan

penerapan lelentuan tata hngkungan dan tats bangunan
yang berbasis mitigasi bencana pada Kawasan Pariwisata
vang berada i Kawesan rawan bencana.

ketentuan lain yang dibutuhkar, mellputi:
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kawasan pariwisata di Kewasan Perkotaan diintegrasikan

dengan ETH;

kawasan pariwisats yang berbatasan dengan kawasan

hutan lindung waiilb menyediakan lkawasan penyangea

sebagal buffern

rerintegrssl harmonis denpan Kawasan Permukiman yang

relah ada

pengembangan  serts pemanfaatan potensi alam  dan

budaya setempat sesuai dava dukung, days tampung

linglungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
terinteprasi harmonis dengan Kawasan Permubitmean yang
telah ada;

pengembarngan Kegiatan industri yang tidak menggangga

fungsl ntama Kaweasan Pariwisata wajib untulk:

#]  bersifat ramah lingkungan dan non pelutan;

bl dilengkapl dengan sarane dan presarana Instalas
Peripolahan Air Limbah (1PAL} industri; dan

¢) wajib melampirkan dokumen kajlan telmis serta
mendapatitan  relkomendasi  dari  instansi  yang
berwenang sesual ketsfituan peraturan perundeang-
undangan.

penerapan cirl khas arsitelour Bali pads setiap banguanan

mkomodas! dan fosilitas pendukung maupun penunjang

pariwisata;

arphan pengaturan penvediaan akomodasl, melputi:

f) penpembangan akemodas] wisata yang beroda pade
Kawnsan rawan bencana wajibh menyediakan Tempat
Evakuesi Bencans; den

b} penyediean fssilitas parkir minimal 30% (tiga puluh
persen) dari lues lantal bangunan bagi setiap bangunan
akomuodasi.

Pemanfuntan Buang vang terdapst Kawassn Tempat Sucl

mengacu pada ketentusn kearifan jokal serts Bhisama

Kesucian Pura, meliputit

a) Kawasan Tempat Suct didasarkasn atas konsep Hhisama
Kesucian Pura menetapkan jaralk bates terlusr zona
pemanfaatan paling sedikit 5,000 m (lime ribu meter)
utituk Pura Sad Kahyangan, paling sedilit 2,000 m (dua
ribu meter] untuk Pure Dang Kahyangan, paling sedilqt
50 m - 2.000 m (ima puluh meter sampal dengan dua
riby meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan
paling sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampal dengan
lim& puluh meter) darl sisi luar tembok penvenpker pura
leahyangan tipa dan kahvangan desa lainnya;

b) perentuan butss fsp zone didasarkan atas batas fisik
vang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai
tipe Kawassen Tempat Suci dan hondisi setempat,
dengan letap  mengharmatl  halk-hak  tradisional
Mugyarakal huloom adat, dan kedrifan loksl;

¢) melindungl blok bengunan pura deri gangsuan blok
bangunan lainnya;

d] ketingman bangunan di luar bangunan pura den
penuniangny= tdalt lebih dart satu lantal, kecuali
memanfaatkan potensi level menurdn dari lantal dassu;
dan

gl tersedia Ruang terbulen di selitar bangunan pura.

10, penernpan lata bangunan, khusus bagi yang berada di

Kaweasun Sermpadan Jurang dengan mempertimbangkan

keselamatan bangunan dan lingkangen, yaito:

a) jurang ditetepkan dengan kriterin  kowasan yang
memilikl lereng denpan kemitingsn minimum 46%



(1}

¥

11.

[empat puith lima persen| terhadap bidang darar,
dengan kedolomman minimum 15 m {ma belas meter);

b) Kawemszan Sempadan Jurang berleln di dsergh datar
bagian atuy dar di daemah dstan bagian bawah jurang,

¢l pendavagunsan Kawassn Sempadsn Jummng melalud
gali uruk [owt and filf) dilengkspl dengan dokumen
kajian teknis dan kafian lingkusgan sesual dengan
ketentuen peraturan perundang-undangan;

dl ketentusrn  intenmtas Pemanfastan Ruang sangat
rendah divttamalan dergan tap pancang;

a) kegiatan pernanfaatan sempadan furang sebagai straksi
wisnta tanpa banguren berupa wisatn alam dan
paghraga  petualangan  harus dilengkapi kajian
keameanan don seselamatan bag wisslawan serta
mendapat izin dari1nstansi yang berwenang; dan

fi pensmpilan  arsitextur  bangunan  yang  ramah
linglungan,

penerapan wujud lanselap dan tara bangunan wajb

memyperhatilan:

8] mengmunskin  malérial  ramah  linglungan  sesund
ketenttian peraturan perundang-undangan;

b)) disesunmikan dengan karekter sosial budaya Musynrukot
sctempat serte mengacy pada konsep T Hita Earana,
Cats Pathe, hulu-telendan i mondalo;

¢ disesiaikan dengan ema Kawssan, menerapkan nilal
argitsktur tradislonnl Bali dan budava selempat;

d) terintesprasi sccara  ecrssi scsusl  kKonsep  tain
ponidangan Desa Adat selempal; dan

¢ mempertimbanglon ketentuan Kawasan Sucl sesus
dengan sturen yeng berlaku.

Tasal 75

Hetentuan Umum Zonasl Kawasan  Permukiman

sehagaimans dimaksud dalam Pusal 66 ayat [3) fweul &

rrielipartic .

a Weterzupn Usidm  Pomasal Hawasan Peraitldmsn
Perkotaar: dab

b, Ketentpan  Umam Zones Kawssan Permukimen
Perdesann,

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan

gehapaimana dismaksud pada ayat (1) hueal o, melipuats:

a, wegintan Pemerifgeatin Ruang  wvang diperbolehban,
izl Lt
|, perkantoran den pemerintaban)

2, perdagsepur dun jasa;

3. sarena pelayurnan umur,

4, sarsnae transsortasi;

5. pengembangan RTH]

G, kegiadan penpembangsn jeringan Sarans DTESATUOA

vang. mendukung fungsi Kawasan Permulkdman
Peslentaan; dan

7. kegiatan Pemanfeatarn Ruang minnya yang dapat
meningiatkan  fungs) Kawasan  Permuliman
Perkotaan,

0. keglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, melipei;

1. kegiatar budi daye _annya pada Kawasan pertanian
tanaman  pangan vang Gdal proguktl dan tidak



beririgasi teknis sesuai dengsn ketentunn peraturan
perundang-undangan;

kegiatan pengembangasn  laringan Dresarans
transportasi, energ) telekomunilesi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringsn persampaban, jaringan
evikuasi bencana dan drainase denpan persyaratan
teknis sesuai  kefentuan  peraturan  perundang-
unelanga;

3. kegiatan pertinian, perkebunan, perllanan, dan
pelernakan denegan ddak moenpepanegsn Keovamanat,
keschatan, keselamatan, kuatites hidup masvarakat,
dan tidak mencemarni lngkungan;

%, kegiatan pariwisaia dengan udsk mengeanpey
kenyarmanan, kesehatan, keselamatan, kualites hidup
masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

5. kegiatan  pembangonan, pengembangan dan
pemosifeatan  industri  yang ddak — berpotensi
pencemaran linglcungan yang beordampek luas dan
thempak sesial dengsn persyaratan  lekros sesusi
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan bud: daya untuk pertahanan dan keamanan,
kepentingan umum, proyek sicategis  nasional,
dan/atay  bencana  dilaksenakan ‘sesuai  dengun
ketentuan peraturan perundang-nndangan; dan

7. kegintan lan yang telah ada dan rerintegrasi secara
harmonis serta keglatan selmn sebagaimana dimaksud
pada hurul a, yang tdak mengeangeu fungst Rawasan
Permuliman Perkotaan.

. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlkan,
meliputi

[. kepgiatan menutup atau menghalang lokesi dan akses
Jalur Evakuasi Bencans dan

2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pads huruf a
darn lHurul b, wvang dapsl mengsang@il o atial
menurunkan  kualitus  Kewasan — Permukiman
Perkotaan.

d. intensitas Pemaniatisn Buong, melipuli:

1. intensitas Pemanfantan Rusng Kawasan peruamaner,

melipyi:
a) KOB maksimal 70% (tujub puluk persen) darl luas
pearmEl;
b) KLB maksimal 2,1 {dua kormna satu);
¢ KDH minimum 10% {sepuluh persen) dari luas
B persil; dan
d) ketingpinn bangunen mabeimal 15 m (bma belas
mgter].

2. intensites pemanfaatan roang Kawasan perdagangan
dan jaaa akala lenbupnten, skala kots, sials lokal dan
gkala lingkungan, meliput;

a) KDB maksimal 60% [enam puluh persen| dari fuas
pErs;

b KLB maksimal 2,4 (dun koma empai|;

¢l KDH minimum 20% (dua pulub persen} dari luas
el

d] Enﬂnggi.’m bangunan malksimnl 15 m (ima belas
meter]; dan

¢j bangunan perdagangan dan jasa yang berbentulk
berderet (maisonel] dan/atau bangunan terpadu
satu blok besar {superblock] harus menyediakan
lahan parkir bersama dan tidak dipisabkan olch
pugar pemisah antar persil,

b



3.

Intensitas pemanfantan ruang fasilitas lainnya i

dalam Kawasan Permukimsn mencakup fesilitas

perkantoran (pemerintah, swesta, dan ssing), fosilitos

pendidikan, fasilites kesehatan, fasilitas transportasi,

fasilites olahraga, {asilitas peribad=tan dan f{asilitas

sos:al budaya, melipat;

d) KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dan luas
perall;

b) KLE muaksimal 2,4 (dus koma empat);

¢/ KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas
peceil; dan

d] kednggian beogunsn maksimal 15 m (lima belas
merer);

- ketentuan lain yang dibutmhkan, meliputi;

L.

=]

penerapan. ketentuan fate lingkungan dan  cars
bangunan (amplop bangunan] meliputi ketentuan
KI3E, KLE, KOH, KTH, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan;

kegiatan industn pengolaban dan kegiaten usala
mikro kecil dan menengah di Kawssan Permukiman
Perkotann wajib menyedinkanr pragararda  berupa
instalas: Pengolahan Air Limbah [IPAL);
pengembangan Jaring: sarans Gan pPressras serta
fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan
ketenluan peraturan perundsng-undangan;
memperhatikan  persyaratan konservasi alr tanah,
lingbungan  hidup dan  pembengunan  prasarana
pengendalisn barijir dalam pengembangan
permuldman;

permukiman yang ditetepkan sebage:d bagian darl

'Wawasan Cegar Hudayas atau sebapgal hanganan cagar

budays perlu memperhatikan ketentuan khusus

terkait Hawasan bersejaraly ateu cagar budpye dalam

penpsmbangzonya;

pengtasn  jaringen  utilitdas  perkotasn | sécera

termntegrasi baik di stas tanah maupun di bawah tansh

serta moemperhatikan  keselamatan dan  estetilm
linglkungan;

arshan pengembangan {asilitas pelayanan pendidilian

pada Kawassan Permukiman berupa pendidikan dasar,

pendidiktan menengah, dan pendidikan tnpgi

Pemnerinteh den/atau swadta dapat menvatu dengan

Kawasan perdagangan dan jasa sertn Kawasan

perumaban kepadatan sedang secara terbatas dan

barayarat;

Pemanfaatan Rusng yang terdapat Kawasan Tempal

Suci mengacu pada ketentoen kearifan loks] seria

Bhissama Kesucian Pura, meliputi:

n] Kawasan Tempai Suci didasarkan atas konsep
Ithisama Kesuclan Pura menetapkan jarak batas
terfuar zona pemanfastan paling sedikit 5.000 m
{lima ribu meter) untuk Pura Sad Kehyangan,
paling sedikit 2.000 m [dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
flirma puluh meter sampal denpan dus ribu meter)
urituk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedilddt 5 m - 50 m {(ima meter sampal dengan lima
puluh meter) dari sisi luar tembok penyengier pura
kabivangnn tiga dan kahyangan desa lainnya,

b} peneritian batas tiap Zoha didasarkan atas batas
fisilkc-yang tegas berupa batas alsme atau batas
buatan sesun Ope Kawssan Tempat Sua dan
kondisi sptempat, dengan tetap menghormati Bake
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kak tradisional Masyerakat hukum gdai, dan
kearifan lokal;

melindungl blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

Hetinggizn bangunan 4 loar bangunan pura dan
peflunjangnya tidak lebih dari satu lantal, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dar lanai
dasar; dan

tersedia Ruang terbuka di selitar bangunan pura,

penorapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di
Hawasan Sempadan Jurang denpsn
mempertimbangkan  keselamatan  bangunan  dan
lingkungan, vaim:

]

by

cf

d)

fl

jiurang ditetapkan dengan Kriteria kawssan vEng
memiliki lereng dengan Kemiringen minimam 43%
lempat pulah lime persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas
met];

Kawasan Sempadan Jurang berlalow i duersh
datar bagian ates dan dl daerah datar bagien
bawwnih jurang;

pendayvapgunaan  Kawasan  Sempadan  Jurang
melalwd gali vruk (out and fill) dilengkapl dengan
doiumen kajian teknds dan kajian  lingkungan
sesuai dengan ketentlan persturan peorundang-
uridangzi;

ketentuan intensitas Pomanfaaten Rueng sangat
rendah diutamakan denipan tisp pancang
kegiatan pemeanfastan sempadan jurang sehagad
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dgan olahraga petualangun harus dilenglapi kajian
ltenmanan dan keselamatan bagl wisatawan serta
mendapal izin dari instans| yvang berwenang,; dan
penampilan arsitektur bangunon yang ramah

linglkungarn.

penigrapan wujud lansekap dan tats bangunan wajib
memperhatican:

gy

bl

=

d)

g]

menggunakan material ramah linglungan sesual
ketenltuan persturan perundang-undangan;
disesuaikan dengan lkarakter soslal budayva
Masyarakat sctempal serte mengaca pada konsep
Tri Hita Karena, Catus Patha, hulu-teben dan tr
e fo;

disesuaikan dengan tema Kawasan, mentrapkan
nilai  wrsitektur tradisional Bali d.‘m budaya
sElefmpaEt]

terintegrasl secara serasi sesual  Kondep  tata
paidangan Desd Adat setempat; dein
mempertimbangkan  ketentuan Kewasan Sud
sesum dengan aturan yvang beriaku.

(4] Ketentusn Umum Zonasi Kawasen Permubkiman Perdesaan
sehagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, meliputi:
a keglatan Pemanlsstan Ruang Yang diperbolehl=n,

meliputi:

perumahon;

perkantoran dan pemerintaban;

perdagangan dan jase;

sarana pelEyanan Wmum;

pertanian;

perEetvinan;

peternakan;

perikmnan;

infrastruktur dan sarans penunjang;

o et b i ol e



10, kegintan pengembangan jaringan sarana prasarana
perdesaan; dan

11. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungst Kawnsan Permmuakiman
Perdesaan.

b, kegintan Pemanfantan Ruang yang diperbolehkan dengan
syafat, meliputi:

1. kegiatan budi deye lainnya peda Kawasan pertanian
tamamen pangen yang tdak produktl dan tidak
beririgasl lekmis sesual dengen keterntuan peraturan
perindang-undangan; '

2, kegistan  pengembangan  Jaringan prasarans
transporias, energl, telelamunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jarfingan persampahan, jaringan
svalcuasi bencana dan drainase dengan persyaratar
teiknis  sesuar  ketentuan  peraturan  perundang-
undpngan;

3. kegiatan pariwisatn dengan  tdelk mengganggu
kenyamanan, keschatan, keselamatan, koelitas hiduzp
masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

4. kegintari  pembarigunsn, pingembeangan dan
pemanfastin industri | yang Hdak  berpotensi
pencernaran lngkungan yang berdempak luas: dan
dampak sosial dengan persyaratan teknis sesued
ketemtuan peraturan perundang-undangain;

kegiatan budi dayve untuk pertahanan dan ikeamanan,
wepentingan umum, proyek sirategls  pasiona,
dan/atau  bencana dilaksanakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundane-undangan; dan
6. keglatan lamn vang telah ada dan terintegras: secara
harmonis soria kegistan selain sebagaimana dimedosud
pada hurul a, yang tidalt mengganggu fungsi Kawasan
Permukiman Perdesann.
i, kegiatan Pemanfantan Ruang yvang tidak diperholehkan,
meliputi:
1. kegatan menutup atau menehalangi lokasi danakses
Jalur Bvakuas Bencans; dan
20 lkegialan selain sebagaimana dimeksud pada horaf &
dan huruf b, yang dapat mengganggu  atau
MENUrdnEan mnualites Keawasan Permukimean
Perilesaan,

d, intensitas Pemaniaatan Buang, melipats:

L. intensitas Femanfdatan FEuang Kawssan perumahah,
meliputi:

i) KDBE moksimal 60% (enam puluh persen) dart luas:
perall;

b KLB maksimal 1,8 (satu koma delapani;

¢) KOH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas
persil; dan

dl ketinggian bangingn maksimal 15 m {lima belas
mater.

2. intensitas Pemanfaatan Rueng Kawasan perdagangan
dan jasa skala Kabupaten, skala kots, skala lpkal dan
shale lingkungan, meliputi:

a) KDB maksimal 60% (enam puluh persen) darf luas
perstl;

bl KLB maksimal 1,8 {satu koma delapan);

¢l KDH minimum 20% [dua puluh persen) dan luas
persi]; dan

i



d] ketinggian bangunen meaksimal 15 m (lima belas
meter).

3. Intensitas pemanfastan roang fasilitas lainnya di

dalam Kawasan Permukimen Perdesasn mencakup

[asilltas perkantoran’ (pemerintgh, swasto, dan asmg,

fasilites pendidikan, [fasilites kesehatan, f[asilitas

tramvsportast, fasilitas olahrega; lasilitas peribadatan

dan (asilitas sosial budays, meliputi:

g) KDB malcsimal §0% (enam puluh persen) deri luas
persil;

b} KLB maksimul 1,8 (satu koma delspan);

¢l KDH minimum 30% (tga pulul persen) dari lias

- persil; dan

d] ketinggian bangunan malkeimal 15 m [lima beias

fretes]

ketentuan lain yang dibutuhken; melipuats:

L.

[-:I

penerapan lketentuan tata  lingkungan dan thta
bangunan [(amplop banpunan] meliputi ketentuan
KDH, KLB, KDH, KTB, ketinggian rangunan, dan GS3
terhadap jalan;

kegiatan usaha mikro kecl]l dan menengah dl Kawasan
Permukiman Perdesaan wajb menyediakan prasarana
berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (1PAL);
pengembangan jaringan sdrana dan prasarand serta
fosilitas untulk lepentngan umuam sesusil dengan
lententuan peraturan perundang-undangan;
mumperhatikan parsyarntin  konservas) air tanah,
linglungan hidup dan pembangunan prasarana
pengendalian banjir dalam pengembangan
permukiman;

permukiman yang ditetapkan sebagal bagan dan
Kawasan Cager Budaya alau sebagal bangunan cagar
budaya perlu memperhatiban ketentuan khusus
tericant Kawasan berssjarah atau cagar budaya dalam
prRgembangannyg,

punalaan  jaringan  itilitas  porkotman  secara
terintegrusi ball di atas tanah maupin di bawah tanah
serta’ memperhatikan  keselamatun dan estetika

lingkungan;

. -arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan

pada Kawasan Permuloman berupa pendidikan dasar,

pendldikan  menengah, dan pendidikan  tingg

Pemerintah dan/atan swasta dapat menyatu dengan

Kawasan perdagangan dan jasa sertd Kawasan

perumzhan kepadaton sedang secara terbuafas dan

hersyaraf;

Pemanfantan Ruang yang tertdapat Kawasan Tempat

Suct mengacy pada ketentuan kearilan lokal serta

Bhisamu Kesucian Purse, melipati:

a4} Kawesan Tempat Sucl didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menstaplan jarak batas
terfuar zona pemanfastan paling sedilkin 5.000 m
(lima ribu meter] untuk Pura Sad Kehyangan,
paling sedllit 2,000 m {dua ribu meter) untulk Pura
Dang Kaehyangan, p&hng sedikit 50 m - 2.000 m
(lima pulah meter sampai dengan dus ribu meter
untuk purd kahyangen jagat lainnve, dan paling
sodilat 5m— 50 m (lima meter eampai dengan ima
puluh meter) dari sisi luar tembol penyengler purs
kahyungan tigu dan kahyangan desa lalnnya;

b penentuan batas tiap zona didasarkan atas batis
fisile yang teges berupa bates alaml ateu batas
buatan sesual dpe Kawasan Tempat Suel dan




kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak rwradimional Masyarakat hulkum adal, dan
lrearifan loloal;

¢} melindungi biok bangunan puta dari gangguan

i hiok bangunan lainmys;

d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
ponunjangnya Hdak lebih dart satu lantad, kecual
memanfanptkan potensi level menurun dar lantai
dasar; dan

el lersfdle Ruang terbluka dif sekifar bangunan purs,

9. penerapan tots bangunan, khusus bagl vang berada di

Kawasan Sempadan Jurang dengan

mempertimbengkan  keselamatan  bangunan  dan

linghkungan, yaitu:

al jurang ditztaplmn dengan kriteria kawasan yung
memitild lereng dengan kemiringan minmum $5%
(emput puluhl lima persen) terhadap bidang datar,
dengan leedalamen minimum 15 mo (lima belas

meter);

b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di dacrah
datar bagian atzs dan di deerah dufur baglen
bawslh jurang;

¢] pendaymgunaan Kawasan Sempedan  Jurang
mefalui pall uruk (cut and filfl dilengkapi dengan
dokumen kajan leknis den kajien lingsungan
sestial dengan Ketentuan peraturan perundang
undarygsar;

d] ketentuan intensitis PEI'J:!ELI‘[f'ﬂ.:-.I.t:!.If‘I Rusng sangat
rendah diitamakan dengsn tap pa.nmmg

e ktgasan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata ulam
den olahraga petualangan harus-dilengkapi kajian
kramanen dan keselamatan bag wisatawsn serta
mendapat izin derl instansi yang berwenang; dan

I penamptlan  argiselcur ‘I:En.gu.nm veng remel;

_ linghkurigan,
10, penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatiknn:

i) menpggitakan material ramah lingkungan seaual
ketentuon peraturan perundang-undangan;

bl disesumken dengan  karakter sosial  budaya

Magyurakat setempat serts mengscu pada konsep

Tr Hita Karana, Caoms Patha, hulu-teben dan tr

mandaled,

¢} disestinikan dengan tema Kawasan, menerapikan
mlpl Carsitekiur  leadisional Bali dan buedaye
sgtempat;

di terintegrasl secEra serasy sesual Konssp RIA
pawrtdangan Desa Adat setempat; dan

¢} mempertimbanekan lketentuan Kawasan Buc
senyual denpgan aturan yang berlakoa.

Pasal V&

Ketentusn Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan eamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pusal 66 ayat (3) hlcuf {, melipu:
a. lkegintan Pemanfasten Ruung vang diperbblehkan, melipati

1.

2:

peimnbanguran preasarens gon o sSerans pEnunjaEng

pertahanan dan Keamanan negara; dan

pengembangan di sekitar pertahanan dan keamanan
scbagal 2oma penyanges yang memisghian  Kawasuan
Pertonhanon dan Keamanan dengan Kawasan budi daya
terbangun dan peranian.
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el

(1)

{2}

kegiatan Pemanfagtan Ruang veng diperbolshkan dengan

syarat, meliputi:

L. pendirian bangunen secara terbatas, untul menunjang
kegiatan pertabanan dan Keameanan Degars;

. pemhbingan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana
dan pragarmna pertahunan dun keamanan negara yang
telah nda sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-
undangan* dan

3. kepidtan budi daya untuk kepentingsn umum, provek

stratopis nasions!l, dan/stau bencana dilaksanaksn scgual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar;
kepiaten Pemenfeatan Ruang yang bdak diperbolchlan,

[ %]

meliputi kegintan selgin sebagarmana dimalesud pada buruf a

dan buruf b yane dapat mengeanppu fungsi utames dan

pﬂ'unlukan lkegiatun Pertahanan dan Keamanan.

ketentuan lain yvang dibutuhlan, berupa peonerapan wujuod

lem=akap don tata bangunan wajib memperhatikan:

1. menpounakan material  rfamaeh linglanegan sssual
leetentuan parataran perundano-undanga;

2, disesupikan denpan karalcer sosipl budaya Masyambkat
setempat serta mengacu pada konsep Tr Hita Karuna,
Catus Patha, hulu-teben dan irt mandaia;

3, disesualkan dengan tema Kawasan, menetsplun nifsd
arsitektor tradisional Bali dan budays setemput,;

4, terintegrasi secara serasi sesiual konsep tao patvidorigor
Diesa Adat setcmpat; dan

5 mempertimbuangkan ketentuan Kawasan Suci  sesual
dengan aturan yang berlalm,

Peragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 77

Ketentusn khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2] hurul ¢, merupskan ketentuan yang mengatar
pemnanfeatan kawasan yang memlliia fungst khusus dan
pengaturen tambghen dan bertumpalen dengan fungsi
utame, meliput:
i, ketentuen khusus Hawasand Keselamatan Operasi
Petterbangan [KKOP); '
ketentuan khusus KP2ZE,;
ketentuan khusus Keawszan Rawan Bencana:
ketentuan khusus Kawusan Cagar Budays;
ketentuan khusus Kawasan Resapan Air
ketentuan khusus Kawasan sampadan; dan
ketentuan khusuas Keawasan pertambangan mineral dan
babtubarad.
Kerentupn ikhusus peda Kawasan Eesclamatan Operas
Fenerbangan (KKQP), sebagaimana dimalkstud pads ayat (1)
huraf a, bertampalan dengan peruntubkasn  Badan  Air,
Kawasgan Tanaman Pangean, Kawasan Perkebunan, Kawasan
Pariwisata don Kawasar Permukiman Perkotaan, melipuati:
g, kegiatan Pemanfoatan Ruang veng diperbolehlan,

meliput:

l. kegatan pertanian;

4, ke=giatan perkebunan;

3. kegiatan perikanam

4. kepiatan pariwlsata;

B. kegiatan permulaman yang telah ada; dan

3: kegialan operasional, penunjang, dan pengembangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP].

R pn o



13j

b.

keglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlen dengan

sviarat, meliputi;

l. pendirian banganan harus memenuht ketentuan tap-
tiap bagian dalam KKOP vang terbagi dalam Kawasan
ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawssan di
bawsh permukiman honzontal dalam, Kawasan i
bawah permukasn kerucut dan Kewasan di bewah
permukaan  horzontal  lusr  sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. puda Kawasan Kemunghinan bahaya lecslalman
sampal  jarak tertentu  sssual  ketontusn  hanya
digunakan untuk bangunan yang dipéruntuklesn bagi
keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh
vang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangang

pada Kawasan kemungkinan hahaya kecelahaan lidak

diperikenankan mendirikan bangunan vanp dapat

menambah tingkat [stalitas apabila terjadi kecelakann
pesawar;

4. mempergunaslan tansh, perairan pteu udara harus
memenuhi persyaratan tidak menimbulkan gangeguan
terhadap navigasi penerbangan;

5. dalam hal mendirikan, mengubah, atauy melestarikan
bangunan, sSerta menanam atey  memelihara
popohonan dl dalam kawasan lkeselamaten operas
penerbangan tidake boleh melebihi batas ketinggisn
kawasan leeselamatan operasi penerbangan, lkecuali
untuk fasilitas operasi penerhangan; dan

6, memperhabikan pembatasan pemanfantan  roang
udara agar Hdak menpgangsy sistem operaslonal
penerbangen pada lawasan Keselamatan Operaslonsl
Penerbanpsn  |[KKOP] sesual  denpan  ketentuan
perataran porindang-undangan.

keglaten yang udsk diperbolehbkan, meliputy

1. pelarangan kegiatan permaiman atau lomba layang-
layang dan penerbangan balen udara di seldtar
kawasan Keselnmatan Operaslonal Penerbangan
[KKOP dan

2. leginten pembangunan den pengémbangan yang
menggangi fungs! Kawasan.,

ketentunn lain yang dibutublean; meliputi:

1. amrahkan peraturan ketinggian penerbangean di atss
permukaan tanah  meliputi ketlnggian  serendah-
rendabnyn 1,000 {(geribu) f=at; dan

2. bamasan keringpiah  penerbangan terendah
sebagrimeana dimaksud pada angka 2, tidak beriaku
untulk kegiaten penerbangsn yang teckeit dengan
upayr-upayia  penyelamatan, keadssn  darurat,
keamanan negara, pendekatan landas, dan lepas
[endas pesawat udarn.

g

Ketentuan khtisus pade KP2B sebapnimana dimaksud pads
gyat (1) huraf b, bertsmpealan dengan peruntuken kawazan
tanaman pangan, melipuls;

.

kegtatan Pemanfastan Ruang yang diperbolehkan,

melifani:

1. kegiatan upaya peningkatan produlktivites pertanian di
KP2H; dan

2. Kegiatan npcrazunn,al penunjang, dan pengembangan
KP2B. _

kegiptan pemaniaatan roeng yang diperholehkan dengan

ayarst, meliput: _

1. alih fungsi KPZB unbil pertohansn dan keamanan,
kepentingan umum, proyek strategis nasional,




(4)

(3]

dan/ataun bencana dilaksanakan sesusl dengan
ketertuan peratiuran perundang-undangan;

2. kegintan agrowisats dan ckowisata dan infrastruktur
pendukungnyva dilaksannlan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. penpembanpan sistem jaringan DrasHTHna
dilzakesanakan sesval dengan Retentuan peraturan

. perundang-undangsn; dan

4. pengecualian untuk pemanfastan ruang vang sudak
memilikl ijin sebelum peraturan ini ditetapkan dapat
dilalukan dengen syvarat tidak mengalih fungsi sawah
dan tidak memperluas banpurian yang telah ada.

kegiatan pemanfmaten ruang yang tidsk diperbolehkan

berups . kegiatan yvang mengurang luasan  Kewasszn
pertanian  tanaman pangas  yang  memilki  nilai
produktivitas tingg dan beririgasi teknis.

Kelentuan khusus pada kawasan yang bertampalan dengan
Kewassn rawan bencani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, meliputi

KL

ls.

Ll

E-

ketentuan khusus Kawssan rawan bencana banjir tinglkat
tinggi;

ketentuan khusus Heawasan mawan bencans  perakan
tunah tingkat Engg;

ketenman khusus Kawasan rawan gempe bumi tingkal
Lingei;

ketentitan khusua Kaweasan rawan benceng lsunami
tingleat tiomei;

ketentuan khusus Kewasan rawan bencana tanah longsor
tingkat tinggi;

keterituan khusus Kawasan rawan bencana abrasi pantal
tingkat tneei: dan

ketentuan khusus Kawsssn rawan bencana likuefaksi
Lmglkal lnggi.

Kotentuan khusus pada Kawasan rawan bencans baniir
tingkat tingpi sebagaimana dimaksud pada avat (4] huruf a,
bertampalan dengan peruntuksn Kewassn Perlindungan
Setempaul, Kawasan Perkebunan Rakyal, Kawasan Pertanian,
Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, serta Kewasan
Portahanan dan Keamanan, feliputi:

g, kegintan Pemanfastsn Ruang wang  dipesbolehkan,

meliplati ;

|, pembangunan pragarnns dan utilitas mitigas| dan
pengurangan resiko bencana banjie; dan

2. pengembeangan tehebilitest Jahen dun konservas
tamah.

. kegintan Pemianfaatan Roang vang diperbolehkan dengan

syarat, meiputi :

l. kegiatan pembangunan peromaban dan Kewasan
Permuliman dengan memperhatikan mitigasi bencana
don pengurangan  resiko bencana  banjic dengan
membangun sumur resapar, rebolsssi/penghijauan
pelpiaan drainase lingkungan dan rekayssa teknologl
lnmya; dan

2. leegiatan budi daya pertanian, perltebunan, pariwisata
stau kegistan lainnya vang terkair dengan tidak
berpoatensi merusak lingkungan, mengganggu fungsl
Kawasan, dan meningkstkan resiko terfadinve banjir.

kegintan Pemsnfoatan Ruang vang Hdak diperbolehkan

melakukan Heglatan  yeng memmgeatkan  resiko
terjadinyn banjir.

. kelentuan tate bangunan untuk kegiatan yang ditzinkan

dan diizink=n bersyarat yang bertampalan dengan
Kewasan rewan benoana banjlr, meliput
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1. konstruksi bangunan ramah bencana  sesyai
ketentuan teicnis persturan perundang-undangan;

2, memiliki aksesibilitas tnpel untuk dicapal dari
berbagai arah kemunghkinan terjadinya bencana; dar

3. tidak menghalangl Jalur Evakuasi Bencana dan akses
meniiftz Tempat Evakunsi Bencana.

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengembangan upoyn adppias] dan mitignsi bencana
anjir pada semun tipologl Kawasan rawan bencana
bgrijir; '
pengendalian kegiatan yang berpotensi menyesbabkan
banjir, dan

3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi dava
pada Kawasan rawan bercana banilr dapat dilakitian
seleiah mielalui kajlan teknis rawan bencana dan
kajfen lninmva darl tenaga shli bersertifilcas|] atau
dilelizarkan oleh dinas terkiit.

Ketentuan kliusus pada Kawasan rawan bencana gerakan

taniah tingkat tinggl sebagaimeana dimaksud pada aydal (4)

hurul B, bertampaian dengan  peruntukan  Kawasan

Perkebunan Rokvat, Kowesan Pertanian, dan Kewasan

permulkiman perdesaan, moliputi

a. keglatan Pemanfaatan Ruang  yang  diperbolehkan,
meliput:

1. pombenginsn prasarana dan utilitas mitipasi dan
pengurangan resiko bencana gerakan tanab;
kegiatun perlindungan sistem hidrolog Kawsssan:
Kegiatan wisata alam dan alshraga terbuka;
pengembrngan KTH; dan

3. penghimuan,

b. kegintan  Kegistun  Pemanfaatan  Rueng  yang
diperbolehkan dengan syarat, meliputi ;

1. keégiatan pembangunan jaringan Infreatruktur;
wegistan pembangunan perumahan’ den Kawssan
Permukiman denpan memperhatikan mitigasi bencana
dan pengurangsn resilko bencana. perakan ansh
dengan memperhatikan telmis stabilitns lereng, sistem
dratase, pengembangan sumur resapan dsn bibpori,
menjaga vepeldasi beraker kst dan dalam, tidak
berada di bantaran sungai, dan reluyesa teknolog
lemnya) dan

2. kepatan budi days pertanian, perkebunan, pariwisata
atau legiatsn lainnys yang- terkait dengan tidak
berpotensl merisak Unglungan, menggangey fungsi
Kawasan, dan meningkatkan resiko terjiadinya perakan
tarah.

¢. kegizian Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehiban
melalmlan kegiatan yang meningkatikan resiko terjacdinya
beneans gerakan tanah,

d. ketentuan tata  bangunan  untuk  kegiatan  yang
diperboleblomn  dan  diperbolehkan  bersyarat  yang
bertampaian dengan Kawasan rawsn beéncana gerakan
tanah, meliputi
I. konstruksi bangunan ramabk bencana sesual

ketentuan teknis peraturan perundsng-undangan;

2. memillki aksesibilitas tinggl untuk dicapal  dari
berbagal arah kemungkinen lerjadinya bencana;

d. tidak menghalangl jalur evakuasi bancansa dan akses
menuiu ternpat evalouasi bencana; dan

4. pembatasan Pemanfeatan Ruang untuk bangunan
Al hunian dengen pengaturan intensitas bongunan
rendah.

B3

nalh ol



e. ketentuan lnin yang dibutuhkan, mellputi

1.

melnkukan rehabilitas! den koriservasi laban melali
porbeikan poln tanam dan pengembangen vegetasi
dengan perakaran vang kuat;

perlindungan  Kawasan dad  kegiatan  yang
menggangil  kelestarian dan kesinambungan
Imglcungan:

membangun dinding perighan longsor pads daerah
yang sering mengalami kejadian longsor; dan
pengembangan kegintan budi daya dan nen budi daya
pada Hawisan rawan bencans gerakan tenah dapat
dilaleueart  setelah  melalui kafian  teknis  rawan
bencana dan  kallan  lainnya dari lenaga ahli
bersertifikasi atan dikeluarkan oleh dinas terkait,

(7} Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan gempa bumi tingkat

fingg

sebagaimana dimazksud pada ayat (4) huruf ¢,

bertampalan dengan peruntukan Kawasen Perlindungan

Setempat, Kawasun Pertanian, Kawasan Pariwisatp, Kawasan

Peruntukan Industr], Kawasan Permukiman, serts Kawasan

Periahanan dan Keamanan, meliputi -

2. kegintin Pematfastan Ruang yang  diperbolehkan,
imellpnzti:

1:

3

pengembangan jalur evakuasi dan tempal evakiasi
bencana gempa bum; dan
pengembangan RTH.

. kegistan Pemanfaatan Ruang yang diperbolekan dengan
syurat, meliputi:

2.

pembangunan sistam jaringan prasarana
dilsksanakan dengan persyaratan teknis sesusi
wetentuan peraturan perundang-undangan;

pemaniaatan badan gir, sempadan, hutan lindung,

kongervasi, butan produks, periebunen ralgeat,

pertanion dan perikanan;

pembanganan  dan  pengembangan  hkegiatan
pertambangan, perikanon, parwisata, |ndustr,
parmitkiman yang mementhi daya duloung darn daya
tompung lingkungan hidup, mitiessi bencana dan
persyaratan [eknis sesuai kettmtoan peraturan
perundang-undangan;

pembengunan bangunan gedung harus menerapkan
standar konfruoksi dan  dilaksanoakan  dengan
persvaratan  telmis: sesudi  ketentuan  peraturan
perindang-undangan; dan

Banpunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan
jalur evakuas dilalkssoslan dengan persyaratan
teknis  segusd  ketentuan peraturan perundang-
undatigan,

c. kegiatan Pemanfaaten Rusng vang ddale diperbolehkan
mieliputi meiakukan kegiatan vang mengpangen fungsi
Jalur evaiuast bencana dan tempat evakuasi bencana.

i8] Ketentuan ihusus pada Kawssan rawen bencama tsunsmi

tinghat tnge schagaimana dimaksud pada avat (4) horuf d,

bertampalan dengan perintulkan Kawasan Perlindungan

Sctempat, dan Kawasan Pariwisata, melipyti:

a. Kégiatan Pomanfaatan Ruang vang  diperbelchkan,
metiputi: '

2,

pembangunan infrastrukiur proteks: bencans untulk
pengurangan resiko bencana; dan

pengembangan  constal  forest  dengan  vegetasi
matuve, pohan kelapa serta vegelas! lainnya vang
dapat merddam energ gelombane dan tgunami.

k. kegiatsn Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlean detigan
gsyarat, meliputi;
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1. kegiatan pembangonan perunahan dan Kawasan
Peririukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana
dan perigurangan resilco bencang (sunami; dan
Kegidtan budi days pertanian, perkebunan, pariwizata
atau kegiatan lminnva veng terkait dengan  tidalk
berpotenst merusak linglungan, menggangen fungsi
Kawasan, dan meningkatlan resiko terdampak
bencana tsunami.

c. keglatan Pemanlasstan Ruang yang tidak diperbaolehlan
melakulan  kegiatan  yong  meningkatkan  resiko
terdampalk Yencana tgunami.

d. ketentukn tata bengurnan untuk kegiatan yvang diixinkan
dan bersyarat khusus Kawasan rawan beneana tsunarni,
melpu;

L. konstruks! bangunan ramah bencans tsunami sesual
ketentuan teknis peraturan perundang-undangsn;
dan

2, tidak menghalang: Jalur Evalast Bencana dan akses
menufu Tempat Evalauzasi Bencana.

¢, ketentuan lain yeng dibutuhian, meliputl:

1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptlas:
dan mitigasi bencans;

2, penyediaan sisters peringatan dini, rambu dan papan
info perimgaten bencana tsunsmi, jalur evakuasi,
shelter, atay bangunan  perlindungan  terhadap
tsunam, tempat evakusel sementard dan témpat
evalouasi akhir hail vertical dan horizontal;

3. pengendalinn ketat untuk kegiatan hunian, bangunan,
infrastruktur penting, vital, dan strategis;

4. perlindungan vegetas: pantei, balau, gumule, dan

buldt pasir dan Sempadan Pantai; dan

Pemanfaatan Ruang waih melakekan 4sjian

pengurangan tingkat dempek tsunami dan anshsa

resilin bencane.

Ketentuan khusus pade Hewesssan rawan boncana tapsh

Inngsor tingkat tinggi sebapaimana dimaksud pada avat (4)

huruf e, bertampalan dengan peruntukan — Kawasan

Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisaca,

dan Kawasah Permukiman, mehput:

a. kegiatan FPemanfaatan Ruang yeng diperbolehian;
meliputi;

. pembangunan prasarana dan utilitag mitignsi dan
pengurangan resiko Beneana tanah longsor;

2. kegistan perlindungan sistemn hidrologl Kawasan!

3. kegiatan wigata iz dan olahraga terbuks:

4. pengembangan KTH; dan

5. penghijauven,

b. keglatan  Kegiatan  Pemanfsaten  Ruang  yang
diperbolehkan dengan syarat, meliputl ¢
I. kegiatan pembangunan jaringan  infrastrukoar;

kegiatarn pombeangunsn perumahan dsn Kawasan
Permukiman dengan memporhatkan mitigas bencana
dan pengurangan rtesiko bencansa tenah longsor
dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem
drainage, pengembangan sumur resapan dan biopor,
meniags vogoiasi beraksr loat dan dalam, tidak
berada di bantaran sunegal, dan rekayass telnologi
~ lainnya; dan

2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata
atsu kegiaten lainnya yang terkait dengan tidak
berpoatensi merusak lingkungan, mengegangeu fungsi

]
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Kawasan, dan meningkathan resiko terjadinye tanah
longsaor,

kegiatann Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehksn

melakukan keglatan vang meningkatkan resiko terjadinys

bencana tanah longsor;

ketentuan tata bangonan  unuk  kegistan  vang

diperbolehitan  dan  diperbolehkan  bersysrat  yang

bcr:ﬁmpalun dengan Kawasan rawan bencana tanah
longsor, melput

1. Konstruksi bangunan ramah beneana sesuai ketentioan
teknis peraturan perundang-undangan;

2. memiliki aksesibilitas tinggl untulk dicapal darl
berbaga arah kemungkinan terjadinya bencana;

3. tidak menghalang jalur evaloiasi bencana dan akses
menuju tempat evakuasi bencana; dan

4. pembatassn Pemanfaatan Ruang untuk bangunan
atau hunian dengan pengaturan intersitas bangunan
rendah,

t-:etnnmzr_n lain yang ditutuhkan, meliputi :

L. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui
perbaikkan pola tanam dan pengembangan vepetasi
dengan perakaran yang kuat:

2. perlinclungan Kowasan dard kegiatan yang menggangeu
lelestarian dan kesinambungan Hnghungan;

3J. membangun dinding penahan longsor pada dasrah
yang sering mengalaml kejadian longsar; dan

4. pengembangan kegiatan budi dayva dan nen budi dayan
pada Kawasan rawan bhencans tansh longsor dapat
dilnkultan setelah melahai kajian teknis rawan bencana
dan kafian lainmyn dar tenaga ahli bersertifikasi stau
dikeluarkan pleh dinas terkait o

(10) Ketentuan khusus pads Kewafsn rawan bencana abras
pantal tingkat triggl sebageimana dimaksud pads avat (4]
hurul f, bertampalsn  dengan pemantukan  Kawasan
Perlindungan Setempat, dan Kawasan Panwisats, meliputi:

a.

E;

kegiatan Pemanfastan Ruang yang  diperbolehlionn,

meliputl:

1. pembengunan strokiur flsik pengamen pantsn; dan

2. pengembangan coastal  forest  dengan  vepetasi
mengrove, pohon kelapa serta vepetasi lainnya yang
dapat moredam energy gelombang dan tsunami.

keplatan Pemanfaastan Ruang yang diperbalehkon dengan

syerat, metiputs;

1. keégiatan pembangunan peérumahsn dan Kewnsan

Permulaman dengan mermperhatikan mitigasi bencana

dan pengurangan resiko bencana abrasi pantal; dan

kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata
atal kegialen lmnmys yang terkait dengan tidak
berpotenst menisalt Ungkungan, mengganggu fungsi

Kawesan, dan meningkstlen resiko terdampak

bencana abrasi pantai.

kepiatan Pemanfaatan Ruang vahpg Hdalk diperbolehloan,

meliputi melskuakan kegiatn yang meningkatkan reaiko

teryadinye abres: pantad.

katentuan tats angunan untuk kegatan yang diszinksn

dan bersyarat kkhusus Kawasan rawan hencana gbrasi

pantai, meliput.

1. konstruksl bengunsn ramah bencana  sesuai
ketonituan teknis peraturan  perundang-undangan;
dan

2. udak menghalang Jalur Evaluast Bencana dan akses
meruju Tempat Evaluasi Bencana.

ketentuan lain yang dibutublan, meliputl;

ha



1. diwajibkan upeys pengembangan kegiatan adaptasi

dar mitigasi bencanng

2. pengendalian ketat untuk kcgm:.an hunian, b&ﬂgﬂnan,

infrastruktur penting, vitdl, dan strategis;

peiErangan kegintan penarnbangan padir

diwaiibkan pemaliharaan terumbu karang; dan

Pemaninatan Ruang wajib  melakukan  kajian

pengurengen, tingieat sbrasi dan analisa  resiko

beneana.

(11] Ketentusn khusus pada Kawasan rawan beneana likuefaksi
tingkst tinggi sebapaimans dimaksuad padea avat (4) huruf g,
Bertampalan dengan peruntulan  Kawasan  Perlindungan
Setempat dan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a. kegiatan Temanfesatan Ruang yang: diperbolehloan,
mu st

1, pembanguns  infrastrulctur proteksi bencana untuk
pengurangen resilko bencana;

2, pengembangan BTH: dan

3. penghijousn.

b. kegiatan Pemeanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputs

I, pembangunan siglem jaringan prasarana
dilaksanakan dengan persyaratan leknis  sesuad
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfantan badan air, sempadan, hutan lhdung,
konservasi, perkebunan rakyat, dan pertanian yang
memenull dave dukung dan  daye tampung
linglungan hidup dan mitigasi bencana;

3, pembangunan dan pengembsngan | kepintan
pertambangan, pariwisata, industri, don permukiman
yang memenuhl diye dukung dan days tampung
lingkungan hidup, mitigast bencana dan persyaratan
teknis  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undanagan; dan

4, pembangunan banguanan gedung harus men&mpkﬂ.ﬂ
standar lontroksi  dan  dilaksanakan  dengan
persyaratan  telnis sestual ketentuan  peraturan
porundang-undangan.

c. kegatan Pemanfaatan Ruang yung tidak diperboléhkan,
meliputi melakukan kegiatan yang mengganggn furngal

Jalur evakuasi bencana dan tempat evakousi bencena,

(12} Ketentuan kbusus Kawasan Cagar Budayve sebagalmana
dimaksud pads ayat (1) hwf d, bertampalan dengan
peruntuksn Badan Air, Kawasan Perlindtingan Setempat,
Kewasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Perianian, dan
Kawasan Permukiman Perdesann, meliputit
@ kegiatan Pemanfsatan Ruang yaneg diperbolehlean;

kW

meliputi:
L. hutan lindung;
2. ougur nlam;
4. bangunan tempat suci;
#_ kegiatan adat, budave dan  leapamadn  bDésorta
bangunan pendukungnys;
perkebiinan rakyat;
perianian lanaman pangan;
. hortiEuliura;
perkabunan;

permukimnn yarg elnh gda;

I'J perlindungan sistem Subalg dan

L kegatan lain vang mendukung pelestarian  cagar

buelava,

B keglatan Pemanfagtan Ruang vang diperbolehkan dengan
syarat; meliputl:

mgeENey



1.

d

kegiatan penatesn  terhadap Kawasan  dan/ataw
Banguhan cagar budaya;

wisatd alam, wisata budaya dan wisata spiritua)l
dzk.emhﬂngkan sccarn terbatas, tidak mengganggu dan
harmonis dengan lungsi Kawasan: dim

fagilitas pendukung dan penunjung pariwisata
herbasia alam yang dikembangkan setara: terbatas,
tdek mengganggu fungs: Kawosan, dan memenuhi
persyaralan tekniz serta  telah melslul  prosedur
pemanfaatan sesual dengan ketentvan pereturan
perundang-undangan.

kegintsn Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlan
meliputi

i

o,

keginian pendirian bangunan yang tidak sesuai
dengan fungsi icawasan, kegiatan vang merasak
kekayaan budaya bangsa yang berupa bhenda,
bengunan, strukinr, dun situs peninggalan sejarah,
wilayah dengan bentukan geologi lertentu, serta
kigiatan yang menggangsu upaya pelestarian budava
Masyarzkat setempat; dan

alibh fungst kawasan hortihultore yane merapakan
baglan dari Subak Bali Landscape,

ketemtunn lain vang dibutuhkan, meliputi

L

a.

kegizsitan penataan lert:—.adnp Kawnsan dan/atan

bangunan cagar budaya wajib memperhatian prinsip

pemlugaran yang meliputi leeasiian bentuk, bahan,
penyaflan dan tata letak sesual ketentusn peraturan
perundang-undangan;

pendirian  bangunan  penunjasg  Kegiatan vang

diperbolehkan waith memenuhi syarat tidak boleh

mengganggu keglatan utama Kawasan dan tidak
meruaak bangunan cagar budaya;

penyeciaan lasilitas parkir khusus pada warisan

budaye  atau  cagar budaya yang  berupa

bendafbangunen fasilitas parkir diarahkan beradsa di

liar areal viama;

pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budays

dan cagar budayn memperhatikan prinsip pemugaran

yang meliputi keaalian bentuk, bahan, penyajian dan
tata letsk sesual dengan nilat  aejarsh,  leu
penpetabuan don kebudavaan;

pengaturan aktivites dan tatalaku wisatewan di

Kawhasan warisan budaye stay cagar budaya: dan

Pemarifaatan Rudng yang terdapat Kawasan Tempeat

Suct mengacu pada ketenluan kearifan |okal serta

Bhisama Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didssarkar atas konosep
dhisama Kesucian Pura menetapkan jarak bates
terluar zona pemanfaatan paling sedilit 5,000 m
(lima rbu meter] untuk Pura Sad Kahyvangan,
paling sedikit 2.000 m {dus rbu meter) untuk Pura
Dang Kahyengen, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(lirid pulul meter sampai dengan dua ribu meter)
untule pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m—50 m (lima meter sampai dengan Hma
suluh meter] dan sisi luar tembok penyengker purs
enhyangan tiga dan kahyungan desa lainnya;

bj penentuan batas tiap ona didasarkan atas batas
ftailkk vang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesuai lipe Kawasan Tempat Suel dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati halke-
hak tradisional Masverakat huloutn adat, dan
kearifan lokal;



[13)

(14}

(185)

¢} melindungi blok bangunan pura darl pangguan
blok bangunan lainnys;

d} ketinggiat bangunan di luar bangunan pura dan
penunjungnya tdak lebih dérl satu lantal, kecunl
memeniaatikan potensi tevel menurun dar lanta
dasar; dan

e tersedia Ruang terbulka di seldar bangunan pura,

Ketentuan khusus pade Kawnssn Resapan Air sebogaimana

dimalesiid pada ayat (1) huraf & bertampalan dengan

peruntukan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:

. kegintan Pemanfastan Rusng yang diperboelehkarn),
meliputi:

i, pemanisatan ruang untuk meningkatkan resspan air;

2. pemanfiaatan ruang untuk menjaga kawasan resapan
g} dan

A, perluasan BRTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, melipitj: '

1. pembangunom dan pengembangan [arivpdan
transportasi, energl, {elekomunikast, sumber dava air,
SPAM, SPAL, jaringan perssmpahan, jaringan
evakuasi bencanm dan  jaringan  drainase sesuai
dengan penelapsn zonn; don

2. peruntukan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian, perikanat, periwisata, permukiman
berkepadatan rendah, pertahanan dan keamsnan
yang memenull daya dukung dan days tempung
lingkungan  hidup, mitigasl bepcana  dengan
pergvaratan  {eknis sesusi ketentuan peraturan
perundang undangan,

¢, kepiatan Pemanisatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kégialan pombangunan dan pengembangatl yang
menggangEi  Kawasan  redspan  air dan yang
merghilangkan catchman area kawassan resapan air.

d, ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

L. petiindungan. terhadap Kawasan Resapan Air
dilakeukan untiilk memberikan Ruang vang cukup hag
resgpan air hujan pada dasrah tertentu untule
keperiuannya penvedinan kebutohan alr tanah dan
penangpulangan banjir, untuk Kawasgan bawahannyd
muupun Kawasan yang hersangkutan; dan

2. pengendalian penggunaan air bawnh tanah, terutama
di Kawuasan Resapsn Air dan rawan air tanah,

Ketenzman Khnusus pada Kawasasn sempadan, sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) horaf {, meliputl:

g, Ketentuan Khusus Kawssan Sempadan Pantni;

b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai;

gy HKetentuan Khusus Kewasan sempadan situ, damau,
embung, dan wadule

d. Ketentuan Khusus Kswasan semparilan mata air; dan

¢. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan ketenagatistrikan.

Keternfuan khusus pada Kawesan Sempadan Panral

schagaimana dimaksud pada avat (14] hurul a, bertampalan

dengen peoruntulan Kawasan Perlindungan Setempat dan

Kawas=an Pariwisata, meliputi:

a. lkogintan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliput;

. kegiatun yung dapat melindungi atau memperkuat
perlindungsn Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan
kearifan [okal;

2, pembargonan prasarand dan utilitss mitigast dan
pengurangan resiko bencansg;



3. kegiatan pertamarn;

4. keglatan pangkalin perahu nelayan dan  fasilitas
penduloingnys;

5. pengembangan RTH dar Ruang terbuka pubilik; dan

6. keglatan adat, budaya dan keasgamgan beserta
bangunan pendukungnya.

kepintan Pemanfndien Rusang yang diperbolehkan dengan

gyarrt, meliputi!

. kegiatan penyedisan fasilitas penduloung  dan
penunjang paciwisata  secers  terbatas,  tidalk
menganpgeu fungsi  Kawssean, dan  memenuhl
persyaratan  teknis serta telah melalul prosedur
pemanfaatan sesuad dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan Jaringan
transpartasi, energl, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan pergampahan, jaringan
evilkuitsi bencana dan drainase dengan persyaratan
telknis  sesual  ketentlan  pemturan perundang-

3. bangunan lein yvang telah pda dan/fatay hangunan
vang telah memiliki izin dan tidal menggangen
lingleungan seldtarnya; dan

%, pengembangan dan pemanfeatan bkadan owr
sempadan, hutan lindung, YXonservasi, pertanian,
periwizata, dan industri dengan mempertimbangkan
daye dultung don daya tampung lingkungan hidup
dengan persyaratan teknis sesual Ketentuan peratucan
perandang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbelehkan,

meliputi kegiatan yang mengganggy bentang alam, fungsi

hidrologl, kelesiarian flora dan  fauna,  kKelestaran
tingkungan hidup, dan kegatan yang menggangeu fungsl

Kawasan sempadan pantai.

ketentuan tata bangunan untul kepiatan vang dizinkan

den dan diizinlean berayarat yang bermampalan dengan

Hawasan Sempacdan Pantal, meliprati:

1o bangunan tdak diperbolebkan berderet/menempel
vang dapat menghalangl pandangan ke aral [aut;

2, honstruksi  banpunan ramsh  beoncana  sesuai
keientuan teknis peraturan perundang-undangar;

3. tidek menghaiang Jeior Bvakuasi Bencena dan akees
menuu Tempat Evaliuasi Beiscann; dan

2, penerapan @bs bangunan denmgan mempertimbangloan
ketentuan Kawasan Tempat Sucl dan HKawasan Sucd
sesnal aturan yang berfalou,

ketentuan lain vang dibutuhkan, meliputi:

1. diwaliblkan upaya perlindungan Kawasan Sempadan
Pantal darl kegiatan yang dapat menurunkan fungsi
ckologis don estetika Kawasan dengan mengubah dan
atai merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai
dan akses terhadap Sempadoan Pantai;

2. pengamanan dan perlindungsn  lokasi tertentn (di
Kawagan Sempadan Pantal yang berfungsi scbagsi
tempat melasti;

3. diwajibkan pengembangan barrigr zone beropa RTH
[green areaq), sabuk hyao (green belf), dan mitugasi nen
struktural seperti sand dunes;

4. pantai yang memilikl karakteristik berbentuk kantong
pantai yang sempil (gisik saku) monpacu Ketentuan



Khusus zonasi Kawasan rawan bencans; dan

3. ketentuan tanah timbul sebagal lahan milik negara
den merupakan lashan bebas, peruntukkan dan
pemanipatannya berdasarkan kajien telnis dan sesual
ketentyan peraturan perundsng-undangan.

(16) Ketentuan  khusus pada Kawesan  Sempadan  Sungai
sebaguimana dimaksud pada ayut (14) huruf b, bertampalan
dengan peruntuksn Kawssan Perlkebunan HalwaL Kawasan
Pertanian, Kewnsan Pariwisata, dan Kawssan Permukiman,

meliputi
g hegaton Pemanfaatsn Rudng vang  diperbolehkan,
rmeliputic

I. kegiatan yang depat melindung atau memperkuat
perlindungan Hawssan Sempadan Sunpgai
berdasarkan kearifan lokal;

2. pembarngunsn prasarana dan utifilas mitigas! serta
pengurangan resiko bencana: '

3. kematan pertemnian;

4. pengembungan BTH dan Ruang terbuka publik; dan

5, kegistan adat, budaya dan kesgamesn beserta

bangunan pendukunama.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
svarat, melputi:

1. kegiatan penvediaagn fasilitas  pendukung dan
ponuniang  patriwisara  secarn lerbatas,  tidak
merigangEn fungst  Kawasen, dan  memenuhl
persyaratan teknis eérta telah melalul  prosedur
pemaniaatan sesunl dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan;

2. pembanounan dan pengembangurl Jjaringan
transportasi, enorl, telékomunikasi, sumber daya air,
SPAM, S8PAL, Jaringan persampahan, jaringan
evakuasi behcana dan dranase dengan persyaratan
teltnitd sesal  ketentusn  peraturan  perundane-
Ursel e piary;

3. pengembangan ‘dan  pemanfastan  badan  air
sempadan, hutan lindung, |konservasl, hutan
produlsi, perleebunan rakyat, pertanian, perikanan,
pertambangan, dan industri dengan
memperimbangkandavia dukung dan daya tampung
lngktingan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai
Retentuan pernturan perandang-undangan;

4. kegiatun pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian
tenpa mengubah bentang alam;

5. kegiaten pemasangan Iklan, reklarme dan papan
informasi sesual dengan ketentuun teknis; dan’

‘6. bangunan lain yang telah ‘ada dan/stau banguanan

' yang lelah  memiliki izin dati tdek mehgganggo
linplkungan seldtarmya;

c. kegiatan Pemanlaatanh Ruang yang tidak diperbolehor,
melipun  kegintan yang menggangss  bentang  alam,
mengganggl kesuburan dan keawetan tandh, fungs:
hidrologi, kelestarian (lora dan  fauna, keleatar{an
lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air
sungal, kondisi fisik sungal, dasar wsingal, seria
mengrangey eliran air sungai,

d. ketentuas lain yang dibutublan, melputi
L. dalam hal di dalam Sempadan Sungal terdapat tanggul

untuk kepentingan pengendall banjir, periindungan
budon tanggul dilakukan dengan larangan mensnam



tanamuan selain rumput, mendirikan bangunan dan
mengurang dimensi angeul;

2. pemanfaatan Sempadan Sungal dilallan
berdasarkan  Izin sesuml  ketentuan pecaluran
perundang-undangan, dengan mempertinbangkan
relomendast tekmis dan pengelola sumber doya oir
FEI:iE Wilayah sungal yang bersangiutan; dan

3. dalam hal pads Kawssan sempadan terdapat
banpgunan delam Sempaden Sungal, maka bangunan
lersebiut dinyalskan dalam status guo dan sccara
bertahap harus ditertibkan untule mengembalikan
fungsi sempadan, hamun ketentuan tidak berlalcd bagl
bengunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai
unmik fasilites kepenfingan tertentu ysng meliputi
bangunan prasarana sumber days air, fasilitas
jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
rentangan  kabel listrilke don  telskomunikasi ==rin
bangunan ketenagalistriken dengan memperhatikan
aturan  bangunan  lersebut  sesuat | peraturan
perundang-undangan.

(17] Ketentuan khusus prds Kawasan sempadan situ, danau,
embung, dan waduk sebasaimens dimsksud pads ayat [14)
huruf ¢, bertampalan dengan peruntukan Kawssan Pertanian,
Hnwagan Pariwisate, dan Kawasan Perrmukiman, tnaliputi:

a. kepiaten Pemanfaatah Ruang diperbalehlean, meliputi:

I. képlaten vang mampu melinduhgl atau memperkuat
perlindungan kawssan sckitar danau dan berdasarkan
kearifan lnkal; dan

2. penpembangan RTH. _

b. kematan Pemanfasian fuang yang diperbolehlian dengan
gyaral, meliputi:

. kegiatan pembatgunan saranda dan prasarana untuk
sistem Jaringan danau dan ponyeberangan, penelitian
din pengembengan ilmu pengetahuan, pariwisata,
olah raga, dan sktivites budava dan keagamean;

2. pembangunan dan pengembangan jaringan
transpartasm, encrg, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAl, jaringan persampahan, faringan
svaltitasl bencana dan drainnse dengan persyuratan
teknis Bésual  lecténtlan  peraturan  perutdang
urdangear;

3. pemanfasten permmukiman eksisting dan bangunan
lainnva dengan tidak melakukean penambahan Juasan
dan tidak mengganggu linglungnn sekitarnya; dan

4. pengembangen ¢lan  pemanfsstan  badan &,
sompadan, hutah lindung, konservasl, hutan
produksi, perikenan budidaya, perkebunan raloeat,
pertanian,  pariwismta, dan  industri  dengan
mempertimbangkan daya dultung dan days tampung
lingltungan hidup dengsn persyaratan leknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢, ketentuan Pemanfastan Rumng yang tldak diperbolehken,
melipiti:

1. keglatan yvang dapal menimbullan kerusakan pacda

GLATELL; _

mengubah letak tepl danau;

membuang hmhah; dan

mengubith aliran air masuk stau ke luar danau.

ﬁ!:l:ﬂman lain vang dibutohlaan, melipati!

penpamanan resanan air Kawasan hula,

2. pemilihan smtem budi dayva periktanan;

3. penerapan mts banpunan dengan mem|crtimbanpgkan

ketertuan Kawasun Sucd gunung, Kawasan Suci

o L



danay, Kawasan Suci compuhon, Kawasan Stci mata
air, den Kawasan Sucl cathus patha;

4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan yang berlaky dalam pengelalaan
sumber daya  air  serta dilaktuksn  dengan
mempertimbengkan rekamendas! teknis dari penjgelola
sumber daya air Wilgyah.

(18} Retentuan khusus pada Kawasan sempadan  math  air
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, bertampalan
dengan peruntukun Kawasan Perlkebunan Rakyat, Kawasan
Pertanian, dan Kswasan Permuldman, meliputi:

& kegatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan, meliputi;

I. kegatan yang mampu melindungl atau memperkoar
perlindungan  kawasan sekitar mata  sir  dan
berdasarkan kearifen Inkal; dan

2. pengembangan RTH. _

b. keglatnn Pemanfaaten Ruang yang diperbolehkan dengan
syaral, meliptti:

L. kegialan pembangunan sarana dan prasarena untuk
penelitiur. dan penpembsngan {lmu  pengetahuan,
partwisata, dan aktivitas budaya dan keagomuean;

2. pembangunan  dan  pengembangan  jaringan
transportasl, energl, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan
evaltuadl bencann dan drainase dengan pergyaratsn
tekmis  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; '

3. pomanfaatan permulaman eksisting dengan  tidale
melakulkan  penambahan  lussan  dean  tidak
mengeangeu lingkungan sekitarnya; dan

4. pengembangan dan  pemanfagtan  badan  ajr,
sempadan, hutan  lindung, konservasi, hutan
produksi, perikanan budidaya, perkebunan rakyat,
pertanian, pariwisata; dem industd dengsn
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuaj
keterituan perataran perundang-undangan.

c. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehian,
meliput] kegialon pembangunan dan pengembangan yang
menggangry Kawasan mata oir den yang manghilengkan
catehmon area, ltawasan mute Hir.

d. letentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

L. perlindungan terhadap Kawasan mata air dilakukan
untuk memberikan Ruang yung culup begl resapan
alr hujan pada daerah tertentu untuk Keperfuannys
penyedivan . kebutuhan alr tanah untuk Kawasan
bewahannya maupun Kawasan yang bersanglutan:

2. penerapan tata banganan dengan mempertimbangkan
retentuan Kawnsuan Tempat Suei dan Kewesan Suc
Begual aturm yang berlaku; dan

3. pemarnfsatan permukiman cksisting dengan tidak
melakukan  penambohan luasan  dan tdak
mengganggn inghungan sckitarnyea.

(19) Kctentizan khusus: pada Keawasan scinpadan
wetenagalistrikan sebagaimana dimaksud pades ayat (14
hurul &, bertampalan  dengan  peruntukan  Kawssan
Parkebunan Rakyat, Kawasan Pertunian, Kawasan Pariwisats,
dan Kawasan Permulimean, meliputi:

a. kematan  Pemanfaaton Rusng vang diperbolehkst,
meliputi;

l. kegiatan yung mampu melindungl kawasan seldtar
sempadart ketenngallstrikan: dan



(20

2. penyediasn RTH di lohan sempadan ketznagalistrikan
minimal 50% |Uma puluh persen).

b, lkegiatan Femanfaatan Rusng yang dipecholelilean derpan
syarat, meliputi;

1. pemgembangan den pemanfaatan badan air, huotan
indung. kenservasi, huten produksi, perikanan
budiduys, perkebunan  rakyat, pertanian  dan
pariwisate denpan  persyardlan teknis  sesuad
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pemanfaatan permukimen eksisting dengan tidak
melakulean penambehan lunsen  dan tidsk
mengeganggu fungs Kawasan,

¢. kegiatan yang ddak diperbolehkan, meliputi kepiatan
pembangunan dan pengembangan vang mengganggu
fungsl Kawasan,

d. ketentuan lain vang dibutahkan, melpuati:

1. jarak bebas vertikal bangunan dar] kenduktor minimal
10 [sepuluh] meter; dan

4. jaralk  bebas  horsontal dari wumbu  vertileal
menara/lsng minimum 13 (tiga belas) meter.,

Ketentuan khusus pada Kewasan Pertambarigan Mineral dan

Balubara, sebagaimany dimaksud pada ayst (1) huruf g,

berupa wilavah ussha pertambangan, bertampalan dengan

peruntukan Badan Air, Keawasan Perlindungan Setempat,

Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawesan Pertanian, Kawnsan

Peruntukan Industri, Kawassn Pariwisats, dan Kawasan

Fermukiman, dan Kawasan Pertahanan dan Kesmanan,

meliputi '

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehkan,
melputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembarngan
Kawasan Pertumbangan;

2 keglatan pemuliban bentang slam setelah kegiatan
penambangan egor dapat digunakan kembali bagi
kepintan lain; dan

3. kegiatan reklamasi dl knwasan bekas ponambangan.

b. kegiaten Pemanfzatan Ruang yang diperbolehlan dengan
syarat, melipuli: '

1. Kegistan penambangan dengan :
gl teimik penambangan romab Hnghungsn (green

miningl;
bl mempertimbanghan potensi  tambang, kendisi
geologi, geohidrolegi, dan daya dukung daya
= | tampung lingkangan hidup terkait peledterian
lingltungan;

€] pengamanan tanah atas untulk  keperluan
rehubilitasi lahan bekas penambangan;

d) memilild izin lingkungan baik gnalisis mengenaj
dampak lingkungan maupunupays pengelolasn
lirigkungan dan upays pemantauan Hngkungan,
dan

e] memiliki izin ussha pertambangan.

2. kegidtan penambangan mineral denpan pala tambang
bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang
berhimpltan dengan  kawassn lindung, pertanian
berupa KP2B serte kawasan permuliman dengan
persyaraten teknis sesusi  kKetentuan  perabiran
perundang-undangan;

d. kegiatan penambsngan minerasl berups batuan di
dalam badan sunged dapat dilekuksn pada muas-ruas
tertentu sesual dengan ketentian dan peraturan yang
berlaku  sehinggn  tdak  menimbulkan dampak
lingkiungan; '



4. keglatan Industri pengelahan hasll pertambangan
terpadu dengan bahan baky pertambangan sepanjang
tidale mengubah fungsl zonasi utama; dan
pembaagunan dan pengembangan Jaringan
transporiast, energl, eickomunilkasi, sumber daym air,
SPAM, SPAL, jaringan persampehan, jaringan
eyakuasi bencana serta sistem drainase denpgan
persyaratan teknis sesuai  keteniuan peraturan
perundang-undangan,

¢, kegiaten vang bdak diperbolehkan, meliputi:

1. kegistan pertambangan di lokasi yvang menimbulken
rewan  longsor serta merasak szrana lingkungsn
permukiman dan sistem jaringan prasarana yang teiah
ada;
kegiatsn penambangsn batuan di perbulkitan yang di
bawahnya terdapat mata air penting;

3. kegintsn penambangan terbula pada KP2B, hutsn
lindung, taman wisdia alam, hutan produkesi, dan
kawasan permuiiman; dan

4. kegiatan penambangan ) kawasan rawan bencana
dengan tingkat kerentanan tinggi.

!:J'In

ha

(1} Ketentuan Khusus sebagaimens dimaksud peda ayat (i)

tercantum dolam Lampiran X-A, Lampimn X-B, Lampiran
XU-C, Lampiren XII-D, Lampiran XII-E, Lampiran XII-F, dan
Lampiran XIl«G yang merupakan baglan tidak térpisahkan
dar Peraturan Dasrah ind

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Penilalan pelaksanasn pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 hural b, mellputi:

a.
b.

(1)

2)

3

{4}

peniiaian pelaksanaan KKPR; dan
penilaian perwijudan RTR,

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KPR

Pasal 79

Penilaian  pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 huruf a untuk memastikan;

-8, kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKFPR; dan

b, pemenuhan prosedur peralehan KEKPR.

Penilaian  kepatuhan  peleksanasn  kelentuan  KEKPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf a, dilakukan
Pemerintah dan ‘dapat didelegasikan kepada Pemeriniah
Dasrah, yvang dilaksanekan dalam periode:

i, selamn pembangunan; dan

b pasca pembangunnn.

Apabila. dalam periode penilaian kopatuban pelaksanasn
KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
avat (2] hurul a  ditemukan  kelidaksesueian  dalsm
pemenuhan ketenmaan KKPR dan/atan tdak dilaksanakan,
maka dilalukan penyesuaian,

Apebila dalsm periode penilaian kepatithan pelaltsanaan
KKPR pasca pembangunan sebaguimans dimaksud puda ayat



(2}

(1

2

[3]

14)

[5)

(6}

(1)

(2) huruf b, dltemuksan kefidaksesuaian hasil pembangunan
dengan ketentuur KKPR, maka dilakukan pengenaan sankasi,
Pemenuhan prosedur perolehan KKPR - sebassimans
dimalsud pddn avar (1) huruf b, dilakulan untuk
memastikan  kepatuhan  pelaku  pembangunan  terhadap
tahapan dan porsyuratan perolehan KKPR, denpgan keterituan:
8; apabila KKPR diterbitkan tdak melaini prosedur yang
benar, maka KKPFR hatal demi hukum; dan
b. apabila KKPR tidak sesual akibat perubaban RTR, maks
KKFR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian
yvang layak sesual ketentuan peratiran  perundang-
urilsripan,

Paragraf 3
Penilsian Perwvaudan RTR

Paszl 20

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 hurul b, dilakukan dengan:

a. penilaion tingkat perwijudan rencana Strukiur Ruang
dan

b. penilaian tmgieat perwujudan rencana Pola Ruani,

Penileian tngkat permujudan rencana: Struktur  Ruang

sebagaimang dimaksud pada ayat (1] horof a8, dilakukan

terhadap kesesusian program, kesesuslan lokasi dan

kesesualan waktu pelaksanaan keglatan Pemanfaatan Ruang

dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat

pernuiiman dan sistemn jaringan praséarana terhadap rencana

Struktur Ruang.

Penilatan  fingkat perwujudan rencana Pola  Ruang

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b, dilakukan

terhadap kssesusian  program, lesesualan lokasi dan

kesesuaian waktu pelalsanaan kegintan Pemanfastan Ruang

denigan penyvandingan peinksanaan program  pengelolaan

lingkungan, pembangunen berdasarian perizinan beslisaha,

dan hak atas tanah ferhadap reacana Pola Ruang.

Pentlaian Pervujudan RTR sebegaimana dimaksud pade ayat

1), dilakukan secara periodik den terus menerus ymitu 1

{satu) kali dalam 5 (lima) ahun dan dilaksanakan 1 (satu)

tahun sebelum Pesinjausn Kembali RTR.

Hasil penilaian perwajudan RTR sebagaimana dimakénd nada

ayat (4], meliputi:

B omualan torwidiodg

b, belum terauyud; dan

¢, pelaksanaan program pembangunan tidek sesual.

Tata cara penllalan perwujudan RTR dilakssnalan sesual

dengan ketentiian peraturan perundang-tindangan,

Baginn Keempat
Ketentuan Insentif dan Disingentil

Paragraf 1
Urmum

Pasal 81

Retentuan insentil dan disinsentil scbagaimana dimaksud
daiam Pasal 57 hurif ¢, diselengparakan untuk:



2

(3]

(%)

L1}

[2}

(3

(4]

(5]

(6]

a, meningkatkan upava Pengendalian Pemanfaatan Rusng
dalam rangks mewujudken tata riang sesual dengan
RTRW;

b, memizsilitdsi kegintan Pemanfaatan Ruang agar sgjalan

dengan RTRW; dan

meningkatian kemitraan semua pemangios kepentingan

dalam rangks Pemanfastan Ruang yang sejalan dengan

KTRW.

Ketentuan insentil dan disinsentil sebagaimsna dimaksud

pada ayat (1} dupat diberilan kepada pelalo) kegiatan

Pemanfastan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksannlean untuk:

a, menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilsyahan
pade zona kendall dan zona yang diderong; atau

b, menindakianjuti implikasi kebijakan atau rencana
strategis nasional.

Eetentuan lebih lanjut mengenal (ata cara dan mekanlsme

pemberian Insentil dan disingentil diatur denpan Peraturan

Bupati,

fo

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 82

Ketantuan Ingsent! sebiagaimann dimakstd dalam Pasal 81

pyat  [1) merupakan peranpkatl  untuk  memotivasi,

mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan

peércepatan terhadap kegiatan Pemanfastan Ruang veng

memilikl, nilai tambah peda zona yang perlu didorong

pengembangannya.

Ketentuan insenti sebagaimanne dimaksud pada ayat (1)

dapat beropa:

a. maenuf fiskal; dan/atav

b. insentlf non fskal.

Insentif fiska! sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a

dapal berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atay

penerimann bukan pajak.

Imgentl non fizskal sebagaimana dimaksud padu oyat (2]

huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subaidi,

imbalan, sewa ruang, urun sabam, fasiitesi persetujuan

KKFR, penyedinan prasarane dan gerana, penghargean,

tlan/atau publikasi atau promosi,

Insentil sebagaimana dimalsud pada ayat (1) meliputi;

g, insentll dari Pemerimtah leepadn Pemerintah Daerah;

b. insentil darl Pemerintah' Dasrah kepada pémerintah
dasran lainnys: dan

¢, insentf dar Pemerintah Deernh kepade Masvarakat,

Ingsentif dar Pemerintah Daerah kepada Pemerintal Daerah

lainnya sebagsimana dimaksud pade ayat (§) huruf a dapat

berupa:

&, pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana den sarans;

€, penghprgaan; danfaten

d. publikas atau promosi dasrah.

Insenti{l dari Pemerintah Daersll kepada Masyarakat

sehagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b, subsidi;

¢, pembonan kompensasi;

.  imbalan;

e sewa Ruang

- wrun saham;
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(1}

A

(3]

[3)

(6)

(7]

(8)

9]

1

g fasilitasi Persetujuan Kesesuninn Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

h. penyedigan prasarane dan sarana;

i. penghargsen; den/atau

§.  publileast atay promosi.

Pemberian insennf sehagm:mane dimaksud pada ayat (6] dan
avar [7) diliksanakan sesuai dengan ketpntuan peraturan
perundang-undangan,

Parngrafl 3
Keterfuan Disinsentif

Pasal 83

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)

merupakan perangkat  untik  mencegah  dan/atau

memberikan batasan terhadap keglatan Pemanfaatan Ruang

vang sejalan dergan RTRW dalam hal berpotensi melampaui

daya dulung dan days tampung lingkungan.

Disinsentil sebagaimane dimaksud pades ayat (1] dapat

berupa:

a. disinsentif fiskal; dan

ls, disinsentif nonfiskal.

Disinsentif fiakal sebagnimana dimaksud pada ayat |2) huruf

a dapat berupa penpensan pajale dan/atau retibusi yang

tingel.

Disingent{ nenfisks]l sebagaimena dimaksud peada ayart ()

hurul b dapar berapa;

a. kewaiiban memberi kompensasi atay imbalan;

h. pembatasan  penyediaan  pragarang  dan  sarana;
dan/atan

c. pemberian status tertsntu,

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. disimsentil dari Pemerintah kepada Pemerintuh Daerah;

b. disimsentifl dari Pemerintah Deerah kepads pemerintah
daerah lainnya; coo

c. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyurakat.

Disingentifl dar Pemeridtalh Dacrsh kepads Pemerintah

Dasrah lainnya schagaimana dimaksad pada ayat [5) huraf

& dapat borupn pembatasan’ penvedipan prasaranes den

CBETEIA.

Disinsentif dari Femenntah Daerah kepada Masyalared
sehagaimana (imaksud pade ayat (3) huru! b dapat berupa:
i pengenann pajak danfatau retribust vang tingsi;

b. kewaiiban member kimpensasi atau imbalan; dan/atau
¢, pembatasan penyedinnn prasarena den sarana.
Disinsentil  diberikan terhadsp pelalsanasn  keglatan
Pemanfaatan Ruang vang tdak seialan dengan RTEW dan
kegiatan yang sudah terlaniur begalan tidak sdsual dengan
HETRW.

Pemnberian disinsentil sebagaimeny dimaksud pada ayat |5)
dan ayat (6] dilaksanaksn sesund dergan  lkétentopan
perdtaran perundang-undangan.

Hapgian Kelima
Arshan Sanks)

Prigal Bd

Arahan sanksi schagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huraf
d, mergpszkan acuan bag Pemerintsh Deetab  dalam
pengenaan sanksi administratif kepada:

2. plhak yang tidak menaatl RTRW vang telab ditetaplkan



2]

3)

{4}

[5)

[6)

vang mengnkibatican perulizhan fungsi ruang;

b, pihak yang bHdak mematuhi ketsntuan pemanfaatan
rupng dalam BTEW,; dan

¢. pihak yang menghalang skses terhadap Kawasan yang
oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
dinyataksan sebagad milik umum.

Penpenasn sankst administratif dilakulkan berdasarkan:

u. hasil penilaian pelakasanaan ketentuan KKPR;

b. hasil penpuwasan penataan roang

c. hasl audit tate ruang: dan/stau

d. pengaduan pelanggaran Pemaniaatan Ruang,

Terhadap pelanggaran sebagaimane dimaksud pada ayat {1}

dikenakan sanksl sdministratil berupa:

peringatan tertulis;

dendzs administratf;

penghéntian sementiars kegiatan,

penghentian sementara: pelayanan amom;

penutupan lokasi;

pencabutan KKI'R;

pembatalan KKPR;

pembongkuran bangunan; dan fatay

pemulihan fungsi ruang,

Pz:n-.:ai:u;a.: KEKPR sebagsimana dimakstud pade oyt [3)

huruf {, ‘dilokulcan’ dalam hal pelalsanaan  kegiatan

pemanfaatan ruang tdak sesual dengan KKPR.

Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud paca ayat [3)

huruf g dilaluksn delam hal KEPR diperoleh dengan

profedur yang tidale benar

Kerentuan lehih lanjut mengenai tata carn pengensan sanks

administratf dilaksanskan sesusl dengan ketenluan

peraturan perundang-undangan.

TEHR o AD op

BAR IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Haginn Kesatu
Hak Masgyvarakat

Pasg] 85

Dalam kegiatan mewujudlan Penataan Rusng Wilayah Daerah,
Masyarakat berhak:

i
h.

mengetahni Rencana Tata Ruang;

menigmat] pertambahan nilal Ruang sebaga! akibat Penataan
Huang;

memperoieh pengeanttan yang layak atas kesruglan yvang
timbul dlopat pelaksanuan kegiatan pembangunan yung
sesual denpan Rencana Tata Ruang;

mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan vang tidak sésual dengan Rencana Tata Ruang;
mengaiukan tuntatan  pembatalan.  Persetujuan KEPR
dan/atau penghentian  pembanguran yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang kepada peiabat berwenang dan
mengajukan gupatan ganli kerugian kepada Pemerintah
Masat, Pemerintah Daerah dan/stat kepada pelaksana
kegiatan pembangunan yang Hdak sesiial déngan Répcana
Tata Ruang menimbulkan kerugan,

Bagian Kedua
Kewsjiban Masyaralkat

Fazal 86



(1]

(<)

(3)

(1)

(2

4]

r.l".

Dalam  rongka  pelaksansen  kewsjiban  pada  tahap

Pengendalisy Pemanfnatan Ruang, Masvarbat wajib;

a. mensati RTRW vang telah ada;

b. memanfeatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan
Runng/ KKPR dari pejabat yang berwenang,

¢. memsatuhi ketentuan yang ditetaplan delam persyaratan
izin Pemanfantan Ruang/KKPR; dan

d. memberikan akses fterhadap Kawasan yang oleh
peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai
milile umum. '

Pelaksanasn kewajiban masvaralet dalam penatass riang

sehagaimans dimaksud pada ayat (1) dileksanakan dengan

mematuhi dan menerapkan kriteria; kaidah, baltu muty, dan

aturan penataan ruang yang ditetapkan sesual dengan

ketentuan peraturan perindangundangan,

Kaidalh dan atursen pemanfasthn roang vang dilakukan

masvarakal secara  lurun  lemurun dapat  diteraplan

sepan|ang memperhatikan faktor daya dukbng linglatngan,

estettkea linglungan, lokasi, dan strultur pemaniastan ruang

serta dapat menjamin pemanfaatan ruang vang serasi,

selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakal

Pasal 87

Peran Mayyaraka! dalam Penatagn Ruang dilaltukan pada

tahip:

a. Perencanaan Tata Ruatig;

b, Pemianlagtan Ruang dan

o. Pengendalien Pemanfastan Ruang:

Bentul peran masyarakut dalam perencanssn tata rang

sebagaimana pada ayat (1) hurmala, meliput:

g, masulean mengenad: .

l. peralapan penyusunan RTRW;

2. pansntuar arah  pengembangan  Wilavah atau
Kawasarn,

3. penpidentifikasian potasal dan masalah
pombangunan Wilayah atau Kawasan;

4. perumusan konsepsi RTRW; dan

5. penetapan RTRW.

b. kerja sama dengan Pemerintah Dacrah dan/atay sesama
unsur Masyarakat dalam Perencansan Tata Ruang.,
Bentulk Teran Masyarikar dalam Pernanfdatan Ruang

sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ueaf b, melipati:

. mesukan mengenai kebijalen Pemanfaatan Ruang

b. kerja sama dengan Pemerintah Davgrah dan/atau sesama
unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

. kegiatan memenfaatkan Ruang vang sesual dengan
kezrifan lokal dan RTRW vang telah ditetapkan;

d. penmngicatan efisiensi, efektivitas, dan keserasion dalam
Pemanfaatan Rusng dengan memperhatikan kearifan
lokal  serta sesual  odengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kepialan  menjags kepentingan pertahanon dan
keamanan wserta  memelhara  dan  meningkatlean
keiestarian fungs! lingkungan hidup dan sumber dayva
alam; dan

f. kegatan investasi dalam Pemanfaatan Rueng sesus
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan,

Bentul: Peruty Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfastan

RuAang debapaimana pada svat (1) hurul e dapat bempa:



(5]

(6]

[2)
13}

[4)

(5]

(1)
2]

(3)

m, masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKFR,
pemberian  insentil dan disinsentil serta pengenanan
sanisi]

b. keikusserizan dalem  memanion dan mengswasi
pelaksanasn RTRW vang (slah ditetaphain;

o, peiaporan kepads imstanst dasn/atan  pofabal  yang
berwenang  dalam  hal menemukan dugnan
pemyvimpangan aten pelanggoran kegiatan Pemaninatan
Ruang yang melanggar RTRW yang telal ditetapken; dan

d. pengajuan kebermtan terbadsp keputusan pejabat yang
berwenang terhadsp pembanginan yang dianggap tidak
sesuni dengan RTRW, '

Peran Masynrsikat daiam Penutaan Ruang  dapat

disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada

Bupati dan/atau melalui unit kega terkait yang ditunjuk

oleh Bupat.

Delam rungks meningkatlean Peran Masyaralkat, Pemenintah

Daersh membangun sistem informasi dan komunileas)

Fenyelenpparaan  Penataan Ruang yang dapat diakses

dengan mudah oleh Masyarakat.

Tata c¢arz Peran Masvarakat dalam Penatoan Ruang

dilaksanakan sesual dengan  ketemtuen  peraturan

perundang-undangan.

BAB X
KELEMHBAGAAN

Pasal 88

Dalom rangka Penyelengparsan Penataan Ruang secara
part:glpatf, Bupat membenmk Forum Penataan Ruoang
Kabupaten.

Farum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud
padn ayat [1) ditetapksn denpen Keputusan Bupati,

Forum Penastaan Ruang Kebopaten sebagaimana dimaksud
paca ayat (1] dilsksanalkan sesual dengan ketentusn
peraturan perundang-undangan,

Furum Penatasn Rudang Kabupalen sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan,
peronpkal daerdly bersifat melolmt pada jabatmusra [Ex
gffteiol, asosinsl profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
Mueayaralkat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata
kerja Forum Penatsan Rueng Kabupaten dilaksanalan
geshial dengan peraturan pﬂmnﬂnng-undﬂngﬂn teckait
koordinasi penyelenggarsan ponatasn ruans.,

RAB X1
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 89

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar
pemanglen  kepentingan daiam  Peloksamsan  Penstaan
ELEAT,

Penyelesaian sengketa Penatean Ruang pada tehap perfama
divpayaliin  berdasarkan  prinsip  musyswammb untul
mufakat,

Dalam hal penyelesaipn senghketa sebageimena dimaksud
pada ayal (2] tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempih upayn penyelessian sengketa melalui pengadilan
gten di luar pengadilen sesueal dengan Heteotuan perdturan
perundang-undangan.



4

(5}

(&}

[<H

Penyelesainn sengketn Penataan Rueng di luar pengadilan
sebagaimonn dimuksud pada ayat [3) dilakukan melahsd
negesiasi, mediasi, dan/atan kansiliasi.

Dulam hal sengketa Penataan Ruang terjadi dkibat adanya
perbedaan  kehijakan  perigaturan  entar timelatan

pemerintah, para PFemangku Kepentingan dapat mengajukan

fembitas; penyelesaian kepada Forum Penatean Ruang:
Hetemtuan lebih lanjut mengenai penyelesaian senpghketa
Fenataan Ruang dilaksanakan sesual denpan ketentuan
perundung undangan,

BAB XD
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

Penvidile Pegewar Negeri Sipil danfstau Penyidik Kepolisian
Negara Republik indonesia berwenung untuk metlaksanalan
penyidikan terhadep pelanggaran tethadap ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerab ind

Penyidik Pegawui Neger Sipil sebageimana dimnksud pada
ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berweniang ‘scsuai
kistentuan peraturan perundang-undaengan.

Penyvidik Pepawai Negeri Bipll sebagaimana dimeksud pada

ayat (1], berwenang:

o. menerima, mencari, mengumpulikan dan meneliti
keteranpgan atau lsporan berkenasn dengan tindak
pidona agar keterangan atauy laporan tersebul menjadi
lebih lengkap din jelas;

b, melakulan penggeledahian untuk mendapatkan bahan
bukti pembuluan, pencatatsn dan delumen lain, serta
penyitaan terhadap baban bukt torsebuat;

c. menyarah  berhenti dan/atau  melarang  seseorang
meningmaikan ruangan atau  tempat  pada  sasat
pemeriksaan sedang  berlangsung  dan memeariksa
ufentitas prang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

d. melakulan  ponpggeledshan untuk meondapatan
pembukoan, pencatstan dan dokumen lain serta
melakulan penyitaan terhadap barang bulti;

e, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindalk
mdina;

[, memanggll orang untuk didengar dan diperiksa sebepai
tersanglks atan salesi;

g meminta bantuan tenaga ahli dalam rangks pelaksanean
tuges penyidikan tindak pidana;

h. melalailan penghentian penyidikan; dan/ atau

melakukan tindukan lwin yang perlu untuk kelancaran

penyidikan Hndal pldane sesual dengan Ketentuan
neraturan perundang-undangar.

Penyidik Pegawa: Negen Sipil sebagaimena dimaksud pada

ayat (1}, menyempaikan  hasil penyidikannys kepads

Pemuntut Umum melalui Penyidik Kepollsian Negara

Republile Indonesia, sesual ketentuan peraturan perundang-

undangan.



~ BAB X1
KETENTUAN FIDANA

Fraugal 0]

Seliag orang vang datam pematifaatan riang lidak melaksinakan
kewajiban sebegaimana dimaksud dalam Pasal 86 YOrg
mengakibathan perubshan fungsi ruang dipidana  sesusi
ketenituan peraturan perundang-undangan.

BAR XIV
KETENTUAN LATM-LATM
Pasal 93

(1) Jangks waktn RTRW yaitu 20 {(dua pulu.h] tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 {satu) kali dalam 3 (lima) takun,
[2) Peninjauan lkembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditaklkan lebih dart | (satu) kall dalam setisp periode
5 (lma} abunan epabila terjadi perubahan lingkungsn
-strategia, herupa:
A, beocana alam yang ditetapkan dengan peraiuran
perundang-undangan;
b. perubahan batas |eritorial negare yang ditetapkan
dengan Undang-Undang;
. perubahsn batas Wilayeh yang  ditetapksn dengan
Undang-Undang; dan
d: perubahan kebijakan nasiona! yang bersifat strategis.
(3} Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesus|
kzlentnan peraluran perundang-undangan,
(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten i dilengkapi
tengan rencana dan album pela yang bagian veng tidak
terpisabkan darl Peraturan Dasrah ini.

Inid

BAB XV
HKETENTUAN PERALTHAN

Pasal 83

(!} Pads saat Peratmuran Deerah ini mulai berlaku, semun
peratuTaT) pemﬂdang undangﬂn yang berkmitan dengan
perwujudan RTRW ini yang telah ade tetap berlaku
separnjang tidak bertentangsn dengsn atau belum diganti
berdasarkan Peraturan Daersh ini.

(2] Dengan berlakunya Peraturan Daerall i, makeas
a, imin pemanfaatan tuang dan KKPR yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan  ketentuan

Peraturnn Daerah ini t2tap berlaky sesual dengan masa

Berladumya;

b. izin Pemanfastoan Ruoang ataun KKPR  yvang telah
cdileeluarkan  temapl fidak  sesual denpan  ketentuan
Peraturan Doerah ind berlaln ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanskan pembangunannye,
izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR  tersebut
digesunikan dengan fungsl Kawasen berdasarkan
Peraturan Dasrah ini

2, ontuk yang sudah dilaksanakan pembangpunannya,
dilaloukan  penyesuaian  denpan  masa  trensisi



C

el

berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

d. untulk yang sudah dilaksanakan pembangunannya
dan ddak memungkinkan untuk  dilalokean
penyesuajan dengan fungsi Kawasan berdasarkan
Pérmturan Daerah inji, izin Pemanfastan Ruang atay
KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan
techadap kerugian yang timbul scbagni akibat
pembatalan ixin tersubut  dapat  diberikan
penggsntian vang layak dengan bentuk sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak stbagaimana dimaksud pads:
angka 3, denpan memperhatikan indikator sebagai
berikut:

a) memperhalikan harga pasaran selempat;

bj s=esual dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau

c] menyvesudiknn kemempuan kegangen dasrnl,
permanimatan ruang di Dezerah yang diselengearskan
tanps zm  pemanfaatan reeng atau KKPR  dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ing,
akan ditertibkan dan disescailkun dengan Peraturan

Daeraly ini;

izin  pemanféatan ruang yang felsh habix mosa

berlakiinya dan akan diperpanjeng, ditindaklanjuti

mielalul mekanisme penerbitan KEPR; dan

Pemanfanton Huang yang sesual dengan  Ketentuan

Peraturan Daerah  ini, agar dipercepat untuk

mendepatkan min yang diperbukan,

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada gaal Peraluran Daerah ind mulal berlaku, malka:

a:

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentane Rencena
Tata Ruang Wilayah Kebupaten Tabanamn Tahun 2012.2032
(Lembaran Dasrah Eabupaten Tabansn Tahun 2012 Nomor
28, Teambahsn Lembaran Daersh Kabupaten Tabanan No. 28);
dan

Feraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014
tentang Kowasan Jalur-Bijau (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2014 Nomoer b, Tambahan Lembaran Daersh
Kabupgater Tabanan Nomar &)

dicabutl dan dinyatalan tidak berlalo.



Pasal 95

Peraturan Daerah Ind mulsi berlaloy pada tangeal diindanglkan.

Agar BELiRp Oring FrenEetii e, memerintihkan
pengundangan Feraturan Peerah i dengan penempatannyn
dalam Lembearan Daerah Kabypoaten Tabanan.

Dit=taplan di Tabanan
Pa-!!ﬁ'f#:l‘lggal T Agustys 2020

'nﬂr.r GEDE SANJAYA
ey

Dundangkan di Tabanmn
pada tanggnl 7 Agustus 2023

SEKRETARIS:

\EFDE E, A

LEMBARAN IJHMMBUPMI SN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
[3,16/2023)
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PENJELASAN
ATASR
FERATURAN DAERAH KABIUTPATEN TABANAN
HMOMOR 3 TARUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 20232043

UMM

Kabupaten Tabanan merupakan salah situ dard 9 (sembllan)
Kabupaten { Kota di Wilsyah Provinsi Bali vang dibentuk berdasarkan UU
No. B0 Tahun 1958 tentang Pembéentukan Dasrah-daerah Tingkot 11 dlamn
Wilayiah Daerah-doerah Tinglat [ Bali, NTB dan NTT. Sccara peografis posisi
Kabupaten Tabanan beruda di 1t~ngu.h Pulau Bali terletak diantara 08° 14
30" — 08Y 30" 07" LS dan 1149 54° 52 - 1150 12° 57" BT dan herbatasan
dengan dengan Kabupaten Buleleng di scbelaly dwars, Kabupaten Badung
di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kubupulen
Jembrana seria Bulsleng di sebeiah barat.

Lups Wilayah Kabupaten Tabanen adalah kurang lebih 848 ome
atpy 84.884 (delapan pulubh empat ribu delapan ramus delapan puluh
pmpat) hekiar atau sekitar 15,18% (lima belas koma satu delapan persen|
dari luas darntan Provinsi Bali. Secars administratif Kebupaten Tabanan
terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdici atas 133 {seratus tigs
puluh tiga) desd.

Kabupaten Tabanan meripakan wajah mimatur Bali sesunggubnya,
karems  karankier Provinsi Bali aecarz umum terdapat i Kebupaten
Tabanan, Kabupaten Tabanan memilii ckosistom pegunungan, danau,
lembah, dataran rendah dan pesisic dan laul, Kabupaten Tabaman memilid
luizs sawah terbesar di Provins| Bali sshingea dijululd lumbung pengen Bali.
Paiensl perkebunan jugs peling menomjol di Bali, sehingen Kabapaten
Tabanan berar-benar mewakil]l kesakier masvarakat Bali yang agrans
dengan budays pendukung yang menjadi keunggulannya, Potens: hutan,
dansy dan pegununpgan vang ada di Kabupaten Tabanan merupakan salal
satw sumber kelestarian tata air Bali. Potens! alam dan budaya yung
dimiliki menyvebabkan telah berkembangnya scltor pariwissta.

Polensi Kabupater Tabanan yvang telah divraikean di-atas; selan/utnya

rtelah dittangkan dalom Vigi dari Rencana Pembangunan Jangka Pamjsng

Daergh (RRJPD] Kabupaten Tabansn Tahun 2005-2025 yaitu TABANAN
SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN. Upaya perwujudan  rentcang
pembangunan tersebul selanjutnya perie dituangkan dalam Rencana Taty
Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan sebagal matra ruang rencsss
pembangurin,

elaksanaan Perataran Daeral: Kabupaten Tabanan Nomer 11 Tahun
2012 Tentansg Reoncana Tatp Ruang Wilaynh Eaoupaten Tabanan Tabun
SOl 2-2032 dan ditetapkannye Peratiran Daerah ind telak barjalan lebil
dari sepuluh tahun séjak ditetaphan tanggel 27 Desember 2012
Berdasarken Pasal 16 gyat (1) Undeng Undang Nomor 26 Tabun 2007
schagaimana telah diubah dengan Undang-Lindang Nomor 11 Tabun 2020
tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Tata Ruang depat ditmjau kembali.
Lebih lanjut discbutkan dalam Pasal 119 gyat (1) Peraturan Daerab
Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tatn Ruang
Wilkyal Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 babwa Rencann Tata
Ruang Wilayah Kabupatern Tebanan dnpat ditinfau kembali 1 (saru) kall
dalam 5 {lima) tehun. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang
Penyelenggarasn FPenatonn Fuang delam Pasal 93, Jugs menyelutkan
bahwa peninjeuan kembali rencans tata ruang cilakmlkan 1 [satu) kali
dalam sctiap periode 5 {bma) tabunan. Terkslt dengan hal terscebult,
Pemerintah Kabupaten Tabanan telall melalkokan kegiatan peninfauan
kembali Peraluren Dasrah Kabupalen Tabenen Nomor 11 Tuhun 2012
tenteng Hepcana Tata Roang Wilavah Kabupaten Tobonan Tabun 2072-
2032 denpen kesimpulan bahwa tefedi penyvimpangan kurang dari 20%



sehinggn direlamendasilan untuk melaloulan revisl melalul perubahan
Peraturar Dasrah Kabupdten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Tate Ruang Wilayah Kabuapaten Tabanan Tahun 2012-2032 yang
tertuang: dalam Kepumsan Bupati Nomor 1HO/362/HES&HAM/Z017
tenténg Rekpmendas Hesil Peleksanaan Penminjanan Kembali Peramiran
Daersh Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Rumng Wilaynh Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 serts untuk
mengakomodasi perubshen kebijulkan nasional, provinsi dan dinamika
internal i Kebupaten Tabanen, Penyéeueian den harmonisasi boberapa
posal jugs diperiukan mgar dinamika pembangunan tetap selaras dengan
perubahan kebijskan dan kondisi di lapangan dengan tetap memperhatikan
konsep-konsep pengembangan wilayah, pelestarian lingkungan, pelestrian
buddyu serta mengakomodasi kearifan lukal. Berdasarkan pertimbangan Ji
fleg, perlu mengubah beberspe ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tenteng Reneane Tate Ruang
Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.

RTEW Kabupnten Tabanan sebagal matra ruang REIPD Knbupaten
Tabanan, berlandaskan asas Tril Hita Karana yang herintikan unsur-unsur
nilal keseimbangen hubungonn antara manusia dengan Tubkan, antara
manusia detgen manusia, den santars manusia dengan lngluanganiiyvi,
vang penerapanhya adalsh:

B, wWnsyr milai keseimbangan don kebormonisan hubungao antara
manusia dengan Tuhan, tergermin dalom bentulk upaye untul
melindung tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan sucl yang
divakini memiliki nilai-nilai kesycian, sebagai tempat bagl manosia
untuk menghubungian diri dengan Tuhan, vang selumjumys dolam
RTEW Kobupaten ini alan ditefaphkon sebagal kawasan-kawasan
yung harus dilindungl keberadsannys, baik yang herada di dalam
Kawagan Lindung meupun Kawasan Budi Daya.

b, unsar nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan anlara
manusin dengan monusia tereermin dalam bentule upays penatann
dan pengelolian Kawnsan Budi Daya sebogal termpat atey runne
wadah manusin melakukan nteraisl sosial secarn aman, darnal,
dan beracab, serta mampy menjamin berkembangnva sumberdays
manusia secara optimal dan sejabier.

¢. unsur nis keseimbingan don kehnrmonisan hubungan antara
manusia dengan alam lingkungan dicerminken dalam bentule upaya
penataan’' dan pengelolaan  sumberdaya slaom untuk  dapat
dimanfagtken seccara beorkelemutan, baik unmk  kepentingan
generasi Ball masa kini maupun penerasm Ball masa depan.

Mater! muatan didssarkan atas ketentian dalam Pasal 26 Undeang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penutasn Ruang sehagaimana yang
teloht dinhah déngan Undang-Undang Nomor & Tshun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah’' Penpgpanti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tenrang Cipta Kerje meniadi Undang Undang, don karena it
sekurang- kurangnya hanis memiak;

da. lujuan, kebinkan, dan sirategi penatzan ruang wilayah kabupaton;

b. rencana strukiur ruang wilayah ksbupaten yang meliputi sistern
pusat permukiman dan sistemn  faringan  prasamang wiiayah
kabupaten;

b. rencans peld rusng wilayah kebupsaten yvang melipati Kawasan

Lindung kabtipaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten;
kawsasan sbategis kabupaten;

d. arahan pemanfaatan ruang wilayah lkabupaten yang meliput
leetentuan KIKPR, indilaisl program ulema fengka meonengah 5 (lima}
telunen, dan  pelaksanoan  sinkronisssl program  pemanfaatan
riarg; dapg

e. lkelenfudan pengendalian pemanfaatan rueng wllayah kabupaten
yung berisi keterituan umum zonasi, ketentuan kosesusian kegistan
pemanfantan ruang, ketentuan insentif dan disinsen (if, serta arahan
sarksai.

Seansl dengan-hal-hal tersebut diatns, maka untuk mencaped tuinan
pemanfoatan ruang wilayah secsra optimed, serasi, sexmbang dan lestari

-
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diperlukan tindak penetapan ruang yang jeias, tegas dan menyeluruh serta
memberikan kepastiaon huliam bagh upaya perencanean dan pemanfaatan
ruang serti  pengendalian dan pengawasan pembangunan  meialui
penetapan Peraturan Daersh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tahanun Tahun 2023-2043.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cultap jelas,

Pasal 2
Hurufa

Yang dimakaid dengan “Trt Hita Karano® adalaly falsafah hidup

masyarakal Bali yang memmuatl LgA URSUT  YHNE membangun

kesgimbangan dan keharmonisan hubungan antam manusla dengan

Tuhan, menusia dengan manusie  dan  manpsia  deagan

lingltunganmym yang menjadl sumber kessjahlemaan, hedamiaisn, dan

kebahagiann bagl kehidupan manusia
Huorof b

Yang dimaksud dengan “Sad Kerthi® adalah enam  sumber

kesejahteraan yang hares dilestariban untitk meneapai kebahagiaan

inhir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kerthi, dunu Icertfu,
segarn kerthd, jana kerthy, dan jugat kerthi,

0l dalam lontar Mpu Katuran disebutken bahwa Bali sebagai Padma

Bhutwans, vaitu pusat dunle; segalanya bermuara di Ball agar segala

kehidipan mencapai kessiahternan; mekhsartam jagatdhita ya oq i

dharma, di dalam menate ruang Bali yeng lerbatas ind diperlukan

ketaglan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan hidup yang menjags kelangaungan kehidupan dengsn
melakesnpkan lee ensm komponen sad Kerthi, yaitu:

1. Aima Kerthi adalih jiws dan rohani vang harus dilestanikan
dengan melalukan penatsan ketertiban hidup beragama di Bali
melalini pemelibarann fasilitas tempat sucl, parhyangan atau pura
vang kebanyalkan digunoksn scbagal ritus kesgamaan, dan
dilembangkan juga schagal pusal pendidilkan keagamasn yang
dilengkapl sarann dan prassrananys.

3. Wana Kerthi adelah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yeng
diwujudian dalarn bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan
membangun pura alas angker di setiap kawasan hutan, untuk
menjaga huten secara niskals (sprivitual),

3. Danu Eerthi adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus
dilegtarikan denpan melarang melakukan pencémaran sumber-
sumber air seperti meludah, kending membuang kotaran,
membuang sampah, dan membuang zat beracur.

4. Segara Kerthr adalah laut atan samudern selagal sumber alam
tempat lebumys semua kekeruhan, vang hurus dilestarikan
dengan  tidalk melskukan pencemaran dan  penperusakan
lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilal kesucian dan
keasrianmya.

5. Juana Kerthd adolah sumber daya manysia baik secara ndivida
maupun  berkelompok, yang harus  dibangun  dengan
meningkatkan kualitas masyarkat Bali yang handal dan berdaya
saing tinggl untuk menjage keberlanmjulan dan  keajegan
pembangunan Bali

b. Jagat Kerthi adolah sosial budaya masyarskal Bali yang
terintegrasi delam  linglungan Desa Pakraman yang harus
dilestarikan dengan menjega keharmonisan kehidupan sosial
budays yang dinamis. Dulam sistemn desa ini dibangun suntu
kehurmonigan antara hubungen manusia dan Jda Hyang Widhi
dengan sradha dan bhaktl, Wubungan anbosa menusian dan
sesama berdosarian saling pengabdian paras-paros sarpanaie
salumium sebayantaka’, hubungan antarn  manusia  dan
linglungannys berdasarkan  kasih  ssvang, Hubungsn  ini



merupakan hubungan timbel balik yang disebut Calra Yadnya,
Dalam Bhagowagitha  discbutkun  hubungsn  tersebut ahan
menimbulkan suasana spsial yang menjomin setinp orang dapat
menjslankan swadharma nys masing-maging.
Huruf ¢
Yung dimaksud dengan “keterpaduan” gdalah bahwe penataan ruang
dianalisia dan dirumuskan menjadi saru kesatuan duri berbagas
kegiatan pemenfaatan ruang bak oleh pemerintal  maupun
maavaraliEl,
Huruf d
Yang dimalksud dengan “keserasian, keselarusan, dan keaeimbangan”
adalah buhwa penstasn ruang dapal mepjomin  ferwojudnye
kescrasian, kesslarasan, dan keseimbangan strukiur tata ruang den
pola pemanfaatyn ruarg bagh persebaran penduduleantar wilayah,
pertumbuhan dan perkembangen pntar sektor, anter-cuemhb; serta
antara seltor dan deernh dalam saty kesstuan Wawasan Nussnlara,
Huruf e
Yane dimaksud dengan “keberlimjutan” adalabh bahwa penataan
rusng menjamin lcelestarian kematnguan daya dukung dan daye
tamipung lingkungan diengsn memperhatikan kepentingan lahir dan
bBatin antar-generasi,
Huaruf f
Yang dimaksud dengan "kebérdayagunean dan keberhusilangunasn"
adalal bahwa penataan ruang horus dapat mewujudkan kodlitas
ruang yang sesusl dengun potensi dan fungsi ruang.
Hurul g
Yang dimaksud dengan “keterbukesn” adelah bahwa dalam
venyelengearann penatasn ruang masyarakat memiliki aleses yang
seluins-luasnya dalam mendapatlean informasi yang berkaitan dengan
pénataan riang.
Hurul h
Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa
penazaon rusang diselenggarakun  dengan mclibatkan  seluruh
pemanghu kepenfingan.
Hurul i
Yang dimaksud dengan "perlindungan kepentingsn urrmm” pdalah
bahwa penataan rosni diselenpearalean  dengan mengutnmakan
Eepentingnn masvarakat.
|+ Huruf j
Yang dimaksud densen “kepastian hukum dan keadilun® adalsh
halwa penatsan ruang  diselenpparskan dengan  berlandaskan
hubum/ kelentuan  persturan perundangundangsn  dan bahwa
penataan ruang difaksenakan dengan mempertimbangsan rasn
keadilan masyverakal serta melindungl hak dan kewajiban semua
pihale secara adil dengan jaminan kepagtian hukum,
Hurul k
Yang dimaksud  dengan  “akuntabillles"  adalah  bahwa
penyclenggaraan penatasn ruang dapat dipertengeungawablon,
baik prosesnyn, pembiayaannya, maupun hasilnya.
RTEW Kabupaten menjadi pedomen untuls
a. peryusunan RDTR kebupaten;
b. penyusunan refcena pembangunan jangha  panjang  daerah

kabupalon,

e, penyusunan rencana pembdngunan Jangks menengah  daerah
lealbmpaten;

d. pemanfratan muang dan pengendalian pemanfastan raang di wilayah
kabupaters;

g, perwujuclan  keterpaduan,  keterkailon,  don keseimbangan
antarsekior; dan '
[. penetapan lokast deri fungsi rizeng untulc investasi,

Pasal 3
Cuakup jelas.




Pasal 4

Cukup jelas.

Fasal &

Aynt (1]
Culecup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayt {3)
Perhitungan luss batas administrasi wilayah Kabupaten dibitung
herdasarkan sistem koordinat Cylindrioal Equal Areg (CEA] yang
menggunikan bidang proyelsi sillnder dengan stundar lintang pada
lintang 00 dan bujur gstandar atan bujur tengah karena didnggap
lebilh mendeknli dengan luas sebenmrnve di lapangan. Schinggs agar
ginkron dengan luas Pola Ruang wiluyah Kabupaten secam
keseluruhan maka perhitunesn luas batas administrasi wilayah
Kebupaten juga dihltung berdasarkan siatem koortdfinat CEA

Ayat {4)
Cukup jelus.

Ayar(5)
Culkup jelas,

Ayat (6)
Culoup jelps.

Ayat [7)
Culup jelas.

Pusal 6

Yang dimaksud dengan “hijau” adalah kemampuan untuk totap meniagi
lingkunegan alam Kabupaten agar tetap lestan dengan proporsi futupan
lahan vang seimbang.

Yang dimaksud dengan “lestari” adalah tetap lestacinya lunsan dan
kunlilas hutan, danau, din hamparan lahan pertsnian produktd tanpes
metgurang pendavagunaan potensd yang ada sesua) Ketentuan,

Yang dimalsud dengan “aman” sdelah pengembongan potensi wilayah
dilakakean berdasarken deya dulung, daya tempung,  dan
memperhatikan mitigasi encana sehingea pemanfaatan ruang yang
dilnkukan aman dari benesna,

Yang dimaksud dengan “nysman” adalah pengembangan potensi wilayah

harus bedandaskan konsep T Hita Karana., Tr Hita Karana adslah

falsafalh hidup masysrakat Bali yang memuat tiga unsur yang
membangun  keseimbangan  tan  kelammomisan  hubungan  antora
menusia dengan Tuhan, manusia denpun manusia dan manusia dengan
limelungannya gehingga tercipta kenyameanan.

Yang dimaksud dengan “produldd™ adslah - pengembangan  yang
mengedepankan pengembangan sektor/komoditas unggulan di wiluyuh
Labupseten.

Yang dimaksud dengan “berdjatd diri” adalah pengembangen potensi
wilayah yang mendukung terwujudnya magyarakat dan linglungan yang
berjati diri.

Yang dimaksud dengun “berkelanjutan® adslagh pengembangan porensi
wiloyah memperhatikan kebutuhan saat ini serta keburuhan masa yang:
akan datang

Yang dimaksud dengan “penyvangea lingkungan Bali' adalah kemampuan
untul mempertahankan tinglal tutupan vegetasi dan pengembangsn
pertanlan  berwawssan lngkungan merupakan dokongsn terhadap
pemeliharssn dan peJesLm-iun lingkungan alam Bali.

Yeng dimaksud dengan *penyangga kebudaysan Hali® adalah kegiatan
pertaninn yang produktif diharapkan mempu menekan laju alih fungsi
lahan pertuninm sehinpgps dasar budayn agraris Bali letap depat
dilegtarilamn.

Yang dimakesud dengan "penyvangeu perekonomian Bali” adalah kegratan
pertanian unggulan yang terintegrasi dengan kepariwisalasn mampy
memberikan dulkungan terhadup perekonomian Bali secara uwmum.



Yang dimaksud dengan “berbusis budaya agraris” adalah sebugiarn besar
kegiatan serta pemanfeatan suang sehagal perwujudannya menunjukkan
keglatan yang didominasi oleh kegiaran pertaniab dan pendulungnya.
Yong dimaksud dengan “berdays saimg” adalah selurub aktivitas keglatan
yang dikembangkan mampu meningkatkan produktifitas, krealil sesunl
kebutuhan pasar, proses produlest dan distribusi berjaian secara efisien
sechingea mampu memberikan  nilad  tambah  ekonomi untik
kescianleraan masyarakat selaligus meningkatkan daya saing,

Yang dimaksud dengan “terintegrasi dengon kepariwisatean” adalah
seluruoh alktivitas: kegiatan di masyakarat terutame pertanipn yang
dikembanglkan, dapat dinikmati dan mermpakan asset daya larilk wisats
darn  hasil-hasil produksi pertanian  menjadi konsumsi  keglatan
kepariwisataan baik di wilavah Kabupaten maupun wilayah lainoya di
Bali.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi dengan sistern Kawosan Perdotaan
Sarbagita” pdalah bahwe Kawasan Porlotaan Tabanen bersama sama
dengan Kawasan Perliptasn Mangupurs, Jimbaran, Glanyar, Ubud, dan
Sukawat! merupalkan Kawasan Perkolaan di sekitar Kawasan Perkotaan
Intl Kata Denpasar dom Eawusun Perhotasn Kuta, yang membentuk
sebuah sistem metropolitan. Pengembengan  Infrastrukiur perkolasm
dalurmn Kawasan Perkoisan Sarbagitas harus  dkembanglean secara
terpady dan terintegrasi secara lintas wilayah, vang membentuk siatem
metropolitan yang depst memenithi kepentingan-kepentingan nasional,
provingl dan lokal wilayah,

Yang dimaksud dengan “kesgjahterasn mesydarakat’  adalahb
kesejihternsn masyarakal secara ¢konoml dan lahir bathin.

Yang dimaksud denpan "berlandeskan Tn Hita Earmana®  adalah
pengembangan wilayah harus memual lge unsur yang membangun
keseimbangen dan keharmonisan hubungsn antara manusia dengan
Puhan, manusia dengan manusis dan manusis dengan lingkunpannya.
Yang dimuaksud dengan “bedandaskan nilal-nilal kearifan lokal Sad
Kerth?" adalah menjaga kesucian dan keharmonisan slam Bali beserta
iginya, untuk mewujudion kehidupan yang sejahrera dan behagma lahir
dan batin.

Pasal 7
Cukup jelas,

Paas! 8

At (1)
- Cukup jelas,
Avat ()

Cukup jelas.
Avar (3)

Culoup jelas.
fiyat [4)

Cultup lelas.
Ayat (5)

Cukup lelas.

Pesal &
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Curku felay,
Ayat (2)
Cukup jeins.
Ayat (3]
Culup jelas,



Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas:
Avat (3]

Culaoip jelas.
Ayat [3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Cukcup jelus.
Ayut (3]

Culoip jelas.
Ayat (6]

Cukup jeias,

Pasal 12

Ayat (1)

Culcup jilas.
Ayat [2)

Culeup jnlas,
Avat [3)

Cukup |elas.
Ayat [

Cukup jelas.
Ayat (5)

Culcup jelas.

Pasal 13
Ayat (1]

Rencana Struktur Ruang Wilsyah Kabupateén merupakan ketangha

tata runng wilayah Kabupaten vang lersusun atas konstelasl pusat.

pusal kegigtan yvang berhierark] satu sama loin yeng dibubunghkian
tileh sistem laringan prasarana wilayah.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten berfungst:

W, sebagai arahan pembentul sistem pusat kegiatan wilayah
kabupaten yang memberikan luyansn bag kawasan perkotman dan
kawagan perdespan di sekitarmya yang berada dalom wilaysh
kabupaten; dan

b. sistem perletnkan jarmngan prassrdnn owilayah yeang menun)jang
keterkaitannys serta memberikan layanan bag fungs: hegiatan
vang adn dalam wilayah kabupaten, terutoma pads pusal-plsal
kegintun / perkotasn dan perdesasn yang ada.

Reticana  struktur suang wilayah Kabupaten dirumuslsn

berdasarkan:

g kehijalean dan stratepl penataan rosng wilayah kabupaten; dan

b. kebutuban pengembangan dan pelayanan wilaynh lmbupsaten
dalam rangla menduliung kegiaten sesial ckonomi, daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidop wilayah Kabupaten dan
ketentuan peraturan perundang-undengan.

Rentand strolktic ruang wilayah Kibupaten mespechatikan dan

mengedopal kebijakan pengembangan sistem perkotaan berdasarian

FTEWXN dan RTRWP Bali, yvang selanjutnya diintegrasilian dengsn

penetapan sistern  perkot@an  dan  osistem  prasarana wilayah

Kabupsaten.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelus.
Ayat (2]
Culcup jolas,
Ayat {3)
Culoup jelas.



Ayut (4)
Perpres Nomor 45 Tahun 2011 Ténting Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotman Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan
sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014
menyebuthan :
o Kowasan Perkotaan inti terdin atas:
1. Kota Denpasar; dan
2. Kawasan Perkotann Kute di Kabupaten Badung,
b. Keawasan Perkotasn disekilar Kewnsan Perlotasn intl terdiri atas:
1, Kawasan Perkotaan Mansupurs dene Kawasan Perkotsan
Jimbaran di Kabupaten Badung,
2. Kawasan Perkolaan Gianyar, Kawasan Perkotasn Ubud, dan
Kawasan Perkotan Sukawat! di Kabupaten Glanvar; dan
3. [{awasan Perkotnsn Tabunen di Kebupaten Tabanan.
Ayt 3]
Cukup jelas,
Ayat (6]
Culcup jelas.
Ayul (7]
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas,

Pasdl 16
Ayat (1)
Cukup jelas,
Avat (2]
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat [1)
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Julan, pada
Pasal 8, jatan umum menurut fungsinya dilkelompoklkan ke dalam
jalan arten, jalan lkoloktor, jalan lokal dan jmlan linglungan. Jalsn
arteri merupabkan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanun jarak jauh, kecepalan rata-rata Hinggr,
dan jumiah jalen mesuk dibatasl secara berdayn guna. Jalan kolektor
merupakan  jolan umum  yang  berfungsi melayani  angkutan
pengumpul ofau pembagl dengan ciri perilanan jarak sedang,
kecepatan rata-rala sedang, dan jumlah ialan maosul dibatasi. Jalan
lokal mempalan jalan umum yang berfungs melayani angkutan
setempat dengan ciri perialans  jarak dekst, kecepatan ratncrat
rendah, den jumlah ialan masuk tidal dibatasi. Jalan linpkeuangan
merupakan jalan wmum yeng  berfungsi melayani  angkutan
limgleungan dengan il perjalanan jarak dekat, dan leecepatan mta-
rata rendah.
Penambahan, peninpkatan, penurunan, dan penetapan  status
juringan jalan dilaksanakan sesual denpan ketentuan peraturan
perundangari-undangan.

Ayat (3
Cukup jolas.

Ayat (3]
Jalan arteri primer di wilnyah Kabupulen merupakan bagian dari
jnian umum vang menghubungkan PEN di Provinsi Jawa Timur
dengan Provinsi Ball doan dengan PKN luinriva,

Ayat (4]
Cukup jelas.

Ayat (5]
Cukup jelas,

Ayal (6)
Cukup jelas.



Ayat (7]
Cultup jelas.

Ayat [8)
Jalan khusus di wilayah Kabupaten, meliputi:
i1 jalan dalam Hngkungan Kawasan pertahanan dan keamanang

jalan dalam linglkungan Kawusan perkantoran;
c. _]‘d.lﬂ‘l'] dalam lingkungan Kawasen Saorans Pelaysnsn Umum
Wilayah Kabupaten; dan

d. jalan dalam lingkungan Kebun Raya Bedugul.

Ayt (9)
Jalan tnl merupakan bagian deari rencans pengembangan rias jalan
bebuas hambatan Pravinsi Ball yang melintasi wilayah Kabupaten
Tabanan dilaksanalmn setelah melalol kajian telkmis, ekonomi dan
budaya.

AvEt [10)
Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan
penumpang umum untuk angkotan kete (AK) dan anghkutan
perdesasn (ADFES),
Terminal penumpang tipe € dan/gian simpul ansit dalam bentule
simpul terminal penumpang entarmoda dan intermoda dengan
pelayanan angiutan perkotaan dan mmgkutan perdesaan.
Terminal penumpeng tipe C berpotensi untk dikembangkan menjadi
termingl tipe B setelah melalui kajlan sesuai denpan ketentuan
peraturan perandaigen undargan.

Ayat (1]
Termimal barang diator sestel denpsn ketentluon | peraiuran
perundangan-undangan.

Pesal 18
Aot (1}
Sislem jaringan kereta apl meliputl jalar kereta api, jenis kersty upt,
dan lokasi stosiun kereta apl ditetapkan berdasarkan  kajian
lkelayalkan sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan,
Axat [2)

Y Fengn:mbangan jaringan jelur kereta api merupaliun bapian dari
sistem _qﬂ.'l'j:r‘]gﬂn jalur keréta api nasional, yang dimaksudlean untale
mengurang ketergantungan kepada angloatan kendaraan jalan reya.

Ayt (3)
Cukup jeles.

Avat (4]
Peluang pengembangan sistemn jaringsn kereta api baik jaringan
kereta upi muupun stasiun kepeta ap beserta sarana dan prasarana
pendukungnyi di Kabupatén Tabanan merupakon bagian dari sistom
Jaringan Provingl Ball dan Kawssan Perkotean Sarbagiis veng
diliabcinkan setelah melatui kapan,

Ayal (5]
Pengembangan stasiun kerets apl dapal dimlegrasikan dengan
simpul transit lannya secara terpadu menjadi Kawasan T0D,

P=gal 19

Ayat (1)
Pennmbahan don penetapan sistern jaringan sungai, danau, dan
punycberangan lainmya dintur sesust dengan Kelenluan paratiran
perundangan-undangan,

Ayat (2]
Cukup jelas,

At ()
Yanp dimaksud dengan Pelubuhen Sungal dan Denau mernirut Prasi
1 angkn (2) Peraturan Menter] Perhobungan Nomor PM.52 Tahun
4012 tentang Alur Pelevaran Sunpgai dan Dansu adalah pelabuban
yang digunakan untitk melayani sngkutan sungal dan darau yarig
terlorak dif sungad ataw densu.



Pelghuban sungal don dengu dl wilayah Kabupaten menurat
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 teniang
Rencans Induk  Pelabuhan Nasiona! pada Sub Lempiran 5
mergpakan pelabuban sungai dan danau pengumpan,

Avat (4)
Culaup jelas.

Pas=al 20

Ayat (1)
Culupelas.

Ayat (2)
Cultup jelas.

Ayat (3]
Yung dimeksud dengan “Jaringan infrastuktur penyaluran tenogs
listrik don sarpna pendukung” adalph juringan pragamana yang
berksitan dengan kegiatan menyalurkan tenaga listrik dan sarana

- pendukungnys.

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Culup jolas.

Ayat (6]
Rencana Gl pas fnsulated switchgear tegangan elestra tingel (GISTET)
500 kV /150 kV (lima rats kilovelt ataw seratus lima puluh kilovolt)
Antosar] ) Gilimanul.

Axat [T
Culoup jelas.

Aynt (8]
Culkup jelas,

Pagal 21

Aynt (1)
Cukup jelas,

Ayat 12
Culcup jelas.

Ayat (3)
Infrastrolaur jaringen tetap, tetdiri atas:
1. Sentral Telepon Qtomat (STO), meliputi STO Baturid, STO Pupuan

den STO Tabanan. _
2, Rencana Sentral Telepon Digital (STD), meliputi STD Batungsel,
STD Baturitd, dan ST Megati,

3. Shelter meliputi Shelter Antosari.

Ayat [4)
Culzup jelas:

Ayart [5)
Pengembangan jaringan bergerak of wilayah Kabupaten dilakukan
stsuai perkembangan kebiuhsn hailke terhadap jaringan bergerak
seluler maupun kemunglinan perkembangsn kebutuhan terkalt
Jaringan bergersk terestrinl dan satelit yang dilakulan sesusd kajian
dan ketentuan peraturan perundang-undengan yang berlakou,

Ayat (6)
Cuhkup joles,

Ayat (7]
Culnuip jelas,

Avat (8]
Cukup |elas.

Prsal 22
Ayt (1)
Culkup jelas.
Ayat (2)
a. Jaringan irigasi pada DL kewengngsn Pemerintah Pusat yang
berada di lintay Kabupalen/ Ko, meliputi:



1. D.I, Tokad Ayung; dan
2. D Tuldad Penet,
b. Jaringan irigasi pada D.]. kewenangan Pemerintah Pusat yang
berads utuh di Kebupaten /Kota, meliputi
1. 131 Tulkad Sungi; dan
2. Dl Tukad Yeh Hoo.
3, Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di
lintas Kabupaten /Kota, meliputi DL Yeh Leh:
4. Jaringnn irigasi kewenangan Pemenntah Provinsi yang berada
utuh di Kabupaten/Kota, meliputi D.L Balian; dan
5, Juringun irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebar di
selurub Wilayah Kabupaten.
Ayat (3]
Culkupjelas.
Ayat (4)
Culkup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas,
Ayat (6]
Cukup jelas.
Ayt [7)
Cukup jeias.
Ayt (8]
Cukizp jelas,
Ayt (9)
Culeup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat (2)
Culup jelas:

Pagzal 24

Ayal (1)
Sigtem Penyedinnn Air Minum [SPAM) adalah salu kesatuan sistem
fisile (teknik] dan non fisik darl prasarana don sarana air minam.
Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membuangun,
memperiuss fanaiay m:ningk.aﬂ:ﬂn gigtermn fisik [(reknik) dan non
fisile (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan
hukum) dalam kesatuun yang utmh untuk melsksanukan penyediasn
air minurm kepada musyarakal menuiy keadean vang lebih balk.
Penyelengearaan ptﬁﬂcmhangan SPAM  adalss  legiatan
merencanagkan, melaksanalmn konstruksi, mengelola, memehhars,
merehabilitas, memantan ﬂun;’at&u mengevaluast aistem  fisik
(tekenile) dan non Gsik penyediann air mimam.
Penyelengzara SPAM adalah badan usaha milik negara /budan usaha
milik dacrab, koperast, badan usaha swasta, dan/atau kelompolk
masyakarat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem
penyediaan §ir MHTuwT,

Ayat (2)
Culup jelas.

Avat (3)
Cokup jelis,

Ayt (4]
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup ielas.

Ay (6)
Cukup jelas.

Avat [7)
Culoup jelas.



Ayal (8|

Cukirp jelas.
Avat (9]

Cukoap jeias.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayar 2
Culeup jelas:
Ayat (3]
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Alr Limbuh Domestik, terdisi atas!
a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meliputl:
|. Instalast Penpolithsn Air Lintbah [[PAL] Banimas di Kecamatan
Tabanan, Kecameatan Kedirl dan Kecamatan Margs;
2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahonen di Kecamatan
Tahanan;
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah ([PAL] Soka di Kecamatun
Selemeadeg
4, Instatasi Pengolahan Alf Limbah [IPAL) Bedugul di Kecamatan
Baturili; ,
5. Instalasi Pengalahan A Limbeah [TPAL) Tanah Lot di Kecamettan
Kediri;
6. Instalasi Pengolahan Air Limbal (IPAL] Margas di Kecamatan
Margs;
7. Instaiasl Pengolahan Alr Limbah (IPAL) Pencbel di Kecamatan
Ponebal; dan
8. Instalasi Pengolaban Air Lambeh (IPAL) Pupuan di Kecamatan
Pupuan,
b, Instalasi Pengolehan Lumpur Tigja (IPLT) Kerambitan di
Kecamatan Kerambitan; dan
¢, sistesn pembuangan air limbah domestik batk individual maupun
komunal yang terdapat di selurah kecamatan,
Ketentuan Ichih lanjut mengenai pengembangan Sistem Pengelolaan
Air Limbah [SPAL) sesuat ketentunn peraturan perundang-undangan.

Pazal 26
Agrat (1)

Sistem persampahan wilayah ditetapkan melalni kebijzkan dan

strateg pengelolagn sampan yang meliputi:
1. penanganan  sompah  melalni  pemilahan,  pengumpulan,
pengengkutan, pengoluhar, dan pemrosesan akhir;
2. peninghkatan sarana pengolahan sampah setempat;
3. peninghkatan leegintan penpurangan sampah meliputi pembatasan
bmbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampak (recycls,
dan fatan pemanfaatan kembali sampah (reuss); dan
4, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakad,
Ayat (2)

Culap jelas.
Ayat (3)

Citkup jelas.
Avat (4

Cukup jelas.
Ayat (5)

Culaup jeles,

Pasnl 27
Ayat (1)
Culoup jelas.
Ayat (2)
Cukip jelas,
Asrat (3]
Cuakup jelass.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayar (1)
Culaap jelas:
Ayal (Z)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas:
Avar [4) _
Culcup jelas,

Pasal 20
Aot [1)

Rencana poia ruang wilsyah merupakan rencana distribusi

peruntukan ruang dalam wilaynh Eabupaten Tabanan yang melipull

rencang peruniikan ruang untuk fungsi Undung dan fungsi budi
diy.

Rencany pola ruang wilayah berfumgsl:

o sebagai alokasi ruang untuk berbagal kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan kegialan pelestarian imgkungan dalam wilayah
lnbupanen;

b, mengatur keseimbangan dan Keserasian peruntukan ruang;

c. sebagai dasar penvusunan indikasi program pembangutan, dan

d. sebagal dasar pemberian lzin pemaniataan ruang pada wilayah
kabiipraten.

Kencang poia ruang wilayah dirumuskan berdasar i

a. kebijakan dan strateg penstesn rueng wilayah kabupatern,

s, daye dukung dan daya twmpung lnglungan hidup wilayah
kabupaten; :

¢. kebutuhen ruang untuk pengembangan kegiatin sosial ekonomi
dan lingktingan; dan

d. ketenmuan peraturan perundang-undangan terksit.

Hyat (2]

Cukup jelas.

Avat (3
Cukup [elas,

Pasal 30
Kowasan Linduneg di Eabupaten sdalah kawasin yang secarn elnlogis
merupakan satu ekosistern yang memberimn perlindungan terhadap
kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Tabenan, atau kawasan-
Keawasan Lindung lain yang menurut kelentuan peraturan perdndang-
undangan  pengelolnannvae merupakan  koordinesi  kewenungan
pemerintah, pemerintah provinst dan pemerintah kabupaten.
Pengelolaan Kewasan Lindung berfujuan untuk mencegah timbuloya
rerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkathkan fungsi
lindung terhadop tanah, air, fkiim, tumbuhan dan satwa, serta nilal
sciarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekoaragaman
havatl, satwa, tipe ckesistem dan keunikan alam: Pemanfaatan tanan
nads Kawasan Lindung hanys untuk kegiatan vang bercsifat ticak
terbangun serta tidak memaniuatkean peralomn yang dapat menganggu
kelestarian linglungan dan keselmbangan ekosistem,
Pemantepan Kawasan Lindung menjadi titik tolak hagi pengembangan
Tate Ruanp Wilayah Kabupaten yang berlandaskan kepada prinsip
pembangunan berkelanjutan. Setelah Bawasan Lindung ditetapkan
sebagai lmirasi bagl pengembangan wilayah, selanjumya dapat
ditentulan arahan pengembangan Kawasan Budi Daya.

Pagal 31
Cukugn jelas,



Pagsal 32

Avat (1)
Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifas
khas ‘vang mampu membesi periindungan terhadap lowasan
selitarnya aan bawahannya, Tujusn perlindungannya adalah untuk
meniegah terjadinys erosl, beneana banjir, ssdimentasl dan menjaga
fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersedipan unsur hara
tanah, air tanah, dan air permuksan.

Ayal 2]
Cukup jelas:

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat berups Hewssan Kearifan Lokal,

melipuli:

. Kewasan Suci; dan

b. Kawasan Tempe) Suci.

Kawasan Suel, meliputi;

a, Kawasan Suci gunung mencakup kawasan dari lereng kaki gunung
memiju ke puncak gunung, mencikup Gunung Batukaru di
Kecamatan Penebel]

b Kawasan Buei danag, mencakup Danau Beratan di Kecamatan
Baturiti;

¢, Kawasan Suci campuhan mencalaip seluruh pertemuan alimn dus
buah sungai tersebar di seluruh kecamatan;

d. Kawasan Suci pantal mencalop pantal vang dimanfaatkan untuk
kegiatan ndat, kepiaten spirilusl dan melastl pada pantai-panta
tertentu, terdapat di:

1. Recamaran Kediri;
2, Kecamatan Tabanan;
3. Kecamatan Kerambitan;

4, Kecamatan selemades Timur;
E. Kecamesten Selamadeg: dan
5. Kecamatan Belemadeg Barat

e. Kawasan Suci lant mencakup kawasan perairan leut yang difungsikan
untul tempat melangsungkan legiatan adat, kegiatan spiritunl dan
melasti pada Wilayali Perairan Pemisir, terdapaul di:

1. Kecamatan Kedir;

2. Kecamatan Tabanan;

3. Kecamaran Kernmbitang

4. Kecamatan sefemadeg Timur;
5. Hecamatan Selemadep; dan
6. Kecematan Selemadep Bardt,

. Kawessan Stc mata air mencakup tempat-tempst mata alr yang
difungailisn sebagal pengambilan air sucl untule melangsungkan
leegintan spiritaal tersebar di seluruh kecamatan.

Kawgasan Tempat Suct, meliputi:

g Kawasan Tempal Suc Pura kabhyvangan jagat mencakup Kawidsan
tertenty dj sekitar Pura sad kahyangan, Pura dang Kehyangan dan
Purn kahyangen jagat inmya,

b, Kawasan Tempat Buc Purd kahyvangan desa meliputl area tertentu
sekitar Pura kahyangan tga den Pura kahiyangan desa lpinnys; den
¢. Kawasen Tempa! Sua lainnya mencakup Pura swaging dan Pura

keluarpa nteu Pura kawinn,

Kawasan Perlndungan Setempat berups Kawassn Tempat Sucl, yang

tergambarkan dalam peti, terdiri alas:

1. Pura Resi di Kecamatan Kediri;

2. Pura Lubur Pakendungan di Kecamatnn Kediri;

3. Pura Tanah Lot di Kecamatan Kediri;

4. Pura Alas Kedaton di Kecamatan Margs;

S, Pura Luhur Batularo dif Kecamatan Penebel:

f. Pura Lubur Tamby Waras di Kecamatan Penebel;

T. Pura Lubhur Srijorg di Kecamatan Selemadsg; dan

8. Pura Gading Wani di Kecamatan Selernadep Harat,



Kawasan Tempal Sucl Pura kahvargan jagat lainnya, Kawasan Tempat
Sucl Pura kahyangan desa dan Kawasan Tempst Suci lainnya tersebar di
seluruh Wilayah dan diatur tehih lanjut pada RDTER.

Pragal 34
Avat (1)
Yang ditnaksud Kewasan Suaka Alam (KSA) adaloh lawasan dengan
eirt lehas tertenty bailk di darat maupun di pecairan Vang mempunys
fungsi pokolk sebagai kawasan pengawetan keragaman jemis galwe
beserta elkosistermriy
Kawasan suaks #lam yang herupa cagar alam ditelapkan dengan

kriteria:
g memilild kesnekarapaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe
ekosistimonyviy;

b, memiliki formest biota tertenta dan/atau wmi-unit penyusunnyas,

o. memilik kondisi alam, baik mote maupun fislknya yang masih
sl atau belum diganggu manusia;

d. memiliki leas dan bentuk tertentu; ateu

e. memiliki cirl khas yang morupakan satu-satunya contoh di suatn
duerah serta keberadaannya memerhalkan konserviasi.

Yang dimaksud Kawasan Pelestarian Alam [KPA] adaleh lawasan

dengen ciri khas tertentu baik di daret maupun di laut yang tenilama

dimanfmatioan untuk pariwisate dan relreas) alam.

Kawasan pelestarian alam yang berupa Tamien Wisata Alam (TWA)

ditetapksn dengan kriteria:

a. memilikd daya tarik alam  berupa twmbuban, satwa, dan
elosisitemnya yang masih asli serta formas: geologl yang indah,
urik dan langka;

b, memilild alses yang balk untuk keperiuan pariwisala;

¢ memiliki lnas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber
daya alam hayati dan ekosistermmnya untuk dimanfaatican sebagai
keglatan wisata alam; dan

d, kondis  lingkungan di  selitwmya  mendukung upays
pengembangan legiaten wisata alam,

Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayal (3]

Culoup jelas

Basal 35 _

Kawasan Budi Daya adalah lawasan vang ditetapkan dengsn’ (ungsi

utama untuk dibwdidayalan atas dasar kondisl dan potenst sumber daya

alam, sumberdaya manusis, dan sutrberdaya buatan. Seluruh kawasan

yang tidak ditetapkan sebagsi Kawasan Lindung sccars pnosip dapat

diperuntukan sebagai Kawasan Bud: Daya. Dengan dermikian, Kawasan

Budi Daya merupekan kawasan yang potensisl untuk dikembangkan

baik sebagai kawasan veaha produksi maupun permukiman.

Rencany dalom pemanfaatan Kawasan Budi Daya ditujukan pada upaya

optmasi pemanfaatan sumberdaye wildvah sesoal dengan dava dukung

lingkunpgan. Sasaran pengembangannys adalah:

p. memberikan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Bud) Daya secarn
optmal dan mendukung pembangenan berkelanjuian;

b, memberikan arahan aniuk menentolean prioritas pemanfaatan raang
antar kegiaten budi daya yang berbeds; dan

¢. memberikan arahan bagl perubahan jenie pemanfantan rusng dar
jenis kepintan budi daya tertentu ke jenis lain.

Pasul 36
Yang dimaksud Kawasan Perkebunan Ralvat adalabh perkebunan halk
yang berada pada tanah yang dibebani hsk milik. Pemanfastan
perleebunan raleyat bertujusn untuk memperoleh manfaat yang optimal
bagi kesejnhteragn seluruh masymikat secara berkeadilnn serfa untuk
menduliung pelestaren nghungan.



Kawasan perlsbunun rakyat termasuk knwasan hutan produlsl yang
mempunyel [ungsi pokol memproduksi hasil butan,

Pasal 37

Ayat (1)
Yang dimaksud Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasar fahan
asah beririgasi, lahan besah ridak beringesi serta laban kering
polensial untul pemahiratan dan penpgembanigen tanaman pangarn.
Yang dimaksnd Kawasan Hortikultura adalah kawasan lohan kering
potensial  untule  pemsniaatan  dan  pengembangan  tanaman
hortikulture secara monokultur muaupun tumpeng sar Derupa
kemoditas yang berakitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabarl,
dan flarikultura, termesuk di dalamnya jamur, lumul, dan tanaman
pir yang bBerfungsi sebagnl sayuran, bahan cbat nobati, danfatau
behan estetikn,
Yang dimaksud Kawasan Perkebunan adalah kawasan vang memiliki
potensi untuk dimanfaatian dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atan [shan kering untuk komeditas perkebunan.

Ayt (2)
Cuknip jelas,

Aymt (3)
Culcup jelas.

Avat (4)
Culkup jelis,

Ayat (5)
Yang dimaksud Kawssan Pertarian Pungan Berkelanjutan adalah
kawasan pertanian  yang  ditetapkan untuk  dilindung dan
dikembangkan secara konsisten puna menghasillean pangan pokol
hapi kemandirian, ketahsnan dan kedaulatan pangan nosional
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan
Tanaman Pangan stau bagian darl Kewwsan Tanaman Pargan,
‘gehinpen Kawasan Pertaniar Pangan Berielanjutan merupalkan
kuwasan pertampalan (oseriog).

Pagal 38

Yang dimaksud Kawasan Peruntulan Industri adainh kawasan yang
.diperuntonkan bagl pemusatan kegiatan inddstri bafk pengembengan
kegiatan industri skala keeil dan mienengah.

Industr adalah kegiatan ekonomi yang mengplan bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, danjatau barang jadi mergadi barang
dengan milai yang lebih tingei untulk pengguneannya, termasuik kegiatmn
rancang bangun dan perelmvasasn industri.

Hewasan Indostr] menurut Pasal | anglka 2, PP, Noo 2% Tuhur 2009
tenitang Kawasan Indusiri adalah kawdsan tempat pemosatan kegiatan
Industri yang dilengkapi dengan saranea den prasarans PENUTENE YaIE
diltembangkan dan dikelole oleh Perusehann Kawasan Industn yvang
telidh memiliki 12in Usaha Kawasan [ndustri.

Kawasan Peruntukan Induste] menurnt Pasal 1 angka 5 PP No. 23 Tahun
2009 tentsng Kawsssn ndusti odelah  bentangsn  lahan  vaog
diperuntukikan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tato Ruang
Wilayah yang ditetaplan sesuai dengan ketentuan peraturan perundsang-
undangan, Menurut Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2009 entang Kawasan
Industri:

g, luas lahan Kawnsan Industt paling rendeh 50 (ima puluh) heidar

dalam satu hemparan,; dan
b lues lshan Kawasan Industrt Tertentu untnk Usehs Mikro, Beell, dan
Menengah paling rendah 5 (lima) helktar dalam sama hamparan.

Di wilayah Kabupaten Tabanar tidak terdapat lmwasan industri, namun
akan dikembangkan minimal Kawasan Industr Tertentu untulk Usaha
Miilern, Kecll, dan Metiengal

Pasal 349
Cultup jelas,



Pasal 40
Ayat [1)

Ying dirmalsud Kawasan Permukiman adalah bagian dart lingkungan

hidup di luar Kawasan Lindung, ‘baile berupa kawasan perkotaan

maupun perdesaan yang berfungsi sebagal lingkUngan tempat tinggal
atau lpghungan humian dan tempat kegiatan yang mendukung
nerikehidupan dan peaghldupan,

Kawnsan Permukiman memiliki funpsi antara lain:

. sebagui lingkungan: tempat tingeal dan fempat kegalan yang
mendubung  perikehidupan  dan  penghidupan  mesyarakat
sekalious menciptalain interaksi sosial; dan

b, sehagai kumpulan tempat hunian dao tempat herteduh keluarga
serta sarana bagl pemblnean keluarga,

Yang dimaksud Kawasan Permulkiman Perkotaan adalah bagian dar
kawasan perkotosn yvang diperuntukan unmik tempat tnggal atau
lingkungan bunian dan tempar kegiatan yang mendukung bagi pert
leehidupan dan penghidupan yang sekalipus juga menyediskan
pusal-pukat peloyanan sesual fupngs! kawasan  perlotian vang
disendangnya meliputl fuhgsi PKL dan PPK.

Yang dimaksud Kawasan Permuldman Perdessan adatah bagian dart

kawasan perdesagn yvang dipruntukan untuk kelompolk tempat

tingeal atau lingkupgan hunion dan tempat kegiatan yang
mendulung bagl peri kelidupar dan p:ng,lllr.lupan yang selaligus
fugn menyediskan pusal-pusal pelayanan perdesaan sesuind flingsi
kswasan perdesaan vang disandengnye meliput fungsi PPL maupun
perrukiman perdesaan murnt.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jeiss.

Prisal 41

Ayat {1)
Yarg dimaksud Kawasan Pertahanan dan Keamanan mnegara
merupakan bagian yang tidok terpisahkan darl upays keseéluruhan
penatasn ruang wilsyah terutema dalam opeya meniaga ketertiban
U,

Ayat (2]
Cukup jelas,

Pazal 42

Ayt (1)

Cukup jeins.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayat (3]

Cukup Jelas.
Avet (4)

Cukup elas.
Ayat (5]

Cukup jelas.
Ayal (6]

Cukup jelas.
Ayat (7]

Cukup jelas.
Ayat (8)

Culcup jelas.
Ayal (9]

Cukup jelas.
Avat (10)

Cukup jelas.
Ayar {11)

Cukup jelas,



Pasal 43

Mvar (1)

Citkup jelas:
Ayat (2]

Cukup jelas:
Ayar (3]

Cultup jelas.
Ayat (4

Culup jelas.
Ayat (5]

Culoupelas,
Ayal (6)

Culaip jelas.
Ayl [7)

Culedp jelas.
Ayt (8]

Cukup elas.
Ayat (9)

Cukup jeias,
Ayet (10]

Cuakup jelds.
Ayat [11)

Culkuap jelas.
Ayt (12)

Cukup jelas.
Ayat (13)

Culsup jelas.
Ayul [14)

Culup jelas.
Ayat (15)

Cukup jelas.
Ayat (16) /

Cukup jelas.)’
Ayat (17)

Culup jelas.
Ayat (18)

Culup |elas.
Ayat (19)

Cukup jelas,
Aymt (20]

Culkup jelas.
Ayat (21)

Culkup jelas.

Pasal 44

Ayat (1]

Cukup jelas.
Ayt (2]

Cubup jelas,
Aot (3]

Cukup jelas.
Ayat (4]

Culeup jelas.
Avat (3]

Cukup |clas.
Avat (6]

Culoup jelas.
Ayat (7]

Cukup jelas.
Ayt (8]

Cukup jelas:
Syal (9]

Culcup jelas.




Ayal (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukeup jelas,
Ayat (12)

Culup jolas.
Ayat (13)

Cukup jelas.
Avat [14)

Culcup jelas.
Avat [15)

Culcup jelas,
Avul (16)

Culaip jelas,

Pasal 45
Culkup jelas.

Pasal 46

Ketentuan kesesuainn kegiatan pemanfoatsn ruang |KKPR) adalsh
keterituan-ketehtuan yang disusun  oleh  pemerinizh  Kabupaten
Tobanan, sebagai dagar dalam menyusun ketentuan perimnan oleh
pumerintal Kabupaten Tabanan, yang harus dipenuhi oleh sehiap pihilk
sebelum pemunfaatan rusng, yang ditetepkan oleh pemerlitah daerab
sesiind dengan kewenangannys, yang dipunakan sebngai alat dalam
melaksanakan pembangunan kerumngan vang terlib sesual dengen
reficana tatn ruang veang telah disusun dan ditetaplan. Yang dimaksud
dengan perzinan adatah perizinan yang tericart dengan o pemaniaatan
rugng yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus
dimililt sebelum pelakssnasn pemaniaatan ruang lzin dimaksud adatah
it lakasi fungsi rmuang, amplop ruang, dan kualitas runng. Ketentiom
perizinan wilavah Kaebupaten berfungsi:

b, scbapsi dasar bagl pemerintah kabupaten dalam menyusun
ketenituan periinan;

b, sebagai alat pengendall pengembangan kewasem;

¢. menjamin pemanfastan nueng sesusl dengan rencana tala ruang,
peraturan zenasl, dan standar pelayanar minimal, dan kuolitss
minimusi yang ditetaplkan;

d. menghindsn dampak negatil; dan

e, melindungi kepentingsn umam:

Ketentuan perizinan wilaygh kabupaten terdici atas:

a. bentuk-bentuk izin  pemanfaaptan raang yang harus mengacy
dolkomen RTRW kabupaten, yaitu mn yang menjadi kewenangan
pemorintah  kubupalen  berdusarkan  peraturen perundang.
LLnChar e

b: mekanisme perizginan zerkait pemanfastan misng yang menjadi
wowonang pemerintah provins: mencakup pengaturen keterlibatan
maging-masing Instansi peranghat daersh terkait dalam  setiap
perizinan yvang diterbitlosn; dan

. Alursm-aturan tenténpg keterlibalen kelembagaen  peopambil
keputusan  dalam mekanisme perizgingn  ates izin yang akan
dikeluarlean, yang skan menjadi dasar pengembsngan Standar
Operagional Prosedur (SOP) periginan.

Prsal &7
Ayat (1)
Culup jelas,
Ayt (2]
Culcup jolas.
Ayat (3)
Cultupjelas:

Ayt (4)



Cukup jelas,

Pagal A48

Ayat (1)

Culeup jelas.
Ayat [2)

Culkup jelas,
Ayat [3)

Cileup jelas.
Ayat (4]

Cukup jelas.
HAyat (5)

Cukup jelas.

Prasal 49

Ayat (1]

Culup jolas.
Ayt (2)

Culomp julas,
Ayat [3)

Culiip islas,
Ayat [4)

Cultup jelas.

Pasal 50

Ayut [1)

Cukup jelas,
Ayat (2]

Cukup jelas,
Ayul |3)

Culeuap jolos.
Ayut (4)

Cuitup jetas.
At D)

Cukup jelas.
Ayt (5]

Culeup jetas.

Pasal &1

Ayul (1]

Cukup jelas.
Ayat (2]

Culeup lelas.
Myt (3)

Cukup jelas:
Ayat (4]

Cultup jelas.

Pasgal 52
Ayat (1)
Cukup jeias:
Axar (2
Culoup jelas.
Ayat (3]
Cukup ielas,
Ayl (4)
Culup jelas.
Pasal 53
Fynt (1)
Culeup felan.

Ayat (2]



Culamip jelas.
Ayat (3)

Culaip delas.
Avat [4)

Culaup jelas.

Pisal 54

Awat (1)

Cuktup jelas.
Ayat |2)

Culaup jelas.
Ayl (3)

Culugp jelas.
Ayat [4)

Cukup jeias.

Pazal 36

Ayt (1)

Culkcup jelas.
fyat (2)

Cuzlaap jelas.
Avat (3)

Culaup jelas.
Ayat (4

Culcup jelss.

Pasal 5b

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2

Culoup jelas.
At [3)

Cukup jelas,
Avat (4 .

Culup jelas.
Ayat (5]

Cukup |elas,

Pasal 57
Culeup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Ketentuan Umunt Z2eiatl adalah ketentuan umnm Yy mengatinr

pemanfustan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

yvang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan

kzwnsan seldtar juringan prasarena sesuai dengan RTRW Kabupalen.

Hetentuan umum  ronssi  berupa  penjabaran  secara  umuom

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang  persyaratan

pemanfaatan ruang dan ketentozn pengendaliannya yang mencakun

seluruhwilaysh administmit

Merujuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertnnahan Nasionel Nomor 11 Tehun 2021 tentang Tata Cars

Penyusunan, Penimjauan Kembali, Revisl dan Penerbitan Persetuiuan

Substenai Rencana Teth Ruang Wilavah Provinsi, Kabupalen, Kota

dim Rencana Detafl Tata Ruang, ketenluan umum sonasi berfungsi:

a. sebagal dasar pertimbangan dalam pengewasan penatoan ruang;

b, menyerdagnmian ketentban umum zonas di osehoruh wilirah
Kabupaten untuk péruntulan ruang yang sama;

¢, schagal landessn bagl penyusunail peraturan sondsi  pads
tingkatan aperasional pengendalian pemanfastan mang di setiap
kawasan/zona Kabupaten; dan

d, sebapai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.



Ayat (2)

Culsip jeles.
Ayut (3]

Cukeup jelas.

Pasal 59
Ayut 1)
Cukup jelds.
Ayat [2)
Cukuap jelas:
Avat (3]
Culoup jelas,

Pa=al GO
Ayat (1)
Culup jeias,
Ayat (2]
Cukup jelus.
Ayat (3)
Cukup jelas:

Pasal 61

Ayat {1}

Culup jelins.
Ayet [2)

Culouyp jelas.
Ayat [3)

Cukup julns.
Avat (4)
Ayal (5]

Cukup jelas.
Ayat (H)

Cukup jelas.
Ayat (7]

Culcup jelas.
Ayal (8]

Cukug jelas.
Ayst (9]

Cukup jelas.
Ayat {10)

Cukup jelas.
Ayat {11}

Culoup [elas.
Ayat {13)

Cukup jelas.
Anat {13]

Cukup jeias.
Ayat (14]

Culop jelas.
Ayat {15)

Cukup jelns.
Ayat {16]

Cukup jelas.
Ayat (17)

Cukup jelas.
Ayat (18]

Cukup jelas,
Ayat (15)

Cukup jelas,
Ayar {20)

Cukup jeias.

Pasaal 62



Ayat (1)

Cukup jelas:
At (2]

Culcup iclas.
Ayat [3)

Culkup jelas,
J"l}l'lﬂt (+4)

Cukup jeins,
Ayar [5)

Cubup jelas,
Ayat (B)

Cukup jelas,
Ayt (7)

Cukup selas.
Ayat (8)

Cukup jelus.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukuap jelgs.
Ayat {2)

Culeup Jelas.
Ayat (3]

Culup lelas.
Avat (4]

Cukup jeias.

Posgl 64
Ayat (1)
Culkup jelas.
Aval 12)
Cukup jelas,
Ayat (3) '
Culup jelus,
Ayat (4
Culmp jelas.
o Avet (5]
' Culkaap jeias,
Axat (6]
Cukup jelas.
Ayl {7
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cubup jelas.
Ayt (2)

Culeap jelas:
Avyat [3)

Culaap jelas.
Ayat (4)

Culaup jelas.
Ayat (5]

Culoup julas,
Ayut (6)

Culkup jelas.
Ayt (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Culcup jelas.
Al (9]

Culqup jelas.
Ayat (10)




Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukap jélan.
Ayat (13)

Cukup jelas.
Ayat (13)

Cukup jelas.
Ayar [14)

Culaap jelas.
Agat [15)

Culoup jelas:
Ayt [16)

Culiup jelas.
Ayat (17)

Cuklp jelan:
Ayt (18]

Cubkup jelas.
Ayat [19]

Cukup jelas.
Ayat (20)

Culeup jelas.
Ayt [21)

Cukup julas.
Ayar (22)

Culcup jelas.
Ayt (23]

Culkugp jelas:

Pasal 66
Ayt (1)
Culcup jelas.
Ayt (2)
Culcap jelas.
Awat (3)
Cukup jelas.

Pasal &7
Cukup lelas,

'a=al 68
Bvat {1)
Cukup julas.
Ayat (2)
Culup jelas:

Pasal 69
Ayat (1}
Culup jorlas,
Ayat (2)
Cukup jelas:
Asat [3)
Culaup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayt [2)
Culup jelas:
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasel 71



Yarig dimaksud dengan kawasan perianian janaman pangen adolih
Lahan Sawah Dilindung (LSD).

Pasal 72

At g1
Cukup jelas.

Ayal [2)
Yang dimaksud dengan kawnsan pertanian tanaman pangah adalah
Lahan Sawah Dilindung (LSD)].

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimoksud dengan kawasan pertanian tanamil pangan ndalah
Lahan Sawsh Dilindungi (LSD].

Pasgal 73
Cukup jelas

Pasal T4
Yanp dimakssud dengan kawasan permanian lanaman pengan adalah
Lahan Sawal Dilindungi (LSD).

Pasal 75

Avat (1)
Cukap jelas.

Ayai [2)
Yang dimaksud dengan kawasan pertanian Enaman pangan adalab
Lahan Sawah Dilindungd (LS.

Ayat (3)
Yang dimakaud denpgan kawasan pertanian tanaman pangan adalah
Lahan Sawal Dilindungt (LSD),

Pasal 76
Cukup jelas,

Pozrel 77

Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2
Culdip jelas,

Ayat (3}
Cakup jelds.

Avat (4]
Yang dimaksud dengan “banjir® adalab peristiwa atad keadaan
dimans terendamnys: suaty dasrsh alou daratan karena volume air
yurg meningkat.

Ayat (3]
Yang dimaksud dengsn “geralan tanah” adalsh salah satu proses
perpindahan massa tanah /batuan dengan arah gerak, mendalar atau
miring dari kedudiskan semula dikarenakan penganth grvitasi, arus
air dan behan luar. '

Ayat (6)
Yang dimeksud dengan “gemps bumi® .adalah  gelaran  atau
guncangsn yang terindi di permukean bumi akibat pelepasan energl
dari bawah permulian secara tiba-tiba yang menciptalen gelombang
selsmik. Gempa bumi hizsa disebablian oleh pergerakan kerak bumi
atau lempeng bumi. Selain ity gempa bumi juga bisa disebabkan oieh
letasan gunung api.

Ayt [T)
Yang dimuksud dengan “tsunami® adalgh gelombang air laut besar
yang dipicu oleh pusaran air bawuh laut karens pergeseran lempeng,
tanah longsor, erupsi gunungapl, dan jatuhnys meteor.

Ayat (8]



Yang dimaksud dengan “tanah longsor” adalah salah sata Jenis
garakan massea tanah atau batuan, staupuan percampuran keduanya,
yang menuruni ateu keluar lersng akibat terganggunys kestabilan
tanah atay batuan penyusun lereng:

Ayt (9)
Yang dimaksud dempan “abrasi pantai® adaiah sulity proses alam
berupa pengkisan tangh pada daerah pesisic pantai  yang
diakibatlkan bled ombak dan -arus laut yveng sifatnya merusak
terkeadang juga disebut dengan erosi pantai

Ayat [10)
Yang dimaksud dengan “likmefuksi” adalah fsnomena di mama turush
yang mn pa kohesi menjatubkan kekuatan gesermya stcars aignifikan
dan mengalic di bawah volume yang konstan, tegangan konstan
seoary, ofeklil dan teganpan geser yg konstan akibat ombulnys
tekansn pori yang berlebihselaons gempa bumi.

Ayat (11)
Kawasan Cagar Budaya vang dimaksu! meliputi:
1. Pura Luhur Batukaru
2, Pura luhur Pucal Petall
3. Pura Lubur Muncuk Sari
4. Pura Luhur Tambawaras
5. Pura Luhur Besi Kalung
fi. Pure Lohur Sekartaji
7. Pura Balu Helig
8. Pura Natar.Jemeng
9. Kawasan warisan budeya lansekap budaya Subak dan Para Catur

Angega Batukaru dan sekitnrnya, termasule di dalomnya TWA
Buyan Tamblingan dan Kawasan Cagar Alam Gunung Batubam,

Ayat (12}
Cukup jelas.

Ayat [13)
Culkuip jelas.

Ayat (14)
Yang dimalksud dengan "kawasan sempadan pantsi” adalzh kawasan
aepanjang  pantsi  yung mempunval manfadl  penting  untak
mempertahankan kelestarian fungsl pentad, keselamatan bangunumn
dan ketersetiaan ritang untule publik.
Pengecuuliun lebar sempadan pantal untuk pantai-pantai yang ada
di Daerah Bali getelah mendapat kajian telous darl instans: dana tan
pakar terkait. Kagjian teknis dimeksud melput dava dolong fisik
alsm linglkungsn pantal yang sekurang-kurangnya meliput tnjauan
geologl, geologl tata linglungan, lkemunglinun erosl dan abrasi,
pengnruh kidrologl lokal dan reglonal, dan rencana pemanfaatan
Kawssan pantai.

Aym['ﬁﬁl
Yang dimaksud dmga.n "sempadan sungsl® adalah  Kawasan
sepaniang kiri-kanan sungal, termagle FlUMgR]

bustan /kanal /saluran (rigasi primer yabg mempunyal manfast

penting untuk mempertihankan kelestarian ingsi sungal.

Tujuan perlindunpgan adalah untuk melindungl sungai dari legiuan

manusia yang dapat menggangzy dan merusak lualitas air sungai,

leondist stk pinggir dan daser sungai, serla mengamanksn aliran
sungai. Tahanan dikategorikan sebogal sungai kecll maupun sungai
besar, bersifat meander dimans air sungai tidak langsung mengnlir
lee lnut secura tegak luriis panital melainkan berbelok berubab-ubah
ke kanan dan ke kinl dan mengikis pasir pantal yang berada di sekdrar

TIIUATE SUnEHA

Kebijaksanaan pengelolaan kawaegan sempadan sungal meliputi:

a. pencegahan kegiatun budidaya di m:rmrljang sungat vang dapat
mengganggu atay merusak kualitas a@ir, kondisl fislk dan dasar
sunpgal serta alivannya

b. pengendalian hegintan budidaya/kewasan terbangun yang telah
ada di seldtar sungad; dan



¢, pengemanan daerah alitan sungal.

Ayar [16)

‘x'ang dimaksud dengan “kawasan sempadan situ, dansuy, embung;

dan waduk® adalph kawasan disclteliling perairan Danau Beratan
maupun sekitar Waduk Telagn Tunjung yang mempunyai manfial
penting untuk mempertahenitan kelestarian fungsi dansu maupun
watuk. Tujusn perlindungsi adalah untule melindungl denan
maupun waditile dari hegiatan budi deayva yang dapat mengganggu
kelestarian funped dansu.

Ayat (17]

Ying dimaksud dengan “kawasan sempadsn mats alr” adalah
Kawnsno yang dlrempkan memiliki Kriterig berada pada daratan da
gekeliling mata  or  veng  mempunyal  manfast  unluk
mempertahankan Mungsi mara air dan wiliyah dengsn jarek paling
sedilal 200 m (due catus meter) dart mals air,

Avat [158)

Kawasan sempadan ketenagalistrikan menpscu pada ketentuan
Peraturan Menterl Energl dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan Ates Peratiiran Menter] Energl dan Sumber
Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tenteng RBuang Bebas dan Jarak
Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tingel, Saluran Udara
Tegangan Eiatra Tingg, dan Saluran Udara Tegangan Tinggl Arus
Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Aval [19)

Yang dimaksud dengan “wilapah usaha pertambangan” adalah
wilayih yung memiliki potensi mineral danfatau batubara dan tidak
terikat dengun batzsan pdministrasi pemerintahan yang merupakon

bagian dari tata ruang nesional.
Avat (20)

Culeup jelas.
fyat (21)

Culcup ielas:

Pasal 78
Cukup jelas,

Pasal 79

Avat [1)

Culoup jelas.
Ayal [2)

Culaup jelas.
Ayat (3)

Culmup jelas:
Ayat [4)

Cuilkup jelas.
Ayat (5]

Culmup jelas.

Pasal Bl
Ayat (1)
Culup:jelas.
Avat [2)
Culup jelas.

Ayat [3)

Culcup jeolas.
Ayat (4

Culcup jelas.
Ayat (5)

Culmp jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.



Pasal 81

Ayat (1)

Culcap jelas.
Ayat (2)

Culkup jelas.
Ayat [3)

Culup jeias.
Ayut (4]

Culosp jelas.

Pasal 82

Avat (1]

Cukup jeias:
Aot [2)

Cukup jelas.
Ayat (3]

Cukup Jelus,
Ayvat (4]

Cubup jelas.
Ayat (5)

Culkup jelas.
Ayat (B)

Cukup jelas.
Ayt [7)

Cukup jelas.
Ayat 8}

Cukug jelas.

Pasal 83
Ayat (1] ..

Nasar pertimbangan diterapkannyi insentil dan/atau disinsenti

dalam pelaksnnasn pemanfastan nuang adalsh:

1. pergeseran famnan ruang yeog o terjadi lidak menyebabkan
dampak yang merugikan bagi pembangunarn kotas

2. pada hakekatnya tidale boleh mengurangt  hiak masyarakat

i sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan

dan martobat  yang sama untuk  memperoleh dan
mempertahunkan hidupnya; dan

3. tetap memperhutikan parifsipas] masyarakal di dalam proses
pemaniaatan ruang untok pembangunan oleh masyarabat.

Kriteria penctapun perengleat insendl adalah ;

1. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan
TEIICANA tata Tuang

2. mendarong pembangunsn vang memberikan manfail yang besar
kepads masyaraiat, dan

3. mendotong partisipasi masyecake: dan  pengembang dalam
pelaksanaan pembangunan.

Kriteria penetapan peranglkat disinsentif adalah:

1. menghambat/membatasi pembangunun  vang tidek ‘sesual

 dengan rencana tata ruang; dan

9 menimbulkan dampak vang cukup besar bagi masyarakel di
sekilarnva.

Penerapan ifnsentif atnu disinsentif secars lerpisah dilakukean untuk

perizinur skala lecil/individual sesual dengan peraturan zoOTast,

sedangkan pencrapan insemlif dan disinpentil secara bersamzan

ditieriizan untuk perizinen skala besar /kawasan karena dalam slala

besar /kawnsan  dimungkinlen adanya- pemanfastan ruang yang

dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaarn,

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tingsi dapul dikenalmn

untuk pemaniastan rusng vang fduk sesual rencana fala ruang

melilui penetapan nilil joal objck pajalk (NJOF) dan nilad jusl kema

pajak (NJKF) schinggs pemanfaat roang membayar pajek lebih fmgss.




Insentil dipat diberikan antarpemerintah daersh yang saling
berhubunpan berupa subsidi  slung  dari | deasreh  yang
penyelengearasn penatean ruapgnya memberikan dampak kepada
daerah yang dirugikan, atau antars pemerintah dan swasta dalam jal
pemerintah memberikan preferensi keparda swasta sebagai imbalan
dalam mendulung perwujudan rencana laia rmang.

Ayat (2}
Cukup jelas.

Ayt {3)
Culoup jetias,

Avat (4]
Culmp jelas,

Ayt (5]
Cukiip jelas.

Ayat (6]
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Avat {8) '
Culmap jelas.

Avat [9)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Culiup jelas.
Ayar (2]

Cukup jelas
Ayal (3)

Cukup jelas,
Avat (4]

Cukup jelas.
Ayar 15

Cukup jelas,
Ayat (6]

Culkup jelas,

Passl B
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Culup jelas.
Ayar [2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,

Pa=al B7

Ayat (1)

Cukup jelas:
Ayat (2

Culap jelas,
Ayut (3)

Cukup Jeleis,
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas,
Avat (6)

Cukup jelas.
Ayat [T

Cukup jelas.




‘Pasn!l 858

Ayat (1)
~ Cukup jelas.
Ayat (2}

Cukup jelas.
Avat {3)

Culeap jelas.
Ayat (4]

Culmup jelas,
Ayl (5]

Cukup jelas.

Pazal 89

Ayat (1)

- Cukup jelas.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayar (4]
Culcup jelas,

Ayat (5)
Yang dimalsud Neposiasi merupakan upaye peryclésaion senghketa
untarkedus belah pikak yang bersengheta.
Yang dimsksud Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa
vang melibatkan  pihake  letips  sebagsl  medistor  yang
mengoordinasiian pihak yang bersengketa,
Yang dimaksud Konsillasl merupakan upava penyelesaian sengketa
vang melibatkan plhak ketipa untuk menawarkan ' solusi untuk
digepakati oleh pihale vang beraengleta.

Avat (6)
Culup jelas.

Ayat (7)
Culup jelas,

Pagal 20
' Ayat (1)
Culip jelas.
Ayat (2)
Culoup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas.

Pasal 91
Culcup jelas.

Pasal 92

Myat (1)

Culup jelas.
Ayat (2)

Culkmp jelas.
Axal (3]

Culkup jelas:
Ayat (4)

Culiup jelas,

Pasal 93
Awat (1)




Culaap jelas,
Avat (2}
Cukup jelas.

Pr=al 94
Cudeup jelus.

Prazal 95
Culcup [olas.
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LAMPIRAN IV-A : PERATURAN DAERAH KARUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAHM

KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023-2043

JALAN KOLEKTOR PRIMER SEBAGAL JARINGAN JALAN KABUFPATEN

DAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KABUPATEN

I JALAN KOLEKTOR PRIMER SEBAGAI JARINGAN JALAN KABUPATEN
No. Nama Jalan Fungs) Jaian
1 | Pupuan - Pelkutatan JKP-2
2 | Pupnan — Serirt . JKP-2
3 | Antosari — Pupuan - JKP-2
4 | Jin. Gagahmada —P. Menjangan - P. Batam [Tabanan] JKP-2
5 | Jin. P. Seribu [Tabanan) ] JIRF-2
6 _ Jin. Pahlawan — Gatot Subroto [Tabanan] JKP-2
7 1| Simp. Kedira — Kupten Tendean —Bts, Lecltn ['T'ahana_nl JEP-2
8  Jln. Husm Thamrin — lmam Bonjol — Bts Kediri (Tabanan] JKPZ
9  Jin Wagmmin Kediri {Tabananj _ oJKP-2
10 Bis. Kediri — Tanah Lot o .Th}’ 2
11 Surabrata— Blatungon — Kemoning B JKP-3
12 Jin. Gunung Batur — Gunung Aving [Tabanarn) JKP-3
13 Tuakilang — Buruen — Batukaru | WJKK-3
14 Simp. Buruan — Apuan — Bedugul i JKP-3
15  Senpanan —Jatiluwih — Wangays Gede JEP-3
16 Bits. Kedin — Belavu — Mengwi: JEP-3
17 Belayu - TMI? Margarana JKP-3
18  Simp. Petane— Batunva JEP-3
19  Simp: Kerobokan — Munggu — Tanah Lot JEF-3
20 Sp. Sanda— Wangayvagede Rencang
21 Jalan atternant/ shorfend jalan Nasional Fencana
22 Jalan Simpang Tambhingan — Simpang Pujungan Pengembangan
N ___ cksisting
23 Jdalan Marga— Apuan Pengembangan |
clksisting
24 | Jalan Baturiti— Pelaga Rencana
25 | Jalan Baturiti — Candikuning — Pancasar Pengembangan
1 S elsisting
26 | Bedugul - J‘a!.ﬂuwﬂ: {Penehel-Jatiiwih] JEP-4
27 | Dakdakan - G-'aaﬂtr o JEP-4
28 | Dakdakan — Munggy JEF4
| 29 | Jalan Bajera - Sarin Busns JKP-4
| 30 | Jalan Bantas — Gadungan JKT-4
31 | Jalan Batas Kota Singarais — Mengwiton JKP-4
32 | Jalan Bolangan - Pura Besi Kalung JKP-4
33 | Jalan Bongan Gede - Bongan Jaws JEP-4
34 | Jalan Cangkup - Tegal Seka JKP-4
35 |.Jalan Cengolo - Penarukan | JEP-4
36 | .Jalan Cengolo - Yeh Ganpgen _ JEP-4
37 | Jalan Denbatas - Tunjuk JKP-4




~No. Nama Jalan [ Fangsi Jalan
38 |.Jalan Kalang Anyur —Curah | JKP-4
39 | Jalan Lingkser Pejaten 1 8 JRP-4
| 40 | Jalan Lingkar Puri Kerambitan T ' JEP-4
| 4T :TELIHD Megat - Beruban JKP-4 |
42 | Jalan Meiling — Kerambitan -..H\P—"r
43 [ Jalan Meliling - Telage Tunjung JKP—4
44 | Jalan Pejaten — Bedhs JKP-4
43 | Jalan Pejaten - Bongan Jawna JEP-4
416 | Jalan Pejaten - Cengolo JEFP-4
47 | Jalan Pemanis - Kuta Bali JEP-4
48 | Julan Pesagi — Sangketan JEF-4
42 | Jalan Pesagi - Tegal Seka | JEP-4
50 | Jalan Pesiapan - Cengalo | ~ JEP-4
52 | Jalan Pueuk - Gadungan JKT-4
53 | Jalan Senganan - Biaung JEP-4
54 | Jalan Serongpo - Gubug 1 JRI?-4
55 | Jalan Tegalinggah - Pucak Sari | o JEI-4
56 | Jalun Tegalinggah - Pucak Sari 2 JKP-4
57 | Jalan Telaga Tunjung - .Jegu JEKB-4
58 | .Jalan Tunjuk - Penebel JEP-4
59 | Jalan Yeh Bakung — Bangal JKP-4
&0 | Jl. Diponegoro _JKP4
61 | JL Gelalikk JRP-4
G2 | JI. Majapahit JKP-4
63 | J, Mawar JKP-4 B
64 | JI. Melud JKP+4
65 | JI Parkit 1 JKP-4
66 | Jl. Raya Jepu Pr:m:-l:rel JKP-
67 | Senapahan - Belayu | JEP—}
68 | Jalan Benmglal Marga JEP-+
69 | Jalan Margarana — Tunjulk JEP-4
70 | Jatan Pucuk - Gadungan JKP-4

JALAN KOLERTOR SEKUNDER KABUPATEN

No, Nama Jalan No. | ~ Nama Jalan
1 | Jalan Br. Anyar | 63 | Jalan Sesandan - Bangkiang
Sidem
2 |Abipg fi4 | Jalan Sesandan - Cepaka |
3 | Baturiti - 8P, Batunya i5 | Jalan Setiahudi |
4 | Cepaks - Selingsing bt | Jolan Singin - Cibukan
5 | Jalan Ampadan Suradadi 67 | Jelan SP Beraban Mungsy - Pantm
Nyand
6 | Julan Bahahan - Sunantaya B8 | Jalan SP. Bangli - Apuan
7 | Julan Baru - Pinge Jalan SP. Belimbing Sawal -
aryasari
& |.Jalan Batan Buah - Br. Pondok 9 | Jalan SP. Subamia - Riang Gede
4 | Jalan Belulang — Kedungu 70 |Jalan Subamia - Wanasart |
10 | Julan Belimbing - Br, Sawah 71 .JEIllI.H Tarnplh I{awan - Pantal |




No. Nama Julan No, Nama .Jalan |
11 | Jalun Bengal - Delod Sems 72 | .Jalan Tegal Ambengan - Jelal
12 | Jalan Denglkel - Sudimars | 73 | Jalan Teia Bukit - Bantiran
13 | Jalan Benglkel - Sudimars 2 74 | Jalan Tiying Gading - Antagana |
14 | Jalan Beraban — Nyitdah 75 | Jalan Tiving Gading - Lebak Suren
15 | Jalan Bolangan - Dadia 76 |.Jalan Trisula 1
16 | Jelan Bongan - Cengolo. 77 | Jalan Tusa - Tuka -l
17 | Julan Bunut Puhun - Batan Buah | 78 | Julan Tuakilang - Tunjuk
18 | Jalan Bunut Puhun - Batan Buah | 79 | Jalan Ulun Desa - Nyitdah
1 .
19 | Jalan Bunut Pubun - Mambang 40 | Jalan Wunpuya Gede - Tengkudak
1
20 | Jalan Buruan - Cepik Al | Jalan Wangaya Gede - Tengkudak
2
21 | Jalan Cengolo - Penarukan 2 82 | . Alimad Yani 1V (Ex J1. Setiabudl)
22 | Jalan Dukuh Pula - Mambang 83 | JI. Anggrek
Celuik f '
23 | Jalan Gunung Salak - Kemetug 84 | JI Anyelir 1
24 Jalan Jadi - Br. Pissh BTN 85 | Jl. Aruna
25 | Jalan Kaba-Kaba - Cepaka 86 | J, Banau Beratasn (J1. Gelatik
‘Dajan Peken) I
26 | Jalan Keban Jero - Belatungan 87 | JI. Darmawangsa |
27 | Jolan Kedin - t-,anmﬂan B8 | JL ID3ehes
28 | Jalan Kediri (Setiabudi) - Gerokgak | 89 | JL Derkuku (J1, Qelatik Dajan
| (RBT) ' Peken)
| 29 | Jalan Kesambahan - Kedampal a0 | JI. Cunung Merapi
30 | Jalan Kukuh - Jadi a1 |.J1 Jepiin -
31 | Jalan Kukuh - Fekandelan 1 92 | JI. Kambaoja
32 | Jalan Kuwum Pengembungat 1 93 | Jl. Katamso 1
33 | Jalan Lalang Lingguh Barat - Sp. 94 | J. Keresna 1
Pangereregan -
34 | Jalan Lalanglinggah Timur - 95 | Jl. Kutilang
35 | Jalan Langudu - Bengkel Kawan a6 | J Leli .
36 | Jalan Lingkar Pura Batukaru Q7 | Jl. Leli [(J1. Teratai)
37 | Jalan Lingkar Puri Kermmbitan 2 98 | Jl. Nuri
38 | Jalan Megali - Guriung Salak 1 99 | JI. Pangkung Tibah - Pantai
39 | Jalan Megall - Gunung Salilk 2 100 | Jl. Pulau Niss
40 | Jelan Melkayy - Pencorarn 1 101 | JI. Rajawali
41 | Jalan Menuju Alas Kedatan 102 | JI. Rama ]
42 | Jalan Pangkung Tibah - Pantai | 103 | JI. Ratna
43 | Jalan Pandak Gede - SP Beraban 104 | JI. Budirman
Nysmbu
44 | Jalan Pangkung Tiban - Tampih 105 | JL Teratad
| Kawan
45 | Jalan Payanpan - Hambangen 106 | JL Wibisana
46 | Jalan Pemenang - Jadi | 107 | Jl. Yos Sudarso
47 | Jalan Pendet 108 | Kaba-Kaba - Tegal Kepuh
48 | Julan Penebel - Cepag 109 | Koripan - Senapahan B
49 | Jalan Pengereregan 110 | Mayongan - Batas Badung
50 | Jalan Perumnas Bukit ‘E‘nanggulan 111 | Mekarsan. Temacun - Poyan
Indah ]




_No. Nama Jalon No, | Nama Jalen
52 | Jalon Pesag - Tegal Seka 112 | Pekarangan - Titilagar
53 | Jolan Petreman - Lumbung 113 | Sekar Gula - Mayongan

Delodsema

54 | Judan Poh Gending — Dikuh 114 | Senapahan - Alas Kedaton |
55 | Julan Rejasa - Pesagi | 115 | Senapahan - Beliyu 2
56 | Julan Sumsam - Samsaman 116 | Jalan Gadungan - Gempims
57 | Jalan Samsam - Telags Tunjung 117 | Jalan Sarin Bupna - Kemetug |
58 | Julun Sangkelun - Sandan 118 | Jalun Selelsel - Kebon Jero.
59 | Jolen Seleksek - Kebon Jero 119 | Jalun Tegal Ambengan - Jelm
60 | Jalun Selemadeg - Cepaka 120 | Ji. Ahmad Yan [T
6l | Jalan Serongzo - Gubug 2 121 | J-Anyohr 1
62 | J1, Kemuning

BUPATI TABANAN,

-




LAMPIRAN [V-B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023-2043

JARINGAN JALAN LOKAL FRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER KABUPATEN

JALAN LORKAL FRIMER

19,

. 20,

21,
2.

23,

2.
25
26,
T
28,
Lag

al.
32.
33.
34,
33.
36.

Jalsn Penyalin - Kerambitan 1
Bedugul - Jatiuwih

Bedugul - Jatiluwih [Penebel-Jatilowih)
Blok A

Jalan Angkah - Br. Tegeh

Jalan Antosari - Bade Gede

Jalan Anu sapati .

Jalan Bajera - Antap 1

Jaldn Bangsing - Pedangan

Jalan Belimbing - Margatelu
Jealan Bengkel - Sudimeara 2
Jalan Bengkel Anyar - Tamba Waras
Jalan Beraban - Nyitdah

Jalan Beranjingan - Kelecung
Jalan Berembeng — Bebali

Jalan Bongan

Jalan Bongan Gede

Jalan Or. Tegeli — Baturiti

Jalan Bughugan - Angseri

Jalan Buwit - 5P Kaba-Kaba
Jalan Cepala ~ Mungeu

Jalan Gadungan - Dalang Anyvar
Jalan Gadungan - Dalang Anyar 1
Jalin Glungrung - 8P Umabali
Jalan Jelijib - Jelijih Pondok
Jalan Jelijih - Munduk Ulan
Jalan Kaba-Kaba - SP Buwit
Jalan Karya Sari — Pupuan

Jalan Kebon Padangan - Jelijih Gelungrang
Jalan Kebon Padangan - Pasut
Jalan Kedinn - Belalang

Jalan Keleran - Selan Bawak
Jalan Kelanting - Tibublu

Jalan Kemetug — Cepaka

Jalan Kemunils - Semayga |

Jalan Kerambitan — Kelating



37, Jalan Keramhitan — Pasul
a8, Jalan Lingkar Pejaten 2
39, Jalan Lingkar Puri Kerambitan 3
30. Jalan Mandung - Kulouh
41, Jaolan Mandung - SMP 2 Kerambitan
43, .lalan Marge - Selun Bawak
43, Jalan Nyambu - SP Buwit
44, Jalan Nyatnyatan - Munduok Pakel
45, Jalan Pajahan - Munduk Temu
46. Jalan Pancoran — Bangal
47, Jalan Pandak Gede — Nyitdah
48, Jalan Patung Jagung - Titigalar
449, . Jalan Pelajar
50, Jalan Penatahan — Tegalingpah
51, Jalan Penebel - Jutiluywih 2
52. Jalan Penebel — Kerandan
53. Jalam Penyvalin - Keramtatan 2
54, Jalan Penyalin - Riang Gede
55. Jalan Pesiapan - Cengolo 2
56, Jalan Pujungan — Gambuk
7. Jalan Pujungan Tibudalem
58, Jalan Pupuan - Pajahan |
59, Jalan Pupuan — Sai
60. Jalan Pupuan Sawah - Mamk Yang
6l. Jalan Rejasa — Pesag
2. Jalan Sarin Buana - Kemetug 2
63. Jalan Selabih - Bukit Tumpeng
64. Jalan Sembunyg - Kesiut
65, Jalan Senganan - Pemanis
66.  Jalan Serijong - Lumbung
G7. Jalan Serma Arda
68, Jalan Sesandan - Cepaka 2
6%, Jl Cendruwasih 1
70. Jl. Dalang - Tanah Barak
71. JL Danau Buyan
72. JL Dariau Temblingan
73. Jl Danau Toba 1
74, JL. Jalak Putih
75, Jl Kenanga
76. JL Merak 1
77, Jl. Merpati 1
78, JL Wurt Gang [l
¥9. JL Puigjaran
80, JL Punglor (BTN Surya Graha)
81. JL Sn Gunung
B2, Jl. Sriwijaya
83. JI. Tiing Gading - Pesagi (J1, Munduk Malang-Pangkung Lengkuns)



84. Leba— Poyan

Lingkar Pura Puoak Bukit Gede
Luwus = Peiang

Munduk Pakel - Pegubugin Kauh
Piyun - Cau Belayvu

Sp.Bs Gadungan - Gunung Salak
90, Tuke - Lawus

91. Bedugul - Jatiluwih

4932, Br. Mayungan Let

93, Jalan Jelijih - Munduk Glan

94. Jalan Lumbung — Anglah

95. Jalan Nyitcdah - Pejaten

9f. Jalan Pemanis - Kuta Bali |

47, Jalan Penyelin - Riang Gede

98, Jalan SP. Belimbing Sawah - Karyasari
G0: J. Nuri Gang 11

100, Mundeh Kengin - Jdeliph Pungeung
14, Pivun - Cau Belayu

102. Tuka - Cauy Belayu,

BEIED

JALAN LOKAL SEKUNDER

Jalan Lakasamans

J1, Br. Sanggulan-Jl. Dr. Ir. Sockarnoe
JL LC. Kota Pals

Jdl P Menjangan Gg. 5

JL Perkutut

Jl. Werlcudara

LC Banjar Anyar

Abing - Juwuk Legi

Jalan Antap Gowang - Munduk Gawang
Jalan Arjuna (8]

Julun Bajera - Anlsp 2

Jalan Bantas - Bantas Tengah

Jalan Behiis

{4. Jalan Benana - Nyuling

15. Jalan Br. Anyar 2

16, dJalan Br, Tegeh - Wanayu

i17. Jalan Br. Tembau - Base

18. Jalan BTN Pandak

19, Jalan BTN Tanah Bung

20, Jalan Canglup - Tegal Seka 2

21. Jalan Ciung Weaenara

22, JIalan D] Panjaitan

23. Jalun Dukuh - Mundulk Catu

24, Jalan Kebon Padangan - Galiukir

25, Jolim Kebon Padangan - Jelijih Gelunggang 2
26, Jalan Kecubung

B U R 2
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27, Jalan Komplek Baty Sangiang
28. Jalan Kukuh - Pekandelan 2

20, Jalan Kuwum Pengembungan 2
30. .Jalan Lingkar Pejaten 3

31, Jalan Lingkar Furi Rermmbitan 4
32, Jalan Margapat

33. Jalun Margarana - Tunjulk 2

34. Jalan Meliling - Jagatamu

35. Jalan Meliling Kawan - B, Mayung
36. Jalan Mundulk Andong - Titigalar
a7, Jalan Munduk Malsng - Panglung Lengkuas
3B, Julun Munduktemn - Kalaw

39, Jalan Nakula

40, Jalan Padang Aling - Snbupati
41, Jalpn Pancoran - Nagasari

42, .Talan Panieoran - Tegal Kontang
43. Jalun Payuk Bangkah - Perulisan
44, Jalan Pemanis - Kuta Bali 2

45. Jalan Pemudn

46. Jalan Pengembungan - Marga

47. Jalan Perumnas Bukit S8anggulan Indah
48, Jalan Perumnas Buldl Sangeulan Indah 2
49. Jalan Pesagi Tepal Sela 2

50. Jelan Pinge - Tinungan

51. Jalan Pupuaan - Pajahan 2

52, Jalan S. Parman [Ahmad Yani X)
53. Jalan Saraswati

54. Jalan Selemadep - Serampingan
55, Jalan SP, Samsam - Pelem

56. Jalan Srigati

57. Jalan Sruti

58, Jalan Sybamis - Wanasari 2

59. .Jalan Surapati

60. Jalan Tampih Kawan - Pantai 2
fil. Jalan Terampaong

62. Jalan Timpag - SP. Payuk Barnplkah
83, Jelan Trisula

64. .Jalan Tua - Bayvan Raden

65, Jalan Wonasar - Sekartagi

(6. Jalan Wirabumi

67. JL Anyelir 2

68. JL.'Bedahulu

659. J.'Belimbing

70. JL Blambanggan

71. Jl Cut Mutia |

72, .J. Cut Muria [1

T3. Jl Danau Batur




74, JI. Danau Beratan (J1. Perlouiut]
75. JL Dr. Ir. Soekarno

76, Jl. Durian

7. .l Hasanudin

78. Jl Kartini (BTN Taman Selar)
79. Jl, Kaswan

80. JL Katamso 2

gl. JL Keresna 2

82, Jl Ks. Tubun

23, JL Langsat (Og. Cempala)

B4. JL L.C. Kowa Pala

85, Jl. Merak 2

BA. WL WMerpati 2

87. JL MT Haryono

88. JL Parkit 2

Ba, JL Patimura

9. JL Perkutut

91, JI. Perkutut (J). Kakatua)

92, Jl. Rama 2

93. JL. Sahadewa 2

G4, Jl. Sandat

05, Jl. Sinposart

46, JI. Subali

97. Jl. Sugnwa

958, J. Tarumarnegara

49, Kaba-Kaba - Balas Badung

100. Lodalang - Pemenang

101. Mundulk Pakel - Pegubugan Kauh
102, Senapalan

103. Senapahan - Alas Kedaton 2
104, Tuka - Cau Belayu

1005, Br. Pelkraman Adat Tanah Pegal
106, Br! Pemenang

107. Jalan Ciung Wanara

108, Jalan Peragi Tegal Scka 2

to9, J1. Ahmad Yani V

110, Jl.'Ahmad Yani VI

111, JL Bakisan Mawar

112, JI. Bedugul

113. JL Br, Demung-Menuju SDN 8 Kedin
114. J1. Br. Sanggulan-ll, Dr. ir. Soekarno
115. JL'Celuk Tuakilang

116. JL Cemp. Hijau

117. J1. Ceronitig

118, J1, Danau Toba 2

11u. J1, Dangin Margi Br. Ablantuwung Kelod
120. JL Dukuh



121,
122
123.

124,

125

126.
127.
128,

129,
130,
131,
132,
133.
134.

135,
1.36.

137,
138,
139,
144,

141.

142,
143.
1444,
145.
1446,
147,
148.
14441,
1 500,
151.

JI. Elang

JIo Jepun |

JL depruin V

J1 Jepun VI

Jl Kenyeni

JI. Klp Gading

J1 Rubontinggih

JL Mawar Gg. 111

JL Murai 11

JI. Nuri Blok C

JoRun Gg. IV

JL P, Batam Gig. 11

J1 P Batam Gg, 1

Jl. Pekandelan

Ji. Permata Ungu

Jl Pesona Rejawakl

JL Pondok Indah

JL Pulau Bawean

JL Rajawaly Marthapun Asn
JI Rambutan Gg. (1

JL Setra Ganda Mayu

JL Taman

JL Tmbul

Jb Trisula

Jl Umaphala

Munduk Pakel - Pegubugan Kaiith
Munduk Temu - Kebon Jero
Perum Puri Bukit Gelis Residence
Perumahan Oriva Multn Jadh
Perumahan Mult Griva Bandan Sari
Timur JI, Gunung Agung

_BUPATI TABANAN,

TEDE SANIAYA



LAMBIRAN V © PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
REMNCANA TATA RIJANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRURTUR RUANT SISTEM JARINGAN ENERGI
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LAMPIRAN V1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 3023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRURTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKAS|
| - - | . A A 1 LA
W R

-




LAMPIRAN Vil : FERATURAN DAERAH KABUPATER TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCAMNA TATA RUANG WILAYAH KABUFPATEN TABANAN
TAHUN 2023.2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
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LAMPIRAN VII-A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2023-2042

DAERAH IRIGAS] [DI) Di WILAYAH KABLIPATEN

NOMOR KECAMATAN NAMA DAERAH IRIGASI (DI)

1 | Kecsmatan Batariil D.I. Angseri [ Angu
1. Apit Yeh
1L Apaan
D.L B Jelantik
3.1 Bahakan
1. Banpah
0.1 Batunya
1. Batoritd
Tl Bargkaling
1. Hr. Bangli
[>.1. Deriua
D1 Qunung Kanghn
[ Kambengan
3.1, Kukuh
0. Leba / Pitin
Dl Mayungan
2.0, Ngingilan
Ol Selet Bertel
D). Srinadi, Bir
0.1 Tintngas
.1, Ts: Punjunn
Bl Tuks
(.l Uma 'oh
3.1 ¥Yeh Kajang
0.1 Yeh Ning

9 Kecamatan Kediri 0.1, Benghkel
D.1. Br. Anyar
0.1, Delod Kulkuh
0.1, Demuang
1. Jaili
Dl Jdanggea
3.1 Kedir
o1 Mila
0,1 Nyitdah
o 1 Senapahan -
3 Kecameten Hemmbitan 0. Dalem
0yl Enggurg
L] Kawan Samsaman
I35, Penyalin
Bl Sembung Kelating
Dl Seronggo
. L1 Timan Agung
& KecsHiEtan Marg .1 Ablomswan
[ Adeng
[31. Hena Gangsang
1l Hianban
[l Dayang (M)
Ol Delod Kulouah
0.l Jadi
Dol Jaks




KECAMATAN

NAMA DAERAH IRIGASI (D)

0.0 kalibatang
0.l Kambangan
0.k Momilwal

() Pacung Belalusn
1], Pavangsn

1, Pemataran

bl Peogembungan
Dl Saih

[T Seamingsan

a1, Susur

Ll Tegeal Linggah
3.1, Yeh Kajang

Keopmatan [feriehel

DL Pilicg

1. Aldanswan

(2.0 Amplas

2.1 Anyar Sanghetan
Dl Asah

(1. Babakian Tegovang
0.1, Bangkiang Bidem
[l Baru

Dl Bedugul

0.l Bisung

D1 Bugbugan

£, Buruan

DLl Cepllk

DL alem Pesag
L] Demen

3.1 Dietser Caprile
1.1 Db

1 Dulkh Kuning
TL1, Gunung

D1 Waradan

[3.1, Kethomn 1

il Keban 1

D1, Kedampal

Dl Beloneing

D). Kerazan

LI Hezemd

1L Klenybang

DL Leban

1.1, Masem

1.1, Melaka

Ll Menspest

.1, Merta i

D1 Merta 1l

! DL Mongan

Ll Mundulk

0L Munduk Lumbang
L Negesta
DLPiIling

1, Pagung

Ll Pacang Kavwan
P iPemmuhiean
131 Penatalan
., Pesag

[3.1. Peselatan

il Plak




NOMOR

KECAMATAN

NAMA DAERAH IRIGASI (D7)

0.1, Puakan

Nl
.l

. Puring
. Rejasa

L. Fum
D1, Sondan Bonsell
12.1. Sandan Darma
D.1. Selnt

131

Selpnding

ol Spnpkulung

[ 1. Sprason

0.1, Bonged

0.l Srinadi

.0, Srineka

1001, Suka Candi
[3.1, Taien

.1, Tegal Lingiah{l)
D1 Tegaysng

0.1, Tengkudak
31 Tingkih Kerep
D Uma Jaka

Kecamatan Pupuan

DL Amyar

Ll Asah (Pumian)
0.1 Balian Alas
1. Dangin

0.1, Davang-Puiungon
DO.I. Duren Taluh
DI Gemuh

D0 Keban Aogsr
0.1 Mas

.0, Munecar Sari
0.1, Myangiad

D Puyungan

0.1, Sabhah Hulo
Bl Samssman
D1, Sempol 1

DA Sempol 2

DI, Suradedi

DL Teben Telabah
.5 Tibn Dalem
L Tiving Gading

Hecarmatnn Sefemodeg

Kecamitan E-I:Il'lmhliﬂg Barat

LE Anfosari-Buling Days
vl Bantas

0. Davanp

1. Kebarn Anvar
D1 Menunzggul
DUl Pemiclém

LT Petebunn
Tl Poli Gedang
.l Sawrh

1.1, Sernmpingan
[2.). Suko Asemian
Dl Telagn

[0l Wanagiri

D.1. ¥eh Balmng
DL ¥eh Matan

DL Antosari-Bulung Dava

1

. Labale Suran




KECAMATAN NAMA DAERAH IRIGAS! (D)

| .1, Poh Gedang
3.4, Samesman
111, Belahih
[l Soka
il Tiving Guding
(3] Yeh Balaung

Kecamntan Selemdeg Timur Il Bantns Bale A Kujo
L Batu Tirmp)
DLl Begowan Kaja
bLL Begawan Kelod
i1 Belongrang
Bl Culncar
D.L Capnnkit
21 Dalang
[l Guniang
121 KEambingan
0.1, [ Kelegrid
3.1, Wulkul Bt
2.0, Myar Nynkom
2.1, Petebuan
il Pk Langkuns
XL Pupuan Luwih
D). Serampingan
D) Sesandun
2.1, Sokn Aseman
131, Teldis
DL Timbal
.1 Tingkih Tebel
{ _ 2.1 Yeh Maan

1m0 Kecamatan Tabynmn D.1. Batg Sangan
| 2 Bongan Kapal
2.1, Burinmn
2.0 Brangin Scimns
D). Gubug
D Gunung Subsmin
Dl Jangkahon
0.1 Klisle
| (21 ot Prada

Bl Legung

D.1. Pasur

.1 Sengauk

D1 Submmin

L Tanih Pegat
| D1, Yeh Empas

BUPATI TABANAN,

o




LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 20243
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023.2043

-

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA




LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAMUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN

TAHUN 20023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG
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RINCIAN LUAS RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

LAMPIRAN IX-A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABARNAN

TAHUN 20r23-2043

F RS PR WA AN _
* THD
= HNANG SELEMADEG | SHLEMADEG coall o
BATURITI | KEDIR! | KERAMBITAN = MARGA | PENEEEL AW EG TARANAN | TABAEAN KAB
PORENE, | s BARAT TIMUR s HAJ )
1| Badas Al 388 10 39 (] 40 ] 45 50 34 2 805 0,71
| Hawnaan yang
Momberikan
2 | Perlindungsn 1.573 0 o [ 3,074 2948 | 349 959 0 0 1903 10,49
Terbadap Hawasan I
B
TS i
n E:IE; fiatan 15T i o n 3074 2400 £ 959 n 0 A,003 10,49
3 | Perlindungan o 1 a T 7 o o o | 0 o 1= 0,02
| Setempat 1 :
| 4 | Kawusan Kauscrvasi 972 0 0 0 3 | 0 0 o | 0 ] 1,009 1.29
B | Ko Suskin Al 4T 0 L] f 136 ' o i 0 I il 0 T3 085
r — = = 3
1) | Cognr Al iy 0 (i b 126 i f o o 0 T4 o8s
b . Kk pean Prienarjan 375 0 _ o 0 i o o ] i a I ] o4
1) | Youmsn Wissin Al h V- o ] 8 | 0 0 f o G 0 A6 0,44
JUMLAH § 2930 1 a9 7 3.247 2.948 94 1.009 34 2 10,623 12,51
[ | KAWABAN BUD] DAYA
s hdatasus 13 0 o 0 708 2922 136 3,643 a a 7.535 8,88
2 | Hawasan Pertanian 5.GBG 2154 L7346 2047 5821 10,480 4, 106 4. 408 4245 2013 47.042 56,52
" :_‘;4;-:;':1 Tunutmiun 1304 1 B&G | &7 :_ﬁm I | W 1532 84T Li1E || 40 IR 137 1139
B | hawasan Horslinbaes foed ¥ 1} il 520 [ 2 7 i i ] ] 207
r Rowwsan Prrkebuanan 1471 170 E95 1,056 F40E | GEE AT IRI2 Fahh Rt JE N&T 33,06
3 | Rawnsan Peruntulan 0 o | 11 o a | o o o a o 1 001




—

g | PERUNTUKAN — JAS PER Ki “ THD |
.m_—. LETIAWET - W.H._E- mm"ﬁ_ﬁl = = -_l'.lnmlm_l_l_lin_l
InduatA = | '
4 | Kewssun Pariwtssts aa1 | o8 | 87 | o | @ 138 501 596 424 141 as68 | 408
_ S — _ |

(R [ty - 1483 | 2710 L3z | 1s13 us: 1.160 g7 | o 1.266 2.210 15.281 1798 |
n [/ — R 623 2H1A Bl 231 262 162 114 4 155 2436 7 st a1
b [IS——y e byl 831 1 SO L3t 101 Gup —Tepp— 1184 o | vemn 5,97

Kuwanan Porinhanan '

& | dso R (1] 11 o 2 o o o o a ] 13 -:hﬂﬂ_

JUMLAR 1T T.T11 5574 4,594 4,453 11.0458 is.700 | 5580 8,781 5934 4. 364 TA91M 87,08

TOTAL 1+ 11 | 10641 | 5.585 4633 A4ks | 14293 | 17.648 5.954 10.800 5970 | 4066 #4884 | 100,00

BUPATI TABANAN,
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LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH EABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

I

o
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LAMPIRAN XT : PERATURAN DAFERAH HABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABLUPATEN TABANAN
TAHUN 2023.2043

INDIKAS] PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 {LIMA) TAHUN PERTAMA

— — . —_

lkabk

= o = e g SUMBER INSTANSI PIM-1
| X T noTaAn PENDANAAN | PELAKSANA | 2023 | 2024
A PENYUSUNAN DAN LEGALIEAE] PERDA RTRW Kabupaten Tabanan APBD Ksb DPFUFRPKP
B | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG B
1| | PERWUJUDAN SISTEM FUSAT KEGIATAN
g Perwujudan Sisten Perhotasn
1.1 Penvusanan ROTR Kawasan Perkotasan
& Penyusunan ROTR Kawssan Perkotann Bajera Kecamatan Selemadeg AFBD Kab DPUFRFKR
Recamatan Tabannn dan APBD Kb DPLPRPKP
b. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tabanan | & atan Kediri _
¢. Penyusunan ROTHE Pusat Pelayanan Kawssan Tansh | Kecamatan Kedin APBD Kahb PPUPRPEP 1
Lot |
d. Penyusumsn RDTE Pusal Pelavanan Kawasan | Keeamatan Baturiti APBD Kab DPFUPRITEP !
Perkotaan Balurit | ) !
e. Permyusunan RDTR Pusat Pelayvanan Kawsasan Marga | Kecgmatan Marga APHD Kab DPUPRPHP |
| 1.2 Pengembangsn Pusal Kegiatan Lokal (PKL) !
4. Pemantapan dan pengembangan Pusal Heglatan | Kawasan Perkotaan APBN, APBD Prov/ DPUPHPKP i
Lalml {PKL) | Bajers Kab
b. Pemantapan dan  pengembangan  perkantoran | Kawasan Perliotaan APEN, APBD Prov/ DPFUFRFKP
pemerintabun skals kecamatan | Bajera Kalb
P L . | Kawasan Perkotran AFBN, AFED Prov/ DPUPRPEP
¢ eninglatan infrastry dasar permukinian i Rajeta Kab
d. Pemantupan dan pengembangan fasilitas | Kawasan Perkotaan APBN, APBD Prov/ DPUPRPRP
perdagangan dan jssa skala kecamatan | Bajera Kab
. Pur;lnglmtu:; cabiupan  pelavanan sammna  sosial | Kewesan Perkiotaan AFREN, AFBD Prov/ DPUFRFRP .
budayn, kesenian dan olahraga | Bajera Kab
£ Parlinditipan Kawasin erti Rawasar Perkotaan APREN, ﬁF‘liD Prov/ DPFUPRPEP
iera Ka .
. Penpembangsn presarand dan sarana transportasi I Kawishan Perkotaan APBN, APBD Prov/ BPUFRPKP




h. Pengerbsngan  prasarena Jden ssrane keglaten | Rewsassn Perkotasn APBN, APBL) Prow/ LPFUPRPKR
seklor informel Bajera ) Kab
io Peningkstan pelavanedn jaringan prasaring | Kewasar Perkolaan AI'BN, APBD Frov/ DFUPRPKP
porkotesan’ ale minuwm,  jaringsn drainase, | Bajera Kt
persamprban, air Imbah serts energl dan kelistrikan
1.3 Perwojudan Fungsi Kegiatan Utama Posat Kegiatan PPK
& Poemantapan dan pengembangan pusat Kawassn Perkomaen APBD Prov] Kab | DPUPRPKP,
pemerintehan kabupaten don kecamatan Talwmrmn Bappeda
+« Kawzsan Penebel APBD Prow/ Kab DPUPEPKE,
+ Kawasan Margs Bappeda
« Kaownaan Pupiman
b. Pemantspsn den pengembangan pusat : :'{"““""t?'“” HRINGH,
i » Wawnsan Kerambitan
pemdénntaken kecamatan « Kcsniatern Selamation
Timur
s Kerpmatan Selemadeg
- Baral }
¢ Pemontipim danl pengembanegsn piisal kegistan o Kawsann TAnahk Lo APPBD Prov) Hiab DPUPRFPEF,
DETTWISALA _ Bappeda
d. Pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan | Eﬂm?ﬂ Wensantl APHD Frovi Res DELTH;KP'
kegintan akonom| - Kawasan Pandais Gede PR
= Kawgsan Luwus
= Kawsgsan Wanasarl NPET Kalb DPLIPRFKP,
= Kawasan Tanah Lnt Disperindag -
« Kawnsan Panduk Gede
» Kawnsun Penebal
r Kawisan Paerkotaan
. ) ; Baturit
&, Fr:mam.?pan darl pengembEngan prasarans sosial v Kawnsan Sclemadeg
chkonomt =kcals Iokal faral
= Kawnsan Marga
* Rpwasan Selemades
Timur |
o Hawdasian MIpuan
« Wawasan Luwis
* Kawasan Keramhbitemn
» Kawnsan Perleotasn NPBT Kab DFUPRPKP,
f. Pemantapan dan pengembangan teriminal Tabanan Dishuh

penumpang

Kawasnn Perkotoen
Baturitl
Inwnsnn Penelis




""W@SEi‘I Margs
Kawnmssn Pupuan

g. TDemantapan dentlss Pusal Polavanan Kawasan
vang berjatidinl budava Hali

@ ® B & =

Kawassn Perkotean
Tabanen

Kawasan Waonasan
Hewasan Tangh Lot
Koawasan Pandak Cede
Kawaaan Penebel -
Kewasan Perkotasn
Baturitl

Kawasan Selemadeg
Boarnt

Kawasan Marga

* Kawasan Selemadeg

Timur

Kawasan Pupuar
Kawasan Luwis
Fawpsen Kermmbiton

AFPHD Kab

DPFUFRPKE,
Diabiad

b,  Pemantapan dan pengembangan kegiatan pertanian

O ®F W @ @ | ® & &

Kawassn Perkotaan
Tabanan

Keawnsan Wanasari
Knwnsan Tanah Lot
Fawasan Pandak Gede
Kawdsan Penebel
Keawasan Perkotaan
Battaariti

Kawaszan Selemaden
Baral

Fawasan Marge
Hewnsgnn Selemareg
Timur

Kawassn Pupuan
lawasan Luswus
Kawason Hermmbitan

APBED Kab

OPUPHEPER,
Dinas
Pertamien

i.  Pemantapan dan pengémbangan leegiatsn
perEiiEuan

" W @ ® W

Kawasan Perkolasn
Tabanan

Mawssan Wanasari
Kawasan Tanah Lot
Kawasan Pandak Gede
Kawazon Penebel
kawasan Perkotaan
Baturit

AFBD Kab

LPUPRPEP;

bLH




Kowasan Selemadey
Baral

Kevwasan Morss:
Kawasan Selemadeg
Timuor

Kawasar Pupuan
Kavwasan Luwis
Kawsasen Kerambitan

» Kawasan Perkofasn AFBI} Kab DPUFRPKF
Tabanen
* Kawasan Warihsan
» Wawasan Tarah Lot
» Kawssan Pandal Gede
o Mowasnn Penebel
» Kawnsan Perlataan
Pemantapan din pengembangan keglalan Baturiti
permLKimEn perkoiaan - Kawgsan Selemadeg
Barat
+ Kawasan Marga
« Hawasan Seldmadeg
Tinur
« Kawasan Pupisn
» Kawasan Luwus
+ Kawasan Kerambitar
Perwujudan fungsi pelayanan Kewasan erhkotgsn
Tebanan yang dibembanghen sebapal pusat Kegiaten
dari sistem PREN Kawa=zan Perkotaan Sarbagita
) Pemaniapan dan  pengembangan  pusal | Kewasan Perkotaan AFEN, AFBD PemPusat,
perdagangan dan jasa serta kesehatan skala | Tabanan Prov./ Kab DPUPRPKPF,
nésional dan regional pada Pusat Pelavanan Dispermidag
Kawasan vane meripaian baginn PEN Kewasan
Purkolaan Sarbuagita
2} Pemantapany dan pengembanpgan praEsdamans | Kewasan Perkotiaan APBN, APBD Pemiusat,
pErunjang pariwisata Tabanan Prov. / kab DPURPKFP;
' Disperindag,

Thispar




4f  Pemantapan '_d.ﬂ.n pengembangan  terminal | Kawasan Perlotoan AFBN, APRD PemPaaat, i
penumpang Trhaman Prov. Kab DPUPRPHE, I
Dishub !
4) Pemantapan  inlegess prmw:]uluan terpaiu | Kewassan Perhotidn AFBN, AFBD PemPussl,
Kawasan Perkotaan Tabanan! dengan  PRN Tﬂbhnﬂ_n Prov. /Kab PemProv, |
Kawassn Perkolasn Sarbagita PemKab :
|
b. Perwujudan Sistem Perdesasn _
14 Perwujudan Fungsl Kegiatan Utama Pusat Kegiatan FPL

8. Pemantspan dan pengembangan kegintan pelaynman | - PPL Pejaten APHD Kab LPUPRPKP, |

masysarakat PPL Peken Bappeda
: . PPL Kulkuh I
b. Pomantapen dan pengembangan kegiatan FPL Selanbawak APED Kab OPLIPRPER, f
perdagangan dan jnes skaln desa PPL Cau Belayu Bappeda '

: e+ PPL Fetiga - ——
c. Pemantapan den pengembangan pelayanan PPL Tuag APED Kalb DPUPRPKP,

panchidilan skala ol 'L Perean Bﬂp}:ﬁ'&ﬂ
d Pl:mﬁ}ttapan dan pen.gemhangm_l pelayanan ?ﬁt E?a ADPBED Ksb DPEUPRPER, -"E
kesehaian skala desa PPL Riangpede Bappeda ;
£, Pemantapan dan pengembangan sarana olahraga i APBD Kab DFUPRPKPF, -
akala desa PP Jegu Bappeda !
- ' PPL Pendiahan {

PPL Biaung

PPL Sangketan
PP Senganan
PPL Jatiluwih
PPL Kelating
PPL Tibubiu
FPL Kerambitan
PPL Timpag

PL Tegal Mangksb
PPL Mambang
PPL Gadungan
PPL Gunungsalak
FPL Berembeng
FPL Antap
'PL Selemadeg




o & ® ® & & @ @&

PPL Wanagmr

FFL Antosar

FPL Lumbung
PFL Munrieh

PPL Belimbing
FL Mundulktemu
PPL "adangan
PPL Pujungan

PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANEFPORTASI

2.1 Perwujndan Sistem Jarngan Jalan

17 Perwajudan jalan arteri primer (JAP], melipuat
pemclinarasn dan peningkatan kualitas jaringan
jnlan nasional yang telih ada

Peloutatan — Antosan
Antomarn — Megati
ghoricat Yeh Lembuk
Br, Banut Pohun —
Bantas

shortcul Yeh Ho
Melifing — Samsam
shortoiit Yeh Nusa
Samsam (Penivalin) -
Bis. Kota Tabanan
Sp. Kediri — Pesiapan
[Takanean)

Bis. Kota Tabanan —

] fitani

Jin, A, Yoo (TEbanan)
Wanegii — Sp. Batunya
Bp. Batunye - Bp:
Candi Kuning

5p- Barunya — Or,
Taman Tanda

Br Taman Tands—
Mengwitani

APBN

KemenPUPR

i, G S W NS S sl S e 2. —— — S

2} Pemelharasn dan peninglmtan huslitas jaringan

falan kolektor primer dengan status jalan provins:

giau JKP-Z dan JEP-3

Popuan-Peliutaian
Pupuan - Seririt
Mntiser — Pupdan
Jlm, Gamhmadn— B,
Menjangan — P Batam

[Fabanan)
Jin. P. Seribu

APBD Proy

LFEUFR Prov,
Dishub Prov




[Tabaan)
« Jln. Pahlawsn — Gatot
Subroto (Tabanen); ~
» Simp. Kedin - Kapren
Tendean — Bta, Kediri
(Tabanamn)

i+ JIn. Husod Thamrin =

Imam Bornjol — Brs
Kedin (Tabanan)

» Jln Wagimin Kedin
[(Trbanan|

* Bis Kedir - Tanah Lot

« Surehrats — Platungan
— [emoning

o JIn, Gunuong Batur —

Gunung Agung

« Tuakilsng — Burusan —
Batukaru

» Simp. Buruan — Apuan

- Badugul

» Senpgannn - Jatlowih -
Wangaya Gede

» Bts. Redirl - Belayu -
Menpgwi

» Telaya - TMP
Margarana

» Fp, Petang - Baomya
» Simp. Kernbokan -
Murngge — Tanal Lot

31

Rencann pengembengan jelnn kolektor primer
dengan statusatan prosing

+ Bp. Sanda -
Wangeymeede

= Jalan sltemaotil)
shortout jalan Nasional

« Jalan Smmpang

Tamblingan - Simpang
Pujungan

- Jalen Margs — Apuan

» Jalnn Baturit — Pelas

« Jpian Baturiti—
Candikuning -
Panvasarl

AFBD Prov

BPUFR Prov,
DishiuliProv

4

Pemelihamaan dan peningkatan kualitas pelayanan
jarmgan jalan kolektor primer dengan smatus jalan
kmbupaten atay JEP-

Seluruh Kecamalan

APED Kab

DPFLUPRPEP,
[isrinb




3] Pemeliharaan dan peningkatan kualites palayanan Selumih Kecamatnn APBLD Hal DPUPRPEP,
jaringan jaian kolektor sekunder deéngan status jalan Dighub
kvl piien N

G Pemeliharaan dan paningkatan kualitas pelaynnan Seluruh Kecormmatan APBD Kab OFUFRPKP,
jrringan |aian lokal primer dan jalan lekal selomder Tishuh
wilayah kabupaten :

Yl Pemeliharann dan peninghkatan kualitas pelayanan Seluruh Kecamatan APBD Kab DPUPRPKP,
jaricgan [alan lingkungan primer dan jalan Dishuib
Iingiktungan sekunder wilnyah lmbupaten

8] Perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharpan * Kegamatan Tebanan APBD Kah, Swasts CIPLIPRIPKP,
dan peningkatan kualltas pelayanan jaringan j «  Kecamatan Kediri Lishub,
khusus »  Kecaniatan Baturiti Swasta

9} Perwujudan |alan tol, meliput pembebasan lahan = roas jalan Olimanuk- APBN KemeanPUPR
dan pembangunan jalan ol antar kota Negara-Peloutatan-

Solo-Mengwi
* rups jalan Sokn-
Celukanr Bawang
+  muasCanggu—
Mengwi - Singapariu
*  ruas Banlars Ngurah
Rai (Benita) - Mengwi
via Singapadu
10] Peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C
ST yic " T APED Kab DPFUFRPKP,
u. Terminal Kediri Kecumatan Kedird IHshulb
i i ! FLUPRFPEP,
b. Terminal Pesinpan Kecamatan Tabanan APBD Kab . DiahanP
| t.. Terminal Tuukliang Kecamatan Tabanan APRD et DFLE:EEE B
I d. Terminal Baturitd Kecdiriaton Baturitl APBD Kab DF&E:;F:P,
i K= DPLUT F
c. Terminal Bajera Kecamatan Selemaceg AR ol
: Dishub
' W] ¥ L]
| {. Terminal Peribel Kecamatan Pericbel ARBL) St
APE PR
g, Terminal Marpa Fecamsatan Marga D Kab o !._PRi- i)
| o Lighub
h. Terminal Pupusan Kecamatan Pupuan ArERba mI':Ji*ﬂ'Luh ‘

11} Pengembangan dan penataan travek anglutan Selurub Kecamaten APBD Kab DPUPRPKPR,
PENUmpETE Wmiam _ . . Dhishub

12] Pengembangan sentral parkir pads kawasar Kecamatan Kedin APEN, APBD KemenPUTR,
pariwisata Tanah Lot Prov. ! Kah KemenHUb,




Disbhuh,

= PL PRI
13} Penerapan Manajensen dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk mengoptimalkan pengounaan jaringan jalan
dan pergerakan lald lintas .
1] Penetepan proritas engkulan meassal *  Kecamntan Kedin APEN, AVBD Prov,/ | KemenPUPR,
»  Kecamatan Tabenan Kab EemenHUb,
' PemProv,
- - PemKab
2) Pengembangan Litik-titik transit di posat-pusat Selurub Kecamatan | APBN, APBD Prov./ | KemenPUFR,
pelayvanan kawasan perkotaan, kawasan Kzl KemenHUD,
pariwisata, den pusat pelayanan ekonoml lainnya PémProv,
_ | FemKab
3) Pembetian prioritas keselamatan dan Seclumih Kecamatan AFAN, APBD Prov./ | KemenPUPR,
kenyemunan begl pengpuna jalan kKhususnya Kab KememHLU 1,
peielan akd dan pengendara sapeda PemPriv,
. _ ' . Prmiah
%) Pémberian kemudahsan den penyediaan jalur Selurub Kecamatan APBN, APBD Prov./ | KemenPUPR,
lintagan bagl penyundang cagal, Kahk KemenllLb,
PemProv,
= | PeiiiKab
5] Pemisahum winu pemilaban pergeralan arus lalu | Seluruh Kecamalan APBN, AFBD Prov,/ | Kemeni’UPR,
liriLas Kb KemenHUb,
PemProv,
PamBoli
6) Penpendalian lalu Untas pada persimpangan jalan | Selaruh Kecamatan APBN, APBD Prov.) | KemenPUPR,
bebas hambatan atau jalan lsinnys Kakh KemenHLUb,
Pemrov,
Pemkab
7| Pengendalian lalu lintas pada peraimpangan Selurih Kecamatan APBN, APBD Prov./ | KemenPLPR,
padat lalu lintes dengan pengembangan simpang Kab KemenHLUb,
tak sebidang, sulnsay, underpess, overpass jalan PemilMoy,
_diatas perairan atau jembatan penyeberangan Pemiahb
8) Periindungan terhadap linglungan dari dampak | Seluruh Kecamatan APBN, APBLY Prov. /' | KemenPUFPR,
laln lintas Kab KemeniHUD,
PemiProv,
S o Pembiab
9) Pembatasan laln lintas yang ditmplementasikan df | Seluruh Kecamatan APBN, APRD Prov, /' | KemenPUPR,
kawasan tarteniu Kal KemenHUb,
PemProv,
Pembab

2 7 Perwujudan Sistem Janngan Kereta Api




1] Pengembangan Juringsn Jolur Hereta Api Antarhoia | Jalur Gilmmenak - APHEMN, APRID KemenPUPR,
vaity  jaringan kercta api melingkar mengeliling | Denpasar melalal Prov./Kalb, PT. KAl | KemenHUD,
Pulau Bal Men g Swasta skl
= . . Swasta
2| Pengembangsn Sraaiun Penumpang dapat |+ Kecamatan Tabanan APEN, APDD KemenPUT'R,
diiritegrasiksn dengan simpu] ransit lainnys secara | = ReCEMATAT Prov,/Kab, PT. KAl, | KemenHUb,
terpadu menfadi Kawssan TOD Selemadeg Swosta Dishub,
Swiaslia
3.3 Perwujudan Sistem  Jaringan Sungal, Dapsd dan
Penyeberangan
1] Pemantapan Alur Pelayaran Kelas [ Recamatar Balont APBEN, APBD KemenPUPR,
Prow. / Hab KemanHL b
2) Perigembangan  Pelabuhan Sungal  dan  Danay | Kecamatan Baturiti APBN, APED KemenPUPR,
Pengumpan meliput dermaga Danau Beratzn dan PProv.{Kab, Swasta | KemenHUb,
dermaga wizam Danaun Hedugnl [shuh,
Swagla
PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI
7.1 Perwujudan Jarngan Infrestrukiur Ketenagalistrilkan
a, Perwwjudan Jarmgan Infrastrukour Penvaluran Tensgs
Listrile dan Sarana Pendukung ) _
1} Pengembangan dan pemelibarasn Saluren Udara | - Negama-Antosar BUMN, AFBIN, Kamiani30M,
Teganpan Tinggl (SUTT) o Artosari-Tanah Lot FWREtE BUMN, PT.
= Taneh Lot-Hapal FLN
« Celulkan Hawang-Kapal
s Permaron-Haturiti
» BHarurit-Pavengan
* Payengan-Kapal
« Baturiti-Kapal
« Tanah Lot-Padang
Sambian []
» Baturit-Gilanyar 1/
Bangli
» Antosari [Hkestonson) —
Imeamer (Antogan -
Kapal)
- Antosari (Ekstension) -
ficomer [Celukan
o Bawaneg PLT'L — Kapsl) o
7) Penprmbangan dan pemelihamaen Saluran Udarn | Selurul Kecamatan BUMN, AFBN, KemenlESDM,
Tegangan Menengah (SUTM] gwasta BUMN, PT.

LN




3] Pengembangsn dan pemeliharann  Saluren Udara | Seluruh Kecamatan BUMN, APBN, KemeEnESIM,
Tegznpan Rendah (SUTR) Swastd BUMN, PT
PLN
4] Pengembangan dan pemcliharaan Saluran Kabel | Kecamatan Tabanan BUMN, APBN, KoemenESDM.
Togangan Menengah (SKTM] sWwasta HLI%W.
b, Pengsmbangan Jaringan Infrastrukiur Penyaluran
Tenaga Lisirik dan Siarana Pendukung
i Pengum'l:-ﬁng&n Saluran  Udara Tegonean Ekstra | » Kecamatan Selermaden BUMN, AFHN, KemeanESM,
Tingg {(SUTEY) Giimanuk-Antosari Baret swhsla BUMN, PT.
« Kecamatzm Selcmadeg PLK
2)  Penpembanpan Gardu Listrik berupa Gardu mduk hrﬁimaiﬂn Selemmaden AFBN EemenESDM,
meliputi Gardu Induk gos insulated swilfchgear | Basat BLMN, PT.
tegangan ekstra tingsi [GISTET) LN
Antossn/Gilmanuk
3) Pemantapan Trave Listrik Solurih Kecamatan APBN KemenESTIM,
BUMN, PT.
PLN
4| Penataan jaringan tromsmisi yang telah ada Seluruh Kecamatan AFBN Kemen EBDM,
RUMN, PT
. . PLM
5] Peningkatan dan pemerstasn alkszes pelsyvsnan | Seluruh Kecanmatan ATBN emeniiE 1,
secara mersta ke selurah Wilayah Kabupaten BLMN, FT.
LN
6) Femeliharaan Gardy Lisirik yang te2lnh ado, |« Kecomatsn Kedin APBN KemenESDM, |
mieliputi: * Kecamatan Selamadeg BUMN, PT.
a. Gardu Induk gas insulated switchgear Tanah Barat PLN
Lot * Kecamatan Baturit
b Gardu Induk Antasari
. Gardu [ndok Baturitl
V) Pengembangan jarngsn hawa_h tanah secats | Sclurah Kecamatan APBN HemenESDM,
terpadyl demgan sistem utlitas  Iminnya untuk BURN, 7T
meningkatkon loalites den sstetiks ruang Wilsyoh PLN
Kabupaten I
8] FPengembangan Stasiun Perynisian ‘haterai | Seluruh Kecamatan ATEN KemenESDM,
Kenduramn Listrik SPELU dan SPRBELU BUMN, PT.
PLN

PERWLJUDAN SISTEM JARINGAN TELEROMUNIKAS]

|4l Perwujodan Jaringan Tetap
#., Pengrmbangan Infrastrokior Juringan Tetap




I} Pemelibaraan dan  peningksatan kapasitas
pelryanan Sentral Telepun  Otoma! (ST,
S=xniral Telepon Digital (STH), dan Shelter

L1 - -

Kecumatan Tabanan
Kecamatan Baturit
Kecamatan Pupuaan
Kecamaian Selemadeg
Timur _
kecematan Sslemadeg
Barat

APBN, BUMN, Swasta

Kemenub, PT.

Telkom, Swastn

2] Pengembangan STC b ru
perhembangan kebultuhan pelayenan

‘BEsTAl

31 Il“tl‘l[{,ﬂIﬂhEﬂfFjﬂ sigtem Jhminigan kabel semt
optik terpadu dengan pembangunan jaringan
prasarana fnnye

Beluruh Kecamatan

APEN, BUMN, Swasra

KemenHub, I7T.
Telkom, Swasta

Selunih Kecamatan

AFBN, BLIMN, Swasta

EemenHul, PT.
Telbom, Bwasta

4] Pengembengan jaringan bawah tanah gecara
terpadu demigan sistem prasavans lannye

Sehirnh Kecamatan

APBN, BUMN, Bwasts

Kemeniiub, PT.
Telkom, Swasta

Pengrmbangan Jarinean Tetap

Selurul Kecamatan

+.2 Perwiijudan Jaringsn Bergerak Selular

A,

APBN, BUMN, Sumasta

KemenHuoh, PT.
Telkorm, Swasts

Pengembangan cakupan dan kKuaiitas favanan
faringss nirkabel '

Sehuruh Kecamatan

b.

Pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel
dengan penutopan wilayeh blankspot pada
wilayah herbulkit, pegunungan atau terpeneil

APBN, BUMN, Swants

Kemenfub, PT.
Telkom, Swasta

Selurun Kecamatan

AFTIN, TIUMN, Swagta

KemenHub, PT.
Telknm, Swasta

Pertataan  dan pengatumen  menars Base
Transcelver Statiin [BTS)

Seluruh Kecamatan

Pemmenahan leeturubian lala lintas
telekomunikast seloler nlrkebel anmk seloruh
pperator vang meijangkau s=turuh wilavah

Pengembangan jaringsn lavanan miernel pada
fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah
desa adat di wilayah kabupaten

Pemerataan  jangkeuan
kebutuhan ielekomunikas! lainnya

APBN, BUMN, Swasta

KemenHuh, PT.
Telkom, Swasta

Selumabh Kecamatan

APBN, BUMN, Swasta

KemenHub, FT.
Telkom, Swasta

Beluruh Keodmatan

APBN. BUMN, Swesta

KemernHub, PT.
Tolkom, Swasta

siarnn telovisi  dan | Selurub Kecamatan

APOAN, BUMN, Swasta

Kementul, PT,
Telkom, Swasla




E:

Pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi
yang lokasinva ditetapkan sesumi ketentudn
periindang-undangan

Seluruh Kecamatan

AFBN, BUMN, Swasta

KemenHub, PT.
Tellom, Swrsta

AlR

5 | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA |

5.1 Perwujudan Sistem Jaringan Irigas

g, Pepgembangan dan  peoeliharaan Jarngan | Seluruh Kecamatan APBN, Al"E[ Kemen PUPR:
Irigasi Primer Prov. /Kab Dimas SOA Prov,
DPUPRPKP
b. engembanpgan dan pemchheman  Jaringan | Seluruh Kecamatan APEN, AFBD Kemen PUPR,
[rigasi Sekunder ‘Prov. [Kab Dinas SDA Prov.
' '  BPUPRPKP
' | & Pengembangan dan pemelharsan  Jaringan | Seiuruh Kecameatan AFBN, AFBD Kemen PUPR,
Immisl Tersior Prov. (Kab Dinas SDA Prov.
DPUPRFKP
d. Pemeliharaan, peningiatan  pelavanan  dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
efekrivitas pengelolasn afr peada sistem jarinigan Prov. [Kab Dinas SQH 'f“-“"-
irigas vang telah ada DPUPRPEP |
e, Peningkatan koordinasi Daerah  Irigasl (D] | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR, |
kewenongan Masional dan Provinsi Prov./Kab Dings SDA Prov,
DPUPRPKP
f. Pemehhaman dan  peninglatan  fungsi DI | Seluruh Kecamatan APEN, APBD Kemen PUPR,
Rabupaten Frov./Kah Iiiriae SDA Prov.
| DPUPRPKP
g. Pendayvsgunaan jm?ngm‘r irigasi air tanah dan air | Seluruh Kecamatan APBN, APED Kemen FUPH,
beloy untuk air minum dengan sumur bor yang Prow. fkKab Dinas SDA Prov.
telah dibangun di beborspe kawasan melalad DPUPRPKP
pengembangan  jaringan  distribusi dan
pemelibarasnnya
3.2 Perwijudan Sistem Pengendalian Banfir o
4. Normalisasi sungai Kabupaten Tabanan APBN, AFED Kemen PUPR,
' Frov. /Kgh Dinas SDA Prov,
DPL:[FHPH‘:_}:
b Pemetzan kawasan rawan banjir Selunih Kecamatan APBN, APRD Kemen PUPR,
Prov, /Kab Dinas SA Prov.
. DPUPRPKP
£. Pengemnbangan sistem peringatan dini Seluruh Kecameaian AFBN, AFED Kemen PUPR, :




Prov. / Kal [Finas SDA Prov,
DPUPRPKFP
d. Kafisn pengembangsn bangunan pengendalian | Selurub Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
banjir rob di selorub pantad yong berpotens: Prov, /Kab Dines SOA Prov;
rawan gelombang pasang DPLUPRPRP
5.3 Perwujudan Bangunan Sumber Baya Air 1 N
o FPembEneunan Hendungan Lembuk, Embung | « Kecamatan Selemudei APBN, AI'BD Kemen FUPR,
Antapan den Embung Senda Timur Prov./Kab Iinas SDA Prov,
» Kecamatan HBatunt OPUPRPRP
= Kevamnlan Popnen
b, Pemelinaraan dan  pealngkatan  pelaysnan | Seluruh Kecamatan AFBN, APBD Kemen PUPR,
banpgunen sumber daya alr yang telah ada Prow_ JKab Tinas SDA Frov.
DPUPRPKD
c. [Deogembangan air baku pads kwwasan veng | Scluruh Kocamaian APBN, AFBD Kemen PLIFR,
mengalami kesdlitan penyediaan sfr baku Prov./Kab Linas SDA Prov,
= DPUPRPEP
d. Pemanfaatan dan pengolahan alr 180t air hujan | Beluroh Kecaimatan APHN, AFBD Hemen PLIFE,
dan symber air lainnya uniokair hakyg Prowv. /Tah Tnas S0A Prov.
DPUTRPKP

PERWLLJLDAN
LAINNYA

SISTEM JARINGAN PRAGARANA

6.1 Perwujudan Sistem Penvedisen Adr Minuen (SPAM)
I a, Perwujudan Jaringsn Perpipazn

| 1] Perwiludan Unit Air Baku

a) Pemelihsraan  dan  peningkatan

kapasitss unit air baku yvang telsh
aca

Seluruh Kecameatan

AFBD Prov, /Kb

bl Pengembengan sistem jaringan alT |
baku Longstorage Yeh Empas

Recamatan Tabanan

APBN, APBD
Prov./Kah

DFUFRPKP, PDAM

KemenPUPR,
DFUPRPEP, FOAM

c] Rencana penbangunan dan
pengembatgan  sistem  jaringan nir
haku dilaksanakan sesual dengan
keteniuan  peraturan  perundang-
undnngsn

Selumh Kecimatan

21 Perwujudan Unif Proddulesi

APRD Prowv., Kab

DPUPEPKDP, PDAM

a] Pemeliharssn dan peningkatan
kzmpasitas unit produksi vang lwiah

» TPA Mypnvidil
Kecamplan Kedir
« 11"a Telaga Tanjuog di

APBD Prov. /Kab

DPUERPEPR; PDAM




» PA Lalanglinggeh di
Eecamatan Selemades
Barat

* [PA Antap dan IPA
Sclemadeg di
Rteamutin Selemateg

« [PA Tiabunan di

T Kecamatin Tabanan

* FESEVOLr Yang
tersebar di selurah
kecamatan

Kecamutan Kerambitan |

&)

Pelestarian, pengembangan dam
optimalisast air buku mebpuly wadak,

mata air dan sumber alr baky lainnva

I Selunmih Kecamaten

APBD Prov./Kab

Perwujudan Unit Distribusi

DFUPRPKE, FDAM

aj

Pengembangan SPAM terpaduy
Kawasan Perkolaan Sarbagita
meliput! slstem timur mencakup TPA
Pelanu

(3]

Selyruh Kecamatan

APED Prov, / Kab

DPUPRPKF, FDAM

Pengembanpan SPAM  Sarbagitaku
schagal sistem penyediaan air minum
terpady wilayah Ball Selatan

Selurih Kecamatun

APBD Prow. /Kab

DPUFRPKP, PDAM

£l

perpipaan

pelayanan SPAM perpipaan dan non
diselurah wilayal
mencakup ldawesan  perkotasn den
lavaasan perdesaan

Selurah Kecamatan

AFBD Prov./Kab

DPUPRPKP, PDAM

]

Pemeliharean dan
lkanasitas unit distrilnesi

peningiaan

Seluruh Keamatan

4

Porwujudan Unit Pelavanen

APBD Prov. [Hab

DPUPRPKP, PI)AM

DPUPRFKP, PDAM

a) Pemelinaraan  dan  peninglann | Seluroh Kecamatan APBD Prov. /Kab
kapasitas unit pelavanan vang telah
e F
b) Pengembangan baru unit pelayanan APBD Prov. /Kab DPLIPRPEP, PDAM




——T

seauar lajkan

b Perewjudan bulken jeringsn parplpaan

1) Pengendalisn pengembangsn  sumur | + Keeamatan Selemadeg APBID) Prov.fKah, DPUPRFEP,
pompa ' Timur SWREE PDAM, Swasta

I « Kecamalan Tabanan

Kecamatan Penehel

Kecamatan Selemadeg

Kecamataen Herambitarn

Keramatan Selemadog

Barat

* Kecamatan Marga

» Kecamatand Batdritd

= Recamalan Pupiasn

L L] L]

2] Pemeliharaan dan peningiatan bangunen | + Kecamatan Pupuan APBD Prov. /Kahb, DFUF'i_{:ﬁﬁF.
peneEngkap mata pir vang welah sde = Kecamatan Selemadeg Swasta ' PDAM, Swastn
Barst

= Kecamalsn Beleinadeg
* hecamaotan Kediri

I —

| 5.2 Perwujudan Sistem Pengelolasn Air limbah (SPALY

| a. Perwitjudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan
Afr Limbah Damestik

I) Pengembangsn SPAL  selempat  dan | Selumh Kecamstan AFRO Prov, /Kab, DPFUPRPKP, DKP,
womrunal di kawasan-kawasan  padat Swasta LI
permukiman

3] Pengembangan IPAL  di  Kawasan | Seluruh Kecamatan - APBD Prav, /Kab, DPUPRPKP, DKP,
Ferdotaan Bwastd DLH

3j [‘Engﬁlﬁbﬁngan [PAL di Kawasan Efekuf [+ HEecamstan Tabanan APBD Prov, /Kab, DPFUPRPKP, DKD,
Pariwisatn «  HReamatan Kedird Swasta DLH

= Kecamesan Batirb
»  Eecamsian Selemuides

4| Pengembangan [PAL barbasis masyaraksl | Seluruh Kecamatan ~ APFRD Prov. /Kah, DPUPRPEP, DRP,
' Swasia DL
5| Pengembangan “sistem pengelolaan ' &ir | Beloroh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
limbah perpipasn di dalam  kawassn Prov. [ Kal), Swasta DFITPRPKET, DKF,
nerkotaan menujn AL 01,1
O] Penpembangnn siatem  pengelulasn  air | Selurdk Kecamatan | APBN, AFBD Keman PUPR,




limhah setempat dilaknkan  secarn

ifrow. /Hab, Swasts

OPUPRPKEP, DEP,

individual o DLH
Tl Penpembangan  sisiem pengelolaan air | Selurh Kecamstan Al'BIN, APBL HKemen PUPR, |
lmbah bomianal ‘:["mv.,!'i':ﬂ!:l Swasta OPURRPEP, DEP, |
DLH

3.

Pengembangan Jaringan Sigtem Pengelolaan
Afr Litilah Non Dameatik gsesusf kajinn

I'enpembangsn Pengelolian Limbah Bahsat
Berbinhava don Beraoun sesual kajian

Seluuh Kecamatan

APBD Prov. /Kab,
Swasia

| TIPUPRPKP, DKF,

L

Beluruh Keécamatan

6.3 Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan

LB

APBED Prov. { kab,
Swasta

DPUPRPEFP, DEF,
BLH

Pengembangan Temps! Penpelolaan Ssmpah
Feuse; Heduoe, KMecpole (TPS3R)

Beluruh Kecamatan

b. Pengembangan
Sementara [11°8)

Tem pt Permaan pu e

Kecamatan Kedir
Kecamnptan Tebanan

Kecamatan Selemadeg

Timur

Keromatan Selemadeg

Kecamatan Pupuan
Hecamatan Penebel
Recsmatan Marga
Kecameian

Keram bifan

M‘IBD Prov., .I'IHH-hI
Swasin

[ TIPUUPRPKE, DKP,
DLH

APED Prov. /Kab,
Swilsin

i -ﬁl:“ngumhﬂrlgm Tempatl  Pomrosesan Akbir

TPA Mandumg di

APBD Prov, [ Kab,

DPUPRPEP, DEP,
DLH

| DPUPRPKP, DKP,

II'PaL Kecamatan Kerambitan Swista LH
d. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah |+ Kecamatan Tabanan AFBD Prov, fKab, DPUFPRPKP, DEP,
Terpadu (TEST) = Kecamatan Swasts DLH
«  Kediri
s Hechmstan
Kerambitan
e Pemantapan kerosamo pengelolosn ssmpah | Kawssan Perkotasn APBN, APED Prov Por Pusat,
Sarbaglls PemProv

pada TPA Regional Sarbagita

f. Pengembangan dan pemantapan pelavansn
prasarana dan utilitas jeringan persampahian

Seluruk Kecanmplan

APBD 'rov, /lCab,
Swasta

DFUPRPHP, TIKP,
DIH, Swaskta,

dundg

- Masyarakal
g Penmpkatan peran serta Masyarskal dan | Beluruh Kecamatan APBD Prov., [Kab, DPUPKRPKP, DKP,
ursha dalam pengelolann Swasta DLH, Swasta,

Masyarakat

persampahan berbesis sumber melahd pols




3R [Reuse, Reduce, Recycle)

h. Peningkatan korjs sama antar Wilonvah dﬂlﬂm E_t:iuruh-ﬂecnmamn APED Prov. fKah, COPUPHPEP, DK,
pengololaen persampahan Swasta DLH. Swasta,
Masyarakat
. Peémasvarakatan dan sosdiglisasi Kongep 3R Seluruh Kecamatan APBD Prov./Kab, DPUPRPEP, DKP,
Swasata DLH, Swastn,
Musyarakat
- Peningzatan kegitan pengurangan sampah [ Selurih Kecamatan APBD Prov. /Kab, DPUPRPKP, DKEP.
dari sumbernya Swasta DLH, Swasta,
- - Masyarakat
k. Pominghatan sarangs pengeloinan sampah Seluruh Kecamatan ATHRD Prov. /Kab, DKP, Swrata
Swasla !
L Pembatasan penggunasn  dan timbulan | Selunth Kecamatan APBD Prov, fKab, DPUPRFER, DEP,
sampuh plastk Swasia DLH, Swastn,
___Masyaralat
m, Peningkatan penanganan sampah Beluruh Kecamatan APED Prov, /Kab, DPFUPRPER, [P,
Swista DLH, Swasta,
Magvarakat
n. Penyusuzmsn  dokurnen  retcama induk | Selurubh Kecomatan APED Prov, Kab, DIFUPREPEE, DLH
{Imasterplan) persampahsn ksbupaten Ewasta
6.4 Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bericana
i Pepetapan dan pengembangan jalor evakuas|
brncann Selomill Kecamatan APBD Kab BFBED, DPUPRPEP
b, Penetapan dan pengembangan bempat APBN. AFBD Prov HPBD, DPUPRPKP
evakiyasl hencsna Seluml Kecamathn ﬁ..PEDri'Eah_ Swr !
. Pemasyarakaran dan sosilzlisasl sistem ; BPED, DPUPRPEP
Sy Erak APEN, APBD Prov,
jaringan evalmasi bencana Seluruh Kecamatan APED Kab, Swasta .
d, Perigembangan sistem mitlgas) bencans APBN. APBD Prov, | BPBD, DPUPRPKP
SRCHTE u-;r-padu Seluruh Kecamatan APEDrKab. -Ewaﬁtz.u
e. Pengawnsnn dan pemelihaman sarano dan Zelurnh Kecamatan AVEN, APED o, BPBD, DPUPRFPEP

prasarana sislem jaringan evaliuasi bencana

Penyusunan rencana mduk (masterplan)
ltawssan rawan bencana Ehup;tnn

Seluruh Kecamatan

APBD Kab, Swasta

APBN, APBD Prov,
APBD Eab., Swasla

BFBD, DPUPRPKP

6.5 Perwujudan Sistem Drainase

&

Penyusunan masterplan drainase Kabupaten

Seturyh Kecamatan

APBD Hab

DFUFRFEFP




b. Pengembangan dan pemeliharasn Jaringan

DPUPRKIM,

e

! Drainase Primer Seluruh Kecamatan APED Prov, APBD Kab DPEUPRPKE,
. - Musyarakat
¢ Pengembanpin dan pemeliharaan Jarngan . T"PUPRI‘U-}'J.
Drainase Sckunder Seluruh Kecamatan AFBED Prov, APBD Kab DPFUPRPKP,
Masyirakat
d. Pengembangan dan pemecliharsan Jaringarn OPUPRKIM,
Dirainase Tersier Belumibh Kecametian APRD Prov, AFBID Eab DPUPRPRP,
L - Muosyarnkat
¢. Pengembangan sumur resapan dan lubang DPUPRKIM,
hiopori Selurub Kecamatan AI'ED Prov, APBD Kab DPUPRPKP,
Masvarakat

€ | PERWUJUDAN POLA RUANG )

PERWLIJUDAN KAWASAN LINDUNG

1.1 Perwujudan Badan Air

a. Pemeliharaan dan pelestarian badan air

Hecamatan Baturiti
Kecamatan Kedird
Hecamatan
Kerambitar
Kecamatan Penehiel
Hecamptan Selemadep
Trcamatan Sglemadeg
Barat

Kecamatan Selemadeg
Timur _
Hecamatan Tabanan

AFBN, APBD
Prov. [Kab.

DPFUPRPKP, DLH,
BWS Bali Penida

b, Pengembangan tanggul badar air

Kecamatan Baturit
Kecaematan Kedird
Keeaimatan
Kersmbitan
Kecamatan Penebel
Kecomntan Sclemaileg
Kecamatian Selemadeg
Haraf

Keramatan Selemadeg
Timur

Kecamaton Talenan

= Pengelolaan
Wilayah sungal

hifrologt  dan  koalites  air

= ® ®F | ®

Keegimatan Baturit

Kecamatan Kedied
Eecamatan

AFEN, APHD
Prov. [ Kahb.

DPFUPRPRP, DLH,
BWS Bali Penida

APBN, AFBD

Frov, [ Kab,

DFUFRFKF, DLH, |

HBWS Bali Penida




Kersmbiian
Kecameatan Penebel
Hecamatan Selemeadeg
Kecameatat Salemiadeg
Barat

Kecamatan Selemadeg
Timur

Kecomatnn Tahanan

dava agar
fungsi badan air

d. Pemantaus dan pengendalizn kegintan budi
tidale menurunkan koalitas)/

Kecamatan Baturitd
Kecamatan Kedird
Kecamatan
Keramlbnitan
Kecamegtan Penebel
Kecamatan Selemadeg
Kecamatan Selemadeg
Barat

Keeamatan Selemadeg
Timar

Eecometen Tabanan

— APBN, APBD
Prov. /Kah.

| DPFUPRPKR, DLH,

BWS Bali Penida

.2 Perwujidan
_ Perlindungan terhadap Kewasan Bawahannya

Rawasarn

ialpm Eawesan hitan

YEIR

& Penciapan lata batss Kewasan lind ung di

Memberikan |

Lindung

b Rehabilitasi dan revitalisas) Kawsasan Hutan

Keeamatan Baturiti
Kecamatan Penelel
Kecamatan Pumian
Kecamatan Selemadeg
Kecamatan Selemades
Harnt

APEN, APBD

Prov, AED Kah.

Kemen. LHK, UPT
KPHL, DLH

Kecamatan Baturiil
Kecamatan Penebel
Kecamatan Pupusn
Kecanmatan Selemadeg
Kecamatan Sslemadeg
Barat

APBN, APBD

Prov, APBED Kah.

Kemen. LHE, UPT
KIHL, DLH

Penpawsasan dan _ptrrn.um;nuan SeCHaTR Tutin
unituk meneegah terjadinye penebangan liar
dan kebakaran Kawsssn Huten Lindungp

.

Bengembangan vegetas! tegaksn bnged vang
mampy memberikan perlindungan terhadap
permukaan tansh dan mampo meresapkan

" o & ® W

Kecamatan Raturit!
Kecematan Perebel
Kecamatan PupieEn
Kecamatan Sclematleg
Hecamatan Sclemadeg
Barmt '

APBN, AFBD

Prov, AFBD Kab.

Hemen, LHE, UPT
KPHI., DLII

Focamatun Baturitd
Hecamatan Peoebol
Hecamatan Papuan

AFEN, APRD

Prov, AFRD Kab,

Kemen. LHE, UFT
KPHL; DLH




uir ke dalam tanah

Kecamatan Selemadeg
Kecamatan Selemadeg
Burut

£ Pengembangan blok penvanggs pada +  Kecamatan Batuorit] APBN, APBD Kemen. [HK, UPT
kawasan yang berbatasan dengan Kawassn *+  HKecamatan Pencbel Prov, AFBD Kah. KPHL, DLH
Hutan Lindung *  Kecamatan Pupuan

*  hecamaian Selemadeg
«  Wecamatan Selemadep
Berat .

f. Melakukan program pembinsan, penyuluhan |« Kecamnatan Baturti APBEN, APED Kemen: LHK, UPT
kepada masyarakat dalam upaya pelestarian | =  Kecamatan Pencbel Frov, APBD Kah. KL, DLH
Kawasan Hutan Lindung = Kecamatan Pupusn

= Kecamatan Sclemadeg
= Kecamatan Belemadeg
: ___Barmt — I—

g Pengendalian keglatan budi daya agur tidak *  Kecamatan Baturii APEN, APBD Kemen, LHE, UFT
mengeanggy fungsi Undung Kawasan Hutan |+ Kecamartan Penebel | Prov. APED Kab, KPHL, DLH
Linduing =  Hecamatan Puplian |

*  Recamatan Selemadeg
= Recamsatan Selemades
Baral
1.3 Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat _

& Pemantapan fungsi dan penatasn kawasan | Sehuruh Kecamatan AFBD Kab DPUFPRPEF,
rerlindungan setempat berupa kawasan suci Drishud

b. Pemetsan kawasan perfindungen serempat |+ Kecamatan Kedin APRED Kab OPUFRFKP
berapa tempat suci/ Pura * Heocamatsn Marga

*  HKecamstan Penebel
+  Kécamatan Selsmadeg
*  Hecamatan Selemadeg
Barat _

c. Pengawasan dan pengendalian  kegiatan |+ Kecamatan Kediri APAD Kab OPUPRPKE,
pemanfastan ruang agar tikdak mengangpu |+ Kecamatan Marga Mhistud
fungst Kawasan Perlindungan Sctempat »  Kecaniptarn Penebel

' +  Kecamalan Seclemadeg
«  Kecomotan Scelemadeg
Harat
14 Perwujuden Kowazan Konseprvanl
a. Perwujudan Cagar Alam
I} Rehabilitasi dan pengamanan cagar alam *  HKeramatan Baturitl APEN, APBD Kemen. LHEK,
Prov./Keb BKEDA, DLH

. .




Kecamatan Penebel

2} Peningkaian diversifilias: ataw |+ Kecamatan Baturl APBRN, AFBD = Kemen, LHE,
keanekerspaman havati »  Recamatan Penebel Prov. /Kab BESDA, BLH
3| Peonegssan tatA Datas dan zonasl cesar |+ Kecamatan Baturit AFBEN, AFBD Kemen, LHE,
glam . Eecameatan Penebel Pﬂ]?fﬁﬂb BESDA, DLH
- b Perwujudan Taman Wisate Al
1] Rehahilitasi Taman Wisatm Alam »  Kecamatan Baturid APBN, APBD Kemen. LHK,
» HKedamatan Marga Prov./ Kab BEEDA, DLH
2] Pendsysgunean dan peiestarian potensi [«  Kecamatan Baturit APBHN, APED Fmmen: LHE,
hutan wisata «  Kecamatan Marga Prov./Kab BKSDA, DLH
3] Pembatasan kegiatan wisala alam l* HKecamatan Baruritl AFBN, AFBD Kemeni. LHK,
'+ Kecamatan Merga Prov. /Kab BKSDA, DLH
e, PFenyediasn  fasilitas  umiule kepentingsn |+ Keeamstan Beturit] AFBN, APBD Kemer. LITK,
pendidikan den penelitian *  Kecamatan Pengbel Prov. /Kab BEKSDA, DLH
) *  Kecamatan Marga .
d. Perguatan pregram  dan  pemberdavasn |+ Kecamatan Baturit APBN, APED Kemen. LHE,
masyaralmt *  Kecamatan Penebel Prov,/Kab BESNA, THLH
»  Kecamatan Marga
e. Pemetman  dan  penctspen jalur/koridor | Kecamatan Tabanan APBEN, APBD Kemen KKP,
periindungan penyu dan satwa fiar Prov. /Kab Eemen LHK,
Diakan
) Prov., Diskan Kab
PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA
2.1 Perwujudan Kawasan Perlecebunan Raloyat
4. Pememan luas  dan kondisi | kewason |« Hecamatan Baturit APBD Prov, /Kab. PemProv, PemKah
perkebunan rakyat = Retamatan Peocbel
«  lepcamatan upusan
+ HKecamatan
Selemadeg
»  Kecamatan
Selemnadeg Barat

b. Pengembangan komoditas kavo dan non leayu |e
penunjang industri kerajinan .

Eecameatan Baturit
Kecamatan Fenebel
Hecamatan Fupian
Kecamatan

APED Prov, (Kab.

| PemProv, PemKab




Selemedep
Kecamalan
Selemadep Barat

| =i

Rehabilitasi  dan
peErkeburan rakyal

konservasi kawagan

Hecamalan Balurld
Kecamaten Penobel
Kecamaten Pupuan

=  Ketamoten
Selemadep

= Hecamalan
Selemadep Bamat

APBD Prov. /Kah,

PemProv, Pemiali

Pengembangan  keawasan  perkebunan. rakyat
untuk kenservasi dalam bentul kebun rava di
lar kawasan hufan

*  Hecamatsn Baturt
«  Keeamalan Penebuel
« Kecamatan Pupuan

= Kecamalsn
Selemadivg

«  Hecamatan
Swlemader Barat

APBD Prov. [Kab,

PemProv, Pemkal

2.2 Perwgjudan Kawasan Pertanian

2.2.1 Perwujudan KEawasan Tanamsn Pangan

 Seluruh Kecamalan

a4 Pémetasn Kawasan taraman pangan pnn:luf:lif APRD Prov. [ Kals, Drinias Pertanian
Fabiipaten
b. Penetapan Lalmen Pangan Fermanian | Sehunh Eecamatan APBD Kab DPUPRPKP, Dines
Berkelaniutan (LPIB) demi ketahgnan pangan | . Pertanian
¢. Peningketan jaringen irigasi Selurill Kecamatan APBN, APBD | Hemen PUPR,
Prov. [Kab, DPUFEPEPR, Dinns
Pertanian
d. Peningkatan intensifikasl lahan Seluruh Kecamaran APBD Ksb Dinas Pertanian
e, Penvediaan sarana dan prasstana produlesi Seluruh Kecamatan AFEN, AT'ED DPUPRKF, Dinas
Frov/hah | Pertanian
. Pénguatan lkelembagaan subak dan | Seluruh Kecamatan APBD Prov./Keb, | Dinas Pertanian,
Welembagaan petan) lalnnys terhait dengsn Masvarakat
pengelolasn sumber days air uniuk irigasi,
pengadasn sarana produksi, panen, pasca
panen den pemasaran
g Pengembangan  secara  bertahap sistem | Seluruh Kecamatan AFHT Prov. /Kab, Dinas Pertantan,
pertanian  organik  di seluruh wilayah Masavaralat
ksbupaten
h PnEgmnhaﬂg_ﬂn__ kawesdn  sentra  produksi | Seluruh Kecamatan APBD Prov. /Kah, [¥nns Pertanian,




perianian melslan sstem agribdsnis  terpadu

Vang terintegrasi  dengan  pengembangan
kawsasdn agropolitan

Masyarakal

Pengembangan  kebijakan  pengintegissmn

Belurah Kecamatan

APED Prov, / Kab..

Ninas Perrtanian,

salctor pertanian dengan pariwisata Dispar,
Masvarakat
v Perangkatan produktivitas iahan - lahan sawsh | Beluraoh Kecamatan APBD Prav. /Kah. Dinas Pertentan,
medaloi intensifikasi lehan perianian Masyarakat
k. Pengembangan komodites vempg  adaptif | Seliruh Kecamatan APED Prov./Kab, Dinas Pertanian,
tethadap perubahian klim Mesyarakat
1. Pemantepan pelayanan jaringan irlgasl Sehurnlh Kecawatan APED Prov. /Kah. Dinas Pertanian,
B IMasvarakat
m. Pencegshan dan pembatasan  alih fonest | Sefuruh Kecamatan AFED Prov, [Kab. Pinas Perfanian,
kawasan tanamarn pangan beririgasi ' Masyarakat
0. Pempembangan  budidaye perikenan pada | Selumh Escamatan AFBL Prow, fKal. Dinas Perranian,
saluran irgasi Masyarakar
o. Pertindungan kewsssn rcmmring aawah Solurith Kecamatan AFEﬁFva.f Keb. Dineas Pertanian,
Masyvamnthat
P Peoyusunun produk hukum deemb rentang | Seluroh Kecamitan APED Kati Permil{ab

pemberian msent] dan disinsentil Kowasan,
Latian dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berleelamjutan sesnal kajian

2.2.2 Perwujudan Kawasan Hortikuloura

Selemades

 Kecamatan Baturiti
* Kecamatan Marga
Recamatan Penebel
Kecamatan Pupasan
=  Hecamatan

APBD Prov.) Kab,
Swasta

Dinzs Pertearnian,
Swasta )
Muasyarakat

Suleimader

Hemmntan Baturid
*  Kecamatan Marga
Kecarmatan Penebel
Kecamatan Puptisn
=  Hatamatan

2. Peagembangen  Romoditas  lenamen buah-
boatian bercampr denman leawasan
porkebunen ralorat

b, Pemanispan Kawasin Agropolitan  Baturih
berbuais pertanian hortilculitra

c. Pengembanpan  bernitraasn  dengan sektor

Kecamatan Baturil

APBIO Prov,/ Kab,
Swaniz

Dinas Pertanian,
Swasta/
Masvarakat

AFED Frov./ Kab,

! Dingas I'ertanian,




industr: dan pariwisatn Kecamatan Marga Swasta Ewasta,g'
Kecamatan Penebel Masyaraiat
kecam#atan Pupian
Kecamatan
Sclemades
FPengembangsn Jussan kewnsan  budidays Kecamatan Baturitl APBD Prov./ Ksh, Dinas Pertaroan,
hortilultura arganik secara berizhap pada tiap Kecamsatan Marga Swasta Swasta/
giibak dan desa sesual potepeinya Kecamatan Penebel Mesyarakat

Kecamatan Pupzan
Kecamatan
Selemadep

Pengembengan tucaman hortikultara mellputi
wmnamen bunga, tanaman hias; sayar mayur

Kecamaltan Baturit
Kecsmatan Marga
Hecamatan Penghbel
Kecaratan Fupuoan
Fecamatan
Selemadeg

APBI Prov,/ Kal,
Swasia

[Dindfik Pertanian,
Swesta/
Masyarakat

Pemanfaatan  lahan  basah  yang  belum
beririgasi pada bulan - bulan kering

Keramatan Batoritd
Kecamalan Marga
Kecamatan Penchel
Keosmatan Pupuan
Kecamatan
Sclomadee

Pemilihan jenis komoditns yang memiliki nilai
ekanarnis

Pembatasan perluasan budi dava hortikulturs
sayur mayur dari kawssan perkebunan dan
periebunan rakyat

Hecamatan Baturiti

Kecamatan Marga
Keecamatan Penehel
Kecamatan Pupoan
Kecamatan
Selemardes

APBD Prov,/ Kab,

SwnEra

Dinas Perianian,
Swasta/
Masvarakit

APBD Prov./ Kab,
Swasta

¥nes Perfanian,
Swastp/
Masvamakat

Pengendaiian kegiztan budidava hortikultura

sEYUr mayur pada kewssan depgan kemiringan
di atas 40%

Kecamatan Baturitl

RE{:EIIHET.EI‘I Margn
Kecamatan Penicbel
Kecamatan Pupuen
Kecamatan
Selemadeg

AFBD Prov./ Kab,
Swasta

Dinas Pertantan,
Swasta,/
Masyarakal

Hecamatan Baturiti
Kecamatan Marga
Kecamaian Penebel

fecsmuatan Pupuan
Kecamatan

Selemadeg

APBD Prov. ) Kah,
Swastn

Dinas Perlanian,
Swastn,
Masyarakat




Peningkatan
hortikultura

EXTATIA farn PITLSE TS,

Penpguatan I.E:I-Enlbﬁgaﬂn petani terkail denguan
pengelolaan sumber daya gir untuk reasi,

pengadaan sarnna  prowduksi, panen, pESCA
panen dan pemssaran

Pengembangsn sentra agropolitan lainnyve

Kecpmatan Fatuarini

AFBD Frov./ Kab,

Dinas Permanian,

Kecamatan Marus Swasla DOPUPRFKP,
Kecamalan Penebel Swasta/
Kecamatan Pupuan Masyaralat
Weramatan

Selemadeg

Kecumatan Baturt]
Kecamaizan Mares
Kecarmmatan Ponehel
lecamatan Mupuan
Kecamatan
Selemades

APBD Prov./ Kab,
Swantz

Iinas Pertanian,
Swasta)
Masyarslat

Hesamatan YMarga
KecamAatan Penobiel
Keramatan Pupluan
Kecamaran

Selemadeg

APBD Prow./ Kal,
HSwagta

Dines Pretanian,

Swasta/
Masyaralst

2.2.3 Perwujudan Kawasan Perkebunan

o. Peretapsn kawgsan perkebuinan il | Selunih Kécamatan AFRD Frov. ) Kab, Mnas Pertanian,
penerspan komoditas uneoaian Swoata Swaate, )
: _ _ __Masyarakat
b, Peningkatan sarana dan prasarsna kawasan | Selurnh Kecamatan APRT Prov. [ Kab, Chinas Pertanian,
perkebunan Swaaty: Swantn/
o Masyarakat
c. Penguatan kelembagran petani terksit dengan | Seluroh Kecamatan APED Prov.[ Kab, Dines Pertanian,
penpadaan sarmna  produksi, pancn, pasca Swasta Swasta /
panen den pemassran Masyarakat
d. Pengembangan kiwasan petkebunan Zeluruh Kecamatan APRTI Prow./ kab, Dinas Pertanian,
Swasdla Swostn
' Masvarakat
¢ Peninglkatan pelavanan sarans dan pragsarana | Beluroh Kecamatsn APBDY Prov./ Kah, IMnas Pertanian,
pendulkung sistern egribisnis dan agroindustr Swasta DI'UPRPKE,
Swoata f
Masvarakat
. Penguatan sistem kelembagaan kelohipok teni | Seluruh Kecamatan APBD Prov_/ Kab, Dinas Pertanisn,
Atry gapoktan Bwrsn Sweista
o Masvarakat
g Pengembangan agrowisata dan  kemitraan | Seluruh Kecameatan APBD Prov./ Kab, Dings Pertanian,
dengan seltor Industr] dan pariwisata Swasta Swanta/
Masverakit

- |




b. Peopembangan lussan kawssan perlebunan | Seluruh Kecamatan | APHD Prov./ Kab, Dinas Pertanian,
organilk secara beriahap Swaata Swasta/
o Mssyarnioat
i Pemantspun Kewasan Agropoliten berbusis |+ Hecamatan Marga APBD Frov. [ Kab, Dinas Pertanian,
tanaman perkebunsn «  Kecamatan Baturit Swasta Swistaf
+ Kecamatan Pupuan Masyarakal
j.  Integrasi kegiatan ]:mte:mﬂkan dengan kawasan | Seluruh Kecamatan APRD Kab, Swasta Dinas Pertanian,
perkebunan Dinas Peternakan,
Bwastaf
Mesyarakat
Lk Identifikasi dan pemebaan potensi kawasan | Selurah Kecamatan AFED Kab, Swasin Dines Pertanian,
pertambangan  yang ada di  kawasan Swasta/
perkebunan Masyaraicat
1 Pengendalian  dan  eoptimalisasi  kematan | Selhumh Kecamotan APBD Kab, Swasta | Dinas Pertanian,
pertambangan pada kawasan perkebunan Swasla/
— Musvarakal

L3 Perwudan Kewasan Peruniukean Tndusir

di Kewasan Peruntulian Indust

2.4 Perwujudan Kawasan Pariwisata

a. Pengembangan potensi Kawasan peruntukaon | Kecamatan Kerambitan APBD Prov./Kab, PemProv, PemHEab,
indostri Swasta Swasta/
| . . R L. Masvarakal
b, Penprmbangan senttes industn kecll  dan | Kecamalan Kersmbitan APEBD Prov,[Kab, PemProv, Pomiab,
menerngah (SIKM) terintegras: dengan kawasan Swastn Swasta/
permulkiman Masyarakat
t. Pepgelolaom Kawopsen Perontoksn  induostm | Kecomotan Kerambitan AFRD Prov. fKab, PernProv, PemKah,
secara berkelanjutan Swasta Swasta/
. Masvarakat
d. Penyediaan infrestruldur pendukung kegiainn | Kecamatan Kerambitan AFBD Prov. [Kab, PemProv, PemKah,
mdustri Swasta Swasta/
| Masyamlat
c. Pengembangan dan peninghatsn prasarana, | Recamatan Kerambitan APBD Prov./Kab, PemProy, PemKab,
sarang, dan utilitas di Keweasan Peruntukan Swasia Svasia/
IndhistTi Masyarakat
f, Pengawasan  dapn  pemantsusn | seria | Kecamatan Kernmbitan APBD Prov./Kab,  PemProv, PemKab,
pengendalian terhadap Kegiatan industri untuk Swasta Swasta)
mencegah tmbulnya pencemaran Hngkungan ' Masvarakal




a. Pengembangan Kewasan Fiektd Parwisatn

Recomaman Baturis

Kecamnton Kedir
IKecamutan
Kerambitan
Ercamatan Puplian

Kecanatan

Selemudeg
Kedgmuten
delemaden Barat
Hecamatan
Selemadey Timur
Kecrmatan Tabanan

AFBD Prov. /Kab),
Swasla

FemProv, PemBalh,

Swagta/
Measgyarakat

b. Pembangunan
pariwlsats

infrastruktar penurjang

Kecamatan Baturid
HKecamatian Kedird
Eeoametun
Kerambiten _
Kecamatan Pupuan
Keeamatarn
Selemadeg
Kercamatan
Selemadeg Barat
Selempdes Timur
Kecamaton Tnhanan

APED Prov. /Kah,
Swasth

DPUPRPEP,
Dispar, Bwasta/
Masyarakat

¢, Pengembangan (asilitas pariwisata

Kecamatsn Batirit
Kecamalan Kedir
Kecamatan
Kersmbitan
Kecamyatan Pupuan
Kepamatan
Selemadeg
Keramaran
Selemadeg Barat
Keaamaten
Selemades Timur
Kecamatan Tabanan

AFRD Prov, fKab,
Swasin

HPUPRPEP,
Dispar, Bwasla/
Masyarekat

d. Pengembangan kawsaan pariwisata berionsep
ekowisara

l
:

—
-

Kecamatan Baruriti
Kemnmdtan Hedird
Kecamaltan
Keramibitan
Kecamatan Pupuan
Keiramidtnn
Selemadeg

FeramatEn

APRD Prov. fKah,
Ei_-v:au:la

DPUPRPKP,
Dispar, Swasta/
Masyarakat




*  HKecematan

Selemmdep Bamat ‘

o Selemadeg Timur \
* Hecamatan Tabanan | |
e, Pemantapan den pengembangan DTW dengan |»  Recamatan Balurdld APBD Prov./Kab, | Dispar, Swasta/ |
konsep ekowissata »  Kecamatan Kediri Bwasti Masyarakat |
*  Hecametan
= e s=io= sieezelos Kemmbitan

«  HKecamatan Popusn

* Kecamarsn
Selemadeg

*  Kecamaban
Selermades Baral

*  HKecamntsn

Selemadeg Tmur
’ *  HWecamatan Tabanan
f Pengembarigan sarana dan  prasarana |+ Kecamatan Baturit APBD Prov. /Kab, DPUPRPKP,
pariwisata pada DTW secsra terbatns » Keécamatan Kedirl Swasta Dispar, Swasta/
»  Kecamatan Masyarakar
Kerumbitan

»  Kecamatan fapuan
* HKecamatan

Selemadeg
v Heppmatan
Selemadeg Hamt
«  Kecmpmatan
Selemadeg Timur
—— |+ Kecomatan Tabanan =
g Peningkatan aksesibilitas ke selaruh DTW Seluruh Kecamatan APBD Prov./Kab, DPFUPRPKP,
Swvastd Dispar, Swina)
Masyarsleat
h. Pepgembangan desa wisata. Seluruh Kecamaian APBD Prov, [ Kab, Dispar, Swasia/
) Swasta Meagyaralat
i. Peningkstsn kualitas obyvek wisata Seturoh Kecamatan APHD Prov, [ Kah, Dimpar, Swasta/
' Sviasta Masyarakat |
J- Pengeloiasn  Kowssan  Poriwisatn secsrs | Seluruh Kecamatan APBI Prov. Kah, Dispar, Bwasta/
berkelanjulan Svwasta Masrarakat
k. Pengembangan sumber daya panwisate dan | Selurub Kecamatsn APHD Prov. [Kab, Dispar, Swasta
ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisats Sweatn Masyarakat
[ L Pengembengan Hawasan Wisats dan  objek | Selurub Kecamalan AFPBD Prov. /Kab, Dispar, Bwastaf

wissita barit Swaata Masyarakat




m. Pengembeangan Destmasi Wisaia Daerah

Zalurub Kecametan

APBT) Prov. /Kabh,

Dhispar, Swasta/

Swasta Mesyarakat
n. Mensinergikan kegidtan lainnya yang memiliki | Saluruh Kecamatan APHD Prov. /Kab Dispar
phEns! s=bagal dava farik panwisata
o. Peningkatan sistem  informasi dan promosi | Seluruh Kecamatan APBD Prose, MHals, Bispar, Swasla/
wisate berbasis teknologh pariwikala Swasta Masyarakal
p+ Penpembangsm  fenls dan  paket  wisata | Selurub Kecamatan APRD Prov, fKal, Dispar, Swasta/
unggulan Swrsta Mauyarakat
q. Pengembangan daerah tujuan wisata berupa | Seluruh Kecamatan APBD Prov. [HKab, Dispar, Swasta/
wisala budays, wisats alam, wisatn objel Swausta Masyarakal
khusus dan wisats buatan
T. Pembinaan dan F:-mEEmrd_El}'ﬂ.:_m mesyarakal | Seliureh 'IE.'.EEI]‘I‘LET_EI‘I APBD Prov. fRahb, Dizpar, Soasta/
dalam  upayz pengembangan  Kawasan Bwasta Masyarakal
Pariwisata
5. Integrasi sistem Cleanliness, Health, Sofety and |+ Kecamatan Baturiti APHLD Prov. /Kab, Dispar, Swaste/
Environtrient  Susfminability  (CHSE)  dalam |+ Kecamatan Kedic Swasts Masyarulat
Kawasan Pariwisata *  Keramatsn
Kerambitan
= HKetamatian Pupuan
«  Keeamatan
Betlemadeg
¢ RecamsEtsn
Selemades Barat
o RegsmalEn
Selomadeg Timur
»  Kecamstan Tebanan
2.5 Perwujudon Kewnsan Permuliman
2.5.1 Perwuindan Kawszan Pormuliman Perkotaan o
a. Penyedisan perumahan yvang memaddl, aman | Seloruh Kecamatan APBL Kal, BPUPRPEP
dan nyvaman bagi mesvarakat perkotaan N
b. Penyediaan Earaha dan prasarang | Seluruh Kevamaten APEN, APRD OPUFRFEP
permukiman sesuai daya dukuing tawasan Prow. / Kah,
c. Pengembangan permukiman  produldif  dan | Selunth Kecamatan APBD Kabh TPUPREEE, TiLH
berkelaniulan
d. Perbaikan lHngkungsn  permukiman kumuh | Seluruh Kecamatan APBD Kab DPUPRPKP, DLH
dan kurang leyak humi .
o, Rehabilitasi denfatmuy relokssl pormuldmen | Scelurub Kecamatan APHEN, AFBD DFUPRFKFR. BFBD




vang terletak pada kewasan rewan bencans | Prov. fKab
I, Konservasi kawasan tradisional f¢tnis/ | Seluruh Kecamatan APBN, AFED Kemen "UIE,
hersojarah Prov. / Kdb DPUPRPKP
g Pencgdengan  kawasan  permukiman  baru | SBeluruh Kecamatan APBN, AFED Kemen PUPR,
(kasiba  dan  lesiba]  dengand rencans Prowv, /Kab DPUPRFEI
prmbangunan prasarana  permukiman yang
lobih terurah, efelct!, efisien, produktil, aman
diun berkelooiutan
h: Penatasan, perbaikan dan peningkatan kualiias | Seluruh Kécamatan APBN, APED Kemen PUPR,
Hngkungan permuldman Prov./Kab DPUPRPEP
i. Sosialisasl penggunaan bangunan bertinglar Seluruh Kecamatan AFEN, AFED Kemen PUFR,
Prov. (Kah DPUPRPEP
I Pervujudarn mang terbuka hijou mimimal 30%
dari kawasan permukiman perbotasn - |
k. Perwujudan rumng terbuka non hiay, rosng | Selurih Keosmarem APBD Prov./Kab  PemProv, PemKab,
pufrlan kaki, jalur dan roang  evakuass Sagta/ Masvaralnt
Lo
4.5.2 Perwujuden Kowasan Permukiman Perdesasn o
a. Penyvediaan perumahan yvang memadal, aman |+ Kecamstan Bseturitd APBN, APBD Eermmen PUPH,
dan nyamean bagl masyarakat perdesaan «  Kecamaton Prov,/Kab. DPUPRPEP
Kerambiran
*  Kecamatan Marga
= Kecamatan Penebel
«  Kecamaten Pupuan
»  Mecamaton
Selemadeg
*  Kecamatan .
Selernades Taral
* Recamalan
Secivmadeg Timur
b, Penyedisan perumahan masyarakat perdesaan [+ Kecamatan Baturiti AFEX, AI'ED Kemen FUPR,
tetap memperhatikan sigtem kearifsan lokal dan [« Kecamatan Prov, /Kab LDFUPRPKP
giatern Kekerabatun vanp berlaku Kerambitanr
«  Hecamatan Marpa
*  Hecamatan Punebel
»  Recsmatan PupusEn
*  Kecamatan
Selemaden
*  Kecamatan
Selemaden Barat
*  Kecamatan




]
]

Selemadeg Timur

.

Penyediaan sarana dan

prasatang | .
permulkiman sesual daya dukung kawsasan

}
]
]
|

A —

EKocamaton Batart
Kecamalan

Kerambitan

Recamalan Marga
Heeamatsn Penchel
Kavamatan Popuan
Kecamelsn
Selemudeg
Hecomatan
Selemadep Barat
Kecarmialen
Selmn&!:lei'lgbnu_r_

 d. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh

dan kurang layak Hhuni

Proy, [ KAk,

Hemen PUPR,
DPFUPREKP

Kecamatan Baturit
Kecamatsn

Keram bitan
Kecamatan Marga
Kevamaten Penehel
Kecomalan Pupguan
Kecamatan
Selemadeg
Fecamatan
Selemadeg Rarat
Kecamatan
Selemadey Timur

AI'EN, APBD
Prov, f Kab,

C.

Rehabilitast  dan /atmy . elols

permukiman

vang terletak pada kiiwssan rawan bencana

I

Penatsan, perbalkan dan peningkatan kualitas

lingkungan perniakimear

Recamalan Hataris
kecamalan
kFerambitim
Eecamntan Morga
Kecomatar Penebel
Keeammatan Pupilsn
kocpmatan
Selemadeg
lhecamatan
Selemadeg Barat

kecamatsn

Lelemaitng Tl

APEN, APBD
Prow. /Kak.

Kemen PUPR,
DPUPRPKF

Kemien PLPR,
DPFUPHPKE

Kecamatan Baturit
hecamatan
Kerambiltan

APBN, AFHD
Prov. /Kab.

Kemen PUFR,
DPUPRPKP




. Perlindungan

Kemmalan Marga
Kecamatsn Pencbel
Kecamatan Pupuan
Kecamatan
Selemaden
Mepamatan
Selemadey Harsl
Kecanyatan
Selemadeg Timuar

terhpdap Kawasan Tanaman
Pangan heririgast

Kecamatan Batoritd
Kecamial i
Kermmbitan
Kecamatan Margs
Keoameatan Penehel
Kecamatan Pupuan
Hepamatan
Selemades
Kecamztan
Selemadeg Barat
Keczanatan
Selemeadeg Timur

" APBD Prov, TKal

DPUPRPEP, Dinas
Pertanian

. Pemanfastan lahon pekarangan permukiinan

perdesaan untule kegiatan peternakan skale
rumah tanggs

[

Kecamptan Saturit
[Kecamaan
Kerambitan
Kecamatan Meargs
Recimalan Penelel
Kecamatan Pupusn
Hecamatan
Selematleg
Kecamalen
Zelemadeg Bamal
Kecamatan
selemadeg Timur

ABBD Prov. /Keh

| DPUPRIPKP, Dings
Petarnabon

Revitalisas] Desa Tua vang memiliki Leta T
desa dan arsitelonr khas

Kecametan Berurit
Kocamaran
Kerambitan
Kecematan Marga
Kecamaptan Penebs]
Kepamatan Fopoan
Iecumatan

APBD Prov./TKab

PemProv, Pemlab




Selemadeg
Hecamatan
Selemadeg Barat
Recurmatan
Selemadeg Timur

§. Perlindungan habitat satws kera Kawasan Alas
Kedatan

Kecamealtan Marga

AFBD Prov. /Kab

PemProv, PemMiab

3.6 Perwijudsn Kawasan Pertahanan dan Reamanan

& Penatgsn dan perngelalaan Kawesan
Pertahisman dan Keamanan

e

Kecamatan Tebanan
Kecamatan
herambitan
Kecamainn
Selemadey
Kecematsn Penebil
Kecamatan Baiurin
Hecamatan Kedird
Kecematan Marga
Kecamatsn Pupusn

APBN

Kemenhan

b. Pengendslisn perlembangan  kegiatan di
gekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan

& & | = & ®m & W

Kecamatan Tebanan
Keramatan
Kerambitan
Selomadieg
Kecamatan Penebel
Kecamaian Batint
Kecamatsn Kedind
Kecamatan Marga

Kecamatan Pupuan

ATEN

Kernenhan

¢. Pongembangan dan peningkaton prasarana
dan sarana Kawasan Pertshanan  dan
Reamanan

- L I L

e mw — e e

Kecamaten Tabanan
Kecnmntan
Kerambitan
Keécamatary
Selpmades
Hecamatan Penehel
Hecamalan Batudd
Kecamatan Hediri
hecamatan Marga
Kecamaton [upoan

AFBN

Re.menhan

: PERWUJUDAN KAWASANK STRATEGIS KABUPATEN

Perwiijudan Kawasan Straiegis Kabupaten dari Sudut
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi




1.1 Kawssan Perkotaan Tabanan

a. Pemantapan pusat pelsyanan dan kegistan | Kecamaian Tabanan APHN, APBD KemenPUPR,
pemerintahan Frov./Kab DFUPRPKP,
Bappeda
Kecamatan Tabanan APEN, APBED EemenPUPR,
b. ?‘emsntapan pusat peloyanan  perdagangan Prov./Kab DPUPRPKP,
jasa dan kesehatan skala nasional dan regional ' Bappeda,
Disperindag
c. Penstaan lingkungan den bangunan kawsean | Kecamatan Tabanan AFBN, APRD KemenPLTPHE,
perlkotaan Prov./Kab Buppeda,
B B DFUPRPKP
| d. Pemantapan sarana prasarane den wtlites | Kecamatan Tebanan APBN, APBD KemenPUPR,
penuniang Kawsasan Prov, fKab DPFUPRPKP
e Penatzan dan  pengendalinn  kawasan di | Kecamatan Tabanan APBEN, APBD KemenPUPR,
sepanjang koridar Prov./Kab DFUPRPKP
f. Ifung::mbangan jaringan transportast lerpadu Mubamaian etanan ﬁPpﬂ, Efin J%g:::#;’ﬂ
linfas kawasan DPUPRPKP,
Dishub
1.2 Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul
a. Pemantapan Kawasan Bedumil dan sekitarnya | Kecamatan Baturiti APBN, AFBD KemenPUFR,
sebagal keownsan efelctil partwisala Prov./Keb DPLUPRPRDE,
intsrnasionai Bappeda, Dispar
b. Pemanlgpan sdrang prasarana den  utilites | Kecamatan Baturiti APBN, APED Kemen PUPR,
penunjang pariwisata Prov. /Kab DPUPRPKP,
Happeda, Dispar
— .| Keramatan Haturd APEN, APRD. KemenPUPHR,
[ = Feugmhanga_n JH’.FEJEET'I prasarana transanortasi Prov. /Kab DELPRPKP,
terpadu dan teritegrasi pada kawasan Rappeda, Dispar,
. : DHishub
= CEmatan "l B ay g ,
. B E’Engmt_hangm: miitigas dun adaplasi Re Batusd Aﬁul:, Flcann HDE}TJ]?F‘H?I:.#
S BNPB, BPED
¢. Penatasn lingkungan dan bangunan pada | Kecamatan Baturin APBN, AFBD HemenPUPR,
knwaasn Prov. /Kab DFUPRPEP,
' ) Bappeda, Dispar
I. Penatean den  pengendalian  kawasan di | Kecamaian Baturin APBN, APBD KemenPUPR,
sepanisng koridor dan tept danau Prow. (Kb DPUPRFRP,

'Bappeda, Dispar




1.3 Kawsasan Efektif Pariwisata Seka

a.  Pemantapan Kawasan Soka-den sekirarnyn hecamatan Seiemadeg APBTD Prov. /Kab DPUPRFKP,
scbagal kawasan efektd pariwisata Bappeda, Dispar
internasicnai

% r & Kecamatan Selemadeg AFBD Prov. [Kab CPUFRPER,

b. Pengembangon potenst minapolizan. Bappeda, Dispar,

™ e S I Dristan

g, Pemantapan sareang prasavana dan ddlitas Kecematan Selemadeg APBD Prov. [Kab DPUFREPKEF,
peOunjang pariwisata Bappeca, Dispar

. R L . Kemaniatan Selemade AFBN, APED Keinan PUPR,

d. Pengembangan jaringan prassrang tran sporias! & Prav. [Kab IR PREIE.

terpaidu dan teritegras] pada kawasan Bappeda, m!-'F-' at!
_ Dishub

= eEngembangan mitigasl dan adaptasi Kecamatnn Selemndeg AFHIY Prov. [Kzb DFUPRPEP,

kebencanann Bappeda, Dispar,
- P

f. Pengtaan inglungan dan bangunun pardsa Kecamata:n Selemadeg AVBD Prov. /Kab DFUPRPEPR,

Famssan Bappeda, Dispar
g Fenataan dan pengendalian kowasan di " | Kecamatan Seemades APED Prov.j/Kab DFUFRPKP,

separjang komidor jalan dan kawsasan pesisir

Bappeda, Dispar

1.4 Kawasan Efeltif Pariwizata Tanah Lot

a.  Pemaniamin Kawasan Tanah Lot dan leeamatan Kedit AFBN, AFBD EemenPFUPE,
sekitarriya schagal kawasan «f=ktif pariwisata Prov. [Kah Kemenparekral,
internesional PFUPRIKE,

Bappeda, Digpar
k. Perlindungan kawasan suci tdan tempat suci Kecamutan Kediri APHD I'rov, /[ Kab DPFUPRIKR,
Purs Tanah Lot ' Bappeda, Dispar,
i ' PHDI
c. Pemantapen ssrgna prasarana dan utilitas Kecamnatan Kedir APBN, APBL- KemenPUFR,
ghisi ATwisEia Prov./Kab DPUPRPEP,
i ¢ Bappedn, Dispar
) . , Keramatar Kedlr AFBN. AFBD EeémenPUIPR,

d, Pengembangarn jaringan prasarans tTansportusi Brov, fKab DPUPRPKP,

torpadu dan teriteprasi pada kawasan Happrda, Dispar,
[ [ishilh

e Pengembangan mitipasi dan adaplasi | Kecamatan Kediri AFEN, APBD KemenPUPR,

kebencanpan ' Prov./Kas DPFUPRPEF,

Peappeda., Dispar,




BNFB, BFED

f Penmatzan lingkungan dan bangunan pada Kecamatsn Kedimi APBN, APBD Kemenl'UPR,
kawaann Prov. /K8h DPUPRFPEF,
o N Bappeda, Dispar
g. Pondlasn dan pengendalian  kawasan di | Kecamatan Kedid APBN, APRD Hen;ﬁlﬂﬁ?]gpﬂﬁ
sepamiang koridor jalan den- kawasan pesisir Prov./Kab [IPLIE (P,
e > Bappeda, Dispar
1.5 HKawesan -Agropoliten Bamndfi, RKawasan
Apropolitan Margs, Kawasan  Agropolitan
Pupuan don Kewasan Agropolitan Penebel .
- - . |* Kecamatan Baturiti APBD Prov. [Kab Bappeda, Distan,
a. Pemantapan potensi agropolitan, agribisnis || Kecamatan Marga Masyarakat
BWaLAN »  Kecamatan Pupuan
«  Kecamatan Penebel =7
) _ »  Kecamatan Baturit APRD Prov. [Kab Bappoda, Distan,
b. Pengembangsn polenst Indwaatri keedl |, Kecamatan Marga Disperindag.
menengal agropolitan rameh lingkungan «  HKecamatan Pupuan Masyarakat |
«  HKecamatan Penebal
L _ i .. |* Kecamiatan Baiurit APBD Prov. /Kab Bappedn; Tistan,
C. .Pemnpmpem potensi  agrowisata  berbasis || Recematan Mariz Dispar,
EROWIsa »  Kecamatan Pupuan Mesgyarakat
+  Kecamatan Penebel
d. Pengembanpan prasarana, sarana utilitss dan [+ Recamatan Baturiti AFEN, APBD Kemen PUPR,
transportasi  lerpadu  perinjang  kawasan |+ Keeamatan Marga Prov. [Kab DPUPRPER,
agropolitan ' *  Kecamatan Pupuoan Bappeds, THishuh
- . * _Kecamatan Penebel
e. Integrasi pusat-pusat pelayanan legiatan |+ Kecamatan Baturit APBED Prov. [Kab Bappeda, Distan
litan dengan  sistem Jotaan secara |* Kreeamatan Marga
Tfr[sﬁu P *  Kecamatan Pupuan
»  Kecamatan Fenebel
, «  Kecamatan Beturit APHED Prov. /Kab Distan
1  Kenservasi thnn. pertanian  produleil dan || e oo N
daersh resapan air «  Kecamatsn Pupuan
*  Kecamaten Penebel 3
g Pemamapan funpsi dan  persn  organisasi |+ Kecamaton Batunt APED 'rov, [Kab Distan,
masyarakat dalam pengelolaan dan |+ Kecamaten Marg: Masyarakat

pemgembangan kawasan agropelitan

Kecamaltan Pupuan
Kecamatan Peniebel




1.9 Kawasan Strategis Cepa: Tambuh Kerambitan

pamas cammr

Kawnsnn Suci dan Kewagan Tempal Suci Pura
Sad Kalypmgarn dan Dang Kahyangar

a. Vemantapan potensi industri dan perdagangan | Ecoamatan Kerambitan APBD Prov./Kab i:_’l-ﬂ]lrl'!ﬁiﬂ.
dan jeea kawasan Disperindag
T Konservasi lahan pertanian produktif serta | Kecamatan Kerambijtan APBD Prov./Kah Distan
daerah resapan air
. Penmtpan  don  pengendoiian  kawasan  di | Kecamatsn Rerambitam APDT Prov. [Keb DPUREKP
sepanjang-koridor dan kawasan indusin
d. Pr.ngumhan_g:u? prasarand, serara ulilitags dan | Kecamatan Keranthitan AFBN, ATED KemenPUPR,
transportasi terpadu penurjang kawasan Prov, /Kah DFUPRPKP,
Dishub
1.10 Kowasan Strategis Cepat Tumbub Luwus dan
Seldtermya, serta Kawasan Stratepis. Cepat
Tumbuh Pandalk Gede
i Pemantapan potersi industre] dan perdapangan |« Kecematan Baroriti APRE Prov.Kab Bappeda,
dun jusa kawasan +  Wecamatan Kediri Disperindag
b, Komservasi lahan pértaman roduktl serla (= Kecamatan Baturiti APBID Frov./Kab Distan
daerah resapan air *  Kecamatan Kediri
. Penatasn dan pengendslisn lewasan di [+ Kecamatsn Baturitd APED Prav. fKeb DPFURPKP
sepanjang korider dan kawasan induatri »  Kecamatan Hedird
d. Integrasi kegiaian industri perdagangan dan |« Kecamatan Boturit APBD Prov. /Kab DMsporitdng,
jass werin kegiatan pariwisata secara tetpadu s HKeeamatad Kedirl Dispur
e. Pengembangsn .pmﬁa:ﬁh&,_mna utilitas dan |+ HKecamatan Batucit AFPEN, APBD KemanPUPR,
transportasi terpadu penuniang kawssean *  Kecamuatan Kedird Prov./Kab DPUPRPKP,
Dighub
Perwijudan Kawasan Stratepis Kabupaten dar Sudut |
Kepentingan Sosial dan Budaya
2,1 Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah
Lot, Knwassn Pure Pakendungsn, Kawasan Purd
Resl, HKewassn Pure Luhur Serjjong, dem
Kawssan Pura Oadingwani - | )
#. Penatpan dan pengendalian serfn Tronservas] | Kepamatan Penebel APHD Kab Lisbud, Bappeda




+  Kecamatan Kedin APBD Kal Distd, Bappeda
b. Pengembangan prasarans, satune, dan utilitas [+ Hecamatan
penunjany Kawasan Pura Sod Kahyangaen dan Selrmades
seluruh Dang Kahyangan » lKecamatan
|  Selemaden Barat -
©. Pengembangan den penetapkan sigtem Zonasi ' E‘;ﬂ;:;gnn PEI" ni::h.lﬂ AT B=h Aguc, Fappeds
pemanipatan yang mencakup zona inti, 2ona | feaprl it
penyanpes, zona -penpembangan- dan- zona Sl;'.'hlrmm'lﬂg
penuniang pad_a Kowassn tempat sl _mum ’_ Keramatin
kelentuan kearifan lokal dan budaya Bab Sel e Barat
2.2 Kawasan Catur Anggs Balukau den Kawasan
Jatituwih
a. Pemantapan kewasan sebagal jatidin dan | Kecsmatan Penebel AFPBN, AFRED Kemenparekraf,
idenlitas Kabupaten berwawszsan linghkungan | Prov./Kab Disbud, Bappeda,
dan warisan hiidaya Bal Distan
b, Konservesi, penatasn dan pengendaiisn | Kecamatan Penebel AFBN, AFBD Kemen :
bemgunan dan linghangan sepanjang keridor Prov. fRab DPU PREPKF,
‘Bappeda
¢, Konseryasi lahan portanian  produktif dan | Kecamatan Penebel APBN, APBD Kemeriparekral,
TESEHLI Sir . Frow, fEab ﬁiﬂ!ﬁﬂ.,
Masyarskat
Kecamatan Penebel APBN, AFTID Kemenpareloraf,
d. Pensgasan pemanfastan rusng kawesan ' Prov. /Kab DEUPRPKDP.
) Bappeda
| Kecamatan Penelel APEN, APBD Kemenparekraf,
#.  Tniegrasi fungs: konservasi, aosial dan ekonorm) Prov, fKab _Eﬂppﬁlﬂ.
serta lkepariwisataan DPUPRPKP,
Disrair,
- Dispenndag
£  Peopombangsn potensl  ekowisala secEra SRR R Ilﬂttn:pl:lnL fﬂ:ﬁ;ﬂ hﬂtrls“::?wpr;rdt:m &
herrelanitan DPUFRPKP,
Dhspar,
5 14 Kecamatan Penebel AFSN, AFBD KemenPUPR,
g qug-::nuan_g,an prassrang, sarana utilitas dan Prav./Kah Rappeda,
transportasi terpadu penunjang kawasan DFUPRPEP.
Dishub

Ferwujudan Rawasan E‘:ﬁﬁ.-tl:!w:-l Kabupaten dar Sudut
epentmgan Fungsi dan Days Dulmung Lingkungan




Hidup

3.1 EKawssan  Jlutan Lindung den Cagesr Alam
Batukau, Kawassn Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh
L=ligh, dan Kawasan Hutan Lindung Yeh Ava

i. Pemulfhan dan penanggulangan kerosakan
lingiangan hidup kawasan

fecamatan Baturit
Kecamatan Penebel
Recamatan Selrmodeg
Hecamaton Selpmadeg
Barat

Keeamatan Papluan

APBN, AFBD
Prov, /Kab

I{L'mnﬁﬂiﬁt.
BKSDA, BPKH
VI, Pemiab

i ——

b. Penpemmbengsn dan péngendalien kawssan
berdasarkan ronast

Kecamalan Dararit]
Wecumatan Penebel
Fecamatan Selotmadeg
Keeamatan Selemadeg
Raral

Recamatan Pupuan

APEN, APRD
Prov, [Kah

Kemenhut,
BERISDA, BPRY
VIII, Pemkab

g, Pengembangsn polens ekowlaata dan
eduwisale patla sona pemaniaatan

Kecamatonn Baturiti
Kecamalan Penebie
Hecamatan Selemadey
Kecamatan Selemeadep
Barat

Kecamatan PupoeEn

AFBN, AFBD
Prowv_/Kab

d. Perlindungan kelestsrian kawnsan suei

Kecamatean Baturitt
Kecamatan Penebel
Kecamatan Selemadeg
Kecamatan Selemadeg
Farat

Hecamatan Pupuan

APBN, AFBD
Prov./ lkah

Kemenlt,
BEEDA, BPKH
VI, Pemliab

Kemenhut,
BESEDA, BPKYH
Y10, Pemkab

e. Pengembmngan sistom mitigas dan adaptas
kebencanaan

Kecamatan Batunti
Hecamatan Penebel
Keeamatan Selemadeg
Hecamatan Selemares
Bl

Kecamatan Pupuan

AFEN, AFHED
Prowe./ Kab

Remearthiit,
BESDA, BPKH
VI, Pemlkah

I 'Penguatan koordinagl lelembagsan pengelala
kawsgan

Kecamatan Baturiti
Kecamaitan Penebel
Ketamdtan Selemadeg
Keosmatan Selenadeg
Barat

liecarmmatan PupisEn

APBEN, APRD
Prov. /Kah

“Kemenhut,
BESDA, BFEH
Wi, Pemlab
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LAMPTRAN XII-A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
- TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABLFATEN TABANAN
, TAHUN 2023-2043 . _
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (RKOP
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LAMPIRAN XII-B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
ROMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAHUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN FANGAN BERKELANJUTAN
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LAMPTRAN XH-C © PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
REMCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN Z025-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN HENCANA




LAMPIRAN XT1-D. © PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAHANAN
| NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

I PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA
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LAMPIRAN XiI-E - PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABARAN

TAHUN 2023.2043

PETA RETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR




LAMPIRAN XII-F : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABLUPATEN TABANAN
TAHUN 20232043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
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LAMPIRAN Xii-G : PERATLURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH RABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN FERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
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